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A. PERDAGANGAN BANGSA 
Perdagangan adalah proses interaksi antara individu atau kelompok sosial 
yang satu dengan lainnya untuk memperoleh komoditas. Dalam perdagangan 
terkait empat komponen pokok, yaitu: orang yang mengadakan interaksi, barang 
atau komoditas, transportasi atau alat yang digunakan untuk memindahkan 
barang atau komoditas, dan kedua belah pihak yang terkait dalam perdagangan.  
Tata niaga dalam konteks jaringan perdagangan dapat diartikan sebagai 
upaya sistematis untuk mengatur arus barang dan jasa, yaitu; bagaimana 
memperoleh dan mengumpulkan barang komoditi serta bagaimana 
mendistribusikan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Jika diposisikan pada 
konteks hulu dan hilir, maka upaya memperoleh dan mengumpulkan barang 
komoditi merupakan bagian hulu dalam sistem tata niaga. Dalam konteks lain, 
komponen utama yang mendukung tata niaga adalah produsen, pedagang, dan 
konsumen.   
Ketiga komponen inilah yang saling terkait dalam sistem jaringan 
perdagangan. Jaringan perdagangan masa lalu telah menempatkan rempah 
rempah sebagai komoditi utama sejak awal masehi dengan adanya kontak antara 
pedagang Nusantara dengan pedagang Cina, Arab dan India. Jaringan 
perdagangan rempah-rempah ini kemudian semakin ramai dengan kedatangan 
bangsa Eropa sekitar abad ke-16, ditandai dengan penguasaan atas Malaka yang 
merupakan salah satu bandar penting dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara 
pada tahun 1511 oleh bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Eropa ke kawasan 
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Asia tidak lepas dari keberhasilan bangsa Portugis menemukan jalur pelayaran 
yang menghubungkan daratan Eropa dan Asia melalui Afrika.1 
Dunia Yunani-Romawi mengikuti perdagangan ini dengan berdagang di 
sepanjang jalur Dupa dan jalur Romawi-Hindustan. Di tengah milenium pertama, 
rute pelayaran ke Hindustan (sekarang India) dan Sri Lanka (Romawi - 
Taprobane) dikendalikan oleh Hindustan dan Ethiopia yang menjadi kekuatan 
perdagangan maritim Laut Merah.   
Kekaisaran Aksum (sekitar abad ke-5 SM- abad ke-11 M) telah merintis 
rute Laut Merah sebelum abad ke-1 Masehi. Pada pertengahan abad ke-7 
bangkitnya Islam berimbas pada ditutupnya rute darat kafilah yang melalui Mesir 
dan Kanal para Firaun, dan memisahkan komunitas perdagangan Eropa dari 
Aksum dan Hindustan.  
Pedagang-pedagang Arab akhirnya mengambil alih pengiriman rempah-
rempah melalui pedagang Levant dan pedagang Venesia untuk Eropa, sampai 
bangkitnya Turki Utsmani yang memotong rute lagi tahun 1453. Jalur darat pada 
awalnya membantu perdagangan rempah-rempah, tapi rute perdagangan maritim 
menyebabkan pertumbuhan yang luar biasa dalam aktivitas komersial. Selama 
periode Abad Pertengahan Tinggi dan Abad Pertengahan Akhir para pedagang 
Muslim mendominasi rute perdagangan rempah-rempah maritim di seluruh 
Samudera Hindia, mendapat keuntungan besar dari daerah sumber rempah-
rempah di Timur Jauh (Asia Tenggara) dan mengirimkan rempah-rempah dari 
emporium perdagangan di Hindustan ke arah barat ke Teluk Persia dan Laut 
Merah, di mana rute darat menuju ke Eropa.  
Perdagangan rempah-rempah kemudian diubah oleh zaman penjelajahan 
Eropa di kala perdagangan rempah-rempah, terutama lada hitam, menjadi sebuah 
kegiatan yang sangat penting bagi para pedagang Eropa. Rute pelayaran dari 
Eropa ke Samudera Hindia melalui Tanjung Harapan yang memutari Afrika 
dipelopori oleh penjelajah dan navigator Portugis Vasco da Gama pada tahun 
1498, sehingga terciptalah rute maritim baru untuk perdagangan rempah-rempah.  
Perdagangan rempah-rempah ini kala itu mendorong ekonomi dunia dari 
akhir Abad Pertengahan sampai ke zaman modern, dan akhirnya mengantarkan 
era dominasi bangsa Eropa di Dunia Timur. Kanal-kanal seperti Teluk Benggala, 
digunakan sebagai jembatan untuk pertukaran budaya dan komersial di antara 
beragam budaya kala negara-negara kala itu berjuang untuk menguasai 
perdagangan di sepanjang banyak rute rempah-rempah. Dominasi Eropa 
berkembang dengan lambat. Rute perdagangan Portugis umumnya dilarang dan 
dibatasi oleh penggunaan rute kuno, pelabuhan, dan negara-negara yang sulit 
untuk didominasi. Kerajaan Belanda kemudian mampu melewati banyak masalah 
ini dengan merintis rute laut langsung dari Tanjung Harapan ke Selat Sunda di 
Nusantara (sekarang Indonesia).  
Ekspedisi pertama Belanda berlayar dari Amsterdam (April 1595) ke Hindia 
Timur (sekarang  
                                                 
1Mansyur Syahruddin, Jejak Tata Niaga Rempah Rempah Dalam Jaringan Perdagangan 
Kolonial, (Ambon : Balai Arkeologi Ambon,2011), hal.21.  
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Indonesia). Konvoi lain Belanda berlayar pada tahun 1598 dan kembali satu 
tahun kemudian dengan 600.000 pon rempah-rempah dan produk Hindia Timur 
lainnya. Kongsi Perdagangan Hindia-Timur (VOC) menempa aliansi dengan 
produsen utama cengkih dan pala.  
Sementara Perusahaan Hindia Timur Britania (EIC) mengirimkan sejumlah 
besar rempahrempah selama awal abad ke-17. Memanasnya kompetisi 
perdagangan ini menyebabkan negara yang saling bersaing untuk beralih ke cara-
cara militer untuk menguasai perdagangan rempah- 
rempah. Pada tahun 1641, Maluku Portugis ditangkap oleh Belanda. Setelah 
penangkapan Maluku ini Belanda melihat perkebunan terkonsentrasi pada 
cengkih dan pala, dan kemudian mnggunakan Perjanjian Batavia (1652) Belanda 
berupaya untuk menghancurkan pohon cengkih dan pala di semua pulau-pulau 
lain untuk menjaga pasokan dan mengontrol pasar penting rempah-rempah. 
Upaya ini mengganggu pola kuno perdagangan Nusantara dan bahkan 
menyebabkan depopulasi seluruh kepulauan, terutama Kepulauan Banda.  
Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan 
perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita 
kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh 
berbagai kerajaan dan kekaisaran, kadang-kadang hidup berdampingan dengan 
damai sementara di lain waktu mereka berada pada kondisi berperang satu sama 
lain.  
Nusantara yang luas ini kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik 
seperti yang dimiliki Indonesia sekarang. Meskipun demikian, jaringan 
perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal 
permulaan sejarah Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan itu merupakan aset 
yang penting bagi sebuah kerajaan dan seorang raja untuk mendapatkan 
kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi kekuatan besar dan 
berpengaruh. Namun, semakin global jaringan perdagangan itu, semakin banyak 
pengaruh asing berhasil masuk ke Nusantara; suatu perkembangan yang akhirnya 
mengarah pada kondisi penjajahan.2 
 
B. MONOPOLI PEMERINTAH 
Monopoli pemerintahan dalam bidang ekonomi, monopoli pemerintahan 
(monopoli Negara) adalah sebuah bentuk monopoli koersif dimana sebuah badan 
pemerintah atau perusahaan pemerintah menjadi penyedia tunggal dari barang 
atau jasa tertentu dan persaingan dilarang oleh hukum. Singkatnya, monopoli ini 
merupakan monopoli yang di buat oleh pemrintah jadi pemerintah memiliki 
tanggung jawab penuh atas system monopoli ini. Monopoli ini tidak sama 
dengan monopoli yang di anugerahkan oleh pemerintah dimana pemerintah 
memberikan monopoli kepada perusahaan tertentu3.  
 
                                                 




1. Contoh monopoli pemerintahan  
Contoh monopoli yang di lakukan oleh pemerintah dan kita gunakan sehari-
hari adalah PT. PLN. Kebijakan monopoli pemerintah semacam ini  
merupakan kebijakan public yang baik, karena tujuan monopoli ini adalah 
untuk kesejahteraan rakyat, sehingga masyarakat bisa menimati listrik yang 
terjangkau. Dimana monopoli ini di lakukan oleh sebuah perusahaan yang 
mampu menguasai seluruh permintaan hal ini di karenakan hanya iya yang 
menguasai sumber daya tidak ada yang lain. Dimana PT. PLN menguasai 
pasar listrik di seluruh Indonesia hal ini merupakan salah satu jenis 
monopoli artifisial dimana pemerintah sengaja membuat PT. PLN menjadi 
satu-satunya perusahaan penghasil listrik.  
2. Factor penyebab monopoli  
a) Hambatan teknis   
Ketidakmampuan bersaing secara teknis membuat perusahaan lain sulit 
bersaing dengan perusahaan yang ada contohnya perusahaan yang 
mungkin menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang yang di 
butuhkan untuk memproduksi bahan, tingginya tingak efesiensi 
memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya yang 
menurun.  
b) Hambatan legalitas   
Perusahaan bisa jadi memiliki hak paten dan hak cipta yang melarang 
perusahaan lain menggunakan proses produksi tertentu atau melarang 
menghasilkan produk yang sama. Misalnya ketika cellophane 
diperkenalkan, DuPont memiliki kekuatan monopoli dalam proses 
produksinya karena memiliki hak paten. Demikian Xerox memiliki 
kekuatan monopoli atas mesin fotocopy dan palaroid atas produksi 
kamera foto langsung jadi.  
 
3. Macam-macam monopoli  
a) Monopoli alamiah, lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli 
ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang di miliki 
oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam 
pasar tanpa bisa di tandingi dan di kalahkan secara memadai oleh 
perusahaan lain. Dalam jenis monopoli ini sesungguhnya pasar bersifat 
terbuka. Karena itu, perusahaan lain bebas masuk dalam jenis industry 
yang sama. Hanya saja, perusahaan lain tidak unggul tadi relattif 
menguasai pasar dalam jenis pasar tersebut. Di sini terlihat jelas bahwa 
kendati secara historis pasar bebas lahir untuk menghapus monopoli yang 
di kenal dalam system ekonomi merkantilistis, pasar sendiri dapat 
melahirkan jenis mopoli tertentu berupa monopoli alamiah.  
b) Monopoli artifisial, lahir karena persengkokolan atau kolusipolitik dan 
ekonomi antar para penguasa demi melindungi kepentingan kelompok 
usaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan 
rasional maupun irasional. Pertimbangan rasiomal misalnya demi 
melindungi industry dalam negeri demi memnuhi ekonomi dan 
seterusnya. Pertimbangan irasional bisa sangat pribadi sifatnya dan bisa 
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dari yang samar-samar sampai pada yang kasar dan terang-terangan. 
Monopoli ini merupakan suatu rekayasa sadar yang pada akhirnya akan 
meenguntunggkan kelompok lain, bahkan kepentingan mayoritas 
masyarakat.  
 
4. Undang-undang anti monopoli  
Di dalam UU RI NO.5 Tahun 1995 tentang larangan raktek monopli dan 
persaingan usaha tidak sehat umum sudah di jelaskan mengenai monopoli, 
oligopli dan suap.  
 
Pembangunan jangka panjang pertam telah banyak menghasilkan 
kemajuan antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan 
pembangunan ini yang telah di capai di dorong oleh kebijakan pembangunan di 
berbagai bidang termasuk kebijakan di bidang ekonomi. Meskipun telah banyak 
kemajuan yang di capai selama pembangunan tetapi masih banyak pula 
tantangan dan persoalan khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum 
terpecahkan, salah satunya adalah masalah pengusaha atau perusahaan besar 
swasta dimana banyak para petinggi perusahaan yang dekat dengan elit 
kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga 
berdampak kepada kesenjangan social. Munculnya konlomerasi dan sekelompok 
pengusaha kecil yang kuat yang tidak di dukung oleh semangat kewirausahaan 
sejati salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat 
rapuh dan tidak mampu bersaing. Karena kondisi tersebut da di susun lah 
undang-undang untuk mengawasi permasalhan tentang monopoli, oligopoli dan 
suap.  
Secara umum materi dan undang-undang tentang larangan praktek 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini mengandung 5 bagian pengaturan 
yang terdiri dari  
1. Perjanjian yang dilarang  
2. Kegiatan yang dilarang  
3. Komisi pengawas persaingan usaha  
4. Penegakan hukum  
5. Ketentuan lain-lain  
 
Undang-undang ini dibentuk berdasarkan pancasila dan undang-undang 
dasar 1945 serta berdasarkan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan 
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.  
 
C. PEREKONOMIAN PADA MASA VOC 
Pada sejarah sistem ekonomi monopolistik, VOC terjadi sekitar tahun 
1600–1800. Perkembangan sistem pasar di Indonesia tidak pernah mulus karena 
selalu tertekan oleh “sistem ekonomi” yang diterapkan di Indonesia sebagai 
“negara jajahan”. Pada 200 tahun pertama masa kolonialisme (1600 – 1800), 
persatuan Pedagang Belanda (VOC) menerapkan sistem monopoli (monopsoni) 
dalam membeli komoditi-komoditi perdagangan seperti rempah-rempah (lada 
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dan pala, cengkeh, kopi dan gula), sehingga harganya tertekan karena ditetapkan 
sepihak oleh VOC. Meskipun VOC tidak sama dengan pemerintah penjajah 
Belanda, tetapi petani Indonesia merasa VOC mempunyai kekuasaan dan daya-
paksa seperti pemerintah juga karena VOC mempunyai aparat “pemerintahan”, 
bahkan memiliki tentara. Itulah sebabnya Companie diucapkan orang Indonesia 
sebagai kumpeni yang tidak lain berarti “tentara” yang dapat memaksa-maksa 
petani menyerahkan komoditi perdagangannya yang “dipaksa beli” oleh VOC.4 
Pada awalanya orang Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah 
melainkan untuk berdagang. Perdagangan orang Eropa ini dimotivasi oleh hasrat 
untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun harus mengarungi 
lautan yang berbahaya dalam jarak ribuan kilometer dengan kapal layar untuk 
mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Namun para pedagang merasa perlu 
memiliki tempat yang permanen di daratan dari pada berdagang dari kapal yang 
berlabuh di laut. Kantor dagang itu kemudian mereka perkuat dan persenjatai 
serta menjadi benteng yang akhirnya menjadi landasan untuk menguasai daerah 
sekitarnya. Lambat laun kantor dagang ini beralih dari pusat komersil menjadi 
basis politik dan teritorial.  
Pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oost-
Indische Compagnie atau VOC (Perkumpulan Dagang India Timur). Vereenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah kongsi dagang yang merupakan 
gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia 
Timur. Tujuan pendirian ini adalah untuk memonopoli perdagangan pada saat 
itu, ketika terjadi perlombaan dan perebutan hegemoni perdagangan, terutama 
perdagangan rempah-rempah dari Timur (termasuk Indonesia), diantara penjajah 
Barat, seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Perancis, dan Belanda.  
Pada awal keberadaannya di Indonesia (Hindia belanda), VOC tidak lain 
adalah sebuah kongsi dagang. Perdagangan bangsa Belanda di Indonesia dan di 
Asia pada umumnya tidak berbeda dari perdagangan bangsa-bangsa lainnya. 
Keuntungan perdagangan VOC merupakan hasil dari perdagangan antara 
Bandar-bandar di Indonesia, bukan dari hubungan perdagangan langsung antara 
Indonesia Belanda. VOC terus mengembangkan kongsi dagangnya, Pada tahun 
1603 VOC telah membangun pusat perdagangan pertama yang tetap di Banten. 
Sedangkan pada tahun 1609 VOC membuka kantor dagang di Sulawesi Selatan. 
Pada tahun 1610 Ambon dijadikan pusat VOC, yang dipimpin seorang-gubernur 
jendral. namun niat tersebut dihalangi oleh raja Gowa. Raja Gowa tersebut 
melakukan kerjasama dengan pedagang-pedagang Inggris, Prancis, Denmark, 
Spanyol dan Portugis.  
Dalam upaya mengatur urusan-urusan di Indonesia, VOC memandang 
perlu mengangkat gubernur jendral, diantaranya yang paling terkenal adalah Jan 
Pieterszoon Coen yang diangkat pada tahun 1617. pada saat itu juga muncul 
kekuatan kongsi dagang dari Inggris (East Indie Company atau EIC). Kongsi 
dagang ini terletak di Banten. Sehingga adanya dua kongsi dagang ini 
                                                 
4Mubyarto, “Peran Ilmu Ekonomi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” Jurnal Ekonomi dan 




mengakibatkan terjadinya perebutan daerah pengaruh yang akhirnya 
menimbulkan konflik diantara kedua pihak tersebut.  
VOC mendirikan 3 buah pangkalan di Indonesia yakni di Jayakarta, 
Ambon, dan Banda pada tahun 1619. Pada saat itu terjadi kemerosotan 
perdagangan kota-kota pesisir Jawa. VOC dengan cepat memanfaatkan 
kesempatan ini. VOC mengkonsentrasikan kegiatan perdagangannya di Jayakarta 
sehingga Jayakarta tumbuh menjadi Bandar terpenting di Jawa atas izin dari 
pangeran Wijayakrama untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Di 
Indonesia terutama daerah Jawa, Ambon, dan Banda yang dijadikan pusat 
perhatian VOC, tujuan pembatasan daerah tersebut agar VOC dapat bebas 
menjalankan politiknya secara lebih teratur, terutama politik monopoli 
dagangnya.  
Pada tahun 1641 VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. 
Dengan direbutnya Malaka kedudukan VOC semakin kuat karena daerah ini 
dapat dijadikan pangkalan angkatan lautnya. Dari Malaka VOC mengadakan 
pengawasan terhadap jalannya perdaganagn di selat Malaka. Segala arus 
perdagangan Malaka disalurkan ke Jakarta, sehingga Jakarta menjadi bandar 
yang semakin ramai. Setelah berhasil merebut Malaka pada 1641, maka VOC 
mulai memusatkan perdagangannya di Indonesia.  
Setelah VOC masuk ke Nusantara, pada masa ini banyak keterangan yang 
cukup lengkap tentang perdagangan Indonesia. Namun yang menjadi pokok 
adalah masih tetap eksport cengkeh dari Ternate, Ambon dan Seram, Buah pala 
dari kepulauan Banda, dan lada dari Sumatera, Banten dan Malaka. Sebaliknya, 
terdapat impor barang-barang timur lain, seperti porselin dan sutera dari 
Tiongkok, barang-barang kapas dari India, permadani-permadani dari Persia, dan 
sebagainya.5 
VOC sebagai sebuah kongsi dagang memiliki hak istimewa yang sering 
disebut sebagai hak octroi. Adanya hak istimewa ini membuat VOC semakin 
kuat, diibaratkan negara dalam negara. Hak Octroi VOC antara lain:  
1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan 
sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara  
2. Membentuk angkatan perang sendiri  
3. Melakukan peperangan  
4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat  
5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri  
6.Mengangkat pegawai sendiri  
7.Memerintah di negeri jajahan  
Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh VOC antara lain:  
1. Monopoli perdagangan rempah-rempah  
2. Verplichte Laverantie yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang 
telah ditetapkan oleh VOC, dan melarang rakyat menjual hasil buminya 
selain kepada VOC.  
3. Contingenten yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa 
hasil bumi.  
                                                 
5Ibid. hal. 244-245.  
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4. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang 
boleh ditanam.  
5. Hak Ekstirpasi yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah 
agar tidak terjadi over produksi yg dapat menyebabkan harga rempah-
rempah merosot.  
6. Pelayaran Hongi yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) 
untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak 
pelanggarnya.  
7. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang 
boleh ditanam.  
8. Hak Ekstirpasi yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah 
agar tidak terjadi over produksi yg dapat menyebabkan harga rempah-
rempah merosot.  
 
D. MEMBANGUN SISTEM PEMERINTAHAN KOLONIAL  
1.Imperialisme dan Kolonialisme  
Imperialisme  Istilah imperialisme yang diperkenalkan di Perancis pada 
tahun 1830-an, imperium Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1830-an, istilah ini 
diperkenalkan oleh penulis Inggris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan 
kekuasaan yang dilakukan oleh Kerajaan Inggris. Orang Inggris menganggap 
merekalah yang paling berkuasa (Greater Britain) karena mereka telah banyak 
menguasai dan menjajah di wilayah Asia dan Afrika.   
Mereka menganggap bahwa penjajahan bertujuan untuk membangun 
masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk kebaikan 
dunia.  Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi 
dan politik negara-negara kaya dan berkuasa , mengawal dan menguasai 
negaranegara lain yang dianggap terbelakang dan miskin dengan tujuan 
mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di negara tersebut untuk menambah 
kekayaan dan kekuasaan negara penjajahnya.   
Imperialisme menonjolkan sifat-sifat keunggulan (hegemony) oleh satu 
bangsa atas bangsa lain. Tujuan utama imperialisme adalah menambah hasil 
ekonomi. Negar - negara imperialis  ingin memperoleh keuntungan dari negeri 
yang mereka kuasai karena sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. 
Selain faktor ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahwa sebuah bangsa lebih 
mulia atau lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai ethnosentrism, 
contoh bangsa Jerman (Arya) dan Italia. Faktor lain yang menyumbang pada 
dasar imperialisme adalah adanya perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa 
yang besar dan memerintah dunia, misalnya dasar imperialisme Jepang. Dasar 
imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebarkan ide-ide dan kebuadayaan 
Barat ke seluruh dunia.  
Oleh karena itulah, imperialisme bukan hanya dilihat sebagai penindasan 
terhadap tanah jajahan tetapi sebaliknya dapat menjadi faktor pendorong 
pembaharuan-pembaharuan yang dapat menyumbang kearah pembinaan sebuah 
bangsa seperti pendidikan, kesehatan, perundang-undangan dan sistem 
pemerintahan.   
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Sedangkan Kolonialisme, Koloni merupakan negeri, tanah jajahan yang 
dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Koloni adalah satu kawasan diluar 
wilayah negara asal atau induk. Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan 
ekonomi.Kebanyakan koloni yang yang dijajah adalah wilayah yang kaya akan 
bahan mentah, keperluan untuk mendapatkan bahan mentah adalah dampak dari 
terjadinya Revolusi Industri di Inggris.   
 Istilah kolonialisme bermaksud memaksakan satu bentuk pemerintahan 
atas sebuah wilayah atau negeri lain (tanah jajahan) atau satu usaha untuk 
mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. 
Usaha untuk mendapatkan wilayah biasanya melalui penaklukan. Penaklukan 
atas sebuah wilayah bisa dilakukan secara damai atau paksaan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Pada mulanya mereka membeli barang 
dagangan dari penguasa lokal, untuk memastikan pasokan barang dapat berjalan 
lancar mereka kemudian mulai campur tangan dalam urusan pemerintahan 
penguasa setempat dan biasanya mereka akan berusaha menjadikan wilayah 
tersebut sebagai tanah jajahan mereka. Negara yang menjajah menggariskan 
panduan tertentu atas wilayah jajahannya, meliputi aspek kehidupan sosial, 
pemerintahan, undang-undang dan sebagainya. Sejarah perkembangan 
kolonialisme bermula ketika Vasco da Gama dari Portugis berlayar ke india pada 
tahun 1498.  
 Di awali dengan pencarian jalan ke Timur untuk mencari sumber rempah-
rempah perlombaan mencari tanah jajahan dimulai.  Kuasa Barat Portugis dan 
Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda berlomba-lomba mencari daerah 
penghasil rempah-rempah dan berusaha mengusainya. Penguasaan wilayah yang 
awalnya untuk kepentingan ekonomi akhirnya beralih menjadi penguasaan atau 
penjajahan politik yaitu campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang 
saudara, dan sebagainya. Ini karena kuasa kolonial  tersebut ingin menjaga 
kepentingan perdagangan mereka daripada pergolakan politik lokal yang bisa 
mengganggu kelancaran perdagangan mereka.   
Kolonialisme berkembang pesat setelah perang dunia I. Sejarah 
kolonialisme Eropa dibagi dalam tiga peringkat. Pertama dari abad 15 hingga 
Revolusi industri (1763) yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropa seperti 
Spanyol dan Portugis. Kedua, setelah Revolusi Industri hingga tahun 1870-an. 
Ketiga, dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I 
yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperiali.6 
 
2. Masuknya Bangsa Eropa Ke Indonesia  
Pada mulanya para penjelajah (explorer) bagsa Eropa bertujuan untuk 
berdagang dan mencari sumber rempah-rempah. Namun demikian, akhirnya 
mereka melakukan penjajahan dan pendudukan terhadap wilayah-wilayah yang 
disinggahinya. Tampak pada peta jalur pelayaran para penjajah Eropa yang 
melintas di kepulauan Nusantara.  
                                                 




Jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Usmani, maka 
berakhirlah kekuasaan kerajaan Romawi Timur. Berakibat tertutupnya 
perdagangan di Laut Tengah bagi orangorang Eropa. Bangsa Turki menjalankan 
politik yang mempersulit pedagang Eropa yang beroperasi di daerah 
kekuasaanya yang menyebabkanperdagangan antara dunia timur dengan Eropa 
menjadi mundur, sehingga barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh orang-
orang Eropa menjadi berkurang di pasaran Eropa, terutama rempah-rempah. 
Pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16, pelaut-pelaut bangsa Eropa 
berhasil menjelajahi samudra yang luas dan sampai ke negerinegeri yang baru 
seperti Amerika, Afrika, Asia Timur termasuk Indonesia.  
 
3. Penjelajahan Bangsa Portugis  
Pada tahun 1498, raja portugis mengirim ekspedisinya dibawah pimpinan 
Vasco Da Gama. Ekspedisi ini berhasil mendarat di Kalkuta (India) tahun 1498. 
Di daerah para pelaut Portugis mendapat rempah-rempah dari para pedagang 
untuk dibawa ke negerinya. Pada tahun 1511, dari India bangsa Portugis 
mengirim ekspedisinya dibawah pimpinan Alphonso d’Albuquerque, mengikuti 
perjalanan para pedagang Islam. Malaka pusat perdagangan Islam di Asia 
Tenggara. Dari Malaka itu bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah 
timur untuk mendapatkan sendiri rempah-rempah yang ada dikepulauan Maluku. 
Akhirnya bangsa Portugis tiba di Ternate (Maluku) tahun 1512.  
Perang yang terjadi antara Kerajaan Ternate dengan Tidore, juga merupakan 
perang antara bangsa kulit putih yaitu antara bangsa Spanyol dengan Portugis. 
Untuk menyelesaikan perkaitan kedua bangsa kulit putih itu, Paus turun tangan 
dan pada tahun 1521 dilakukan perjanjian Saragossa (Zaragoza). Isi 
perjanjiannya:  
a. Bumi ini dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan 
Portugis.  
b. Wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Mexico ke arah barat 
sampai kepulauan Filiphina dan wilayah kekuasaan Portugis membentang 
dari Brazillia ke arah timur sampai kepulauan Maluku.  
 
4.Indonesia Dibawah Pemerintahan Belanda  
Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang 
sangat besar dan memiliki utang yang sangat besar. Hal ini diakibatkan oleh:   
a. Persaingan dagang dari bangsa Prancis dan Inggris   
b. Penduduk di Indonesia, terutama Jawa telah menjadi miskin, sehingga 
tidak mampu membeli barang-barang yang dijual oleh VOC  
c. Perdagangan gelap merajalela dan menerobos monopoli perdagangan 
VOC   
d. Pegawai-pegawai VOCbanyak melakukan korupsi dan 
kecurangankecurangan akibat dari gaji yang diterima kecil   
e. VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar untuk 
memelihara tentara dan    pegawai-pegawai yang jumlahnya cukup 
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besar untuk memenuhi pegawai daerah-daerah yang baru dikuasai, 
terutama di Jawa dan Madura.7 
 
E. SISTEM TANAM PAKSA  
Culturstelsel atau disebut juga Sistem Tanam Paksa merupakan peraturan 
yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 
1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk 
ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu dan tarum. Hasil tanaman ini 
akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan 
hasil hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang 
tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-
kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.  
Motif utama sistem tanam (culturstelsel) paksa pada tahun 1830 adalah 
karena kesulitan financial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat 
perang Jawa tahun 1825-1830 di Indonesia di negeri Belanda sehingga Gubernur 
Jendral Van Den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem tanam paksa 
dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan Belanda yang kosong atau 
menutupi deficit anggaran pemerintah Belanda.  
Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem 
monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat 
dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi 
tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus 
menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah.  
Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi 
rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak in natura, yaitu dalam bentuk 
hasil-hasil pertanian mereka. Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa antara 
lain:  
a) Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana 
mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk menanam tanaman 
dagang yang dapat dijual dipasaran Eropa.  
b) Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan 
tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah pertanian 
yang dimiliki penduduk desa.  
c) Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak 
boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.8 
d) Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan 
dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.  
 
                                                 
7Frances Gouda, Dutch Culture Overseas : praktek kolonial di Hindia Belanda. ( Jakarta : Serambi 
Ilmu Semesta, 1995), hal. 50-51.  
 
8Miftah Hermawati, “Tanam Paksa Sebagai Tindakan Eksploitasi”, e-Journal Pendidikan Sejarah. Vol. 1, 







1.Pelaksanaan tanam paksa   
Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah 
terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825-1830), dan Perang Padri 
di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapat izin 
khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama 
mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong,atau menutup defisit anggaran 
pemerintah penjajahan Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-
desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya 
diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van 
den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam 
komoditi ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila) Penduduk dipaksa untuk 
menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan 
menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.  
Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak 
tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak 
daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. 
Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber 
lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai 
tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. 
Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja 
yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di 
pasar dunia sedang membubung, dibudidayakan. 1884 sekitar 75.5 % penduduk 
Jawa dikerahkan dalam cultuurstelsel atau tanam  paksa. Penduduk di 
Karesidenan Batavia dan daerah kesultanan di Jawa Tengah atau Vortsenlanden 
tidak mengambil bagian dalam sistem tersebut. Jumlah tersebut kemudian 
berfluktuasi tetapi tidak turun secara drastis karena pemerintah Hindia Belanda 
berusaha mempertahankan eksistensi tanah untuk tanaman komoditi ekspor. 
Kemudian pada tahun 1850, umpamanya jumlah tersebut telah menurun menjadi 
46 %, tetapi ditahun1860 naik lagi menjadi 54.5%.9 Kendatipun demografi 
belum muncul pada masa ini, dan data kependudukan yang diperoleh dari 
laporanlaporan para pejabat Belanda sering simpang siur, namun dapat dikatakan 
bahwa sistem cultuurstelsel ini jelas-jelas telahmengakibatkan dampak yang 
destruktif bagi penduduk Jawa. Luas tanah garapan yang digunakan untuk sistem 
itu menurut perhitungan, pada tahun 1840 hanya 6 % saja. Pada tahun 1850 
menurun menjadi 4 %, dan pada tahun 1860 naik lagi sedikit menjadi 4.5 %. 
Jenis tanah yang dibutuhkan juga berbeda-beda untukmasing-masing tanaman.   
Tetapi kemudian ternyata berbagai faktor lain turutmenentukan tinggi 
rendahnya upah petani. Masalah kesuburan tanah (sawah untuk tebu) tentu 
diperkirakan lebih tinggi pembayaran pajak tanahnya dibandingkan dengan tanah 
gersang untuk kopi. Masalah iklim, teknologi yang digunakan, dan lain 
                                                 
9J. Thomas Linbald, Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru, (Jakarta: LP3ES. 2000), 
hal. 80.  
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sebagainya, turut menentukan tinggi rendahnya upah. Dengan demikian upah 
bervariasi, bukan saja untuk masing-masing komoditi tetapi juga dari 
karesidenan-karesidenan. Contoh yang nyata mengenai masalah upah ini diambil 
dari dua komoditi yang berbeda, yaitu gula dan indigo  
(nila).10 
 
F. KEBIJAKAN EKONOMI LIBERAL  
Ketika kas Belanda telah surplus dan rakyat Hindia Belanda menderita 
akibat kebijakan Cuulturestelsel, munculah suara-suara dari karangan liberal 
yang menuntut dihapuskannya sistem itu dan digantikan dengan modal swasta 
dan kerja bebas (Free labor). 
Pada pokoknya paham liberal yang sudah menjalar keseluruh eropa 
menghendaki agar segala kegiatan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta 
tanpa campur tangan pemerintah. Menurut paham liberal ini sebaiknya 
pemerintah menjauhkan diri dari peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan 
sebaiknya hanya membatasi diri pada pemeliharaan ketertiban umum dan 
penciftaan saranasarana hukum dan administratif yang memungkinkan usaha 
swasta untuk mengembangkan diri dengan baik11. 
Ternyata perjuangan proses liberalisasi ini merupakan perjuangan ideologi 
yang didukung oleh humanitarisme yang dicampur dengan kristianisme juga 
mulai memperhatikan nasib rakyat pribumi. 
Dua orang Intelektual yang menyuarakan liberalisme adalah pendeta van 
Baron Hoevell dan Vitalis yang mendesak Tweede Kamer agar mengeluarkan 
Undang-undang untuk menghapuskan culturestelsel. Pada tahun 1860-an, 
desakan untuk menghapuskan culturestelsel ini makin menguat. Ketika 
pemerintahan konservatif yang mendukung culturestelsel jatuh, pemerintahan 
baru yang lebih liberal pada tahun 1862 membuat perubahan untuk melenyapkan 
culturestelsel.Setelah itu, Cuulturstelsel dihapuskan sedikit demi sedikit, yang 
paling pertama di hapuskan adalah tanaman pertanian yang kurang 
menguntungkan atau bahkan malah tidak menguntungkan sama sekali12 
Berikut ini adalah tanaman-tanaman yang telah di hapuskan oleh pemerintah 
Hindia Belanda. 
1. Lada pada tahun 1862  
2. Cengkih pada tahun 1864  
3. Nila,teh dan kayu manis pada tahun 1865  
4. Tembakau pada tahun 1866  
5. Kopi dan gula pada tahun 1870  
Pada tahun 1878 Undang-undang gula (Zuickerewet) menghapus tanam 
paksa gula dari gubernemen dan sekaligus membuat bebas perdagangan gula. 
Namun pada praktiknya, penanam kopi baru berakhir di Priangan pada awal 
tahun 1917 dan di pesisir utara Jawa pada Juni 1919. Dapat disimpulkan bahwa 
                                                 
10Zulkarnain, September 2010, “Serba-Serbi Tanam Paksa”, ISTORIA Volume VIII No. 1, hal. 32-33.  
11Poesponegoro dkk, Sejarah Nasional Indonesia jilid IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 367. 
12 Ricklefs M C, “Sejarah Indonesia Modern 1200-2008”, (Jakarta: Serambi, 2008), hal.270. 
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latar belakang dari kebijakan sistem ekonomi liberal ini adalah adanya 
pertentangan kaum konservatif versus kaum intelektual tentang cuulturestelsel, 
kaum konservatif masih tetap ingin menerapkan culturestelsel sedangkan kaum 
liberal ingin mengganti kebijakan cuulturestelsel dengan kebijakan liberal.  
Di mulai setelah ada Undang-Undang Agraria (Agrarissche Wet) tahun 
1870 yang di sahkan oleh parlementer. UU agraria ini membuka Jawa bagi 
perusahaan swasta. Keamanan dan kebebasan para pengusaha di jamin. Hanya 
orang Indonesia yang dapat memiliki tanah, tapi apabila orang asing ingin 
mengambil keuntungan dari tanah tersebut, orang orang asing tersebut 
diperbolehkan untuk menyewa dari pemerintah selama 75 tahun dan dari pribumi 
bisa menyewa antara 5 s/d 20 tahun (sesuai kesepakatan).  
Perusahaan-perusahaan swasta menyewa tanah penduduk untuk di jadikan 
perkebunanperkebunan besar, setelah perkebunan di bangun, rakyat diberikan 
kesempatan untuk bekerja di perkebunan-perkebuan tersebut menjadi buruh 
musiman ataupun buru harian. Adapun lahan yang disewa adalah lahan kosong, 
tapi ada juga lahan persawahan. Tahun 1860-an nilai ekspor antar pemerintah 
Hindia Belanda dengan swasta itu nilainya sama, tahun 1885 ekspor swasta 
melebihi ekspor pemerintah bahkan sampai 10 kali lipat. Dari tahun 1870-an 
penyakit daun kopi mulai menyebar dan menyebabkan produksi kopi jatuh. Pada 
tahun 1882 hama gula menghantam Cirebon. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 
tahun 1892, hama ini gula menyebar ke ujung timur. Harga gula pada 1884 
sangatlah terpuruk dan karna gula itu mendominasi jawa, maka perekonomian 
jawa ikut terdampak. Depresi bahkan melanda pedesaan sampai 1887-88.  
Mengutip dari Sartono, kemunduran perekonomian antara 1878 dan 1883 
disebabkan oleh perubahan harga bahan makanan di pasaran dunia, perubahan 
perbandingan harga produksi primer dan produksi sekunder atau industri,  harga 
gula dan kopi jatuh. Sebagai reaksi atas krisis itu maka investasi modal mulai 
mengalir keusaha pertambangan, yaitu antara 1882-1887, antara lain tambnag 
batu bara, timah, batu pualam, dan lain-lain.  
Secara umum harapan dari ekonomi liberal ini adalah gagal karna rakyat 
Hindia Belanda semakin menderita sedangkan ekonomi Belanda semakin 
surplus. Hal itu berbeda terbalik dengan para pedagang China. Pedagang China 
ini malah menikmati kemakmuran. Para pedagang China mengalami keuntungan 
yang berlebih karna tidak terikat pada tradisi-tradisi dan norma-norma agraris 
yang masih dianut oleh penduduk di Jawa. Pertumbuhan penduduk terutama di 
Jawa sangat pesat. Hal itu di sebabkan karna menurunnya angka kematian 
sedangkan angka kelahiran tinggi, selain itu karna adanya kebijakan vaksinasi, 
perbaikan distribusi makanan serta perbaikan jalan raya.  
Kebijakan Ekonomi Liberal adalah kebijakan yang terjadi di Hindia 
Belanda pada tahun 18701900-an yang memiliki ciri yaitu adanya perusahaan 
swasta yang menguasai sumber-sumber pertanian dan perkebunan Hindia 
Belanda. Kebijakan Liberal ini menggantikan kebijakan cuulturestelsel yang 
dinilai sangat menyengsarakan rakyat. Tapi pada kenyataannya kebijakan liberal 
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ini malah semakin mengeksploitasi SDA dan SDM rakyat Hindia sedangkan 
pemerintah dan pihak swasta menikmati kebijakan ekonomi liberal ini.13 
 
G. SISTEM PEMERINTAH KOLONIAL TERBENTUK  
1. Ekspedisi Pemerintah Belanda  
Secara etimologi kata Hindia berasal dari bahasa latin, Indus. Nama asli 
Dutch Indies diterjemahkan oleh orang Inggris sebagai “Hindia Timur Belanda” 
tercatat dalam dokumen Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal 
tahun 1620-an. Selama abad ke-19, daerah jajahan dan hegemoni Belanda 
diperluas, mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka pada awal abad ke-
20. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga dibawah 
kekuasaan Imperium Belanda, dan berkontribusi pada keunggulan global 
Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi.  
Pemerintah belanda mulai melaksanan ekspedisi militer beberapa wilayah 
Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Pulau Lombok. Meskipun pemberontakan di 
Indonesia pecah, kekuasaan pemerintahan kolonial diperluas ke seluruh wilayah 
nusantara dari tahun 1901 sehingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga 
diambil dari para penguasa lokal yang tersisa. Ekspedisi militer diwilayah 
Sulawesi terlaksana pada tahun 1905 hingga 1906.  
Pada tahun 1901, Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai 
Politik Etis, dimana pemerintah kolonial memiliki tugas untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan. 
Langkah-langkah baru lainnya di bawah kebijakan tersebut mencakup program 
irigasi, transmigrasi, komunikasi, mitigasi banjir, industrialisasi dan 
perlindungan industri pribumi. Industrialisasi tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap mayoritas penduduk Indonesia dan Indonesia tetap saja merupakan 
koloni yang bergantung pada pertanian. Berdasarkan rancangan Idenburg 
kemudian diterima oleh parlemen Belanda dan menjadi UU, yang dikenal dengan 
sebutan Desentralisasi tahun 1903, adapun garis besar butir-butir UU 
Desentralisasi adalah sebagai berikut:  Kesatuan hukum 
(Rechtsgemeenschappen) teritorial yang baru dapat dibentuk di samping Hindia 
Belanda dan Desa sebagai kesatuan hukum. Kesatuan hukum baru ini dinamakan 
resor dewan lokal (ressorten van locale raden) atau Swapraja lokal (locale 
zelfbesturen) atau “local self government”, sekarang dikenal sebagai daerah 
Otonom.  
2. Dasar Pemerintahan Kolonial   
 Dasar pemerintahan di Hindia Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan 
Belanda dan  
Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda, yang dibuat oleh kerajaan untuk 
Pemerintahan Hindia Belanda yang hanya mengacu pada tahun 1925. Pada 
kedua undang-undang diperoleh syarat yang menentukan hubungan antara 
Hindia Belanda dengan Belanda. Pada dasarnya, undang-undang dasar 
                                                 
13Sartono Kartodirjo, “Pengantar Sejarah Indonesia Baru; 1500-1900 dari Emporium sampai Imporium”, 
(Yogyakarta: Ombak, 2014), hal.379. 
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mendeklarasikan bahwa Kerajaan Belanda terdiri atas wilayah Belanda, Hindia 
Belanda, Surinama, Kurasau, sehingga Hindia Belanda merupakan suatu bagian 
integral kerajaan. Raja diberi wewenang untuk menghentikan peraturan yang 
dibuat melalui proses legislasi Hindia Belanda jika menurutnya bertentangan 
dengan undang-undang yang lebih tinggi (UUD, UU Legislasi Belanda, 
Peraturan didewan, dan perjanjian-perjanjian), atau kebijakan publik, selama 
peraturan itu bisa dibatalkan peraturan-peraturan Gubernur Jendral: Perundangan 
Hindia Belanda, Peraturan Majelis Legislatif (Volksraad).14 
Pemerintahan kolonial memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja 
menghapus sistem ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya.Sebagai bangsa 
pendatang yang ingin menguasai bumi Nusantara, baik secara politik maupun 
ekonomi, pemerintahan kolonial sepenuhnya menyadari keberadaannya tidak 
selalu aman.Pemerintahan kolonial kemudian menjalin hubungan politik dengan 
pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat.Motif utama 
pemerintah kolonial untuk menjalin hubungan politik adalah dalam rangka upaya 
menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan.  
3.Konsep Politik Kolonial   
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam 
masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya 
dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai 
defenisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. 
Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu 
antara lain;   
a. politik adalah usaha yang ditempuh warganegara untuk mewujudkan 
kebaikan bersama teori klasis aristoteles   
b. politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan 
dan negara   
c. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan 
mempertahankan kekuasaan dimasyarakat,   
d. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan publik.    
Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan, Birokrasi kolonial 
adalah sebuah instrumen resmi yang melakukan fungsi-fungsi pemerintahan. 
Sebagai alat bagi penjajah untuk melakukan proses pengawasan terhadap 
wilayah jajahan sehingga mempermudah mengambil keuntungan yang 
diharapkannya mampu memberikan surplus ekonomi bagi negeri induk. Inti dari 
kepentingannya adalah dalam bidang ekonomi dan penguasaan politik.  
4.Sistem Pemerintahan Kolonial   
Pada masa kolonialisasi terutama fase pendudukan Belanda, pemerintah 
kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis, birokrasi, dan feodalistis 
untuk kepentingan kolonial. Penjajah Belanda menyususun suatu hierarki 
Bumiputra dan orang-orang asing yang harus tunduk pada Gubernur Jendral. 
Pemerintah kolonial Belanda menetapkan daerah untuk mengatur rumah 
tangganya sendiri sekaligus membeagi daerah-daerah otonom yang dikuasai 
                                                 




Belanda menjadi gewest (provinsi), regentschap (kabupaten), dan staatgemeente 
(kota madya).  
Struktur pemerintahan di negara jajahan menempatkan gubernur jenderal 
pada posisi yang sangat berkuasa atas segala sesuatu urusan di wilayah jajahan. 
Gubernur jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pada gubernur dan 
residen.  Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di 
Batavia untuk wilayah provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten 
residen dan pengawas (controleur). Keberadaan asisten residen dan pengawas 
diangkat oleh gubernur jenderal untuk membantu mengawasi bupati dan wedana 
dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sistem tersebut yang telah 
membedakan perilaku birokrasi daerah sebelum pemerintah kolonial Belanda 
berkuasa.  
Pada zaman kerajaan, peran bupati sebagai kepala daerah diangkat dari 
kalangan pribumi yang mempunyai kekuasaan otonom dalam menjalankan 
pemerintahan, tanpa ada pengawasan dari sultan. Pengawasan dari raja hanya 
ditunjukkan pada momen-momen politik tertentu saja, seperti tradisi menghadap 
raja (paseban) setiap tahun disertai dengan mengirim upeti kepada raja. Kondisi 
tersebut berubah pada masa pemerintah kolonial Belanda berkuasa. Wewenang 
bupati dalam memerintah daerahnya tidak lagi otonom, melainkan telah dibatasi 
undang-undang dengan mendapat kontrol dari pengawas yang ditunjuk oleh 
pemerintah pusat.  
 
H.KESEJAHTERAAN MAYARAKAT  
 
Kesejahteraan masyarakat pada masa pemerintahan Belanda hayalah 
iming-iming. Pada dasarnya seluruh perekonomian dikuasi oleh VOC. Hal ini 
semakin terlihat dengan adanya hak-hak VOC yang antara lain:  
1. Hak untuk mencetak uang  
2. Hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai  
3. Hak menyatakan perang damai  
4. Hak untuk emmbuat angkatan bersenjata sendiri  
5. Hak untuk member perjanjian dengan raja  
 
Hak-hak ini mengakibatkan keadaan VOC sebagai penguasa, namun bukan 
berarti pula seluruh perekonomian Indonesia dikuasai VOC. kenyataannya, sejak 
1602 VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar 
di Eropa yaitu rempah-rempah. Kota dagang dan jalur pelayaran yang dikuasai 
adalah untuk menjamin monopoli atas dasar komoditi itu.  
 
I. MASA PENDUDUKAN JEPANG  
Peralihan masa kolonial Belanda ke masa pendudukan Jepang merupakan 
lembaran sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Penderitaan yang dialami bangsa 
Indonesia terus berlanjut. Walaupun terdapat perbedaan corak perlakuan antara 
Belanda dan Jepang, tetapi keduanya meninggalkan kesengsaraan dan 
penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dengan mudahnya, Jepang mampu merebut 
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Indonesia dari kekuasaan Belanda. Satu per-satu tempat strategis yang ada di 
Nusantara berhasil direbut Jepang dari tangan Belanda. Tarakan merupakan 
wilayah Nusantara yang pertama kali jatuh ke tangan Jepang, yakni pada tanggal 
12 Januari 1942. Akhirnya perlawanan Belanda terhadap serangan Jepang pun 
berakhir dengan ditanda-tanganinya perjanjian Kalijati oleh pihak Belanda dan 
Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 yang juga menandakan dimulainya masa 
pendudukan Jepang.15 
Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang telah resmi menduduki Indonesia yang 
langsung melakukan perubahan untuk menghapus dominansi Barat. Jepang 
memiliki bentuk fisik yang hampir sama dengan orang Indonesia dan inilah yang 
menjadi keuntungan tersendiri buat Jepang. Oleh karean itu, Jepang dapat 
dengan mudah menyebarkan semboyan tiga A mereka, yaitu:  
1. Jepang Cahaya Asia  
2. Jepang Pemimpin Asia dan  
3. Jepang Pelindung Asia.   
 
Dari semboyan ini berhasil mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat 
Indonesia. Rakyat Indonesia menganggap Jepang sebagai pembebas mereka dari 
belenggu penjajahan Belanda. Selanjutnya Jepang sendiri menyadari bahwa 
besarnya pengaruh barat yang masih melekat pada diri rakyat Indonesia. Seperti 
yang diketahui bahwa barat telah lama menjajah Indonesia. Perubahan tersebut 
dilakukan Jepang secara berkala. Pertama yang mereka lakukan adalah 
melepaskan para pejabat Belanda yang mereka tangkap untuk melatih orang-
orang Indonesia yang nantinya dapat mengambil alih tugas pemerintahan yang 
selama ini mereka kerjakan. Orang Jepang sendiri berkeinginan untuk 
mempekerjakan orang Indonesia sebagai bentuk untuk merealisasikan cita-cita 
“Asia untuk Asia” seperti yang selama ini didengungkan.16 
Kebijakan pemerintahan Jepang dalam melakukan sistem pengaturan di 
bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya 
terpusat pada tujuan pengumpulan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua 
tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan 
dan tahap menyusun kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang 
mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak 
swasta Jepang, misalnya, Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Sello Kaisya. Dalam 
tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakan-
kebijakan di antaramya sebagai berikut.   
1. Sistem autarki (rakyat dan pemerintah memenuhi kebutuhan sendiri untuk 
menunjang kepentingan perang Jepang)  
2. Sistem tonarigumi (organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 KK 
untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang)  
3. Memonopoli hasil perkebunan oleh Jepang berdasarkan UU No. 22 Tahun 
1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan 
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4. Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang.   
 
Dalam bidang sosial diberlakukannya Romusha, karena melihat dari 
praktek-praktek eksploitasi ekonomi masa pendudukan Jepang, yang telah 
banyak menghancurkan sumber daya alam, sehingga menimbulkannya krisis 
ekonomi. Pergerakan sosial yang dilakukan pemerintah Jepang dalam bentuk 
Kinrohosi atau kerja bakti yang lebih mengarah pada kerja paksa hanya untuk 
kepentingan perang. Kemudian semakin luasnya daerah pendudukan Jepang, 
memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk membangun sarana pertahanan 
berupa kubu-kubu, lapangan udara, jalan raya dan gudang bawah tanah. Tenaga 
yang mengerjakan itu semua diperoleh dari desa-desa di Jawa yang padat 
penduduknya, sehingga kegiatan ini menggunakan sistem kerja paksa istilah 
terkenalnya Romusha. Pada awalnya mereka melakukan dengan sukarela, lambat 
laun terdesak oleh perang pasifik sehingga pengerahan tenaga diserahkan kepada 
Romukyokai yang ada disetiap desa. Banyak tenaga Romusha yang tidak kembali 
dalam tugas seab meninggal akibat kondisi kerja yang sangat berat dan tidak 
diimbangi oleh gizi serta kesehatan yang mencukupi.17 
Kasus penimbunan barang ternyata memiliki akar dari era pendudukan 
Jepang. Faktor ekonomi menjadi salah satu elemen penting dalam kasus 
penimbunan barang pada periode penjajahan Jepang. Kegagalan dalam melalui 
proses transisi mata uang dari gulden ke uang Nippon menjadi menjadi sumber 
pertama. Ketidakpercayaan kelompok pedagang, yang sebagian besar keturunan 
Cina, terhadap mata uang Nippon menjadi penyebab mereka enggan melepas 
barang ke pasar.   
Penimbunan ini juga berkaitan dengan kelangkaan barang. Mekanisme 
ekspor-import yang pada era kolonial mendorong sirkulasi barang di pasar pada 
masa Perang Pasifik terhenti. Terhentinya aktivitas perekonomian di Selat 
Malaka, Laut China Selatan dan perairan Pasifik berdampak pada arus lalu lintas 
barang. Ini mengakibatkan arus barang impor menjadi berhenti dan berdampak 
pada kalangkaan barang. Ada situasi kejiwaan tertentu dimana pedagang akan 
mengamankan barang ketika suplai tidak begitu lancar. Ini merupakanfaktor 
yang melatarbelakangi penimbunan barang.   
Anomali ekonomi yang berdampak pada suplai barang-barang kebutuhan 
penting ini nampaknya tidak begitu dipahami oleh masyarakat kota. Persepsi 
negatif yang ber-nuansa rasial menjadi tumbuh dan ber-kembang menjadi 
dendam. Sentimen ini semakin kuat ketika penggerebekan yang dilakukan polisi 
ternyata membenarkan praduga pada penduduk yang menganggap barang itu 
ditimbun di suatu tempat. Sentimen ini ibarat sekam kering yang hanya 
membutuhkan sepercik api untuk membakar-nya. Kasus kekerasan rasial yang 
terjadi di Malang pada akhir Juli 1947 merupakan bukti adanya dendam dan 
sikap antipati ter-hadap kelompok pedagang Tionghoa. Pe-misahan penduduk 
menurut ras yang me-rupakan warisan sistem administrasi ke-pendudukan dan 
hukum kolonial Belanda telah menciptakan semacam jejak sejarah yang tidak 
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Jurnal Sejarah dan Budaya. Vol. 13, No. 2. 2019, hal. 201.  
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hilang dalam waktu singkat. Anomali ekonomi yang terjadi pada masa 
pendudukan Jepang di kota Malang tersebut telah membuktikan adanya 
kesinambungan dalam sejarah. Sekalipun rezim telah berubah, sebuah gejala 
sosial dengan pola yang sama masih mungkin terulang kembali jika ada kondisi 
yang mendukung.18 
 
J. MASA REVOLUSI  
1.Revolusi Nasional  
Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan 
pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan 
Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak Sekutu, diwakili oleh Inggris. 
Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan  
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan 
Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada 29 Desember 1949. Meskipun demikian, 
gerakan revolusi itu sendiri telah dimulai pada tahun 1908, yang saat ini 
diperingati sebagai tahun dimulainya kebangkitan nasional Indonesia. Selama 
sekitar empat tahun, beberapa peristiwa berdarah terjadi secara sporadis.   
Selain itu, terdapat pula pertikaian politik serta dua intervensi 
internasional. Dalam peristiwa ini, pasukan Belanda hanya mampu menguasai 
kota-kota besar di pulau Jawa dan Sumatra, tetapi gagal mengambil alih kendali 
di desa dan daerah pinggiran. Karena sengitnya perlawanan bersenjata serta 
perjuangan diplomatik, Belanda berhasil dibuat tertekan untuk mengakui 
kemerdekaan Indonesia.Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan 
kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di 
Indonesia; kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini 
dikenal dengan "revolusi sosial", yang terjadi di beberapa bagian di pulau 
Sumatra.  
Revolusi dapat dilihat sebagai loncatan dua tahap, pertama, loncatan dari 
penjajahan ke alam merdeka, dan kedua, loncatan dari masyarakat yang 
diwariskan oleh zaman penjajahan dan perang kemerdekaan yang bertahun-tahun 
ke suatu masyarakat Indonesia yang modern, adil, makmur dan mencerminkan 
kepribadian kita dan yang mempunyai swadaya untuk perkembangan yang terus- 
menerus. Kondisi politik, sosial ekonomis, kebudayaan, menyebabkan pengertian 
revolusi itu erat hubungannya dengan kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan 
tanpa revolusi, dan tidak ada revolusi tanpa kemerdekaan.19 
Pada masa kemerdekaan, di Indonesia terjadi suatu perubahan yang 
fundamental dan dalam waktu yang singkat, perubahan dari bangsa yang terjajah 
beralih menjadi bangsa yang merdeka. Dengan sendirinya terjadi juga perubahan 
struktur dari pemerintahan selama penjajahan ke alam struktur pemerintahan 
yang baru dari bangsa yang merdeka. Semua berlangsung dalam waktu yang 
amat singkat. Dilihat dari sudut yang lain, yaitu dari sudut kenegaraan, maka 
                                                 
18 Reza Hudiyanto, “Menimbun Barang Menuai Prasangka Ekonomi Kota Malang Pada Era Pemerintahan 
Jepang (1942-1945)”. 
Jurnal Sejarah dan Budaya. Vo. 8. No. 1. 2014, hal. 80-81.  
19TB. Simatupang, Arti Sejarah Perjuangan Kemerdekaan, (Jakarta: Idayu, 1981),  
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selama revolusi tersebut sebenarnya terjadi peperangan antara Indonesia yang 
merdeka dan kerajaan Belanda sebagai lawan, karena peperangan itu dilihat dari 
sudut Indonesia adalah peperangan yang berhubungan untuk mempertahankan 
kemerdekaannya, maka ia disebut perang kemerdekaan.20 Masa perang 
kemerdekaan ini berlangsung dari tahun 1945-1949. Bangsa Indonesia 
memerlukan lebih dari empat tahun untuk menyelesaikan konflik mengenai 
kedaulatan atas negaranya. Dalam waktu empat tahun itu terkadang berlangsung 
pertempuran, terkadang perundingan dan kadangkadang pertempuran 
berlangsung bersamaan dengan perundingan. Dua kali Belanda mengadakan 
serangan secara besar-besaran dan terang-terangan. Mereka menyebut serangan- 
serangan itu dengan Aksi Polisionil Pertama dan Kedua, sedangkan bangsa 
Indonesia menyebutnya dengan Agresi Militer Belanda Pertama dan Kedua. Jadi 
secara keseluruhan kurun waktu antara proklamasi kemerdekaan tanggal 17 
Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 dapat 
disebut sebagai Perang Kemerdekaan.21 
 
2.Kebijakan Sistem Pembayaran Masa Revolusi  
 
Hal terpenting yang harus dilakukan di tengah perjuangan kemerdekaan 
adalahpenciptaan suatu identitas yang dapat menunjukkan kedaulatan Republik 
Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan identitas tersebut 
adalah melalui penciptaan mata uang. Oleh karena itu segera setelah proklamasi 
kemerdekaan muncul desakan kepada pemerintah RI untuk segera mengeluarkan 
mata uang Republik Indonesia. Sebelumnya karena banyaknya jenis mata uang 
yang beredar, pemerintah RI terlebih dahulu menetapkan beberapa ketentuan 
yang mengatur tentang jenis mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran 
yang sah di wilayah RI. Pertama, pemerintah mengeluarkan Maklumat 
Pemerintah RI tanggal 2 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa uang NICA 
tidak berlaku di wilayah RI. Berikutnya pemerintah mengeluarkan Maklumat 
Presiden Republik Indonesia No. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 yang menetapkan 
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BAB II  




A. PEMERINTAHAN ORDE LAMA  
Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di 
Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia pertama yang menjabat pada 
periode 1945 – 1966. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan 
bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Ia adalah Proklamator 
Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada 
tanggal 17 Agustus 1945.  
Ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah dan banyaknya ancaman 
disintegrasi, seperti PKI mengakibatkan orde lama perlahan – lahan tumbang. 
Melalui surat perintah sebelas Maret 1966 Presiden Soekarno memberikan 
mandatnya kepada Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara 
dan institusi kepresidenan. Setelah presiden Soekarno lengser, orde lama 
tenggelam dan digantingkan oleh masa pemerintahan orde baru presiden 
Soeharto.  
Berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno berawal dari penandatanganan 
Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang controversial oleh Soekarno, 
yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat 
– menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga 
keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan 
Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan 
mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen.  
Setelah pertanggung jawabannya Ir Soekarno ditolak Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 
1966. Sidang umum Keempat MPRS berlangsung diIstora SenayanJakartapada 
tanggal21 Junisampai dengan5 Juli1966. Pada Sidang Umum Keempat ini, 
MPRS menghasilkan 24 ketetapan, salah satunya yaitu:  Ketetapan MPRS 
T ujuan Pe mbelajaran  
Se telah me mbaca materi ini, diharapkan mampu untu k: 
1. Memahami  pemerintahan orde lama  
2. Memahami  pemerintahan or de baru  
3. Memahami  pemerintahan transisi  
4. Memahami  pem e rintahan reformasi  







Nomor IX/MPRS/1966tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi 
Angkatan Bersenjata  
Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi /Mandataris Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. Presiden Soekarno 
diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di 
tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik 
Indonesia.  
 
Sistem Perekonomian Orde Lama  
Tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. 
Peristiwa ini menandai mulai aktifnya kembali pasar modal Indonesia. Didahului 
dengan diterbitkannya Undangundang Darurat No. 13 tanggal 1 September 1951, 
yang kelak ditetapkankan sebagai Undangundang No. 15 tahun 1952 tentang 
Bursa, pemerintah RI membuka kembali Bursa Efek di Jakarta pada tanggal 31 
Juni 1952, setelah terhenti selama 12 tahun. Adapun penyelenggaraannya 
diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang 
terdiri dari 3 bank negara dan beberapa makelar Efek lainnya dengan Bank 
Indonesia sebagai penasihat. Sejak itu Bursa Efek berkembang dengan pesat, 
meskipun Efek yang diperdagangkan adalah Efek yang dikeluarkan sebelum 
Perang Dunia II.   
Aktivitas ini semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan 
pinjaman obligasi berturut-turut pada tahun 1954, 1955, dan 1956. Para pembeli 
obligasi banyak warga negara Belanda, baik perorangan maupun badan hukum. 
Semua anggota diperbolehkan melakukan transaksi abitrase dengan luar negeri 
terutama dengan Amsterdam. Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai 
pada tahun 1958, karena mulai saat itu terlihat kelesuan dan kemunduran 
perdagangan di Bursa. Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan 
pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi 
kedua negara dan mengakibatkan banyak warga negara Belanda meninggalkan 
Indonesia.  
Perkembangan tersebut makin parah sejalan dengan memburuknya 
hubungan Republik Indonesia dengan Belanda mengenai sengketa Irian Jaya dan 
memuncaknya aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di Indonesia, 
sesuai dengan Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958.  Kemudian 
disusul dengan instruksi dari Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) 
pada tahun 1960, yaitu larangan bagi Bursa Efek Indonesia untuk 
memperdagangkan semua Efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di 
Indonesia, termasuk semua Efek yang bermata uang Belanda, makin 
memperparah perdagangan Efek di Indonesia. Tingkat inflasi pada waktu itu 
yang cukup tinggi, mencapai lebih dari 300%, makin menggoncang dan 
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pasar uang dan pasar modal, juga 
terhadap mata uang rupiah yang mencapai puncaknya pada tahun 1996. 
Penurunan ini mengakibatkan nilai nominal saham dan obligasi menjadi rendah, 
sehingga tidak menarik lagi bagi investor. Hal ini merupakan pasang surut Pasar 
Modal Indonesia pada zaman Orde Lama.  
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Pemerintahan Orde Lama untuk memperbaiki kondisi perekonomian 
Indonesia telah melakukan Devaluasi. Devaluasi ialah suatu kebijakan untuk 
memotong nilai mata uang dengan sengaja. Bahkan pemerintah orde lama 
melakukan devaluasi ini sebanyak dua kali. Devaluasi pertama dilakukan pada 
25 agustus 1959. Pada waktu itu uang kertas pecahan Rp.500 menjadi Rp.50, 
uang kertas pecahan Rp.1000 menjadi Rp.100 adapun devaluasi untuk kedua 
kalinya dilakukan pada tanggal 13 desember 1965. Pada masa ini uang pecahan 
Rp.1000 menjadi Rp.1. II. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon). 
Pemerintah Orde Lama membentuk Deklarasi Ekonomi ini bertujuan untuk 
mengendalikan sistem perekonomian dengan cara sistem komando, tetapi hal ini 
justru menimbulkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Kegagalan berbagai 
kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Orde Lama tersebut semakin diperburuk 
dengan gagalnya pemerintah dalam mengatur pengeluaran uang untuk negara. 
Pada masa itu keuangan negara banyak dikeluarkan untuk proyek-proyek 
mercusuar dan konfrontasi dengan Malaysia.  
Akhir dari Pemerintahan Orde Lama Setelah memerintah selama kurang 
lebih selama delapan tahun, pemerintahan Orde Lama harus berakhir dengan 
keguncangan politik yang terjadi pada tahun 1965. Keruntuhan Orde Lama sangat 
berkaitan dengan percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis 
Indonesia (PKI). Selama masa masa pemerintahan orde lama, PKI memiliki 
kedekatan yang sangat erat dengan Presiden Soekarno, terlebih lagi setelah 
Soekarno menerapkan prinsip NASAKOM (nasionalis, agama, dan komunis). 
Pemberontakan PKI yang lebih dikenal dengan G30S/PKI ini sangat menyita 
perhatian masyarakat Indonesia dan menyebabkan terganggunya stabilitas 
nasional indonesia. Percobaan kudeta yang diduga didalangi oleh Partai Komunis 
Indonesia (PKI) tersebut ternyata membawa perubahan besar dalam berbagai 
aspek kehidupan masyarakat di Indonesia di masa-masa selanjutnya.  
Perekonomian Indonesia pada masa orde lama perlu dicermati karena pada 
masa tersebut, Indonesia merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam 
masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu:  
1. Masa Kemerdekaan (1945 – 1950)23 
Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dibilang sangat 
tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan 
oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946 
Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai 
pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan 
menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas Negara. 
Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi itu tentu 
membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat itu.  
Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa 
kebijakan, yaitu: a.Pinjaman Nasional  
b. Pemenuhan Kebutuhan Rakyat  
c. Melakukan Konferensi Ekonomi  
                                                 
23Siti Qomariyah, Sejarah Indonesia Modern, (Jakarta: 
SERAMBI, 2008), hal. 581.  





2. Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1957)24 
Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal 
ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak tetapi tidak ada partai 
yang memiliki mayoritas mutlak dan hal ini kemudian membuat pada masa ini 
perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini 
akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.  
Pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian, 
anehnya pemerintah sudah mengetahui dampaknya dan melakukan berbagai 
upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah 
melalui pemotongan nilai uang, melanjutkan program Benteng, dan memutuskan 
hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemotongan nilai uang dimaksudkan 
untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun, dikenal 
dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan Program 
Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta 
pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional dan 
pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-
Belanda.  
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1967)24 
Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga 
pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. 
Dalam pidato beliau yang berjudul  
Kembali ke Rel Revolusi terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi 
terpimpin. Demokrasi  
Terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai 
saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari 
system ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya 
cenderung berjalan melalui system etatisme, dimana dalam system ini Negara 
dan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan 
kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.  
Tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik justru berdampak 
pada adanya devaluasi (penurunan nilai uang yang tujuannya guna membendung 
inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, 
serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak 
dirugikan), perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang 
moneter. Pada saat ini dibentuk pula Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk 






                                                 
24Ibid, hal. 583.  
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B.PEMERINTAHAN ORDE BARU  
Orde Baru merupakan orde atau angkatan yang muncul setelah soekarno 
menyerahkan jabatan presiden kepada soeharto. Orde baru memiliki komitmen 
untuk menjalankan pancasila dan UUD 1945. Komitmen ini diambil karena 
berdasarkan pengalaman pemerintahan sebelumnya., pancasila dan UUD 1945 
selalu ditafsirkan berbeda dengan tujuan utama dan cita – cita sesuai pembukaan 
UUD 1945.  
Pada Zaman Baru, tatanan kehidupan kenegaraan didasarkan kepada 
kemurnian pelaksanaan UUD 1945. Oleh karena itu, soeharto selalu memberikan 
pidato kenegaraan didepan siding DPR pada setiap tanggal 16 Agustus, isi dari 
pidato presiden ini tentang rencana pembangunan berdasarkan pancasila dan 
UUD 1945.   
Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan presiden soeharto di 
Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era 
pemerinahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan keluarnya surat 
perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. 
Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun 
hal lain terjadi bersamaan dengan praktik korupsi.  
Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada 
dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi 
mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun 
ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan diantara kelompok-
kelompok politik. Keputusan soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan 
demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan 
antara angkatan bersenjata dengan partai komunis Indonesia, yang kala itu 
berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa gerakan 30 
September terjadi dan mengakibatkan berangsurnya partai komunis Indonesia 
dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan soekarno perlahanlahan mulai melemah.   
Pemerintah Orde Baru melaksanakan politik bebas aktif berdasarkan UUD 
1945. Politik bebas aktif berarti menepatkan Indonesia bebas dari pengaruh salah 
satu blok kekuatan dunia, baik komunis maupun liberal. Aktif berarti 
mempromosikan diri secara proaktif dalam pergerakan perdamaian dunia. Pada 
masa pemerintahan orde baru. Pelaksanaan politik luar negeri kembali 
didasarkan pada pancasila dan UUD 1945. Secara konkrit pada 28 september 
1966. Indonesia kembali menjadi anggota PBB.   
Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia 
yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia 
ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi 
sangat tinggi, 650% setahun, kata Emil Salim, mantan menteri pada 
pemerintahan Soeharto. Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil 
Salim penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil 
Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% 
menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi 
yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan 
kebijakan Soekarno, pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan 
anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, 
27 
 
memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk 
menarik modal.  
Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950-1965 dalam keadaan 
kritis. Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya 
mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi 
unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program 
pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama 
pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan 
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena 
adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi 
kurang lebih 650 % setahun.   
Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang 
telah direncanakan pemerintah. Secara garis besar, upaya pemulihan struktur 
perekonomian dan pembangunan pada masa orde baru, pemerintah menempuh 
cara sebagai berikut:  
1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi 
ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak 
melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik 
sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah 
pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya 
demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila. 
2. Kerja Sama Luar Negeri  
3. Pembangunan Nasional 
Pembangunan Nasional   
1.Trilogi Pembangunan  
 
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka 
langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan 
pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah 
waktu itu direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan 
jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 
lima tahun (pelita). Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka 
mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan pembangunan 
jangka panjang mencangkup priode 25 – 30 tahun. Pembangunan nasional adalah 
rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh 
aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional 
dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam 
pembukaan UUD 1945 yaitu:   
a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia  
b. Meningkatkan kesejahteraan umum  
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa  
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 




Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde 
Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti 
dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan 
masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi 
Pembangunan adalah:  
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat  
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi  
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis  
Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah:  
1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, 
sandang dan perumahan  
2. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan 
kesehatan  
3. Pemerataan pembagian pendapatan  
4. Pemerataan kesempatan kerja  
5. Pemerataan kesempatan berusaha  
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya 
bagi generasi muda dan kaum wanita  
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air  
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan  
 
Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru   
Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa 
Indonesia. Setiap hari media massa sepertiradiodantelevisimendengungkan 
slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh 
pemerintah adalah meningkatkantransmigrasidari daerah yang padat 
penduduknya sepertiJawa,BalidanMadurake luar Jawa, terutama 
keKalimantan,Sulawesi,Timor Timur, danIrian Jaya. Namun dampak negatif 
yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi 
terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang 
yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program 
transmigrasi sama denganjawanisasiyang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, 
meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.  
Pada awal Era Reformasikonflik laten ini meledak menjadi terbuka antara 
lain dalam bentukkonflik Ambondankonflik Madura-Dayakdi Kalimantan 
Sementara itu gejolak diPapuayang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil 
dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh 
ketidaksukaan terhadap para transmigran.  
Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru  
1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968dan 
pada 1966  
2. Sukses transmigrasi.  
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3. Sukses KB  
4. Sukses memerangi buta huruf  
5. Sukses swasembada pangan  
6. Pengangguran minimum  
7. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)  
8. Sukses gerakan wajib belajar  
9. Sukses keamanan dalam negeri  
10. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia  
 
Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru  
1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme  
2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan 
pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena 
kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat  
3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan 
pembangunan, terutama di Aceh dan Papua  
4. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan 
program  
"Penembakan Misterius" (atau disingkat sebagai "petrus")  
5. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden 
selanjutnya)  
6. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal 
Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa 
birokrasi yang efektif negara pasti hancur.   
7. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik 
sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.  
8. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan 
negara dipegang oleh swasta.  
 
C. PEMERINTAHAN TRANSISI  
 
Perekonomian Indonesia Pada Masa Transisi  
 
Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini mengalami proses 
transisi demokrasi. Setelah lepas dari pemerintah orde lama dan beralih ke 
pemerintah orde baru tidak membuat Indonesia menjadi negara yang demokrasi. 
Pada awalnya rakyat penuh harap dengan pemerintah yang baru (orde baru) agar 
bisa membawa Bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis, akan 
tetapi harapan itu kian memudar tatkala rezim orde baru mulai menunjukkan 
giginya. Dengan dukungan penuh dari militer rezim orde baru mencoba untuk 
membungkam hak-hak politik rakyat.   
Langkah awal yang mereka ambil yaitu dengan menggambungkan partai-
partai politik yang ada, dan dari sekian banyak partai digabung menjadi tiga 
partai yakni pertama, partai persatuan pembangunan (PPP), merupakan gabungan 
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dari partai-partai Islam. Kedua, Golongan Karya (Golkar), merupakan partai 
pemerintah dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), 
merupakan gabungan dari partai-partai nasionalis sekuler. Kemudian dengan 
membungkan gerakan mahasiswa, yakni dengan membubarkan dewan 
mahasiswa pada tahun 1978, dan pada tahun itu pula dikeluarkannya kebijakan 
Badan Koordinasi Kampus/Normalisasi Kehidupan Kampus atau yang lebih 
dikenal dengan BKK/NKK oleh menteri pendidikan dan kebudayaan.Depolitisasi 
gerakan mahasiswa tidak membuat mereka diam, bisa dicatat pada era 1980-an, 
gerakan mahasiswa lebih berkonsentrasi sebagai kelompok pencari “bahan 
bacaan” atau “bahan” kajian dan memperkuat basis kelompok studi yang mereka 
kembangkan, namun demikian, eksistensi kelompok studi makin lama makin 
“digugat” oleh mereka yang menginginkan aksi riil dilapangan. Mahasiswa 
lantas melirik pada kecenderungan baru yakni dari diskusi keaksi, karena 
mahasiswa mulai tertarik melakukan aksi-aksi keluar kampus dan sedikit banyak 
bersinggungan pada persoalan-persoalan peka-politik. Gerakan mahasiswa era 
1980-an semakin menguat dengan diberlakukannya asas tunggal oleh rezim orde 
baru.  
Pada  tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar 
AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil 
keputusan ‘jual’ karena mereka para investor asing tidak percaya lagi terhadap 
prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. 
Pemerintan Thailand meminta bantuan IMF. Pengumuman itu mendepresiasikan 
nilai baht sekitar 15% hingga 20% hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 
baht per dolar AS.  
Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merebet ke Indonesia dan beberapa 
negara Asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai merendah sekitar pada bulan Juli 
1997, dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.950 per dolar AS. Nilai rupiah dalam dolar 
mulai tertekan terus dan pada tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rekor 
terendah, yakni Rp 2.682 per dolar AS sebelum akhirnya ditutup Rp 2.655 per 
dolar AS. Pada tahun 1998, antara bulan Januaru-Februari sempat menembus Rp 
11.000 per dolar AS dan pada bulan Maret nilai rupiah mencapai Rp 10.550 
untuk satu dolar AS.  
Nilai tukar rupiah terus melemah, pemerintah Orde Baru mengambil 
beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 
Triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja. Pada tanggal 8 
Oktober 1997, pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan 
meminta bantuan keuangan dari IMF.  
Pada Oktober 1997, lembaga keuangan internasional itu mengumumkan 
paket bantuan keuangan pada Indonesia yang mencapai 40 miliar dolar AS. 
Pemerintah juga mengumumkan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang 
dinilai tidak sehat sehinnga hal itu menjadi awal dari kehancuran perekonomian 
Indonesia.  
Krisis rupiah yang akhirnya menjelma menjadi krisis ekonomi 
memunculkan suatu krisis politik. Pada awalnya, pemerintahan yang dipimpin 
Presiden Soeharto akhirnya digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie. 
Walaupun Soeharto sudah turun dari jabatannya tetap saja tidak terjadi 
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perubahan-perubahan nyata karena masih adanya korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN) sehingga pada masa Presiden Habibie masyarakat menyebutnya 
pemerintahan transisi.  
Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi 
memiliki karakteristik sebagai berikut:  
1. Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu 
dari Rp 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan 
rupiah menjadi tidak stabil.  
2. Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi 
yang kemudian memunculkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah 
Indonesia.  
3. Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan 
reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda 
dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka 
menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak 
kerusuhan.  
 
Tujuan Ekonomi Pada Masa Transisi  
Kebijakan ekonomi tentunya mengacu pada tindakan sebuah kebijakan 
pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, 
kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem 
perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, 
kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam 
perekonomian. Kebijakan ekonomi merupakan seperangkat perencanaan yang 
mengacu pada tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah 
dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan 
umum. Semua kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki 
tujuannya masing-masing, diantaranya:  
1. Untuk mengontrol lajunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,  
2. Untuk meningkatkan kenaikan standar hidup rata-rata, dan  
3. Inflasi rendah.  
 
Terkadang kebijakan semacam ini sering dipengaruh juga oleh lembaga-
lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau Bank Dunia serta 
keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan Negara saat itu.  
 
Biaya Sosial Pada Masa Transisi  
Biaya sosial yang didapat rakyat semakin besar jika masa transisi semakin 
lama. Pada saat ini saja sudah dapat disaksikan betapa besarnya penderitaan 
rakyat akibat berbagai kebijakan ekonomi yang dihasilkan di masa transisi. 
Keluarga yang mendaftarkan diri sebagai keluarga miskin bertambah menjadi 10 
juta keluarga. Setelah melalui verifikasi pemerintah, hanya 2,5 juta keluarga 
yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT). Sebelumnya sudah ada 15 
juta keluarga yang menerima BLT. Dengan demikian total keluarga yang akan 
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mendapat BLT adalah 17,5 juta. Jika yang 15 juta ditambahkan dengan 10 juta 
keluarga yang mengusulkan mendapat BLT maka akan ada 25 juta keluarga 
miskin di Indonesia. Jika diasumsikan setiap keluarga terdiri dari 4 orang maka 
jumlah orang miskin adalah sebesar 100 juta jiwa.    
Sementara jumlah keluarga yang berada di atas kriteria keluarga miskin 
jumlahnya juga tidak sedikit. Disamping itu kriteria keluarga miskin juga masih 
bisa diperdebatkan mengingat selama ini pengertian miskin oleh pemerintah 
belum sesuai dengan realitas di masyarakat. Keluarga miskin dicirikan dengan 
rumah kayu atau non tembok dan tidak memiliki televisi. Padahal keluarga yang 
rumahnya tembok dan memiliki televisi banyak juga yang tergolong miskin 
karena mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya dan sulit memenuhi 
biaya kesehatan serta sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.  
Paradoks antara perkembangan demokrasi dan peningkatan jumlah 
penduduk miskin adalah hasil dari semakin panjangnya masa transisi yang harus 
dilalui bangsa Indonesia. Tidak pernah terpikirkan kapan bisa berakhir. Hal ini 
juga sangat tergantung kepada pemerintah karena konsekuensi dari pemilihan 
periden langsung adalah timbulnya hak presiden menjabarkan visi 
pemerintahannya. Jika pemerintah terjebak kepada dinamika politik yang 
berkembang, maka bisa diramalkan transisi akan lebih panjang. Ini 
mengakibatkan tumpulnya kepekaan terhadap kesulitan ekonomi rakyat.     
 Memburuknya kinerja ekonomi, suburnya praktik korupsi, dan suasana 
politik yang centang perenang selama 10 tahun reformasi memaksa rakyat 
kembali berpaling pada Soeharto. Baik tidak baik, Soeharto lebih baik. Semiskin-
miskinya era Soeharto, rakyat tidak pernah antre minyak tanah dan minyak 
goreng serta kesulitan membeli tahu dan tempe.  
Soeharto berhasil membangun pertanian dan manufaktur. Ia mampu 
membalikan posisi Indonesia sebagai Importir beras terbesar di dunia menjadi 
eksportir beras. Pembangunan sistematis terarah lewat pelita demi pelita berhasil 
menurunkan angka kemiskinan, buta, kematian dan laju pertumbuhan penduduk.  
 
D. PEMERINTAHAN REFORMASI   
Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 – sekarang) Berakhirnya 
masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke 
Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei1998.  Jatuhnya pemerintahan 
Presiden Soeharto pada Mei 1998, menjadi awal babak baru bagi Indonesia. Era 
tersebut dikenal dengan era reformasi yang dipandang sebagai awal periode 
demokrasi dengan sistem politik yang terbuka dan liberal. Reformasi adalah 
perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu negara. Diambil dari 
buku Revolusi Politik Kaum Muda (2008) karya Muhammad Umar Syadat 
Hasibuan, reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda 
berbagai aspek, mulai dari ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan kebutuhan 
pokok.25 
                                                 
25Brata Trisnu Nugroho, Prahara Reformasi (Semarang: UPT UNNES Press,2006),  
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Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan 
Orde Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh 
pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan 
yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang 
telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna 
menyesuaikan dengan keadaan.  
Pada era reformasi ini struktur ekonomi indonesia diarahkan pada struktur 
ekonomi yang egaliter dimana seluruh penggerak roda perekonomian dilibatkan 
dalam membangun perekonomian indonesia. Sebagai contoh misalnya: 
memperkuat usaha-usaha koperasi, pengusaha mikro kecil dan menengah karena 
mereka dianggap pelaku-pelaku ekonomi yang mampu menjadi penyangga 
perekonomian Indonesia.  
 
1.Masa Pemerintahan B.J. Habibie  
Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, 
yaitu BJ Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945. 
Presiden Republik Indonesia ketiga ini hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan. 
Hal ini karena masa pemerintahan BJ Habibie dianggap sebagai perpanjangan 
tangan rezim Orde Baru.  
BJ Habibie, mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI yang baru di 
Jakarta, disaksikan presiden sebelumnya, Soeharto Setelah Soeharto mundur, 
jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu BJ Habibie. Hal tersebut 
dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Presiden Republik Indonesia ketiga 
ini hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Hal ini karena masa pemerintahan BJ 
Habibie dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Meskipun 
sebentar, pemerintahan BJ habibie mampu menyelamatkan krisis moneter yang 
terjadi pada Orde Baru. Pemerintahannya disebut kabinet reformasi 
pembangunan.  
Sehari setelah pelantikannya tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie 
mengumumkan susunan kabinetnya di Istana Merdeka. Kabinet itu diberi nama 
Kabinet Reformasi Pembangunan. Tugas pokok Kabinet Reformasi 
Pembangunan adalah melaksanakan reformasi menyeluruh terhadap kehidupan 
ekonomi, politik, dan hukum dalam menghadapi era globalisasi. Beberapa 
pencapaian pemerintahan Habibie antara lain sebagai berikut.  
a. Kebebasan pers  
b. Pembebasan tahanan politik  
c. Kebebasan mendirikan partai politik  
d. Menyelenggarakan sidang umum MPR  
e. Menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999  
f. Menyelenggarakan referendum bagi Timor Timur pada tanggal 30 
Agustus 1999  
 
Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan kalangan 
pengusaha dan investor, termasuk investor asing, menaruh pengharapan besar 
terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan 
kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada 
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di dalam negeri warisan rezim orde baru, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN); supremasi hukum; hak asasi manusia (HAM); Tragedi Trisakti dan 
Semanggi I dan II; peranan ABRI di dalam politik; masalah disintegrasi; dan 
lainnya.  
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan 
Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 
Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan 
kebebasan berekspresi.  
Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar 
masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir 
pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai 
tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan 
pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai 
menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi 
perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi 
Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui 
pembentukan BPPN (Badan  
Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara  
b. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah  
c. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 
10.000,00  
d. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar 
negeri  
e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF  
f. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan yang  
Tidak Sehat  
g. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi 
belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. 
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.  
 
2. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid26 
Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden Indonesia pada tanggal 20 
Oktober 1999. Proses keterpilihan Gus Dur sebagai presiden berjalan dengan 
sangat demokratis dan transparan. Pencalonan Gus Dur sebagai presiden pada 
saat itu adalah atas ide brilian Amien Rais (saat itu ketua umum PAN) yang 
membentuk Poros Tengah untuk menyelamatkan bangsa dari perpecahan akibat 
militansi pendukung B.J. Habibie dan Megawati. Dalam hal ekonomi, 
dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 kondisi perekonomian 
Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai 
                                                 
26Dr. Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris. (Jakarta: Ghalia 




positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan 
perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir 
mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga 
(SBI) juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri 
sudah mulai stabil.  
Akan tetapi, ketenangan masyarakat setelah terpilihnya Presiden Indonesia 
keempat tidak berlangsung lama. Presiden mulai menunjukkan sikap dan 
mengeluarkan ucapan-ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku 
bisnis. Presiden cenderung bersikap diktator dan praktek KKN di lingkungannya 
semakin intensif, bukannya semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan 
dari gerakan reformasi. Ini berarti bahwa walaupun namanya pemerintahan 
reformasi, tetapi tetap tidak berbeda denga rezim orde baru. Sikap presiden 
tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
yang klimaksnya adalah dikeluarkannya peringatan resmi kepada Presiden lewat 
Memorandum I dan II. Dengan dikeluarkannya Memorandum II, Presiden 
terancam akan diturunkan dari jabatannya jika usulan percepatan Sidang 
Istomewa MPR jadi dilaksanakan pada bulan Agustus 2001.  
Kasus-kasus korupsi tampaknya masih sangat sering terjadi. Pada tahun 
pertamanya sebagai presiden, Wahid memecat tujuh menteri yang semua - 
diduga - terlibat dalam kasus korupsi. Empat dari menteri-menteri tersebut 
berasal dari empat mitra koalisi yang paling penting: PDI-P, Golkar, PPP dan 
PAN. Ini membuat Wahid menjadi semakin terisolasi. Dan - lebih parah lagi - 
Wahid sendiri juga dikaitkan dengan dua skandal korupsi yang akhirnya 
menyebabkan pemakzulannya. Kedua skandal itu dikenal sebagai 'Buloggate' dan 
'Bruneigate', masing-masing melibatkan ketidakjelasan penggunaan dana publik. 
MPR Indonesia melihat ini sebagai kesempatan besar untuk memakzulkan 
Wahid dan Megawati kemudian ditunjuk menjadi presiden, sementara Hamzah 
Haz (pemimpin PPP) menjadi wakil presiden yang baru.  
Selama pemerintahan reformasi, praktis tidak ada satu pun masalah di 
dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan sosial 
yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya pemberontakan 
Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah. Belum lagi 
demonstrasi buruh semakin gencar yang mencerminkan semakin tidak puasnya 
mereka terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri, juga pertikaian elite 
politik semakin besar.  
Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman 
Wahid dengan  
IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU No. 23 tahun 
1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama 
menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi 
APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut 
mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah 
Indonesia, padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada 
bantuan IMF. Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris 
Club (negara-negara donor) karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia 
dengan kondisi perekonomiannya yang semakin buruk dan defisit keuangan 
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pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali 
utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan, 
Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika 
kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet.  
Ketidakstabilan politik dan social yang tidak semakin surut selama 
pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. 
Ditambah lagi dengan memburuknya hubungan antara pemerintah Indonesia dan 
IMF. Hal ini membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk investor asing, menjadi 
enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia. 
Akibatnya, kondisi perekonomian nasional pada masa pemerintahan reformasi 
cenderung lebih buruk daripada saat pemerintahan transisi. Bahkan, lembaga 
pemeringkat internasional Moody’s Investor Service mengkonfirmasikan 
bertambah buruknya country risk Indonesia. Meskipun beberapa indikator 
ekonomi makro mengalami perbaikan, namun karena kekhawatiran kondisi 
politik dan sosial, lembaga rating lainnya (seperti Standard & Poors) 
menurunkan prospek jangka panjang Indonesia dari stabil ke negatif.  
Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa 
indikator ekonomi. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 30 
Maret 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukkan growth trend yang negatif.  
Dalam perkataan lain, selama periode tersebut IHSG merosot hingga lebih dari 
300 poin yang disebabkan oleh lebih besarnya kegiatan penjualan daripada 
kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Hal ini 
mencerminkan semakin tidak percayanya pelaku bisnis dan masyarakat terhadap 
prospek perekonomian Indonesia, paling tidak untuk periode jangka pendek  
Indikator kedua yang menggambarkan rendahnya kepercayaan pelaku 
bisnis dan masyarakat terhadap pemerintah reformasi adalah pergerakan nilai 
tukar rupiah terhadap dolar AS. Pada awal tahun 2000 kurs rupiah sekitar 
Rp7.000,- per dolar AS dan pada tanggal 9 Maret 2001 tercatat sebagai hari 
bersejarah sebagai awal kejatuhan rupiah, menembus level Rp10.000,- per dolar 
AS. Untuk menahan penurunan lebih lanjut, Bank Indonesia secara agresif terus 
melakukan intervensi pasar dengan melepas puluhan juta dolar AS per hari 
melalui bank-bank pemerintah. Namun, pada tanggal 12 Maret 2001, ketika 
Istana Presiden dikepung para demonstran yang menuntut Presiden Gus Dur 
mundur, nilai tukar rupiah semakin merosot.  
Pada bulan April 2001 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat 
menyentuh Rp12.000 per dolar AS. Inilah rekor kurs rupiah terendah sejak 
Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.  
Lemah dan tidak stabilnya nilai tukar rupiah tersebut sangat berdampak 
negatif terhadap roda perekonomian nasional yang bisa menghambat usaha 
pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya 
terhadap ekonomi, sosial, dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis 
pertama. Dampak negatif ini terutama karena dua hal. Pertama, perekonomian 
Indonesia masih sangat tergantung pada impor, baik untuk barang-barang modal 
dan pembantu, komponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi. 
Kedua, utang luar negeri (ULN) Indonesia dalam nilai dolar AS, baik dari sektor 
swasta maupun pemerintah, sangat besar.  
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Indikator-indikator lainnya adalah angka inflasi yang diprediksi dapat 
menembus dua digit dan cadangan devisa yang pada minggu terakhir Maret 2000 
menurun dari 29 milyar dolar AS menjadi 28,875 dolar AS.  
 
3. Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri  
Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi presiden pada tanggal 23 Juli 
2001 dengan didampingi Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Langkah pertama 
Presiden Megawati adalah membentuk Kabinet Gotong Royong. Masa 
kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang 
mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. 
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan 
ekonomi antara lain: Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 
milyar pada pertemuan Paris Club ke3 dan mengalokasikan pembayaran utang 
luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.  
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan 
negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari 
intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil 
penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 
%. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang 
diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Di masa ini juga direalisasikan 
berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan 
konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat 
banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan 
mengganggu jalannya pembangunan nasional.  
Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata 
tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya 
tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.  
 
4. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  
Presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono dan 
Muhammad Jusuf Kalla dilantik pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2004. Acara 
pelantikan dan pengambilan sumpah mengambil tempat di ruang Sidang 
Paripurna MPR. Mereka berhasil membentuk sebuah kabinet yang dinamakan 
Kabinet Indonesia Bersatu. Susunan kabinet ini diumumkan pada malam hari 
setelah pelantikannya. Seluruh menteri dari kabinet ini bersama-sama dengan 
pejabat setingkat menteri yang lain, yaitu sekretaris kabinet dan jaksa agung 
dilantik pada tanggal 21 Oktober 2004. Para menteri tersebut terdiri atas 3 
menteri koordinator, 18 menteri pemimpin departemen, 11 menteri negara, dan 4 
pejabat setingkat menteri.  
 
PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID I (ERA SBY- JK TAHUN 
2004-2009)  
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan 
kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan 
harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. 
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Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, 
serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial 
kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. 
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya 
menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk 
meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan 
infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang 
investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah 
diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, 
yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.  
Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa 
utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan 
Indonesia tak lagi mengikuti agendaagenda IMF dalam menentukan kebijakan 
dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali 
mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara 
penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat 
dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 
2006.  
Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia 
memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita 
perhatian adalah inflasi. Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada 
single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. 
Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, 
dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-
benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 
2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010.  
Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam 
kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth 
yang mendorong pertumbuhan PDB.  
Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan 
konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas 
produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.  
Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan 
pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan 
pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju 
pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara USS 14.250-USS 15.500, 
dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.  
 
PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID II (ERA SBY–BOEDIONO 
TAHUN 2009-2014)  
Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia 
menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
nasional negara yaitu: a.BI rate  
b. Nilai tukar  
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c. Operasi moneter  
d. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan 
makroprudensial lalu lintas modal.  
 
Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan 
Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah 
berada pada masa keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan 
berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 
raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC 
(Brazil, Rusia, India, dan China).  
Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan 
ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti 
Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak 
pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.  
Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai 
lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat Pembagian 
secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. 
Sistem pemerintahan yang masa orde reformasi dapat dilihat dari aktivitas 
kenegaraan yaitu untuk kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang 
lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan 
atau tulisan dan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan 
MPR No IX / MPR / 1998. 27 
 
 
E. PERUBAHAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN INDONESIA 
SEJAK ERA REFORMASI   
Demokrasi ekonomi di era reformasi Era Reformasi yang secara politik 
lahir bersamaan dengan keruntuhan rezim orde Baru, dan telah berganti 4 
presiden. Akan tetapi tampaknya dalam konteks demokrasi ekonomi, kebijakan 
yang terjadi era reformasi tidak dapat lepas dari model kebijakan masa orde baru. 
Secara politik memang berubah, tapi era reformasi, rakyat tidak banyak 
ditempatkan sebagai bagian dalam demokrasi ekonomi.  
 
Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kebijakan berikut:  
1. Pencabutan atau pengurangan subsidi pada bagian-bagian penting yang 
merupakan kebutuhan rakyat banyak. Seperti subsidi BBM, tarif dasar 
listrik rumah tangga, harga pupuk tani etc.  
2. Pembangunan ekonomi yang berbasis pertumbuhan masih terus berjalan. 
Hal ini berdampak proteksi investasi asing kurang terkendali dan 
                                                 





privatisasi BUMN menimbulkan banyak problem. Seperti masa Presiden 
Megawati, telkomsel dan indosat yang merupakan kebutuhan publik 
sahamnya beralir 60% ke Temasek Singapura.  
3. Industri kecil dan rumah tangga, seperti usaha kerajinan umumnya dimiliki 
oleh pribumi. Industri menengah dan distribusi banyak dikuasai pengusaha 
kuat yang terdiri dari nonpribumi dan pengusaha pribumi kaya yang akhir 
ini makin banyak. Sedangkan industri besar umumnya dikuasai oleh 
pengusaha asing melalui multinational corporation.  
Menurut Raffaele, sistem ekonomi yang demikian, pertukaran ekonomi 
tidak dipimpin oleh rasionalitas ekonomi dan efisiensi, melainkan oleh factor 
faktor non ekonomi seperti kekuatan golongan atau tekanan-tekanan politik. Kita 
bisa melihat, kasus lapindo brantas di Jawa Timur. Akibat dari demokrasi 
ekonomi yang tidak pro rakyat dan berhadapan dengan elit besar, kasus hukum 
tidak juga berjalan, sedangkan rakyat tetap menderita akibat dari pembangunan 
ekonomi. Dan masih banyak lagi, kebijakan ekonomi yang tidak mencerminkan 
demokrasi ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan Pancasila.  
Akan tetapi dengan lahirnya Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi 
Daerah mencerminkan bahwa dalam era reformasi, demokrasi ekonomi telah 
mengarah pada demokrasi ekonomi yang berbeda dengan masa orde baru yang 
centralistik dan otoriter. 28 
Pada akhir 2008,ekonomiIndonesia terimbas oleh krisis global. Setelah 
mencatatpertumbuhan ekonomidi atas 6% sampai dengan triwulan III-2008, 
perekonomian Indonesia mulai mendapat tekanan berat pada triwulan IV-2008. 
Hal itu tercermin pada perlambatan ekonomi secara signifikan terutama karena 
anjloknya kinerja ekspor. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia 
mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan 
signifikan.  
Posisi Indonesia secara umum bukanlah yang terburuk di antara negara-
negara lain. Perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 6,1% pada 
2008. Sementara kondisi fundamental dari sektor eksternal, fiskal dan industri 
perbankan juga cukup kuat untuk menahan terpaan krisis global.  
Meski demikian, dalam perjalanan waktu ke depan, dampak krisis terhadap 
perekonomian Indonesia semakin terasa. Semakin terintegrasinya perekonomian 
global dan bertambah dalamnya krisis menyebabkanperekonomiandi seluruh 
negara akan mengalami perlambatan pada tahun 2009. Indonesia tak terkecuali. 
Badan Pusat Statistik(BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
tahun 2009 hanya mencapai 4,5% sebagai dampak perlambatan ekonomi global.  
                                                 
28Pada masa ini, Soeharto (1965-1997), Presiden pada masa itu berdiri tegak di puncak piramida 
kewenangan, sebagai pengendali dan mengatur pemerintah praktis tanpa tantangan berarti dari seluruh 
komponen bangsa. Partai politik dipersempit pergerakannya dan rakyat dibungkam aspirasinya secara 
politik dan juga ekonomi. Demokrasi ekonomi tidak berjalan sebagai demokrasi pancasila. Lihat R. William 
Liddle, Leadership and Culture in Indonesia Politics, (Sidney: Allen and Unwin, 1994), hal. 85-193, Lihat 
juga Mallarangeng, Mendobrak, hal. 98-101.  
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Pertumbuhan ekonomi pada 2014 tercatat sebesar 5,02%, tahun 2015 sebesar 
4,88%, 2016 sebesar 5,02% dan tahun 2017 sebesar 5,07%. Sedangkan 
pertumbuhan ekonomi selama triwulan I 2018 mencapai 5,06%.  
Pemerintah akan kembali memperkuat kebijakan untuk mendorong kinerja 
investasi maupun ekspor. Salah satunya dengan perumusan insentif fiskal, agar 
fundamental ekonomi makin terjaga. Karena ini adalah cara untuk menyelesaikan 
dan meng-'adress' isu yang sifatnya struktural. Perekonomian Indonesia pada 
triwulan I-2018 tumbuh sebesar 5,06% (yoy), lebih menjanjikan ketimbang 
periode sama tahun 2017 yang hanya tercatat 5,01%. Dan pertumbuhan ekonomi 
triwulan I-2018 itu juga lebih baik dari periode sama tahun 2016 yang hanya 
tumbuh sebesar 4,94% dan 2015 sebesar 4,83%.  
Melihat adanya tren kenaikan angka pertumbuhan pada triwulan I 2018, 
pertumbuhan ekonomi pada triwulan selanjutnya dapat lebih optimal. Kita 
tentunya berharap pertumbuhan akan lebih tinggi lagi karena masih ada momen 
yang bisa memicu pertumbuhan seperti Lebaran, Pilkada maupun Asian Games. 
Pertumbuhan PDB tertinggi menurut lapangan usaha pada triwulan I-2018 terjadi 
pada sektor informasi dan komunikasi 8,69%, transportasi dan pergudangan 
8,59%, jasa lainnya 8,42%, jasa perusahaan 8,04% dan konstruksi 7,35%. 
Konstruksi, yang menjadi penyumbang struktur PDB terbesar keempat, tumbuh 
menggembirakan 7,35% atau jauh lebih tinggi dari triwulan satu 2017 yang 
hanya tumbuh 5,96%.29 
Sedangkan, menurut pengeluaran,pertumbuhan ekonomitriwulan I-2018 
didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,95%, konsumsi LNPRT 
8,09%, konsumsi pemerintah 2,73%, Pembentukan Modal Tetap Bruto 7,95%, 
ekspor 6,17% dan impor 12,7%. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto 
tumbuh signifikan, karena periode tahun lalu hanya tumbuh 4,77%. Penyebabnya 
karena mulai banyak pembangunan yang dilakukan. Ini terlihat di komponen 
bangunan yang tumbuh 6,16% serta mesin dan perlengkapan 23,72%.  
Presiden Joko Widodo belum puas. Dia meminta momentum pertumbuhan 
ekonomi nasional kuartal I 2018 sebesar 5,06% terus lebih ditingkatkan lagi. Ia 
minta momentum pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I 2018 sebesar 5,06% 
terus kita lebih tingkatkan lagi, menjaga daya beli, meningkatkan investasi dan 
meningkatkan daya saing ekspor kita.  
Presiden meminta khusus untuk ekspor, juga dihilangkan hambatannya, 
baik perizinan, perbankan, pembiayaan, termasuk pajak dan kepabeanan. 
Hambatan segera kita hilangkan, bukan hanya di pemerintah pusat saja, tapi juga 
termasuk pemerintah daerah. Presiden juga meminta para pembantunya untuk 
tidak ragu merancang insentif-insentif yang tepat. Mendesain insentif-insentif 
yang tepat segera lakukan sekarang, dan kita harapkan manfaatnya segera 
kelihatan.  
Jokowi juga mengingatkan untuk mewaspadai risiko, terutama 
ketidakpastian ekonomi global, gejolak keuangan global yang dipicu kebijakan 
normalisasi moneter di AS telah banyak menyebabkan depresiasi mata uang di 
negara-negara dunia, tidak kecuali di Indonesia. Presiden juga meminta 
                                                 
29David Christian, Perjalanan Reformasi Ekonomi Indosesia, (Jakarta, 2017), 
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mewaspadai faktor ekternal yang lain, seperti harga minyak, potensi perang 
dagang AS-Tiongkok serta kondisi geopolitik internasional. Kita juga perlu 
menyiapkan diri mitigasi ketidakpastian global dan melakukan antisipasi 
pergerakan menuju keseimbangan perekonomian global. Presiden juga meminta 
tetap fokus menjaga stabilitas keamanan, sehingga seluruh kerja perbaikan 
kesejahteraan, penurunan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja dapat 
dipercepat dan diperbaiki.  
 
Pelemahan Rupiah  
Kondisi perekonomian global yang saat ini sedang bergejolak, karena 
sedang menuju tingkat normal yang baru sehingga berdampak pada pelemahan 
nilai tukar rupiah. Kondisi normal yang baru tersebut adalah situasi ketika Bank 
Sentral AS (The Fed) telah menyesuaikan suku bunga acuan dan memberikan 
sinyal untuk menaikkan lagi sebanyak tiga kali pada 2018.  
Kondisi itu yang menyebabkan terjadinya perlemahan mata uang di 
sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, dan gejolak di pasar saham 
karena pelaku pasar sedang merespons membaiknya perekonomian di AS. Level 
normal yang baru ini adalah pada saat US Federal Reserve menaikkan suku 
bunga kemudian US Treasury Bills (Obligasi AS) ikut terangkat. Kondisi ini 
tidak sama dengan dua atau tiga tahun lalu dimana suku bunga mendekati nol 
persen.30 
Menanggapi situasi perubahan ini pemerintah juga menyiapkan diri dengan 
kondisi normal yang baru agar ketidakpastian yang sedang terjadi bisa dimitigasi. 
Kita harus melakukan adjustment dengan apa yang disebut normal yang baru. 
Bank Indonesia menilai peluang penguatan nilai tukar rupiah masih terbuka 
dalam beberapa waktu ke depan karena indikator fundamental ekonomi domestik 
yang masih terjaga. Tekanan beberapa hari terakhir, menurut BI, lebih 
didominasi faktor eksternal karena dinamika ekonomi Amerika Serikat.  
Investor juga melihat indikator fundamental domestik seperti inflasi yang 
terus mendekati sasaran bawah Bank Sentral dalam rentang 2,5% hingga 4,5%, 
defisit APBN yang terjaga, dan pergerakan defisit transaksi berjalan yang masih 
dalam rentang sehat di bawah tiga % dari PDB. Penguatan rupiah tetap terbuka 
dari sisi kondisi domestik yang terjaga.  
Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2018 yang sebesar 
5,06% (yoy) masih positif dan sejalan dengan sasaran BI untuk laju pertumbuhan 
5,1% hingga 5,5% di 2018.  
Namun jika merujuk pernyataan BI sebelumnya, angka pertumbuhan itu di 
bawah ekspetasi BI yang melihat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2018 bisa 
mencapai 5,1% (yoy). Rupiah untuk pertama kalinya sejak Desember 2015, 
melemah hingga melewati batas psikologis Rp14.000 per dollar AS. Di pasar 
spot, rupiah diperdagangkan hingga Rp14.003 per dollar AS.   
Fundamantal ekonomi tetap harus diperkuat untuk menjaga kepercayaan 
investor. Pemerintah harus menjaga stabilitas harga BBM, listrik dan pangan 
untuk tetap mampu mengendalikan inflasi, terutama menjelang tren konsumsi 
                                                 
30David Christian, Perjalanan Reformasi Ekonomi Indosesia, (Jakarta, 2017)  
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tinggi pada Ramadan. BI juga, tidak perlu ragu untuk menaikkan suku bunga 
acuan 7 Days Reverse Repo sebesar 25-50 basis poin, jika tekanan terhadap 
rupiah terus deras. Cadangan devisa akan terus tergerus untuk stabilisasi nilai 
tukar. BI tidak bisa hanya mengandalkan cadangan devisa sebagai satu-satunya 






















                                                 








A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM EKONOMI  
Sitem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan 
perilaku masyarakat (produsen, konsumen, pemerintah, bank) dalam 
menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi) 
sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dalam 
bidang ekonomi dapat dihindari. 32 
Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan 
perilaku masyarakat (produsen, konsumen, pemerintah, bank) dalam 
menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi) 
sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dalam 
bidang ekonomi dapat dihindari. 33 Sistem ekonomi menurut beberapa para ahli, 
yaitu:  
Menurut Gregory Grossman, yang dimaksud dengan sistem ekonomi 
adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas 
unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan 
saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu 
yang saling menopang dan memengaruhi.  
                                                 
32Suwerly wahyu, Buku ekonomi, (Erlangga: Jakarta, 2007), hal. 216-217.  
33Jimmy Hasoloan, Pengantar ilmu ekonomi, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Indonesia, 2010), hal. 3-8.  
T ujuan Pembelajaran  
Se te lah me mbaca materi ini, diharapkan mampu untuk : 
1.  Memaha mi  pengertian dan ruang lingkup sistem ekonomi  
2.  Memaha mi  mengapa barter tidak diterapkan  
3.  Memaha mi  pereko nomian sosialis  
4.  Memaha mi  perekonomian kapitalis  
5.  Memaha mi  ekonomi  pancasila  









Menurut Gilarso, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai  keseluruhan  tata  
cara untuk  mengoordinasikan  perilaku masyarakat  (para  produsen,  konsumen, 
pemerintah,  bank, dan  sebagainya)  dalam menjalankan  kegiatan  ekonomi 
(produksi, distribusi,  konsumsi,  investasi,  dan sebagainya)  sehingga  terbentuk  
satu kesatuan  yang  teratur  dan  dinamis,  dan kekacauan  dapat  dihindari.  
Menurut  Dumatry adalah suatu  sistem  yang  mengatur  dan  terjalin 
hubungan  ekonomi  antar sesama  manusia dengan  seperangkat  kelembagaan  
dalam suatu ketahanan.  
 
B. MENGAPA BARTER TIDAK DI TERAPKAN 
 
Perkembangan alat tukar di Indonesia diawali dengan adanya sistem barter. 
Sebelum adanya sistem barter, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya 
dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika mereka lapar, membuat pakaian 
sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah buahan untuk konsumsi 
pribadi, dan lain-lain. Intinya adalah apa yang diperoleh manusia, itulah yang 
dimafaatkan untuk kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan 
manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup 
untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang 
tidak dapat dihasilkan sendiri, manusia harus mencari orang yang mau 
menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. 
Akibatnya, muncullah sistem barter.  
Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan dua pihak 
tanpa menggunakan perantara uang atau alat bayar lainnya. Sederhananya, barter 
adalah transaksi yang dilakukan melalui penukaran barang dengan barang atau 
jasa dengan barang. Walau secara nilai finansial bisa saja tidak berimbang, 
namun masing-masing pihak yang terlibat telah menyepakatinya di awal dan 
biasanya keuntungan yang didapatkan didasari oleh asas manfaat yang tepat  
Sejarah Singkat Barter  
Barter merupakan salah satu bentuk penunjang transaksi perdagangan awal 
saat manusia belum menemukan uang sebagai alat tukar. Sejarah barter dapat 
ditelusuri kembali hingga tahun 6000 SM (Sebelum Masehi). Konon, sistem ini 
pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat suku Mesopotamia. Sistem ini 
kemudian diadopsi oleh orang Fenisia yang menukarkan barang-barang mereka 
kepada orang-orang di kota-kota lain yang terletak di seberang lautan. Pada 
perkembangannya, sistem barter yang lebih baik dikembangkan di Babilonia. 
Pada masa itu, berbagai barang bisa digunakan sebagai standar barter, semisal 
tengkorak manusia. Barang lain yang populer digunakan untuk pertukaran adalah 
garam.Barter bermula saat manusia menghadapi kenyataan bahwa apa yang 
diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Demi 
mendapatkan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, manusia pun 
mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan 
barang lain yang dibutuhkannya. Maka terjadilah sistem transaksi barter, yaitu 
barang ditukar dengan barang. Barter menjadikan manusia lebih selektif dalam 
mendapatkan barang sehingga kualitas barang bisa terjaga dengan baik. Namun, 
kendala pada umumnya dalam sistem barter adalah kesulitan mempertemukan 
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orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu 
kemudian mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal 
pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu yang dinilai berharga 
sebagai alat tukar.  
Sistem barter dapat dikatakan sebagai metode kuno yang dimanfaatkan 
sebagai cara bertukar barang dan juga jasa. Sistem yang satu ini telah digunakan 
berad-adab sebelum ditemukan uang, namun dengan penemuan uang, bukan 
bararti sistem barter kemudian dilupakan, sekarang ini sistem barter masih tetap 
digunakan bahkan dengan bantuan internet yang artinya melibatkan barter 
didalam skala global atau internasional namun masyarakat pedalam masih sangat 
banyak yang masih melestarikan sistem barter ini sampai pada saat ini. Dahulu 
kala, pada masa kuno perdaganag yang dilakaukan nenek moyang kita dahulu 
belum seperti yang kita lihat sekarang. Ketika itu belum ada atau belum berlaku 
mata uang diseluruh kepulauan. Barang-barang dagangan mereka tidak diperjual 
belikan dengan menngunakan uang sebagai alat tukar, tetapi saling bertukar 
barang antara mereka.  
Cara perdagangan yang berlaku pada waktu itu adalah dengan sistem 
barter, yaitu barang dagangan yang mereka bawa saling dipertukarkan sesuai 
dengam keperluan dan kebutuhan masingmasing misalnya: Ada penduduk yang 
berdiam dilereng-lereng gunung akan melakukan barter dengan penduduk yang 
ada didaerah pantai, contoh: Jika nenek-nenek moyang kita yang berasal dari 
pulau sumatera memerlukan beras dan makanan lainya, maka mereka pergi 
berlayar kepualau jawa membawa hasil bumi didaerahnya berupa emas atau 
perak untuk diperdagangkan atau ditukarkan. Demikian pula mereka yang 
berasal dari pulau Maluku membawa rempah-rempah singga kepulau Sumatera 
lalu mereka pertukarkan barang yang mereka bawa dengan barang yang 
dibutukan.  
Dalam sistem ekonomi ini, segala hal yang diperlukan untuk kegiatan 
perekonomian dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri, jadi di sini mereka 
bertindak sebagai produsen dan konsumen. Dalam sistem ekonomi ini juga, tugas 
pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan 
dan menjaga ketertiban umum. Hal yang menyebabkan transaksi barter pada 
masyarakat pedalaman diantara yaitu masyarakat desa bergantung kepada alam 
untuk memenuhi kebutuhan keseharainya karena alam merupakan sumber 
kehidupan dan sumber kemakmuran didesa, dalam melakukan transaksi tukar 
menukar barang sistem produksi dan distribusi tebentuk karena kebiasaan atau 
tradisi yang sudah berlaku ditengah masyarakat. Serta terpeliharanya sistem 
kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat dalam melakukan tukar menukar 
barang.  
Sistem barter tidak bertahan selamanya dalam dunia perdagangan. Semakin 
hari, manusia semakin dapat merasakan kesulitan dalam melakukan sistem barter 
tersebut. Kebanyakan, kesulitan yang mereka hadapi adalah kesulitan untuk 
menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau 
menukarkan barang yang dimilikinya (disebut juga kehendak ganda yang selaras 
atau double coincidence of wants). Selain itu, ada juga kesulitan untuk 
memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai 
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pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya dan barang yang dibarter 
tidak dapat dipecah-pecah menjadi satuan kecil untuk membaginilainya. Sistem 
tukar-menukar dengan menggunakan benda-benda tertentu disebut juga uang 
barang. Benda-benda yang ditetapkan sebagai uang barang adalah benda-benda 
yang diterima oleh umum (generally accepted), benda benda bernilai tinggi 
(sukar diperoleh atau memiliki nilai, khasiat, keistimewaan atau fungsi tertentu 
yang dianggap berharga), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer 
sehari-hari, seperti garam yang digunakan oleh orang Romawi sebagai alat tukar, 
maupun sebagai alat pembayaran upah. Contoh lain dari benda-benda yang dapat 
digunakan sebagai alat ukur selain garam antara lain, manikSistem ekonomi 
tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkaoleh masyarakat tradisional 
secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Sistem 
ekonomi tradisioanal ini juga merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara 
bersama untuk kepentingan bersama (demokratis) sesuai dengan tata cara yang 
biasa ditempuh oleh nenek moyang.   
Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi 
tradisional, namun di beberapa daerah pelosok, seperti suku badui dalam, sistem 
ini masih digunakan dalam kehidupan sehari – hari. Karena mungkin sistem 
ekonomi ini masih menganut sistem tradisional yang masih berpedoman pada 
nenek moyang. Selain itu juga sistem ekonomi ini pertukaran uang yang masih 
tradisi dulu artinya masih menggunakan barter. Maka tidak mungkin untuk 
warga kita saat ini yang sudah zamannya modern melakukan sistem ini 
dikarenakan pengaruh kepada zaman nya yang masih tradisi. Akan tetapi sistem 
ini mungkin bisa diterapkan bagi masyarakat pedalaman. yang masih diterapka 
oleh masyarakat desa.  
Sistem ekonomi tradisional memang diperlukan khususnya bagi 
masyarakat di pedesaan yang keakrabannya masih alami. Selain itu Suasana yang 
memungkinkan pun akan terjamin bila sistem ini dilakukan di pedesaan 
ketimbang diperkotaan yang penuh dengan persaingan hidup dan tantangan, 
sedangkan Suatu sistem ekonomi syari’ah ialah suatu system perbuatan atau 
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah Salah satu solusi 
penting yang harus diperhatikan pemerintahan terhadap ekonomi Indonesia 
adalah penerapan system ekonomi syari’ah. Sistem ekonomi syari’ah memiliki 
komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan 
pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang 
sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Sistem Ekonomi syari’ah juga 
menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi 
gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Kedepannya pemerintah harus 
memberikan perhatian besar kepada sistem ekonomi Islam yang telah terbukti 
ampuh untuk menggulangi masa krisis yang akan mendatang. Dalam sistem 
ekonomi ini, segala hal yang diperlukan untuk kegiatan perekonomian dipenuhi 
sendiri oleh masyarakat itu sendiri, jadi di sini mereka bertindak sebagai 
produsen dan konsumen. Dalam sistem ekonomi ini juga, tugas pemerintah 
hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan dan menjaga 
ketertiban umum. Hal yang menyebabkan transaksi barter pada masyarakat 
pedalaman  diantara yaitu masyarakat desa bergantung kepada alam untuk 
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memenuhi kebutuhan keseharainya karena alam merupakan sumber kehidupan 
dan sumber kemakmuran didesa, dalam melakukan transaksi tukar menukar 
barang sistem produksi dan distribusi tebentuk karena kebiasaan atau tradisi yang 
sudah berlaku ditengah masyarakat. Serta terpeliharanya sistem kekeluargaan 
dalam kehidupan masyarakat dalam melakukan tukar menukar barang, manik-
manik, kulit kerang, tanah liat, tembaga, dan sebagainya.35 
Beberapa alasan sistem barter di tinggalkan masyrakat:  
1. Ditemukannyauang sebagai alat tukar barang yang efektif dan memiliki nilai 
yang pas dengan harga atau nilai suatu barang.  
2. Sistembarter di tinggalkan karena nilai stiap barang berbeda dan akan sulit 
menentukan selisih harga / nilai pada barang tersebut.  
3. Kitatidak bisa membarter suatu barang kepada orang lain jika tidak 
membutuhkan. contohnya: anwar ingin membarter daging ayam pada asep 
yang mempunyai beras, namun asep tidak membutuhkan daging ayam 
melainkan membutuhkan pakaian  
4. Sistembarter tidak praktis dikarenakan ketika kita menginginkan suatu 
barang maka kita membawa alat sebagai penukarnya (barang yang akan di 
tukar).  
 
C. PEREKONOMIAN SOSIALIS 
 
Sistem Ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan 
ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara 
terpusat. Sistem ekonomi sosialis tidak sama dengan sistem ekonomi komunis, 
sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme.Sistem ekonomi yang 
dikenal oleh masyarakat secara global adalah sistem ekonomi kapitalis dan 
sosialis. Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan 
semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Sistem ekonomi 
sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis 
adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Ciri-ciri ekonomi 
sosalis diantaranya: pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin 
politik.34 
Sistem ekonomi ini merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi 
sebelumnya yaitu sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem ekonomi  kapitalis  
dituding  menjadi penyebab  tidak  tercapainya  suatu kesejahteraan  masyarakat  
yang  merata. Sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi  
kapitalis, yang  mana  menyerahkan  segala  siklus ekonomi  sepenuhnya  kepada  
mekanisme pasar  yang  ada.  Sedangka untuk sistem ekonomi sosialis, di  mana  
pemerintah sangat  memiliki  peran  sangat  besar  di dalam  mengelola  roda 
perekonomian dari hulu  hingga  hilir  dalam  rantai perekonomian  di  
masyarakat.    
Dalam kehidupan sehari-hari istilah sosialisme digunakan banyak arti. 
Istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi. 
                                                 
34Itang dan Adib Daenuri, “Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam”,Jurnal Keislaman, 
Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 1, 2017, hal. 68.  
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Selain itu juga bisa, bisa digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, idiologi, 
cita-cita, ajaran-ajaran, atau gerakan. Sosialisme oleh sementara orang diartikan 
sebagai bentukperekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak 
sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti, 
pertambangan, jalan-jalan, dan jembatan, kreta api, serta cabang-cabang produksi 
lain yang menyangkut hidup orang banyak. Dalam bentuk yang paking lengkap, 
sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk didalamnya 
tanah-tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan milik swasta.  
Sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu 
dalam kegiatan ekonomi, individu tetap diberikan kebebasan dalam melakukan 
aktivitas ekonomi tetapi sangat terbatas sekali, serta dengan adanya campur 
tangan pemerintah yang sangat besar. Pemerintah melakukan campur tangan 
demi terwujudnya kemakmuran masyarakat bersama, tetapi di sisi lain 
kepemilikan individu yang dibatasi menyebabkan kreativitas individu menurun 
karena semangat untuk berkarya di bayang-bayangi oleh pemerintah  untuk 
kemakmuran  bersama. Karena  sistem ekonomi  sosialis  ini  memiliki  
pandangan bahwa  suatu  kemakmuran  pribadi  atau individu  hanya  dapat  
terwujud  jika berlandaskan kemakmuran secara bersama-sama. Sehingga  
konsekuensi  yang  harus dipertaruhkan  ialah  penguasaan  dan kepemilikan  
atas  aset-aset  ekonomi maupun  terhadap  faktor-faktor  produksi yang  ada  
sebagian  besarnya  adalah kepemilikan  untuk  sosial.35 
 
Tokoh Pendiri Sistem Ekonomi Sosialis  
1. Karl Marx  
Lahir di Trier, Jerman 5 Mei 1818. Berasal dari keluarga Yahudi kelas 
menengah, Marx kuliah ilmu hukum di universitas Bonn. Setahun 
kemudian pindah ke universitas Berlin untuk belajar filsafat. Pada usia 23 
tahun ia meraih gelar doktor filsafat. Gagal menjadi dosen, Marx muda 
kemudian menjadi wartawan dan akhirnya lebih banyak menjadi aktivis 
politik dan penulis. Karl Marx yang merupakan sosialis radikal yang 
memiliki pandangan bahwa hak individual harus dihapus, termasuk hak 
kepemilikan tanah. Di samping itu kaum tani bukan golongan yang penting 
dalam masyarakat yang bergerak menuju masyarakat sosialis sejati. Marx 
berpendapat demikian karena faham dialekti materialismenya, yang 
menganggap bahwa sejarah bisa berubah hanya disebabkan oleh factor-
faktor produksi dan penguasaan sarana produksi oleh kaum proletar yang 
selama ini diperas oleh kaum kapitalis.  
2. St. Simon  
Claude Henri de Rouvroy Comte de Saint Simon. Lebih dikenal Henri de 
Saint Simon. Lahir 17 Oktober 1760 di Paris, Prancis, daerah pinggiran 
miskin namun dari keluarga terkemuka. Ayahnya putra kedua Louis-
Francois de St. Simon seorang tentara. Saint Simon dididik secara privat 
oleh para tutor pribadinya, dan belajar otodidak. Usia 17 tahun ikut 
pendidikan militer kemudian bertugas koloni Perancis di Amerika, sebagai 
                                                 
35Dicky Sumarsono, Jurnal Akuntasi Dan Pajak Vol 16, No.02, Januari 2016, hal. 26.  
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kapten artileri di Yorktown tahun 1781. Dipandang sebagai bapak 
sosialisme karena dialah orang pertama yang menyerukan perlunya sarana-
sarana produksi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah atau negara.  
Negara Yang Menganut Sistem Ekonomi Sosialis   
1. Korea Utara  
2. Kuba  
3. Vietnam  
4. RRC (sudah mulai mengendur)  
 
Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis    
1. Pemilikan harta oleh Negara   
Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat 
secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan 
produksi tidak diperbolehkan. Sistem ini dibangun atas dasar bahwa alat-alat 
produksi seluruhnya menjadi milik bersama antara anggota masyarakat. Individu 
secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan 
sumber-sumber produksi. Apalagi bertindak atas kemauan pribadi. Individu-
individu tidak mungkin memperoleh sesuatu kecuali dari upah dan jasanya 
terhadap masyarakat. Jadi masyarakatlah yang sebenarnya menyediakan 
kebutuhan hidup bagi mereka-mereka yang sedang mengerjakan  pekerjaanya. 
Didalam sistem ini tidak ada yang namanya “hak milik perorangan”. Hal ini 
sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan hak 
sepenuhnya kepada perorangan untuk memiliki dan menikmati sumber-sumber 
produksi.  
 
2. Kesamaan ekonomi   
Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa, hak-hak individu dalam suatu 
bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan 
kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Untuk mencapai tujuan 
kesamaan ekonomi, seluruh urusan Negara diletakkan dibawah peraturan kaum 
buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Sebaliknya, 
kebebbasan ekonomi serta hak kepemilikan harta secara perorangan dihapuskan.  
 
3. Disiplin politik   
Untuk mencapai tujuan diatas, keseluruhan Negara diletakkan dibawah 
peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan 
distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang 
diperlakukan sangat ketat untuk lebih menggefektifkan praktek sosialisme.36 
 
                                                 
36Itang dan Adib Daenuri, “Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam”,Jurnal Keislaman, 
Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 1, 2017, hal. 77-79.  
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Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosialis   
1. Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).  
Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sebagai 
individu-individu fiksi belaka. Dan tidak adanya pengakuan atas hak-hak 
pribadi (individu) dalam sistem sosialis.   
2. Peran pemerintah sangat kuat  
Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi 
semuanya diatur oleh negara.   
3. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi  
Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran 
kolektivisme (masyarakat sosialis) dan Pola produksi (aset dikuasai 
individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis).  
4. Hak milik individu tidak diakui.37 
 
Faktor-Faktor Yang Mendorong Lahirnya Sosialisme  
1. Karena adanya revolusi industri38 
2. Karena bangkitnya kaum borjuis (majikan) dan kaum proletar (buruh) 
3. Munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih 
rasional terhadap        kehidupan manusia dan masyarakat 
4. Adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil Revolusi 
Perancis 
 
Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis   
1. Semua kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga 
pemerintah mudah melakukan control atau pengawasan  
2. Tidak ada kesenjangan ekonomi yang mencolok di antara anggota 
masyarakat  
3. Pemerintah mudah dalam mengatur dan melakukan pembentukan harga 
pasar atas barang dan  
jasa  
4. Disediakannya kebutuhan pokok  
5. Didasarkan perencanaan Negara  
6. Produksi dikelola oleh Negara39 
 
Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis  
1. Melemahkan bahkan mematikan inisiatif dan kreativitas individu  
2. Seringnya terjadi prakteik monopoli yang merugikan masyarakat  
3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan di dalam memiliki sumber-sumber 
daya yang ada  
                                                 
37Ibid, hal. 79.  
38Gregory Grosmann, Sistem Ekonomi. (Jakarta: Bumi Aksara,1986), 
39Muhammad Tho’in, “Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis – Sosialis)”, Jurnal Ilmiah 
Ekonomi Islam Vol. 01 No. 03,2015, hal. 126. 42 Ibid, hal.126.  
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4. Sulit melakukan transaksi   
5. Membatasi kebebasan42 
D. PEREKONOMIAN KAPITALIS 
 
Sistem ekonomi kapitalis bersandar kepada pemilikan pribadi maupun 
swasta terhadap alatalat produksi, kegiatan distribusi, maupun pertukaran. 
Sehingga tiga hal utama tersebut berada penuh di tangan swasta. Sistem ekonomi 
kapitalis mendominasi secara keseluruhan dari sistem ekonomi yang dianut oleh 
negara-negara di dunia. Dimana, di dalam sistem ekonomi kapitalis ini, suatu 
produksi maupun perdagangannya lebih dominan dilakukan bersifat 
individualistis atau pribadi. Individu serta perusahaan atau bahkan melalui badan 
usaha swasta atau korporasi, berupabantuan modal yang sebelumnya telah 
diakumulasikan, tetapi yang lebih banyak terjadi dengan menggunakan modal 
usaha dari pinjaman berbunga, mendapatkan keuntungan atau laba serta 
membangun suatu kerajaan untuk diri mereka sendiri dengan 
jalanmempekerjakan orang banyak dengan memberikan imbalan upah.   
Para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran ahli-ahli ekonomi klasik 
yang di motori oleh Adam Smith merupakan dasar system ekonomi kapitalis. 
Tokoh-tokoh mazhab klasik mengemukakan bahwa segala kegiatan ekonomi 
yang dilaksanakan secara bebas dinilai akan lebih banyak manfaatnya bagi 
kalangan masyarakat sebagai keseluruhan dari pada kalau segalanya diatur 
pemerintah, atau dengan kata lain melalui ikut campur tangan pemerintah.  
Pandangan tersebut didasarkan dari berbagai saran atau pendapat yang 
menyatakan bahwa produksi dan konsumsi serta pembagian kekayaan pada 
asasnya sudah ditentukan menurut hukumhukum ekonomi yang berlangsung 
didalam kehidupan masyarakat. Para tokoh pemikir dari mazhab klasik 
mempunyai banyak pandangan tertentu mengenai sejumlah permasalahan 
ekonomi yang dianggap paling penting dalam kehidupan masyarakat yakni yang 
berkenaan dengan masalah pokok yang ada hubungannya antara satu degan 
lainnya. Dan kemudian dibahas dengan kerangka susunan analisis teoritis. 
Misalnya mengenai hubungan antara nilai dan harga barang, besarnya upah dan 
besarnya laba, yang satu sama lainnya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar 
dalam persaingan. Untuk itu peran pemerintah harus dibatasi hanya pada 
prasarana pekerjaan umum serta jasa-jasa lainnya.   
Adapun titik tolak teori yang diberikan oleh ahli-ahli system ekonomi 
kapitalis yang bernaung dibawah mazhab klasik adalah bahwa kebutuhan 
manusia akan dapat terpenuhi, dengan cara yang baik sekiranya sumber-sumber 
daya produksi itu digunakan secara efisien. Disamping itu juga jika hasil 
produksi yang berupa barang dan jasa di jual di pasaran melalui persaingan yang 








Pengertian Ekonomi Kapitalis  
 
Para ilmuan sepakat bahwa Kapitalisme merupakan Revolusi yang bersifat 
Fundamental dalam pemebntukan masyarakat modern. Dewasa ini, kapitalisme 
bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi. Kapitalisme dianggap 
sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideology dan kemudian 
mencerminkan suatu gaya hidup.  
Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan 
oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatannya 
untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Selanjutnya 
pengertian system ekonomi kapitalis adalah suatu system yang memberikan 
kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan 
kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumberdaya-sumberdaya, 
seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan 
antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Prinsip “Keadilan” yang dianut 
oleh system ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan 
berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat 
minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai “Pengamat” dan “Pelindung” 
dalam perekonomian.   
Dari beberapa pengertian tersebut diatas tidak ada yang luput dari apa yang 
diajarkan oleh  
Adam Smith melalui bukunya yang terbit pada tahun 1776 dengan judul An 
Inquiry the nature and Cause of the wealth of nation yang menghendaki setiap 
orang diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam persaingan sempurna 
dengan meniadakan sama sekali intervensi pemerintah.40 
Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, 
industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan 
membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan 
usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, 
maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan 
bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk 
kepentingan-kepentingan pribadi. 
Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi 
universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan 
kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 
hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa 
di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu 
badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik 
pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses 
perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal 
tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru 
buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan 
baku tersebut.  
                                                 
40Agustiati, Sistem Ekonomi Kapitalisme, Jurnal Ekonomi, hal. 154. 
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Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya 
sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal 
dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak 
hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan 
belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan 
menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.  
Istilah kapitalisme, dalam arti modern, sering dikaitkan dengan Karl Marx. 
Dalam Magnum Opus Das Kapital, Marxmenulis tentang "cara produksi 
kapitalis" dengan menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal 
sebagai Marxisme. Namun, sementara Marx jarang menggunakan istilah 
"kapitalisme", namun digunakan dua kali dalam interpretasi karyanya yang lebih 
politik, terutama ditulis oleh Kolaborator Friedrich Engels. Pada abad ke-20 
pembela sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang 
dengan frase seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta dan diganti dengan 
kapitalis rente dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait 
dengan kapitalisme.  
Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sistem perekonomian 
Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara 
penuh kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan perekonomian seperti 
memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. 
Pada sistem ekonomi kapitalisme pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan 
ekonomi.  
Setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan 
kemampuannya. Semua bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba 
sebesar- besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk 
memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Lembaga hak milik 
swasta merupakan Elemen paling pokok dari kapitalisme. Pemberian hak 
pemilikan atas harta kekayaan, memenuhi tiga macam fungsi ekonomi penting; 
Pertama, para individu memperoleh perangsang agar aktifitas mereka 
dimanfaatkan seproduktif mungkin. Kedua, hal tersebut sangat mempengaruhi 
distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu-individu diperkenankan 
untuk menghimpun aktiva dan memberikan kepada ahli waris secara mutlak 
apabila mereka meninggal dunia. Ketiga, ia memungkinkan laju pertukaran yang 
tinggi oleh Karena orang memiliki hak pemilikan atas barang-barang sebelum 
hak tersebut dapat dialihkan pada pihak lain. Dalam sistem ekonomi kapitalis 
berlaku “free fight liberalism”. Siapa yang memiliki dan mampu menggunakan 
kekuatan modal secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan 
dalam bisnis.41 
Sistem  ekonomi  kapitalis  menjadi sistem  ekonomi  yang  mendominasi  
dari sistem  ekonomi  yang  dipakai  negara-negara  saat  ini.  Meskipun  dengan 
perkembangan  teknologi  dan  informasi atau IT yang begitu dahsyat saat ini, 
boleh dikatakan  tidak  ada  sistem  ekonomi kapitalis  murni,  karena  di  negara-
negara kapitalis  lebih  sosialis  dibandingkan dengan negaranegara  yang 
menggunakan sistem  ekonomi  sosialis  itu  sendiri. Menurut  Winardi, Sistem 
                                                 
41Ibid,   
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ekonomi  kapitalis  ini,  merupakan  suatu sistem ekonomi di mana hak milik 
pribadi atas  alatalat produksi,  kegiatan  distribusi, serta pemanfaatannya untuk 
mencapai laba dalam kondisi maupun situasi yang sangat kompetitif,  menjadi  
ciri  utama  dalam sistem  ini.  Jika kita melihat  sejarah, kapitalisme dibangun 
dari buah pemikiran tokoh  ekonomi  besar  yaitu  Adam  Smith, dia merupakan  
tokoh dari mazhab  klasik. Para ahli ekonomi dunia mayoritas sepakat bahwa 
hasil dari pemikiran mazhab klasik inilah  yang  menjadi dasar  dari  sistim 
ekonomi,  yaitu  sistem  ekonomi  kapitalis.  
Dasar  pemikiran teori  yang dikeluarkan  oleh  Adam  Smith ini  dapat  
bertahan  hingga  terjadinya depressi  ekonomi  pada  tahun  1929,  di mana  pada  
saat  itu  pemikir  ekonomi lainnya,  yaitu  Keyness  mengeluarkan gagasannya,  
dia  tampil  serta  berhasil mengungkapkan sebuah  teori dan gagasan bahwa 
sistem ekonomi yang baru dan lebih baik  dapat  dibangun.  Pemikiran Keyness 
ini  atau  Keynesian membutuhkan  adanya intervensi  serta  campur  tangan  dari 
pemerintah  dalam menentukan  kebijakan-kebijakan  ekonomi.  Hal inilah yang 
menjadi awal jatuhnya sistem  ekonomi kapitalis  saat  itu,  akan  tetapi  dengan 
berjalan  waktu  selama  lebih  kurang  30 tahun  terjadi  krisis  yang  besar  yang 
melanda dunia, berupa krisis minyak dunia tepatnya pada tahun 1973, sistem 
ekonomi kapitalis yang jatuh kembali tampil sebagai sistem  ekonomi dengan  
nama baru,  yaitu neoliberalisme.42 
Pilar-Pilar Sistem Ekonomi Kapitalis  
Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu system yang menyandarkan diri 
sepenuhnya pada: 
1. Hak milik swasta (Private Property)  
Lembaga ini merupakan elemen pokok dari kaptalisme, ia menjamin 
bahwa setiap orang mempunyai hak milik untuk mencapai barang-barang 
ekonomi dan sumber-sumber daya melalui cara yang legal, mengadakan 
perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggunaannya apabila perlu 
menjualnya. Kekayaan merupakan hak alamiah terlepas dari kekuasaan Negara. 
Pemberian hak pemilikan atas harta kekayaan memenuhi fungsi-fungsi ekonomi 
penting. Yaitu para individu memperoleh perangsang agar aktiva mereka 
dimanfaatkan secara produktifnya. Hal tersebut sangat mempengaruhi distribusi 
kekayaan serta pendapatan karena individu-individu diperkenalkan untuk 
menghimpun aktiva dan memberikannya kepada ahli waris mereka apabila 
mereka meninggal dunia.  
2. Dibina oleh tangan yang tak terlihat (The Invisibel Hand Prinsif)  
Pernyataan tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik 
untyk masyarakat. Setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik 
dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan ertindak 
sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau 
biaya yang sekecil-kecilnya.  
 
 
                                                 
42Dicky Sumarsono, Jurnal Akuntasi Dan Pajak Vol 16, No.02, Januari 2016, hal. 23. 
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3. Individualism ekonomi – Laisses- Faire  
Pernyataan ini menjadi kata kunci kapitalisme. Dalam arti bahwa tiadanya 
intervensi pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualism ekonomi dan 
kebebasan ekonomi.  
Intervensi pemerintah dibatasi pada aktivitas-aktivitas tertentu.  
4. Persaingan dan pasar-pasar bebas (free market competition)  
Prinsip bekerjanya mekanisme pasar menyebabkan terjadinya persaingan. 
Persaingan terjadi antara penjual barang-barang yang serupa untuk menarik 
pembeli, antara pembeli untuk mencapai barang-barang yang mereka inginkan, 
antara pekerja untuk mmeperoleh pekerjaan, antara pihak majikan untuk 
memperoleh pekerja, antara pembeli dan penjual sumber-sumber daya untuk 
mencapai syarat yang sebaik-baiknya.  
 
Kelebihan sistem ekonomi kapitalis adalah sebagai berikut  
1. Adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha  
2. Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga 
mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta  
3. Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat  
4. Pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat 
Adapun kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis adalah  
1. Persaingan bebas yang tidak terbatas, mengakibatkan banyak keburukan 
dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem 
ekonomi serta munculnya semangat persaingan diantara individu. Sebagai 
contoh hak individu yang tidak terbatas untuk memiliki harta 
mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat 
dan pada akhirnya akan merusak sistem perekonomian.  
2. Adanya perbedaan yang radikal (jelas) antara hak-hak majikan dan pekerja, 
penerima upah tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan 
saingannya, sehingga ketidakadilan ini memperdalam gap (jurang) antara 
yang kaya dan miskin.  
3. Sistem ekonomi kapitalis, disatu pihak memberikan seluruh manfaat 
produksi dan distribusi di bawah penguasaan para ahli, yang 
mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan 
membatasi mengalirkan kekayaan di kalangan orang-orang tertentu saja. Di 
pihak lain menjamin kesejahteraan semua pekerja kepada beberapa orang 




                                                 




E. EKONOMI PANCASILA 
1.Sejarah Ekonomi Pancasila  
 
Revolusi Sistem Ekonomi Pada tanggal 10 Maret 1998 ketika MPRRI 
menyetujui TAP tentang GBHN 1998-2003, Sistem Ekonomi Pancasila 
disepakati sebagai sistem ekonomi yang sepatutnya diterapkan di Indonesia. Kata 
sistem ekonomi Pancasila disebut 9 kali dalam GBHN setebal 147 halaman 
tersebut. Sistem Ekonomi Pancasila ala Orde Baru ini didefinisikan sebagai 
sistem ekonomi dengan 7 butir “paradigma baru” sebagai berikut:  
1. Terciptanya ketahanan nasional yang kukuh dan tangguh  
2. Mengandung sikap dan tekad kemandirian dalam diri manusia; keluarga, 
dan masyarakat Indonesia  
3. Perekonomian nasional dikembangkan ke arah perekonomian yang 
berkeadilan dan berdaya saing tinggi  
4. Demokrasi ekonomi diwujudkan untuk memperkukuh struktur usaha 
nasional  
5. Koperasi adalah sakaguru perekonomian nasional, sebagai gerakan dan 
wadah ekonomi rakyat; koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada 
penguatan dan perkuatan basis usaha  
6. Kemitraan usaha yang dijiwai semangat kebersamaan dan kekeluargaan 
yang saling menguntungkan untuk ditumbuhkembangkan  
7. Usaha nasional dikembangkan sebagai usaha bersama berdasar asas 
kekeluargaan dalam pasar terkelola, dan dikendalikan oleh keimanan dan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta nasionalisme yang 
tinggi.  
 
Krisis Moneter Yang Menghancurkan  
Krisis moneter Juli 1997 yang mencapai puncaknya bulan Januari 1998 
jelas merupakan “cobaan Tuhan” atas bangsa Indonesia, karena meskipun 
berkali-kali diingatkan tentang bahaya knglomerasi, tokh para pemimpin bangsa 
Indonesia selalu meremehkan dengan alasan, “menurut teori ekonomi, 
konglomerat itulah satu-satunya andalan kemajuan ekonomi bangsa”. Maka 
krisis moneter adalah “cobaan” yang lebih berat lagi kadarnya yang 
menghancurkan ekonomi sektor modern/konglomerat supaya bangsa Indonesia 
menjadi sadar. Terbukti kemudian pemerintah Indonesia yang dikuasai 
pemikiran-pemikiran ekonomi Klasik Neoklasik yang kapitalistik liberal, tetap 
saja bersikukuh. Konglomerat yang rontok mati-matian hendak diselamatkan 
oleh pemerintah, mula-mula melalui dana BLBI (yang kini sudah ditutup 
bukukan), dan kemudian melalui dana rekapitalisasi perbankan (Rp. 650 triliyun) 
berupa obligasi negara yang bunganya menjadi tanggungan APBN.  
 
Aspek Ekonomi Kerusakan Bangsa  
Meskipun orang tidak pernah lupa menyebutkan bahwa krisis yang 
melanda bangsa Indonesia dewasa ini sudah menjadi multidimensi, tokoh yang 
paling sering disebutkan di media massa adalah krisis ekonomi, bukan krisis 
politik, krisis hukum, atau krisis moral. Sebabnya tidak lain karena selama 3 
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dekade Orde Baru, pembangunan ekonomi sudah menjadi “agama”, dengan 
peranan yang amat dominan dari perusahaan konglomerat. Kini ketika 
konglomerat sudah rontok, yang sulit dibayangkan untuk bangkit kembali karena 
utang yang sangat besar, maka ekonomi secara keseluruhan dikatakan dalam 
keadaan krisis parah. Bahwa ekonomi nasional dianggap masih dalam kondisi 
krisis, faktor-faktornya antara lain adalah kurs dollar yang masih 3 kali lebih 
tinggi dibanding sebelum krisis moneter Juli 1998, bank-bank masih belum 
mengucurkan kredit ke sektor riil, dan pemerintah terperangkap dalam beban 
utang dalam dan luar negeri yang sangat berat.  
 
Kembali Ke Ekonomi Pancasila  
Pemerintah Orde Baru, yang bersumpah melaksanakan pancasila dan UUD 
1945 secara murni dan konsekuen, bertekad untuk mewujudkan kemerataan 
pembangunan dan keadilan sosial. Tetapi keinginan ini tidak pernah terwujud 
karena strategi pembangunan dan politik ekonomi, sebagaimana berulangulang 
dikritik oleh Bung Hatta, didasarkan pada liberalisme sehingga seperti biasa, 
persaingan pasar yang liberal selalu dimenangkan oleh yang kuat (konglomerat) 
dan melunglaikan yang lemah. Pada tahun 1981 kami menulis: Ekonomi 
Indonesia kelihatannya sehat dari luar tetapi pemeriksaan yang mendalam 
menunjukkan ia sedang sakit kanker, dus penyakit yang sangat berbahaya, 
obatnya hampir tidak ada. Dalam bahasa ekonomi kelompok ini mengatakan 
sistem ekonomi Indonesia sekarang ini salah. Ia harus diubah secara fundamental 
dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila, bukan sistem ekonomi kapitalis 
liberal.  
 
Revolusi Gagasan Menuju Ekonomi Pancasila  
Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru yang masih harus 
diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi yang kini “dianut” bangsa 
Indonesia. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah 
dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat 
perdesaan dalam bentuk usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 
Adapun mengapa praktek-praktek kehidupan riil dan kegiatan ekonomi rakyat 
yang mengacu pada sistem (aturan main) ekonomi Pancasila ini tersendat-sendat, 
alasannya jelas karena politik ekonomi yang dijalankan pemerintah bersifat 
liberal dan berpihak pada konglomerat. Ketika terjadi krismon 19971998, 
meskipun keberpihakan pemerintah pada konglomerat belum hilang tetapi 
gerakan ekonomi kerakyatan yang dipicu semangat reformasi memberikan iklim 
segar pada berkembangnya sistem ekonomi Pancasila yang berpihak pada 
ekonomi rakyat.  
Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi etik yang pernah 
didambakan oleh yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai budaya 






2. Kelebihan dan Kekurangan Ekonomi Pancasila  
 
Kelebihan:  
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan.  
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusasi hajat 
hidup   rakyat  banyak dikuasai oleh negara.  
c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  
d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan 
permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap 
kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.  
e. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang 
dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang 
layak.  
f. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh 
bertentangan dengan kepentingan masyarakat.  
g. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan 
sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum.  
h. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.  
 
Kekurangan:  
a. Sistem freefightliberalism (sistem persaingan bebas yang saling 
menghancurkan).  
b. Sistem terpusat, yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif 
warga masyarakat.  
c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk 
monopoli yang merugikan masyarakat.44 
3. Tujuan Ekonomi Pancasila  
 
Sistem ekonomi pancasila tidak dapat dibatasi bidang ekonomi saja, tetapi 
mencakup pula bidang-bidang sosial-budaya, bidang politik, dan bidang-bidang 
pertahanan-kemanan, karena sistem ekonomi merupakan salah satu komponen 
dari sistem yang lebih besar, yaitu Sistem Pembangunan Nasional. Tujuan 
mempelajari  sistem ekonomi pancasila yaitu :  
a. Mengerti dan memahami arti dan isi pancasila itu dengan sebenar-
benarnya.  
b. Menghayati dan mengamalkan semua sila dengan sebaik-baiknya.  
c. Mengamankan dan menyelamatkan Pancasila dari setiap usaha yang 
hendak  merongrong atau menggantinya.  
 
                                                 
44H. Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2000), 
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4. Kebijakan Ekonomi Pancasila 
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam sistem ekonomi pancasila bisa 
diawali dengan adanya perubahan-perubahan dalam pengembangan IPTEK, 
bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial-budaya, sebagai berikut ini:  
a. Pengembangan IPTEK  
Dalam upaya meningkatkan dan mewujudkan sumber daya kesejahteraan 
dan peningkatan untuk  mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
pada hakikatnya suatu hasil kreativitas rokhani setiap individu. Oleh 
karena itu, modal utama dalam membangun sebuah Negara, yaitu 
kemajuan teknologi yang dilengkapi keterampilannya untuk memanfaatkan 
sumberdaya alam dana `teknologi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah 
kualitas dari sumber daya manusia, penawaran tenaga kerja yang melibihi 
permintaan tenaga kerja, tingginya lulusan sekolah yang menganggur, dan  
tenaga kerja yang tidak terdidik.  Oleh sebab itu, ini merupakan faktor 
utama  dalam membangun kebijakan sistem ekonomi pancasila.  
b. Pengembangan dalam Bidang Politik  
Dalam sistem politik Negara harus mendasarakan pada kekuasaan yang 
bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu-mahluk 
sosial yang terjelma sebagai rakyat. Maka kekuasaan Negara harus 
berdasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat.maka rakyat asal mula 
dari suatu Negara. Menurut Drs. Moh.Hatta, menyatakan bahwa Negara 
berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang 
adil dan beradab. Tetapi berbeda untuk saat ini, kebanyakan dari pemimpin 
hanyalah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi bukan 
untuk kepentingan rakyat.  
c. Pembangunan dalam Bidang Ekonomi  
Terwujudnya perkembangan suatau Negara adalah berawal dari rakyatnya 
yang mampu mengembangkan teknonolginya. Sebagai mana telah 
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi keadilan bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi yang 
humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat 
secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan 
saja melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa.  
d. Pengembangan dalam Bidang Sosial-Budaya  
Pengembangan sosial budaya pada masa reformasi, dewasa ini mengankat 
nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia  sebagai dasar nilai yaitu nilai-
nilai Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic, artinya nila-nilai 
pancasila mendasarkan pada nilai yang bersuber pada harkat martabat 
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F. PEREKONOMIAN ISLAM 
Ekonomi islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Al-Iqtishad Al-
Islam. Al-Iqtishad secara bahasa berarti Al-Qashdu yaitu pertengahan dan 
berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan 
didalam Al-Quran diantaranya “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan” 
(Q.S Luqman ayat 19) dan “Di antara mereka ada golongan yang pertengahan” 
(Q.S Al-Maidah ayat 66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak 
menyimpang dari kebenaran.46 
Disini dapat diajukan beberapa definisi menurut ekonomi muslim47 
1. M. Abdul Manan, di dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Praktik 
Ekonomi Islam” menyatakan bahwa ekonomi islam adalah ilmu 
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang di 
ilhami oleh nilai-nilai islam.48 
2. Menurut M. M. Metwally, Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari 
perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang 
mengikuti islam yang mengikuti AlQuran, Hadits, Ijma’ dan Qiyas.  
3. Menurut Umar Capra, Ekonomi islam sebagai suatu cabang pengetahuan 
yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu 
alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan maqashid 
(tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, 
menciptakan ketidak seimbangan makroekonomi dan ekologi yang 
berkepanjangan, atau melemahkan solidoritas keluarga dan social, serta 
jaringan moral masyarakat.  
4. Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 
bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 
manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk 
mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-qur’an 
dan Sunnah.49 
Ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu pengetahuan lahir melalui proses  
pengkajian ilmiah yang panjang, dimana pada awalnya terjadi sikap pesimis 
terkait eksistensi. Ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini 
terjadi karena di masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus 
terdapat dikotomi antara agama dengan keilmuan. Dalam hal ini termasuk 
didalamnya Ilmu Ekonomi, namun sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Para 
Ekonom Barat pun mulai mengakui eksistensi Ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu 
Ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perekonomian dunia dimana 
Ekonomi Islamdapat menjadi sistem Ekonomi alternatif yang mampu 
mengingatkan kesejahteraan umat, disamping sistem ekonomikapitalis dan 
sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan umat.50 
                                                 
46Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol 18 No.1 (Januari-Juni)2017, hal. 81-82.  
47Ai Siti Farida, Sistem Ekonomi Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hal. 55. 
 
49P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 19. 
50Ibid, hal. 19. 
62 
 
Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam,karenanya ia merupakan 
bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama 
Islam, Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. 
Islam adalah sistem kehidupan (way of life), dimana Islam telah menyediakan 
berbagai perangkat aturan yang lengkap bagai kehidupan manusia termasuk dlam 
bidang Ekonomi. Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam 
hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang 
kesejahteraan.51 
 
Asas Ekonomi Islam  
Kegunaan (utility) adalah kemampuan suatu barang untuk memuaskan 
kebutuhan manusia. Karena itu, kegunaan ( utility ) tersebut terdiri dari dua hal : 
pertama, adalah batas kesenangan yang bias dirasakan oleh manusia ketika 
memperoleh brang tertentu. Kedua, keistimewaan keistimewaan yang tersimpan 
pada zat barang itu sendiri, termasuk kemampuannya untuk memuaskan 
kebutuhan manusia, dan bukan hanya kebutuhan orang tertentu saja. Kegunaan 
(utility) ini kadang lahir dari tenaga manusia, atau lahir dari harta kekayaan, atau 
lahir dari harta kekayaan, atau dari kedua duanya sekaligus.  
Sesuai dengan fitrahnya, manusia bisa berusaha untuk memperoleh harta 
kekayaan tersebut untuk dikumpulkan. Oleh karena itu, manusia dan harta 
kekayaan adalah sama sama merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk 
memuaskan kebutuhan kebutuhan manusia. Dua duanya merupakan kekayaan 
yang bisa diraih oleh manusia untuk dikumpulkan. Jadi, kekayaan itu sebenarnya 
merupakan akumulasi dari kekayaan dan tenaga.  
 
Tujuan Ekonomi dalam Islam  
Segala aturan yang diturunkan Allah Azza Wa Jalla dalam sistem Islam 
mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta 
menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya.  
Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia 
mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.  
 
Pandangan Islam Terhadap Ekonomi 
Pandangan Islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan 
Islam terhadap masalah pemnfaatan kekayaan. Menurut Islam, sarana-sarana 
yang memberikan kegunaan (utility) adalah masalah tersendiri, sedangkan 
perolehan kegunaan (utility) adalah masalah lain.Karna itu kekayaan dan tenaga 
manusia, dua-duanya merupakan, sekaligus sarana yang bisa memberikan 
kegunaan (utility) atau manfaat sehingga, kedudukan kedua-duanya dalam 
pandangan Islam, dari segi keberadaan dan produsinya dalam kehidupan, 
berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara perolehan manfaatnya.52 
                                                 
51Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi islam Jilid 2, (Yogyakarta: PT Verisia Yogya Grafik, 1995), hal. 260. 
52Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: The International Institut of 
Islamic Thought Indonesia, 2001), hal. 35.  
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Karena itu, Islam juga ikut campurtangan dalam masalah pemanfaatan 
kekayaan dengan cara yang jelas. Islam, misalnya mengharamkan beberapa 
pemanfaatan harta kekayaan, semisal khamer dan bangkai. Sebagaimana Islam 
juga mengharamkan pemanfaatan tenaga manusia, seperti dansa, (tari-tarian) dan 
pelacuran. Islam juga mengharamkan menjual harta kekayaan yang haram untuk 
dimakan, serta mengharamkan menyewa tenaga untuk melakukan sesuatu yang 
haram dilakukan. Ini dari segi pemanfaatan harta kekayaan dan pemanfaatan 
tenaga manusia. Sedangkan dari segi tata cara perolehannya, Islam telah 
mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh kekayaan, 
seperti hukum-hukum berburu, menghidupkan tanah mati, hokum-hukum 
kontrak jasa, industri serta hukum-hukum waris, hibbah, dan wasiat. Oleh karena 
itu, amatlah jelas bahwa Islam telah memberikan pandangan (konsep) tentang 
sistem ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi tidak. Dan Islam telah menjadikan 
pemanfaatan kekayaan serta dibahas dalam ekonomi. Sementara,secara mutlak 
Islam tidak menyinggung masalah bagaiamana cara memproduksi kekayaan dan 
faktor produksi yang bisa menghasilkan kekayaan.  
Perbedaan Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Konvensional  
1. Ekonomi Islam  
Pada perekonomian Islam sistem yang digunakan adalah sistem yang 
berlandaskan dari Alquran dan Hadis, baik aktifitasnya maupun harganya. Dan 
ciri lainnya adalah larangan terhadap pengambilan riba, tidak adanya penguasaan 
tertentu oleh individu.  
2. Ekonomi Kapitalisme  
Sistem ini dikenal sebagai sistem perusahaan bebas, dibawah sistem ini 
seorang individu berkah menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi 
yang diperolehnya. Sedangakan sifat utama sistem ini adalah menolak nilai-nilai 
aqidah dan syariat, pengambilam riba, faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh 
individu tertentu secara terus-menerus, pemodal-pemodal bank yang besar 
mempunyai kuasa yang berlebih, dan memiliki unsur mengasas monopoli karena 
menjadi setiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua 
persaingan dengannya.  
3. Ekonomi Sosialisme  
Ciri utama pada prinsip ekonomi sosialisme adalah mengembalikan kuasa 
ekonomi dari pada golongan Borjuis (kapitalis) kepada golongan Proliter (Petani 
dan Buruh), menyerahkan semua sumber alam dan sumber ekonomi kepada 
Negara untuk dialihkan sama rata kepada rakyat, Negara memiliki kuasa 
sepenuhnya atas pekerjaan yang dihasilkan oleh rakyat.  
4. Ekonomi Komunisme   
Ekonomi komunisme merupakan suatu sistem ekonomi sosialis yang 
radikal dan satu doktrin politik yang diasaskan Karl Marx. Menerusi sistem ini, 
semua tanah dan modal sama ada yang asli dan buatan manusia, berada ditangan 
Negara sepenuhnya. Rakyat akan menerima pendapatan menurut mereka, bukan 
mengikuti kebolehan mereka.  
5. Ekonomi Campuran  
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Ekonomi campuran atau disebut juga dengan sistem “klon”, sedangkan ciri 
utama sistem ini adalah hak milik harta boleh berubah dari hak milik individu 








































A. PENGERTIAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL 
 
Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu 
kebijakan dan fiskal. Kebijakan (policy) diberi arti yang bermacam-macam, 
Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu 
program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.53 
Seorang ahli, James E. Anderson merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku 
dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian 
aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.54 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fiskal berkenaan dengan 
urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal sendiri berasal dari Bahasa 
Latin, fiscus yaitu nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada 
zaman Romawi kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas. Sedangkan, 
dalam Bahasa Inggris fiskal disebut fisc yang berarti pembendaharaan atau 
pengaturan keluar masuknya uang yang ada dalam kerajaan.55 Kebijakan fiskal 
menurut beberapa para ahli, yaitu:  
1. Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, et al., dalam 
ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah 
pemerintah untuk membuat perubahanperubahan dalam sistem pajak 
                                                 
53M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 15-
16.  
54Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 2.  
55Rani Maulida, “ Fiskal : Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal” ( online-
pajak.com/fiskal, Diakses pada 16 Juni 2020, 2020)  
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atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan 
government expenditure).56 
2. Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang 
diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam 
merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.57 
3. Menurut Sadono Sukirno kebijakan fiskal adalah langkah-langkah 
pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam 
perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah 
ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal meliputi langkahlangkah 
pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan 
pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi 
pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam perekonomian.58 
4. Menurut Zaini Ibrahim, “Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah 
yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme 
penerimaan dan pengeluaran pemerintah”. Kebijakan fiskal menyangkut 
pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang 
secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan 
demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui 
penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan 
pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi 
permintaan total, sehinggga inflasi dapat ditekan. 
5. Menurut Rozalinda, “Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah 
dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang 
digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong 
pertumbuhan ekonomi.59 
Oleh karena itu, kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan 
pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan 
belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang 
lebih baik dan laju pembagunan ekonomi yang dikehendaki dan umumnya 
ditetapkan dalam rencana pembagunan. Kebijakan fiskal mempengaruhi kondisi 
perekonomian, tingkat pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan 
per kapita, pemerataan pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan fiskal ditetapkan 
oleh pemerintah dan legislatif melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.60 
Di Indonesia, istilah kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah 
untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan 
pemerintah. Adapun instrument dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan 
pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.   
 
                                                 
56 Mustafa Edwin Nasution, et. al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 203.  
57 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2005), hal. 159.  
58 Sadono Sikorno, Pengantar Teori Makro Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 170. 
59 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2015), Ed. 1, Cet.  
2, hal. 137 
60I Wayan Sudirman, Kebijakan Fiskal dan Moneter (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 25.  
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1. Belanja/pengeluaran negara (G = government expenditure)  
2. Perpajakan (T = taxes)  
Tujuan Kebijakan Fiskal  
Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan 
arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan 
perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal 
secara rinci adalah sebagai berikut yakni  
1. Untuk meningkatkan laju investasi  
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi 
disektor swasta dan negara. Selain itu, juga mendorong dan menghambat bentuk 
investasi berencana disektor publik, namun pada kenyataannya dibeberapa 
negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu masalah yaitu dimana langkanya 
tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur 
yang tidak produktif dari masyarakat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan 
fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio 
tabungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan 
menghambat laju investasi.  
2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial  
Kebijakan fiskal untuk tujuan ini, dikarenakan investasi jenis ini 
memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara secara 
serentak berupaya memacu laju pembentukan modal. Nantinya investasi optimal 
secara sosial bermanfaat dalam pembentukan pasar yang lebih luas, peningkatan 
produktivitas dan pengurangan biaya produksi.  
 
3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja  
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal 
pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk 
mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui 
pemberian subsidi, keringanan dan lainlainnya sehingga dari pengupayaan 
langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus 
juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.61 
 
4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan 
internasional  
Kebijakan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan 
stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam 
rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis, harus diterapkan pajak 
ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyerap rejeki nomplok yang timbul dari 
kenaikan harga pasar. sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang 
konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya 
beli tambahan.  
 
 
                                                 
61Nurul Huda, dkk, Ekonomi Makro…hal. 192. 
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5. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional  
 
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional 
terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi 
tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya 
investasi dari pemerintah sepertipelancaran program pembangunan regional yang 
berimbang pada berbagai sektor perekonomian.62 
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalan nya 
perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecil pengeluaran 
komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak 
(Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan 
nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).  
Tujuan kebijakan fiskal lainnya adalah untuk mencegah pengangguran dan 
menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakan pos penerimaan dan 
pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan 
semakin kompleknya struktur ekonomi perdangangan dan keuangan. Maka 
semakin rumit pula penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus 
digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan 
harga.  
 
B. KEBIJAKAN FISKAL DAN PEMBANGUNAN STABILITAS POLITIK 
EKONOMI  
 
Ekonomi dan Politik merupakan ilmu yang tidak bisa dipisahkan dalam 
penerapannya, ekonomi tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan 
kebijakan politik. Pembangunan ekonomi Indonesia harus didukung dengan 
stabilitas politik di Indonesia, jika politik sedang tidak stabil maka dapat 
dipastikan kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan akan sulit untuk 
direalisasikan. Untuk mewujudkan ekonomi yang maju harus menjadi pemain 
politik, harus berkuasa agar pembangunan ekonomi bisa berjalan. Jika ada orang 
yang mengatakan ekonomi hanya ekonomi saja, tanpa ada campur tangan politik, 
maka dapat dipastikan orang yang mengatakan itu tersesat.  
 Pemerintahan Orde Baru berhasil membangun ekonomi Indonesia, walaupun 
pada saat itu harus mengorbankan demokrasi, dirinya menganggap rezim 
pemerintahan Soeharto berhasil memajukan perekonomian Indonesia. Kebijakan 
anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran 
berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah 
menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat ini 
kebijakan anggaran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget), 
anggaran surplus (surplus budget).  
 Kebijakananggarandefisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat 
pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada 
                                                 
62Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro dan Suatu Pengantar edisi 3, ( Jakarta: 
Fakultas Ekonomi  
Universitas Indonesia, 2005) 
69 
 
perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian 
pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah 
berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional. Contohnya pemerintah 
mengadakan proyek membangun jalan raya. Dalam proyek ini pemerintah 
membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain 
proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja, hal ini membuat pendapatan 
orang yang bekerja di situ bertambah. Anggaran defisit memiliki keunggulan 
maupun kelemahan, salah satu keunggulannya adalah terdapat penertiban pada 
angka defisit dan nilai tambahan utang yang jelas dan lebih transparan serta bisa 
diawasi masyarakat.  
  Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah 
kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada 
pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika 
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) 
untuk menurunkan tekanan permintaan.  Cara kerja anggaran surplus adalah 
kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan 
pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memanfaatkan selisihnya 
untuk melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran 
akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan 
investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi 
modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.  
Bila ditinjau dari pembangunan dalam arti pembangunan insfrastruktur, 
pengaruh pengambilan kebijakan fiskal akan berdampak pada lancar tidaknya 
pembangungan infrastruktur baik di pusat ataupun di daerah. Pembangunan 
infrastruktur ini yang akan mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. 
Semakin baik infrastruktur suatu negara maka akan membuat iklim investasi 
semakin baik, karena semua investasi harus didukung dengan ketersediaan 
infrastuktur yang baik. Pembangunan infrstruktur ini yang baik akan 
memperlancar distribusi barang dan jasa sehingga pemperlancar kegiatan 
ekonomi dan berimbas pada semakin baiknya perekonomian.  
 
C. DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH  
  Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai transfer wewenang atau 
kekuasaan dalam perencanaan publik, manajemen, dan pembuatan keputusan 
dari level nasional ke level subnasional atau secara umum dari level yang tinggi 
ke level yang lebih rendah dalam pemerintahan. Desentralisasi fiskal merupakan 
alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan 
layanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan 
publik yang lebih demokratis dengan melimpahkan kewenangan kepada tingkat 
pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut 
pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih 
oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.63 
                                                 
63Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998)  
70 
 
Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangga sendiri 
berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara 
kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam 
keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan 
kewenangan.64 Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, 
desentralisasi akhir – akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintah 
karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan 
paradigma pemerintah di Indonesia.  
Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada 
pembangunan daerah – daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah 
tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan 
nasional. Menurut Josef Riwo Kaho, tujuan desentralisasi adalah; a) mengurangi 
bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan, b) dalam menghadapi masalah 
yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu 
menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat, c) dapat mengurangi birokrasi 
dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan, d) 
dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang 
berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat 
lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah, 
e) mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat, f) 
dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi 
daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.65 
Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu 
desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). 
Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi 
kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu 
dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari 
devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar 
pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit- unit 
untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi menurut Rondinelli 
adalah penyerahan tugas-tugas dan  fungsi-fungsi  dalam administrasi pemerintah 
pusat kepada unit-unit di daerah. Desentralisasi berkaitan dengan otonomi 
daerah, dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu 
pemerintah daerah.66 
 
Pengertian Otonomi Daerah  
Menurut Haris, otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk 
menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan 
serta bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil 
guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap terhadap 
                                                 
64Haris Syamsuddin, Desentralisasi dan Otonomi Daerah ( Jakarta: LIPPI Pres, 2007), hal. 52.  
 
65Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia ( Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada, 1997), hal. 12.  
66Haris Syamsuddin, Desentralisasi dan Otonomi Daerah ( Jakarta: LIPPI Pres, 2007), hal. 52.  
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masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan.67 Kewenangan otonomi daerah ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 
otonomi luas dan otonomi terbatas. Kewenangan Otonomi luas menurut Haris 
adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup 
kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik 
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta 
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.68 
Otonomi untuk daerah Provinsi diberikan secara terbatas yang meliputi 
kewenangan lintas Kabupaten dan Kota, dan kewenangan yang tidak atau belum 
dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta kewenangan bidang 
pemerintahan lainnya. Pemerintah Provinsi secara administratif juga merupakan 
perpanjangan dari Presiden (pemerintah pusat). Sedangkan dalam Pelaksanaan 
otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota. 
Kewenangan Otonomi luas bagi kabupaten dan kota adalah kekuasaan daerah 
untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua 
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, 
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan 
yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.   
Secara konstitusional pemberian otonomi daerah dilakukan dengan 
mengacu kepada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 di bidang ketatanegaraan, 
pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Oleh 
karena itu, pemerintah beberapa kali membentuk Undang-Undang tentang 
Pemerintah Daerah. Perubahan-perubahan terlihat karena masing-masing 
undang-undang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi waktu terjadinya, 
sehingga akhirnya terbentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Ada tiga alasan pokok dibentuknya 
Undang-Undang No 5 Tahun 1974 yaitu alasan politis, sosiologis dan 
konstitusional. Alasan politis adalah alasan karena perubahan struktur politis 
waktu itu. Alasan sosiologis yaitu karena situasi dan kondisi masyarakat yang 
semakin berkembang. Alasan konstitusional yaitu alasan perimbangan keadaan 
serta memperhatikan pendapat yang timbul dari sidang-sidang Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR). Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 69 
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D. KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER BERDAMPAK PADA 
INVESTASI 
Kebijakan menguraikan definisi kebijakan fiskal sebagai “kebijakan 
ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola/mengarahkan 
perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara 
mengubah-ubah penerimaan dan belanja pemerintah.” Pada umumnya dikenal 
dua jenis kebijakan fiskal yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. 
Kebijakan fiskal ekspansif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional 
dan menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya kebijakan fiskal kontraktif 
ditujukan untuk menurunkan tingkat inflasi dan  memperkecil defisit neraca 
pembayaran luar negeri.  
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang 
lebih baik yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat (welfare economics). Menurut Keynes, kebijakan fiskal akan 
menghasilkan angka pengganda fiskal (multiplier effect) bagi output nasional. 
Dasar pemikiran dari Keynes adalah bahwa ekspansi fiskal menimbulkan 
dampak pengganda terhadap permintaan agregat kemudian sejalan dengan 
kondisi penawaran agregat yang masih mampu untuk merespon kenaikan 
permintaan agregat, maka hal itu tidak menyebabkan terjadinya kenaikan harga. 
  
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Investasi  
Kebijakan Fiskal itu mendorong investasi yaitu menyediakan lingkungan 
yang kondusif untuk bisnis dan konsumen seperti pengurangan pajak itu 
mendorong investasi. Ini memindahkan modal dari sektor yang kurang produktif 
ke sektor yang lebih produktif, akibatnya memungkinkan sumber daya Negara 
untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan adanya kebijakan fiskal ini, maka para 
pemilik modal mendapatkan peluang besar dalam menginvestasikan modalnya. 
Hal ini secara otomatis menambah devisa yang berarti akan meningkatkan 
perekonomian di suatu Negara.70 
Sementara itu,kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dijalankan 
oleh bank sentral terkait dengan manajemen uang beredar dan tingkat suku bunga 
untuk mempengaruhi variabel di dalam  perekonomian. Tujuan yang ingin 
dicapai secara umum adalah terciptanya stabilitas ekonomi makro yang antara 
lain dicerminkan oleh stabilitas harga (terjaganya laju inflasi), membaiknya 
pendapatan per kapita, serta tersedianya kesempatan kerja yang luas. Dalam teori 
makro ekonomi dan keuangan publik, model ekonomi tidak dibangun atas 
persamaan tunggal tetapi oleh sistem persamaan struktural. Oleh karena itu, 
perubahan dalam satu variabel makro ekonomi akan berpengaruh secara simultan 
terhadap variabel makro yang lain.   
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dan 
Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata 
                                                 
70Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern ( Jakarta: PT. Raja Grafindo 
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uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang 
beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Kebijakan moneter meliputi 
langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank 
Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku bunga 
yang ada, dengan tujuan untuk memengaruhi pengeluaran dalam 
perekonomian.71 
Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi 
makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu Negara dengan 
Negara lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu. Tujuan kebijakan moneter 
tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan 
perekonomian suatu Negara. Akan tetapi, kebanyakan Negara menetapkan empat 
hal yang menjadi tujuan dari kebijakan ini:  
1. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan  
2. Kesempatan kerja  
3. Kestabilan harga  
4. Keseimbangan neraca pembayaran  
 
Kebijakan Moneter Berdampak pada Investasi  
Instrumen kebijakan moneter untuk meningkatkan investasi antara lain 
adalah: tingkat suku bunga, nilai tukar uang, cadangan atau proporsi simpanan 
yang harus dipertahankan bank sebagai cadangan dan pengendalian inflasi. 
Kebijakan moneter dapat bersifat ketat, akomodatif, atau netral. Ketika ekonomi 
tumbuh terlalu cepat dan inflasi bergerak secara signifikan lebih tinggi, Bank 
Sentral dapat mengambil langkah-langkah untuk mendinginkan ekonomi dengan 
menaikkan suku bunga jangka pendek, yang merupakan kebijakan moneter yang 
ketat. Sebaliknya, ketika ekonomi lamban, Bank Sentral akan neberapkan 
kebijakan akomodatif dengan menurunkan suku bunga jangka pendek untuk 
merangsang pertumbuhan dan membuat ekonomi kembali ke jalur semula. 
Dampak kebijakan moneter terhadap investasi secara langsung maupun tidak 
langsung. Dampak langsungnya adalah melalui tingkat dan arah suku bunga, 
sementara efek tidak langsungnya melalui ekspektasi tentang kemana arah 
inflasi.  
 
E. KEBIJAKAN FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 
Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam 
dua tahap yang berurutan, yaitu :  
1. Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu 
APBN  
2. Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.  
APBN mempunyai dua kategori, kategori yang pertama yaitu, mencatat 
pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya :  
 
                                                 





Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya 
menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di 
kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat 
daripada meningkatnya pendapatan nasional. Ini berarti bahwa peranan dari 
tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional 
lebih besar. Untuk negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan 
tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan 
tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat 
lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian 
diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat 
mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak 
diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, 
neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit, dan sebagainya.  
Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output perekonomian menurut 
Solow dipengaruhi oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan 
teknologi. Tabungan merupakan instrumen yang dipengaruhi oleh kebijakan 
fiskal (penerimaan pajak dan belanja negara mempengaruhi tabungan nasional). 
Secara tidak langsung kebijakan fiskal ikut mengambil peran dalam pertumbuhan 
ekonomi. Keputusan-keputusan pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang 
ditempuh suatu negra dapat mengubah output dalam perekonomian, baik 
bertambah maupun berkurang.   
Pada tahun 2013 hingga 2017, imdonesia menerapkan kebijakan fiskal 
ekspansif dari penerapan kebijakan deficit. Kebijakan ini disebabkan oleh 
peningkatan belanja pemerintah yang melebihi pendapatan. Peningkatan tersebut 
slah satunya bertujuan menstimulasi perekonomian melalui peningkatan alokasi 
belanja modal untuk infrastruktur dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas 
produksi.  
Dampak dari peningkatan belanja pemerintah ialah meningkatnya 
pendapatan ekuilibrium pada perekonomian Indonesia dalam 5 tahun. Namun, 
peningkatan yang terjadi tidak secara terusmenerus, kenyataannya, walaupun 








o   Pajak (berbagai macam) 
o   Pinjaman dari Bank Sentral 
o   pinjaman dari masyarakat dalam negeri 
o   Pinjaman dari luar negeri 
o  Pengeluaran pemerintah untuk 
pembelian barang/jasa 
o  Pengeluaran pemerintah untuk gaji 
pegawai 




Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 
Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh sejumlaah alasan, 
diantaranya kinerja pertumbuhan PDB masih dibayangi oleh ketidakpastian 
kondisi ekonomi global, khususnya dinegara
kawasan eropa. Selain itu, terdapat fluktuas
yang turut berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi, 
peningkatan belanja pemerintahan akan menambah output perekonomian suatu 
negara secara langsung. Namun, demikian, peningkatan itu tidak serta
akan terus terjasi seiring bertambahnya belanja pemerintah dibanding tahun
tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh faktor
memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, misalnya perekonomian global yang 
tidak stabil dan fluktuasi asumsi ekonomi makro.  
Bagi negara-negara yamg sedang berkembang, pemerintah pada umumnya 
menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat 
sendiri. Dari bagian 1 kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat 
hidup suatu masyarakat, kapasita
memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya 
Dengan demikian berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup 
besar untuk terwujudnya 
Kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian, karena peningkatan 
pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier 
dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah 
tangga. Begitu pula halnya apabila
sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan 
disposable income dan akhirnya mempengaruhi permintaan.
Salah satu bentuk kebijakan fiskal ekspansif adalah meningkatnya subsidi 
pemerintah. Kenaikan s
meningkat, sehingga mampu mendorong naiknya tingkat investasi. Hal ini 
menandakan respon kebijakan fiskal lebih cepat dari pada respon kebijakan 
moneter, sehingga dengan naiknya investasi, secara langsun
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langsung merangsang terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu negara, 
meskipun dari sisi moneter terjadi kenaikan tingkat suku bunga.72 
Kebijakan fiskal kontraktif menyebabkan turunnya pendapatan nasional. 
Penurunan pendapatan nasional lebih disebabkan oleh turunnya tingkat investasi 
yang meskipun terjadi penurunan tingkat suku bunga. Hal ini menandakan 
respon kebijakan fiskal lebih cepat dari pada respon kebijakan moneter. 
Kenaikan tingkat tingkat suku bunga tersebut disebabkan kebijakan pemerintah 
yang menaikkan penerimaan pemerintah melalui naiknya penerimaan dari pajak 
dan cukai.73 Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut ini:  
 
Ada pemikiran bahwa peranan atau fungsi pemerintah (terutama di bidang 
fiskal) adalah untuk menciptakan stabilisasi ekonomi, pemerataan pendapatan, 
dan mengalokasikan sumber daya manusia. Khusus untuk fungsi stabilisasi dan 
pemerataan, akan lebih efektif apabila dilakukan pemerintah pusat, sedangkan 
fungsi alokasi akan lebih efektif dilakukan pemerintah daerah.  
Transaksi-transaksi belanja APBN dipilih dan dikelompokkan ke dalam 
transaksi yang dapat dikategorikan sebagai belanja konsumsi pemerintah dan 
pembentukan modal domestik bruto pemerintah. Khusus untuk belanja dalam 
rangka desentralisasi fiskal yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, 
karena belanja itu berupa block grant ke daerah, maka diasumsikan bahwa 48% 
digunakan untuk kebutuhan belanja konsumsi dan 52% digunakan untuk 
keperluan investasi. Asumsi ini menggunakan perilaku belanja APBN tahun-
tahun sebelum desentralisasi fiskal (2001), dimana transfer keuangan pusat ke 
daerah secara ratarata 48% berupa subsidi daerah otonom (untuk keperluan 
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Tujuan Pembelajaran  
 
Setelah membaca materi ini, diharapkan mampu untuk: 
1. Memahami pengertian, tujuan dan fungsi kebijakan moneter 
2. Memahami otoritas jasa keuangan (ojk) 
3. Memahami instrumen kebijakan moneter 
4. Memahami kebijakan moneter mendorong kenaikan fiskal 
5. Memahami pertumbuhan ekonomi dan mata uang 
6. Memahami hubungan mata uang dan pergerakan saham 
7. Memahami konsep nilai tukar dan pengaruhnya terhadap dunia usaha 




A. PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI KEBIJAKAN MONETER  
 
Pengertian Kebijakan Moneter  
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 
melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam 
tingkat yang wajar dan aman.74Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah 
jumlah uang yang beredar atau mengubah permintaan akan uang. Secara garis 
besar, kebijakan moneter dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan uang ketat 
(tight money policy) dan kebijakan uang longgar (easy money policy). Kebijakan 
uang ketat adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang 
yang beredar, sehingga menyangkut pemberian fasilitas kredit perbankan yang 
sangat selektif (selective credit control); sedangkan kebijakan uang longgar 
adalah kebijakan yang dengan mudah dapat memeberikan kredit perbankan guna 
memperbanyak jumlah uang beredar.  
 Pada umumnya dikenal adanya tiga instrument kebijakan uang moneter; 
yaitu kebijakan pasar terbuka (open market operation), kebijakan tingkat bunga 
diskonto (rediscount policy), dan kebijakan deking atau cadangan Bank Central 
(reserve requirement). Selain itu, juga terdapat kebijakan himbauan (persuasion 
policy) yaitu pemerintah menghimbau masyarakat untuk lebihbanyak berhemat 
dan menabung, khususnya pada inflasi berat; atau masyarakat dihimbau untuk 




                                                 
74Iskandar Putong, Economics Pengantar Mikro dan Makro. (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), hal. 322. 
75Suparmoko, Pokok-Pokok Ekonomika, (Yogyakarta : BPFE, 2000),  hal. 257. 
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Tujuan Kebijakan Moneter  
Tujuan utama dari kebijakan moneter ini adalah manajemen inflasi atau 
pengangguran, dan pemeliharaan nilai tukar mata uang.   
1. Inflasi  
Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah 
negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter 
diharapkan dapat mengatasi masalah ini.  
2. Pengangguran  
Kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu 
negara.Sebagai contoh, kebijakan  ekspansif umumnya mengurangi 
pengangguran karena pasokan uang yang lebih tinggi merangsang kegiatan 
bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja.  
3. Nilai tukar mata uang  
Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar 
antara mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, bank Indonesia (BI) 
dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih 
banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut 
menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain.  
Menurut kaum Monetarist, kebijakan moneter perlu diterapkan karena :  
1. Munculnya fluktuasi ekonomi karena adanya perubahan dalam jumlah 
penawaran uang  
2. Perubahan harga dan tingkat upah lebih cepat dari yang disangkakan kaum 
Keynesian  
3. Kebijakan moneter lebih bagus dari pada kebijakan fiskal  
4. Perekonomian pada umumnya akan bisa menstabilkan dirinya sendiri. 
 
Fungsi Kebijakan Moneter 
Kebijakan moneter memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya sebagai berikut :  
1. Menjaga iklim investasi   
Dengan adanya kebijakan moneter, tingkat suku bunga dapat dikendalikan. 
Karena tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap penanaman modal 
atau investasi. 
2. Menjaga kestabilan harga barang dan jasa  
Kebijakan moneter merupakan salah satu dari kebijakan ekonomi makro. 
Ekonomi makro mencakup permasalahan inflasi yang berarti naiknya harga 
barang dan jasa secara terus menerus. Dengan adanya kebijakan moneter 
yang tepat, maka kebijakan moneter dapat memulihkan hargaharga maupun 
jasa.  
3. Menurunkan laju inflasi  
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang terkait dengan peredaran uang. 
Salah satu cara untuk dapat menurunkan laju inflasi adalah dengan 
mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. 
4. Membuka lapangan pekerjaan  
Mengapa tingkat pengangguran di Indonesia tinggi? Karena terbatasnya 
lapangan pekerjaan. Pelaku kebijakan moneter, yaitu bank sentral (Bank 
Indonesia) memiliki wewenang mengubah suku bunga dan tingkat 
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diskonto. Sehingga bank sentral dapat meningkatkan kegiatan ekonomi 
dengan cara menurunkan tingkat diskonto. Hal ini akan berdampak pada 
banyaknya pelaku usaha yang mengembangkan sektor usahanya atau baru 
memulai usaha, sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih 
luas.  
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi  
Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan 
menekan laju inflasi. Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral 
yang memiliki wewenang penuh atas kebijakan moneter, harus selalu 
berusaha untuk dapat menjaga kestabilan tingkat inflasi agar tidak  
mengganngu pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga berperan untuk 
dapat mengendalikan kurs mata uang negeri, dalam hal ini rupiah.  
6. Menjaga kestabilan nilai tukar mata uang  
Nilai tukar (exchange rate) adalah harga yang menggambarkan berapa 
banyak suatu mata uang harus dipertukarkan untuk memperoleh satu unit 
mata uang lain. Hubungan nilai tukar mata uang dengan kebijakan moneter 
adalah jika nilai tukar mata uang negeri melemah, dalam hal ini adalah 
rupiah, maka akan mengakibatkan melemahnya daya beli dan konsumsi 
masyarakat, kenaikan suku bunga yang sangat tajam, serta harga barang  
impor meningkat. Maka kebijakan moneter berperan untuk menjaga 
kestabilan nilai tukar mata uang dalam negeri. 
7. Meningkatkan neraca pembayaran  
Neraca pembayaran adalah catatan statistik yang berisi tentang transaksi 
ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduudk suatu negara dengan 
penduduk di negara lain, berupa ringkasan arus masuk dan keluar barang 
atau jasa dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu.Untuk 
menjaga kestabilan atau meningkatkan neraca pembayaran, perlu 
diterapkan kebijakan dan kebijakan fiskal yang tepat.  
 
B. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang fungsinya 
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan 
tersebut meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga 
pembiayaan, dan berbagai lembaga jasa keuangan lainnya. OJK, adalah institusi 
yang bukan hanya menyandang independen, berdiri sendiri, namun 
wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank 
Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 
penyidikan, namun OJK memiliknya. Selain hal tersebut, OJK juga memiliki 
kewenangan untuk memungut fee dari lembaga keuangan yang diawasinya. Fee 








Tujuan Pembentukan OJK  
Tujuan pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan disebutkan pada 
pasal 4 Undang Undang Nomor 21 tahun 2011. Pada pasal tersebut disebutkan 
bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar secara keseluruhan kegiatan di dalam 
sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel 
serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan 
dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. 
 
Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK  
Secara umum Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem 
pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan. Sedangkan 
fungsi, tugas dan wewenang OJK secara lengkap disebutkan pada pasal 6 UU 21 
Tahun 2011.  
Tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan 
pengawasan terhadap :  
1. Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perbankan  
2. Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor  Pasar Modal  
3. Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor  Perasuransian, Dana Pensiun, 
Lembaga Pembiayaan, danberbagai Kegiatan Jasa Keuangan lainnya.  
Wewenang Otoritas Jasa Keuangan   
Wewenang Pengaturan OJK adalah menetapkan :  
1. Peraturan pelaksanaan OJK 
2. Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan 
3. Peraturan mengenai pengawasan 
4. Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis 
        Wewenang pengawasan OJK  
1. Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor 
perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). 
2. Memberikan atau mencabut izin usaha, pengusaha, persetujuan atau 
penetapan pembubaran. 
3. Memberikan perintah tertulis kepada lembanga jasa keuangan dan 
menunjuk pengelola statuter.  
4. Menetapkan sanksi administaratif.76 
 
Hal yang baru dalam UU OJK ini adalah bahwa OJK berwenang untuk 
melakukan penyidikan. Wewenang ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia 
sebagai pengawas bank selama ini. Wewenang yang lebih luas dalam konteks 
pemeriksaan ini seperti wewenang aparat penegak hukum. OJK dapat bertindak 






                                                 
76Otoritas Jasa Keuangan, Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan,  ( Jakarta : OJK 
2014),  hal. 15-16. 
81 
 
C. INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER 
 
Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan 
instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut:   
1. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)  
Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh 
banksentral untuk mengurangi atau menambahkan jumlah uang yang sedang 
beredar dimasyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menjual serifikat Bank 
Indonesia (SBI)atau bisa juga dengan membeli surat berharga yang ada dalam 
pasar modal. 
2. Kebijakan Diskonto (Discount Policy) 
Diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam 
pengaturanjumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. 
Tingkat bunga padatiap-tiap bank umum akan dipengaruhi oleh tingkat bunga 
bank sentral. Bank umum kadang-kadangmengalami kekurangan uang sehingga 
harus meminjam ke bank sentral.77 
Jika pemerintah akan menambah jumlah uang yang beredar maka 
pemerintah menurunkan tingkat suku bunga bank sentral. Dengan begitu, minat 
masyarakat untuk menabung di bank pun berkurang. Sehingga, jumlah uang yang  
mengakibatkan masyarakat banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke 
bank.Serta sebaliknya, jika pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang 
beredar maka pemerintah akan menaikkan tingkat bunga. Sehingga, hasrat 
masyarakat untuk menabung di bank pun tinggi yang mengakibatkan jumlah 
uang yang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu, kenaikan suku bunga 
tabungan akan meningkatkan suku bunga kredit. Dengan naiknya suku bunga 
kredit, masyarakat akan enggan untuk mengajukan kredit. 
3. Kebijakan Cadangan Kas  
Kebijakan ini berhubungan dengan cash ratio, dimana Bank sentral 
memiliki wewenang untuk membuat peraturan yakni dalam menaikkan ataupun 
menurunkan cadangan khas atau yang sering kita sebut dengan cash ratio. Bank 
umum dalam keadaan ini akan menerima uang dari para nasabah dalam bentuk 
giro, tabungan, deposito, dan jenis tabungan lainnya. Namun dalam hal ini 
adasebuah pengecualian yakni adanya presentase tertentu dari uang yang disetor 
oleh nasabah yang tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan.  
Bank sentral menahan atau melarang sebagian dari tabungan serta uang 
yang beredar di masyarakat baik deposito, giro, sertifikat dan lain lain untuk 
dipinjamkan kepada pihak lain, hal ini dimaksudkan untuk membuat kondisi 
peredaran uang menjadi stabil kembali,yakni dengan berupaya menurunkan 
jumlah uang berlebih yang beredar dimasyarakat. Begitu pula sebaliknya ketika 
uang yang beredar di masyarakat sedikit maka bank sentral akan melakukan 
kebijakan yakni mengeluarkan cadangan khasnya yang telah diperoleh 
sebelumnya untuk dipinjamkanm kepada masyarakat. Tujuan utama 
diberlakukannya kebijakan cadangan khas adalahuntuk mensiasati 
ketidakstabilan kondisi uang yang beredar di masyarakat. 
                                                 
77M. Nasir, EkonomiMoneter Dan Kebanksentral, (Jakarta:  MitraWacana Media, 2014), hal. 125. 
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4. Kebijakan Kredit Ketat  
Sesuai dengan namanya yang mengandung unsur ketat maka kebijakan 
yangsatu ini berhubungan dengan pengawasan. Pengawasan terhadap jumlah 
uang yang beredar di masyarakat, dengan adanya kebijakan diharapkan 
perekonomian mampu membaca situasi dengan baik. Kredit ini diberikan bank 
umum dengan beberapa syarat yakni karakter, kapasitas, jaminan, kapital, dan 
kondisi perekonomian.Contohnya ketika peredaran uang di masyarakat tidak 
merata dan sering terjadi fluktuatif maka bank sentral akan menerapkan sistem 
pajak kredit ketat agar tidak ada satupun pihak yang menyelewengkan uang yang 
ada.   
5. Kebijakan Dorongan Moral (Moral Suasion)  
Kebijakan atau tindakan yang satu ini berbeda dengan yang lainnya karena 
dalam upayanya menstabilkan jumlah uang yang beredar baik untuk menurunkan 
dan menaikkan jumlah uang tersebut. Cara atau tindakan yang ditempuh oleh 
kebijakan ini adalah dengan pengumuman, pidato dan edaran yang ditunjukkan 
pada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Pengumuman, pidato dan edaran 
ini berisi tentang ajakan atau larangan dengan tujuan menahan pinjaman 
tabungan dan melepaskan pinjaman yang ada. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam upaya pengendalian 
moneter seperti investasi, suku bunga dan jumlah uang beredar, Bank Indonesia 
selaku Bank Sentral mempunyai kebijakan yang digunakan dalam pengendalian 
besaran moneter. Kebijakan moneter sendiri memiliki beberapa instrumen dalam 
proses pengendaliannya,yang masing-masing instrumen memiliki fungsi 
tersendiri. Setiap terjadi gejolak moneter maka ada instrumen yang dipilih 
pemerintah agar mampu menangani permasalahan tersebut.78 
 
 
D. KEBIJAKAN MONETER MENDORONG KENAIKAN FISKAL 
 
Kebijakan bahwa arah hubungan antara defisit anggaran dan variable 
moneter adalah timbal balik. Secara lebih spesifik Bhattacharya dan Haslag 
mengatakan bahwa kebijakan moneter memiliki efek terhadap kondisi fiskal dan 
demikian juga sebaliknya, karena pemerintah bertindak seperti agen swasta yang 
menghadapi kendala anggaran.  moneter memiliki efek terhadap kondisi fiskal 
dan demikian juga sebaliknya karena pemerintah bertindak seperti agen swasta, 
yang menghadapi kendala anggaran.  
Aghevli dan Khan dan Adji menunjukkan kelompok peneliti yang melihat 
bahwa sebetulnya kebijakan moneterlah yang akan mempengaruhi kondisi fiskal 
juga cukup banyak. Pergeseran kebijakan moneter memiliki efek yang penting 
bagi pemerintah dan tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini bank sentral 
memiliki komitmen baru terhadap inflasi yang rendah. Fenomena ini akan 
mempengaruhi pendapatan dari penciptaan uang (seigniorage) sehingga perlu 
dilakukan penyesuaian kesimbangan fiskal pada masa yang akan datang melalui 
kenaikan pajak atau penurunan pengeluaran. 
                                                 
78Nurisnawati, Analisis Kebijakan Moneter, (Lampung : UIN RIL,2019), hal. 77-84. 
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Hasil estimasi blok moneter menunjukkan bahwa dalam jangka pendek  
jumlah uang beredar riil dipengaruhi secara positif oleh pendapatan nasional riil 
dan suku bunga. Depresiasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam  
jangka pendek, namun memberikan pengaruh yang negatif dalam jangka  
panjang.  Hal ini memberikan indikasi bahwa masyarakat tidak memiliki 
kepercayaan yang  cukup kuat terhadap Rupiah. Kebijakan moneter kaidah yang 
menjadi fokus dari  penelitian ini juga menunjukkan berbagai hal menarik. 
Variabel inflasi, suku  bunga periode sebelumnya maupun uang primer 
merupakan variabel yang  mempengaruhi pembentukan suku  bunga, dengan 
pengaruh yang lebih kuat pada informasi inflasi. 
Disisi lain  persamaan  blok  fiskal  menunjukkan  bahwa  penerimaan  
pemerintah dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  pendapatan  nasional,  harga  
minyak  dunia  dan  obligasi  luar  negeri.  Temuan ini mengindikasikan bahwa 
masih ada ketergantungan terhadap penerimaan minyak dan gas, serta utang  luar 
negeri. Dalam persamaan pengeluaran pemerintah diperoleh hasil bahwa  
depresiasi akan meningkatkan pengeluaran pemerintah, disamping pengaruh  
yang signifikan dari penerimaan pajak riil dan pendapatan nasional riil.Interaksi 
antara blok moneter dan fiskal terlihat pada signifikansi variabel kejutan.Bila 
dalam perilaku suku bunga terlihat bahwa kejutan pengeluaran pemerintah  
memberikan pengaruh yang signifikan, maka kejutan uang primer juga akan 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah.79 
 
E. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MATA UANG  
 
Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian 
suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama 
periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses 
kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk 
kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan 
indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.  
Setiap tahunnya kegiatan ekonomi di dalam negeri mengalami 
pertumbuhan, baik dilihat melalui pendapatan nasional maupun jumlah uang 
beredar. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dan 
Pemerintah harus tepat. Karena faktor pendorong terjadinya perekonomian tidak 
hanya disebabkan oleh dalam negeri melainkan ada faktor yang disebabkan oleh 
pihak eksternal. Stabilitas kegiatan ekonomi harus tetap terjaga sehingga 
pertumbuhan ekonomi bisa terkendali dan membuat masyarakat dapat nyaman 
dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.  
 Saat ini kegiatan perekonomian di Indonesia tidak hanya terfokus pada 
pasar internal, karena semakin tumbuhnya perkembangan zaman mengakibatkan 
pasar eksternal (internasional) menjadi faktor lain yang harus diperhatikan. 
Apabila faktor tersebut tidak diperhatikan akan menimbulkan kegiatan ekonomi 
yang tidak stabil. 
                                                 
79Angelina Ika Rahutami, Jurnal: Interaksi Kebijakan Moneter dan Fiskal: Dominasi atau Kausalitas?, 
Januari 2011,  
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Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara 
dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu 
dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu 
perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan 
nasional.Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan 
pembangunan ekonomi. Dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang 
dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional rill yang 
dicapai satu negara.Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 
yang masih relatif rendah tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat. Secara 
teori, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadi 
pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 
adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan yang ditopang 
oleh investasi dianggap akan dapat meningkatkan produktivitas sehingga 
membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  
Pertumbuhan ekonomi merupakan sumber utama dalam upaya 
meningkatkan standar hidup masyarakat. Nangamendefinisikan pertumbuhan 
ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam 
memproduksi barang dan jasa.Pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada 
perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitative change) dan biasanya diukur 
dengan menggunakan data produk domesti bruto (GDP) atau pendapatan 
perkapita.Pertumbuhan ekonomi merupakan sumber utama dalam upaya 
meningkatkan standar hidup masyarakat. Nanga  mendefinisikan pertumbuhan 
ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam 
memproduksi barang dan jasa.80 
 
Pertumbuhan Mata Uang  
Nilai tukar mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing 
(foreign currency) dalam harga mata uang domestik (domestic currency) atau 
harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Harga satu mata uang dalam 
bentuk mata uang lain disebut nilai kurs. Nilai tukar ini mempengaruhi 
perekonomian dan kehidupan kita sehari-sehari, karena ketika rupiah menjadi 
lebih bernilai terhadap mata uang asing, maka barang-barang impor akan 
menjadi lebih murah bagi penduduk Indonesia dan barang-barang ekspor 
Indonesia akan menjadi lebih mahal bagi penduduk asing. 
Sesuai dengan UU Kebangsentralan tahun 1999, Indonesia mengadopsi 
sistem free floating exchange rate. Namun dalam sistem yang dianut di 
Indonesiaini secara tidak langsung masih terdapat campur tangan Bank 
Indonesia, misalnya pada saat rupiah mengalami depresiasi terlalu cepat maka 
Bank Indonesia dapat melakukan pembelian rupiah di pasar valas dengan 
melepaskan cadangan devisanya, sehingga menahan nilai tukar rupiah agar tidak 
terlalu jatuh.Ketidakstabilan nilai tukar mata rupiah menandakan lemahnya 
kondisi untuk melakukan transaksi luar negeri baik itu untuk impor maupun 
hutang luar negeri. Depresiasi atau apresiasi rupiah secara tajam dapat 
menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah. 
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Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tukar  
Pertumbuhan ekonomi merupakan sumber utama dalam upaya 
meningkatkan standar hidup masyarakat.Menurut Ulfia dan Aliasuddin, risiko 
pertukaran internasional meliputi risiko mata uang,risiko kredit, dan risiko 
negara. Oleh karena itu,salah satu fenomena yang mempengaruhi nilai tukar dari 
segi ekonomi suatu negara adalah adanya krisis di negara tersebut. Salah satu 
contohnya yaitu terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menyebabkan 
melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. “Melemahnya 
nilai Rupiah menyebabkan beban hutang badan usaha semakin besar jika dinilai 
dengan rupiah dan pada akhirnya berujung pada menurunnya profitabilitas badan 
usaha”. Penelitian dari Ulfia dan Aliasuddin, menunjukkan bahwa 
ketidakstabilan kurs mempengaruhi arus modal atau investasi dan perdagangan 
internasional. Pertumbuhan ekonomi berakibat pada peningkatan pendapatan. 
Kemudian berdampak pada peningkatan barang impor,dan bertendensi terhadap 
depresiasi mata uang domestik.81 
 
F. HUBUNGAN MATA UANG DAN PERGERAKAN SAHAM  
Hubungan antara harga saham dengan nilai tukar mata uang dapat dilihat 
melalui penetapan tingkat nilai tukar berdasarkan pendekatan portofolio. 
Berdasrkan pendekatan ini, naiknya harga saham akan meningkatkan kekayaan 
investor, yang akan meningkatkan permintaan uang yang selanjutnya akan 
meningkatkan tingkat suku bunga. Peningkatan suku bunga akan akan menarik 
investasi asing sehingga akan terjadi aliran dana masuk yang selannjutnya akan 
mengapresiasi nilai mata uang domestik. Disisi lain depresiasi mata akan 
mendorong peningkatan ekspor yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas 
perusahan-perusahan yang akan melakukan ekspor. Kenaikan harga profitabilitas 
perusahaan akan menyebabkan naiknya harga saham.82 
Terdapat dua pendekatan teori yang dikembangkan dalam literatur untuk 
menentukan hubungan antara kurs mata uang dengan harga saham, yaitu: 
pertama, good market approach. Dornbusch dan Fischer, menyatakan perubahan 
mata uang atau kurs mempengaruhi competitiveness suatu perusahaan, yang 
selanjutnya mempengaruhi pendapatan perusahaan atau cost of fund dan 
selanjutnya harga sahamnya. Berdasarkan makro basis dampak fluktuasi kurs 
mata uang terhadap pasar modal sangat tergantung pada tingkat keterbukaan 
ekonomi domestik dan kesinambungan neraca perdagangan. Kedua, portfolio 
balance approachdimana menekankan peranan capital account transactions. 
Kenaikan return saham (rising stock market) akan menarik capital flow yang 
selanjutnya akan meningkatkan demand mata uang domestik dan menyebabkan 
kurs mata uang terapresiasi. Sekalipun menurut teori terdapat causal relationship 
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antara kurs mata uang dengan harga saham, bukti yang ada menunjukkan 
hubungan yang lemah diantara keduanya pada tataran mikro. 
 
G. KONSEP NILAI TUKAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP DUNIA 
USAHA  
 
Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau 
nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kenaikan nilai tukar mata 
uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata uang asing. Penurunan nilai tukar 
uang dalam negeri disebut depresiasi atas mata uang asing.  
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar:  
Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai 
tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Faktor-faktor tersebut 
adalah sebagai berikut:  
1. Laju inflasi relatif 
Dalam pasar valuta asing,  perdagangan internasional baik dalam bentuk 
barang atau jasa menjadi dasar  yang utama dalam pasar valuta asing, 
sehingga perubahan harga dalam negeri  yang relatif terhadap harga luar 
negeri dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs 
valuta asing. 
2. Tingkat pendapatan relatif 
Laju pertumbuhan riil dalam negri diperkirakan akan melemahkan kurs 
mata uang asing.  Sedangkan pendapatan riil dalam negeri akan 
meningkatkan permintaan valuta asing relatif dibandingkan dengan 
supply yang tesedia. 
3. Suku bunga relatif 
Kenaikan suku bunga mengakibatkan aktifitas dalam negeri menjadi lebih 
menarik bagi para penanam modal dalam negeri maupun luar negeri. 
4. Kontrol pemerintah 
Yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah ekspektasi atau nilai 
tukar di masa depan. Sama seperti pasar keuangan yang lain, pasar valas 
bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak kedepan. 
 
Pengaruhnya Terhadap Dunia Usaha  
 Pada dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan 
perekonomian secara internal, eksternal, dan ekonomi makro. Dari segi 
keseimbangan internal, diharapkan kebijakan ini mampu mendorong terjadinya 
pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta terjadinya stabilitas 
harga.Jika perekonomian ini belum stabil atau terganggu, maka bank sentral akan 
melakukan berbagai tindakan yang mengarah pada usaha stabilisasi. Umumnya, 
ini akan melibatkan instrumen berupa suku bunga, giro, valuta asing, dan 
lainnya. 
Pada tahap selanjutnya, pihak bank sentral selaku  pemilik otoritas moneter 
akan mengatur keseimbangan antara persediaan uang dan barang, tak lain demi 
mengontrol laju inflasi. Secara tidak langsung, tindakan ini juga akan 
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berpengaruh terhadap stabilitas harga barang di pasaran. Karena bagaimanapun, 
harga suatu barang atau produk merupakan hasil dari interaksi antara uang yang 
tersedia di pasar dengan jumlah keseluruhan uang yang beredar. 
 
H.  PENYEBAB RENTANNYA NILAI TUKAR MATA UANG 
DOMESTIK TERHADAP MATA UANG ASING   
Nilai  tukar rupiah(domestic) bisa saja sewaktu waktu berubah menjadi  
tinggi, dan juga bisa sewaktu waktu menjadi rendah. Karna bergantung juga pada 
kondisi ekonomi, perdagangan luar negri, nilai  tukar terhadap  mata uang asing, 
dan banyak faktor lainya yakni: 
1. Perbedaan Angka Inflasi 
2. Perbedaan pada Suku Bunga 
3. Neraca perdagangan 
4. Utang Publik 
5. Stabilitas Politik dan Kinerja Ekonomi 
6. Expor import dan tingkat pendapatan 
































INFLASI DAN DEFLASI 
 
Tujuan Pembelajaran  
 
Setelah membaca materi ini, diharapkan mampu untuk : 
1. Memahami pengertian dan macam macamnya inflasi 
2. Memahami tujuan perhitungan inflasi 
3. Memahami perhitungan dan skala penilaian inflasi 
4. Memahami pengertian dan macam macamnya deflasi 
5. Memahami pengaruh inflasi yang stabil dan terkendali pada dunia usaha 
6. Memahami ekonomi politik dan infalsi 
7. Memahami inflasi dan investasi 
 
 
A. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM INFLASI 
 
Pengertian Inflasi  
Inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang 
bersifat umum dan terus menerus.83 Dari definisi ini ada tiga syarat untuk dapat 
dikatakan telah terjadi inflasi. Pertama, adanya kenaikan harga. Kedua, kenaikan 
tersebut terjadi terhadap harga-harga barang secara umum. Ketiga, kenaikan 
tersebut berlangsung cukup lama. Dengan demikian kenaikan harga yang terjadi 
pada hanya satu jenis barang, atau kenaikan yang terjadi hanya sementara waktu 
tidak dapat disebut dengan inflasi. 
Pandangan kaum moneteris menganggap inflasi sebagai akibat dari jumlah 
uang yang beredar yang terlalu banyak, sehingga daya beli uang tersebut 
(purchasing power of money) menurun.84 Sebagai akibatnya harga barang-barang 
menjadi naik. Sedangkan menurut kaum strukturalis, inflasi merupakan gejala 
ekonomi yang disebabkan oleh masalah struktural seperti masalah gagal panen 
yang menyebabkan kekurangan persediaan barang, sehingga tidak dapat 
memenuhi jumlah permintaan secara keseluruhan. Sebagai akibat harga barang 
tersebut mengalami kenaikan.  
Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara dimana terjadi 
kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu 
yang panjang (kontinu) disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan 
barang.   
 
 
                                                 
83Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantaredisi II, (Jakarta: FE 
UI, 2004), hal. 155. 




Macam-Macam Inflasi  
Adapun macam-macam inflasi dapat golongkan sebagai berikut:  
1. Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahan  
a. Inflasi ringan, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun 
b. Inflasi sedang, yaitu inflasi yang besarnya antara 10% – 30% per tahun 
c. Inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30% – 100% per tahun 
d. Inflasi sangat berat atau hiperinflasi, yaitu inflasi yang besarnya di atas 
100% per tahun85 
 
2. Inflasi Berdasarkan Asal Terjadinya  
a. Inflasi dari Dalam Negeri (Domestic Inflation), yaitu inflasi yang hanya 
disebabkan oleh faktor-faktor penyebab dari dalam negeri. Faktorfaktor 
penyebab tersebut antara lain, adanya pencetakan uang baru untuk 
menutup anggaran negara yang defisit karena naiknya permintaan 
masyarakat dan karena kenaikan biaya produksi di dalam negeri (seperti 
naiknya upah buruh). 
b. Inflasi dari Luar Negeri (Imported Inflation), yaitu inflasi yang 
disebabkan oleh faktor-faktor penyebab dari luar negeri. Inflasi ini 
timbul karena adanya perdagangan antarnegara. Jika suatu negara 
mengalami inflasi maka inflasi tersebut dapat menular ke negara-negara 
lain yang memiliki hubungan dagang dengannya.86 
 
Penyebab Inflasi 
Inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebabnya yaitu sebagai berikut:  
a. Natural Inflation dan Human Error Inflation. Natural Inflation adalah inlasi 
yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai 
kekuasaan dalam mencegahnya. Human Error Inflation adalah inflasi yang 
terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri. 
b. Actual / Anticipated / Expected Inflation dan Unanticipated / 
UnexpectedInflation. Pada Expected Inflation tingkat suku bunga pinjaman 
riil sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. 
Sedangkan pada Unexpected Inflation tingkat suku bunga pinjaman nominal 
belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.  
c. Demand Pull dan Cost Push Inflation. Demand Pull diakibatkan oleh 
perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi Permintaan Agregatif (AD) dari 
barang dan jasa pada suatu perekonomian. Cost Push Inflation adalah inflasi 
yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi Penawaran 
Agregartif (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.  
d. Spiralling Inflation. Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan inflasi 
yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi 
sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi begitu seterusnya.  
e. Imported Inflation dan Domestic Inflation. Imported Inflation adalah inflasi 
di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi 
price taker dalam pasar internasional. Domestic Inflation bisa dikatakan 
                                                 
85Imamuddin Muliadi, Teori Ekonomi Mikro Islam, (Depok: Rajawali Pers,2019), hal. 99-102. 
86Muhammad, Kebijakan Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 45. 
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inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu 
mempengaruhi negara-negara lainnya.87 
 
B. TUJUAN PERHITUNGAN INFLASI  
 
Adapun tujuan perhitungan inflasidalam perekonomian suatu negara adalah 
sebagai berikut :  
1. Sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur 
kegiatan perekonomian secara umum.  
2. Indeks harga perdagangan dasar dapat memberi gambaran trend atau 
kecenderungan dlam perdagangan.  
3. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga Biaya Hidup dapat 
digunakan untuk penetapan gaji karyawan dan perubahannya.  
4. Indeks Harga yang berlaku bagi petani, baik yang diterima ataupun yang 
dibayar, merupakan gambaran bagi petani tersebut apakah petani tersebut  
makmur atau semakin melarat.  
5. Indeks Harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan 
harga dan penentuan jumlah barang.  
6. Indeks harga bertujuan untuk menghitung atau mengetahui tingkat 
kemajuan perekonomian negara.  
7. Indeks harga bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam 
membandingkan harga dari waktu ke waktu  
8. Indeks harga bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu 
negara. Harga yang berlaku di pasar merupakan indeks harga konsumen, 
yang sangat penting untuk menentukan kebijakan perekonomian di masa 
mendatang.  
9. Indeks harga memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu permintaan 
dan penawaran menurun atau meningkat dalam suatu kegiatan 
perekonomian negara. 
 
C. PERHITUNGAN DAN SKALA PENILAIAN INFLASI  
 
Perhitungan Inflasi   
1. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index) 
Indeks harga konsumen adalah angaka indeks yang menunjukkan tingkat 
harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. 
Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama 
yang dikonsumsi masyarakat dalam periode tertentu. Oleh karena itu perhitungan 
IHK ini sangat berguna karena menggambarkan besarnya kenaikan biaya hidup 
bagi konsumen, sebab IHK memasukkan komoditaskomoditas yang relevan yang 
biasanya dikonsumsi masyarakat. 
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Inflasi  × 100% 
 
Dimana:   
 
IHK:Indeks harga konsumen tahun x   
IHK_1:Indeks harga konsumen tahun x dikurangi tahun sebelumnya88 
 
2. Indeks Harga Perdagangan Besar (wholesale price index)   
Jika Indeks Harga Perdagangan Besar (IHK) adalah perhitungan inflasi 
dilihat dari sisi konsumen, maka indeks harga perdagangan besar (IHPB) melihat 
inflasi dari sisi produsen. IHPB menunjukakan tingkat harga yang diterima 
produsen pada berbagai tingkat produksi.   
 
Inflasi  × 100%    
 
Dimana:   
 
IHPB     :Indeks harga perdagangan besar tahun x   
IHPB_1 :Indeks harga perdagangan besar tahun x dikurangi tahun sebelumnya   
3. Indeks Harga Implisit   
Dilihat dari metode perhitungannya, kedua indikator tersebut (IHK dan 
IHPB) hanya melingkupi beberapa tahun atau beberapa ratus barang dan jasa 
yang diproduksi atau dikonsumsi dibeberapa puluh kota saja. Padahal dalam 
kenyataan, jenis barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi dalam sebuah 
perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu 
jenis. Kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya terjadi dibeberapa kota saja 
namun diseluruh peloksok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang 
paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga 
implisit (GDP Deflator), disingkat IHI.  
 
Inflasi × 100%    
 
Dimana:   
 
IHI     : Indeks harga implisit tahun x   
IHI_1 : Indeks harga implisit tahun x dikurangi tahun sebelumnya. 
 
Skala Penilaian Inflasi  
1. Inflasi ringan (low inflation) 
Yaitu inflasi dibawah 10% pertahun. Sedangkan inflasi 2% sampai 4% 
dikatakan inflasi yang rendah. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga berjalan 
secara lambat dengan presentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang 
relatif. Dalam rentang inflasi ini orang masih percaya pada uang dan masih mau 
                                                 
88Lulu Muhroni Perdana, Pengaruh Inflasi Terhadap Harga Saham Periode 2011-2013, (Skripsi, IAIN 
SMH Banten, 2016), hal. 20.    
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memegang uang. Indonesia mengalami inflasi ini pada masa reformasi dan orde 
baru.89 
2. Inflasi sedang (moderate inflation)   
Yaitu inflasi antara 10%-30%. Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif 
cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian.   
3. Inflasi berat   
Yaitu inflasi antara 30%-100%. Dimana sektor-sektor ekonomi sudah 
mulai mengalami kelumpuhan kecuali yang dikuasai oleh negara. Ditandai 
dengan kenaikan yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu 
pendek serta mempunyai sifat aklerasi yang artinya harga minggu-minggu ini 
atau bulan-bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan sebelumnya.    
4. Inflasi sangat berat (hiperinflation) 
Yaitu inflasi lebih dari 100%. Inflasi ini mengakibatkan masyarakat tidak 
lagi berkeinginan menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam, sehingga 
lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang seperti 
emas, tanah, bangunan, karena barang-barang jenis ini kenaikan harganya setara 
dengan inflasi. Inflasi ini terjadi pada masa perang dunia ke-2 (1939-1945) 
dimana untuk keperluan perang terpaksa harus mencetak uang berlebihan. 
 
D. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM DEFLASI  
 
Pengertian Deflasi  
Deflasi adalah suatu kondisi dimana terjadi penurunan harga-harga barang 
secara masif dan terus menerus pada periode yang singkat. Deflasi ini sangat 
bertolak belakang dengan inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga 
barang secara umum.Oleh karena itu deflasi ini dapat diartikan juga dengan 
disinflasi atau penurunan tingkat inflasi. Perlu diketahui pada kondisi deflasi 
tidak hanya menyebabkan harga-harga barang yang turun akan tetapi juga 
menyebabkan penurunan tingkat upah secara umum.  
Terjadinya deflasi pada umumnya akibat rendahnya rasio perbandingan 
antara jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. 
 
Jenis-Jenis Deflasi  
1. Deflasi Strategis  
Deflasi strategis merupakan deflasi yang timbul karena adanya penetapan 
kebijakan mengenai pengendalian gejala konsumsi berlebihan. Kondisi ini 
diyakini dapat menekan kenaikan harga produk di pasaran.Salah satu penyebab 
dari deflasi strategis adalah adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank 
Sentral dan pemerintah. Banyak negara yang mengalami deflasi akibat kebijakan 
Bank Sentral yang mengatur perekonomian suatu negara.   
Kebijakan ini merupakan kebijakan yang menurunkan tingkat suku bunga 
yang mempermudah konsumen mendapatkan pinjaman dari Bank. Hal ini 
membuat produsen berlomba-lomba menyimpan uang mereka di Bank dengan 
harapan memperoleh bunga yang besar. Namun hal ini membuat peredaran uang 
                                                 
89Irfan Fahmi, PengantarPolitik Ekonomi, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 106. 
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menjadi langka dan menyebabkan harga terus menurun dan kondisi 
perekonomian negara menjadi tidak stabil. Deflasi yang terus menerus terjadi 
bisa melumpuhkan aktivitas di sektor industri dan manufaktur.  
2. Deflasi Sirkulasi  
Jenis selanjutnya yang akan dibahas adalah deflasi sirkuler. Deflasi ini 
disebabkan oleh kondisi yang tidak stabil dalam kondisi perekonomian. 
Berlangsung dalam transisi kondisi ekonomi stabil ke ekonomi merosot membuat 
kondisi ini cukup meresahkan.  
Deflasi sirkulasi muncul karena konsumsi dan daya produksi dalam suatu 
negara tidak lagi menunjukkan keseimbangan. Hal ini menyebabkan harga 
produk mengalami kemerosotan di pasaran pada resesi ekonomi. Kondisi ini 
diawali dengan penurunan signifikan terhadap kebutuhan masyarakat pada 
barang ekonomis yang menimbulkan harga menurun drastis. Salah satu yang 
menyebabkan hal ini terjadi adalah produksi barang yang serupa dalam jumlah 
yang berlebihan.   
 
Contoh Deflasi  
Penurunan Harga Komoditas Makanan dan Bumbu-Bumbu di Indonesia  
Pada akhir tahun 2019 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa 
Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,27% pada bulan September. Hal ini 
terjadi karena sejumlah besar komoditas makanan dan bumbu-bumbu seperti 
ayam, cabai merah, cabai rawit dan telur mengalami penurunan harga. Tercatat 
ada 82 kota di Indonesia yang mengalami kondisi yang sama.   
 
Penyebab Deflasi  
Ada berbagai macam penyebab deflasi yakni: 
1. Turunnya jumlah uang beredar  
2. Peningkatan persediaan barang yang ditawarkan  
3. Peraturan dari pemerintah atau bank sentral  
4. Terlalu banyak hasil produksi yang sama  
5. Penurunan permintaan terhadap hasil produksi 
 
Dampak Deflasi  
1. Dampak Positif  
Ada beberapa dampak positif dari deflasi, yaitu:  
a. Dapat membiasakan konsumen untuk dapat berhemat  
b. Nilai mata uang akan semakin menguat  
c. Masyarakat terdorong untuk menabung demi memenuhi kebutuhan 
mereka   
 
2. Dampak Negatif  
Dampak negatif yang terjadi akibat deflasi, yaitu: 
a. Merosotnya pendapatan berbagai perusahaan 
Menanggulangi terjadinya pemerosotan yakni dengan menurunkankan 
harga karena jika keadaan ini berlangsung terus-menerus maka 
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keuntungan sektor bisnis yang mencakup industri, manufaktur, 
perdagangan bahkan perumahan dan jasa akan merosot lebih tajam. 
b. Pengurangan gaji dan pemutusan hubungan kerja (PHK)  
Akibatnya, banyak kalangan pembisnis dan perusahaan yang 
mengurangi pengeluaran dengan berbagai cara termasuk menghentikan 
sebagian usahanya, mengurangi gaji para karyawan, merumahkan 
sementara karyawan yang dianggap kurang berfungsi bahkan melakukan 
pemutusan hubungan kerja. 
c. Perubahan pola pengeluaran konsumen  
Mengenaiketerkaitan dengan deflasi yakni pengeluaran konsumen yang 
relatif agak sulit untuk diperkirakan.Kebanyakannya dalam keadaan 
deflasi seperti ini mereka akan memanfaatkan turunnya harga-harga 
sehingga pengeluaran konsumen naik tajam.  
d. Anjloknya investasi dan harga-harga saham  
Sebab yang timbul dari poin diatas, Segenap investor tentu akan 
menahan anggarannya guna menunggu peluang pasca deflasi.Akibat 
dari banyaknya perusahaan yang merugi dengan keadaan ini tentu harga 
saham akan merosot, dan pengaruhnya pada domino ini akan 
berlangsung dengan cepat hingga indeks harga saham anjlok. 
 
 
E. PENGARUH INFLASI YANG STABIL DAN TERKENDALI PADA 
DUNIA USAHA 
 
Pengusaha optimistis inflasi yang stabil berdampak pada membaiknya iklim 
usaha, meningkatnya konsumsi dan aktivitas produksi. Pengusaha meminta 
supaya pemerintah bisa terus menjaga inflasi sesuai target 3,5% (±1%). 
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani 
mengungkapkan ada dua alasan yang mampu mendongkrak pertumbuhan 
ekonomi. Pertama,  dengan inflasi yang rendah maka harga barang bisa stabil dan 
daya beli masyarakat pun terjaga.  Kedua, inflasi yang rendah bisa memberikan 
ruang untuk dunia  usaha untuk meningkatkan produksi berbagai sektor karena 
ada pemintaan konsumsi konsumsi dan  daya beli masyarakat.  
Ada 4 faktor pembentuk harga di masyarakat. Keempat faktor itu akan terus 
diantisipasi oleh pemerintah, agar tak memicu kenaikan harga di pasar. Faktor 
pertama yaitu terkait produksi.  Pada periode tertentu dimana konsumsi 
masyarakat meningkat, seperti hari raya. Kedua, distribusi bahan pokok yang 
dikawal oleh pemerintah agar bisa ketika ada lonjakan permintaan masyarakat 
pada periode tertentu, bahan pokok sudah tersedia  tepat waktu. Sehingga tidak 
ada keterlambatan pasokan yang menyebabkan harga melambung. Ketiga adalah 
perilaku pedagang yang berpotensi meningkatkan harga pada momen tertentu. 
Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi harga supaya lonjakan tidak 
terlampau tinggi. Terakhir, perilaku konsumen. Sikap masyarakat semakin dewasa 




Tidak semua masyarakat mengetahui apa itu inflasi dan dampak apa saja 
terhadap perekonomian negara. Inflasi bisa berdampak positif maupun negatif 
tergantung bagaimana mengelolanya. Jika inflasi tidak dikelola dengan baik, 
maka bisa menyebabkan perekonomian suatu negara mengalami suatu 
kemerosotan. Sebagai salah satu dari indikator di dalam melihat kestabilitasan 
perekonomian satu wilayah tertentu, perkembangan harga jasa dan barang pada 
umumnya dapat dihitung melalui indeks harga dari para konsumen.  Dengan 
demikian, angka inflasi amatlah mempengaruhi besar kecilnya produksi suatu 
barang. Belum bisa diartikan sebagai inflasi jika kenaikan harga tersebut bersifat 
sementara. Namun, ketika kenaikan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama 
dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa secara umum, maka gejala inilah 
yang disebut dengan inflasi.  
Tingkat inflasi tinggi yang tidak segera ditangani dan dikendalikan bisa saja 
menimbulkan masalah yang lebih besar dalam perekonomian negara. Harga tinggi 
dapat memicu produsen untuk menimbun faktor produksi atau barang yang 
dibutuhkan, sehingga harga barang akan semakin tinggi lagi. Inflasi tinggi yang 
tidak terkendali juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kerusuhan, atau 
bahkan krisis keuangan seperti yang terjadi tahun 1998. Ada dua cara yang bisa 
dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi inflasi, yang pertama yaitu dengan 
menggunakan Kebijakan Fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan 
dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan 
pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran 
pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Yang kedua 
yaitu Kebijakan Non Moneter dan  Non Fiskal, selain kebijakan fiskal dan 
moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan 
hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan 
masyarakat (tingkat upah), menetapkan harga maksimum, serta melakukan 
pengawasan dan distribusi baran. 
Inflasi yang tinggi berdampak sangat buruk bagi perekonomian, terutama 
bagi mereka yang berpendapatan tetap. Yaitu semakin rendahnya daya beli atas 
perolehan pendapatan. Penurunan daya beli ini sangat berbahaya apabila 
menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok. Inflasi sering pula diikuti penurunan 
tabungan dan atau investasi karena tersedot untuk konsumsi. Inflasi adalah 
masalahutama dalam perekonomian negara, selain pengangguran 
danketidakseimbangan neraca pembayaran.90 
Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali mengganggu 
upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat, karena tingkat inflasi yang 
tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Suku bunga riil 
yang relatif rendah dibandingkan dengan suku bunga riil di luar negeri dapat 
menimbulkan pengaliran modal ke luar negeri, yaitu masyarakat akat menyimpan 
uangnya ke luar negeri. Rendahnya kemampuan perbankan menghimpun dana 
berakibat rendahnya kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat untuk 
kegiatan investasi di sektor riil, hal ini mengakibatkan rendahnya penyerapan 
tenaga kerja atau meningkatkan penganguran. Lebih lanjut laju inflasi yang tinggi 
                                                 
90Noprin, Ekonomi Moneter, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal. 67. 
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menyebabkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menggangu pertumbuhan 
bank karena ketidak mampuan dunia usaha membayar bunga kredit dengan baik. 
Keadaan inflasi yang tinggi (hyperinflation) di Indonesia tercatat terjadi pada 
dekade 1960-an, dimana laju inflasi pada tahun 1966 mencapai 650% .91 
 
F. EKONOMI POLITIK DAN INFLASI  
 
Pengendalikan Inflasi Dalam Politik Ekonomi Islam  
Pengendalian inflasi dalam politik ekonomi islam utamanya adalah 
menghindari penggunaan instrumen yang berbasis Riba (bunga), menghindari 
gharar, maysir dan zhulum. Pengendalian inflasi di Indonesia diperankan oleh 
3(tiga) pihak: pertama; oleh Otoritas Moneter, yaitu Bank Indonesia. Kedua, 
Pemerintah, yaitu berbagai kementerian dibawah kordinasi menteri ekonomi 
bersama dengan pemerintah daerah dan ketiga; masyarakat dalam arti luas, 
selaku pelaku ekonomi. Berikut ini adalah cara-cara pengendalian inflasi oleh 
ketiga pihak diatas sesuai yang sejalan dengan politik Ekonomi Islam.92 
 
Pengendalian Inflasi Oleh Bank Indonesia Selaku Otoritas Moneter  
Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter dengan empat cara, 
yaitu; Pertama, operasi pasar terbuka (open market operation) di pasar uang baik 
rupiah maupun valuta asing. Kedua, penetapan tingkat diskonto (discount 
window); Ketiga, penetapan cadangan wajib minimum (reserve requirement); 
keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan. 
Operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia adalah dengan melakukan 
kontraksi terhadap peredaran uang dengan cara Bank Indonesia menerbitkan 
instrumen surat berharga yang digunakan di pasar uang antar bank. Apabila Bank 
Indonesia bermaksud mengurangi peredaran uang di pasar, maka Bank Indonesia 
menawarkan keuntungan yang menarik atas surat berharga yang diterbitkannya 
agar perbankan cenderung menempatkan dananya di Bank Indonesia. Demikian 
sebaliknya dengan menurunkan tingkat keuntungan surat berharga, maka 
perbankan akan terdorong untuk mencairkan surat berharganya dan 
menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan agar memperoleh return yang lebih 
tinggi. 
Pengendalian moneter dengan penetapan tingkat diskonto adalah 
pemberian pinjaman jangka pendek yang diberikan Bank Indonesia kepada 
perbankan dalam rangka membantu  
kesulitan likuiditas. Besarnya pinjaman yang diberikan adalah sebatas memenuhi 
ketentuan GWM (Giro Wajib Minimum). 
Pengendalian moneter melalui penetapan cadangan wajib minimum adalah 
penetapan dana minimal masing-masing perbankan yang harus ditempatkan di 
Bank Indonesia. Semakin besar persentase GWM yang ditetapkan, maka 
                                                 
91Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 52. 
92Saparuddin Siregar, Politik Ekonomi Islam dalam Pengendalian Inflasi, Human Falah: Jurnal Ekonomi 
dan Bisnis Islam, Vol, 1, No. 2, 2014, hal. 8. 
97 
 
semakin besar jumlah dana yang harus ditempatkan di Bank Indonesia. Ini berarti 
uang beredar tersedot ke Bank Indonesia. Demikian sebaliknya jika GWM 
dilonggarkan, maka perbankan dapat memperbesar dana untuk dapat disalurkan 
kepada masyarakat atau diedarkan.  
Pengaturan kredit atau pembiayaan adalah penetapan ukuran rasio yang 
sehat tentang jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak 
ketiga (Loan to deposit ratio) atau Financing Deposit Ratio. Ratio yang tinggi 
akan menyebabkan bank rentan terhadap kecukupan likuiditas, namun sebaliknya 
rasio yang rendah menyebabkan bank mengalami over liquid dan tidak optimum 
menghasilkan laba. 
 
Pengendalian Inflasi Oleh Pemerintah  
Pengendalian inflasi oleh pemerintah yang dimaksud adalah pengendalian 
yang dilakukan oleh beberapa kementerian di negara Indonesia yang terkait 
dengan ekonomi, sepertiKementerian Keuangan,Kementerian ESDM, 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,Bulog,Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi,Kementerian Perhubungan, Kementerian 
Pertanian,Kementerian Perdagangan. Beberapa kementerian ini berkordinasi 
dengan pemerintah daerah dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi (TPI).93 
 
Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Inflasi 
Masyarakat sesungguhnya memiliki peran paling utama dalam 
mengendalikan inflasi, karena masyarakatlah yang menjadi pelaku utama 
ekonomi. Penetapan harga naik atau turun dipengaruhi oleh ekspektasi 
masyarakat selaku pembeli dan penjual dalam rangka mencapai titik equilibrium 
di pasar. Pasar adalah pencerminan dari tarik menarik antara permintaan dan 
penawaran itu, sebagaimana definisi:  
A Market is any forum in wich people come together for the purpose of 
exchanging ownership of goods or money. A Perfectly competitive free market is 
one in which no buyer pr seller has the power to significantly affect the prices at 
which goods are being exchanged.  
 
Untuk mewujudkan pasar yang ideal (sempurna), harus dipenuhi 7 (tujuh) 
kriteria berikut:  
1. Terdapat banyak pembeli dan penjual, dimana tidak satupun diantaranya 
yang menguasai pasar.  
2. Masing-masing pembeli dan penjual dapat dengan bebas masuk pasar. 
3. Setiap pembeli maupun penjual memiliki pengetahuan yang cukup 
tentang barang-barang yang dijual, neliputi kualitas, kuantitas dan 
harganya. 
4. Barang yang diperjual belikan sama sedemikian rupa, sehingga seseorang 
tidak mempersoalkan darimana diperoleh maupun kemana akan dijual.  
                                                 
93Ibid, hal. 13. 
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5. Biaya dan manfaat memproduksi atau menggunakan barang yang 
dipertukarkan melekat pada masing-masing pembelian dan penjuaan 
barang dan tidak terkait dengan pihak lain.  
6. Masing-masing penjual dan pembeli memaksimumkan kepuasannya.  
7. Tidak ada campur tangan pemerintah untuk mengatur harga, kuantitas dan 
kualitas barang yang dijual di pasar.  
Ekspektasi masyarakat dalam menuju keseimbangan harga hendaknya 
didasarkan pada Etika dalam rangka mewujudkan kemanfaatan maslahat yang 
seluas-luasnya.   
 
G. INFLASI DAN INVESTASI 
 
Inflasi memang tak selalu berpengaruh negatif, ada juga positifnya. 
Pengaruh positif dari inflasi ini dirasakan oleh mereka yang menjadi debitur dan 
pengusaha. Bagi debitur, inflasi menjadikan uang yang dikembalikan memiliki 
nilai lebih rendah dibandingkan saat meminjam. Sementara bagi pengusaha, 
adanya inflasi memungkinkan pengusaha memperoleh pendapatan yang lebih 
tinggi dibanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. 
Meski memiliki pengaruh yang positif, namun secara umum dan lingkup 
yang lebih luas, pengaruh negatif inflasi cenderung lebih banyak, bahkan 
berpotensi membahayakan stabilitas ekonomi dan perekonomian nasional. Dalam 
lingkup kecil pun, inflasi juga memiliki pengaruh yang buruk terhadap aset. 
Demikian pula halnya dengan investasi. Jenis investasi yang likuid di 
antaranya adalah saham, obligasi, dan reksa dana. Investasi ini juga dipengaruhi 
oleh inflasi, hanya saja jenis-jenis investasi tersebut cukup memiliki daya tahan 
dari gempuran inflasi, karena menghasilkan pengembalian dalam bentuk bunga. 
Itulah salah satu alasan utama investor menempatkan uangnya dalam bentuk 
saham, obligasi, dan reksadana. Investor berusaha menjaga simpanannya aman 
dari pengaruh inflasi. 
Meski dilindungi dan memiliki ketahanan, namun bukan berarti investasi 
jenis sekuritas memiliki kekebalan mutlak terhadap pengaruh inflasi. Jika inflasi 
terlalu tinggi, bisa jadi meggerogoti pengembalian investasi. Terkait dengan hal 
itu, penting bagi Anda untuk memahami perbedaan antara tingkat bunga nominal 
dengan riil.Agar investasi tidak terpengaruh buruk oleh inflasi, maka tingkat 
bunga nominal harus mengikuti bahkan melampaui inflasi, sehingga investor 
dapat memperoleh pengembalian riil. Namun, bagi investasi yang tingkat 
bunganya rendah, maka sulit untuk menghindar dari “pukulan” inflasi. Berikut 
pandangan berkenaan dengan pengaruh inflasi terhadap berbagai investasi.  
 
Tabungan 
Tabungan merupakan investasi paling sederhana yang dapat dengan mudah 
dimiliki semua orang. Jenis investasi ini tergolong sebagai investasi dengan 
pengembalian tidak tetap, di mana suku bunga riil mengikuti saldo tabungan 
yang dimiliki. Tabungan mempunyai berbagai jenis produk dengan tingkat suku 
bunga yang bervariasi. Namun umumnya tingkat suku bunga tabungan memang 
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tak sebesar suku bunga pengembalian pada jenis investasi lain seperti saham dan 
reksa dana.  
Tingkat inflasi yang lebih tinggi dari tingkat bunga yang dibayarkan pada 
rekening tabungan, mengakibatkan nilai uang tersebut akan mengalami 
penurunan seiring dengan berjalannya waktu. Meski tabungan merupakan 
simpanan yang menghasilkan bunga, namun dibandingkan dengan investasi 
sekuritas, tabungan memiliki tingkat bunga yang paling rendah. Bahkan tingkat 
bunga tabungan sering kali lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi.  
 
Obligasi  
Pengaruh inflasi bisa berbahaya bagi obligasi, karena termasuk jenis 
investasi pendapatan tetap. Kebanyakan investor memilih obligasi dengan tujuan 
untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dalam bentuk pembayaran bunga 
tetap atau kupon. Ketika inflasi mengalami kenaikan di saat pembayaran bunga 
atau kupon ditetapkan, maka daya beli dari pendapatan tetap tersebut menurun.  
 
Saham 
Sebenarnya pengaruh yang sama bisa terjadi pada investasi saham, di mana 
tingkat inflasi bisa saja mengurangi pengembalian investasi, jika tingkat 
bunganya lebih rendah dari tingkat inflasi. Namun keunggulan investasi saham 
dibandingkan investasi lainnya adalah jenis investasi ini bisa digenjot dengan 
menaikkan harga produk perusahaan sehingga mampu mengimbangi laju inflasi, 
sehingga daya beli riil dapat mengalami peningkatan.  
Sebaliknya, jika perusahaan tak berhasil menaikkan harga produknya maka 
dampak yang ditimbulkan pada kinerja saham tentu akan buruk. Sebab, tingkat 
inflasi yang lebih tinggi berisiko menyebabkan pengembalian rata-rata yang 
lebih rendah. 
Dari sekian banyak jenis investasi, saham dinilai lebih aman karena 
berpotensi memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap inflasi 
dibandingkan dengan obligasi atau deposito. Hal ini disebabkan adanya 
kemungkinan bagi perusahaan penerbit saham untuk menaikkan harga guna 
menutupi biaya yang lebih tinggi. Dengan begitu, kinerja perusahaan memiliki 














UTANG DAN PEREKONOMIAN INDONESIA 
 
 
Tujuan Pembelajaran  
 
Setelah membaca materi ini, diharapkan mampu untuk : 
1. Memahami utang dan pembangunan 
2. Memahami utang dan politik 
3. Memahami resiko pembangunan dengan cara berutang dalam mata uang 
asing 
4. Memahami peringkat obligasi 
5. Memahami jenis jenis obligasi  
6. Memahami suku bunga dan obligasi 
7. Memahami obligasi dan pembangunan 
8. Memahami pasar obligasi dan pihak penerbitnya 
 
 
A. UTANG DAN PEMBANGUNAN 
 
Salah satu alasan kenapa pemerintah harus berhutang lagi yaitu untuk 
menutup hutang dari periode sebelumnya yang jatuh tempo. saat ini.Sisanya 
digunakan untuk membangun peradaban, seperti infrastruktur yang memadai dan 
merata.94 
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia kuartal I 2020 
sebesar US$ 389,3 miliar atau sekitar Rp 5.835 triliun (kurs Rp 15.000/US$). 
Angka ini tumbuh 0,5% dibandingkan periode kuartal sebelumnya yang tumbuh 
7,8%. Jumlah utang ini terdiri dari ULN (Utang Luar Negeri) sektor publik 
(pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 183,8 miliar dan ULN sektor swasta 
(termasuk BUMN) sebesar US$ 205,5 miliar.  "Perlambatan ini terjadi karena 
penurunan ULN publik dan perlambatan pertumbuhan ULN swasta," tulis BI 
dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2020). Komposisi ULN Indonesia terdiri 
dari ULN pemerintah yang tercatat US$ 181 miliar atau minus -3,6% 
dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 9,1%. Penurunan ini terjadi 
karena keluarnya arus modal dari pasar surat berharga negara (SBN) dan 
pembayaran SBN yang sudah jatuh tempo. Pengelolaan ULN pemerintah ini 
dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pada 
sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat. Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat BI dan pemerintah 
terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN didukung 
dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 
                                                 
94Kevin Genjar S.N., Irene Oktavia, Yulian Ade Chandra, Pro Kontra Hutang Dan Pembangunan 
Infrastruktur Indonesia`, Jurnal Nasional Management dan Bisnis, 2017, hal. 1. 
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Infrastruktur mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi 
khususnya Indonesia. Peneliti terdahulu menjelaskan bahwa Kondisi jalan 
infrastruktur dan listrik secara signifikan mempengaruhi pendapatan per kapita. 
Statemen ini diperkuat dengan adanya data pendapatan per kapita tiap provinsi 
pada tiap-tiap pulau. Dari data yang disajikan, pulau Jawa lah yang memegang 
pendapatan per kapita paling tinggi dari pulau lain karena memang 
infrastukturnya lebih memadai ketimbang pulau lainnya. Dapat disimpulkan 
bahwa jika pemerintah memperhatikan dan membangun infrastruktur di luar 
pulau Jawa khususnya pada provinsi yang infrastrukturnya masih terbatas, akan 
dapat meningkatkan pendapatan per kapita pada provinsi tersebut. 
Pada dasarnya Infrastruktur merupakan hal yang genting untuk dibangun 
saat ini. Dengan adanya infrastruktur yang baik, akan menimbulkan 
koneksi/hubungan antar wilayah dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
yang merata terhadap tiap-tiap daerah yang dilalui oleh infrastruktur tersebut. 
Penulis yakinbahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan 
hutangnya.Pemerintah juga pasti memperhitungkan secara matang tentang 
keputusan berhutangnya tersebut.95 
 
B. UTANG DAN POLITIK 
 
Utang dan politik mempunyai hubungan yang erat sebagaimana yang 
diungkapkan oleh menteri keuangan Sri Mulyani Indrawatin di tahun politik ini, 
banyak pihak yang menjadikan utang dan defisit negara sebagai isu politik. 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan di tahun 
politik ini, banyak pihak yang menjadikan utang dan defisit negara sebagai isu 
politik. Menurut dia, mayoritas masyarakat juga mengunakan kedua hal tersebut 
untuk menilai kondisi ekonomi Indonesia.Padahal, Sri Mulyani menilai rasio 
pajak dan utang adalah alat atau instrumen bagi pemerintah untuk mendongkrak 
ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, 
kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjaga 5,2% tahun lalu di tengah 
gejolak perekonomian global. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan pemerintah 
akan terus mengelola perpajakan dalam negeri dengan kebijakan countercyclical. 
Caranya, kata dia, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak di era 
pertumbuhan tinggi (boom period), dan meningkatkan penerimaan dan 
memangkas pajak ketika menghadapi resesi. 
Sri Mulyani gemas dengan pihak-pihak yang kerap menyoroti utang dan 
rasio pajak di tahun politik. Dia mengatakan, hal tersebut membuat banyak orang 
bingung dan mengesampingkan fakta bahwa utang dan pajak merupakan alat yang 
digunakan pemerintah untuk melayani rakyat Indonesia. Mantan Direktur 
Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, utang dan relaksasi pajak yang 
gencar dilakukan tahun lalu merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk 
merangsang perekonomian dalam negeri. Dengan demikian, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia bisa terjaga di 5,2 persen tahun lalu di tengah gejolak 
perekonomian global. 




Sebagai catatan, rasio pajak 2018 mencapai 11,5 persen dari PDB, angka 
tersebut lebih baik dari 2017 yang hanya 10,7 persen dari PDB. Angka rasio pajak 
Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura dengan rasio 
pajak sebesar 14 persen, Malaysia sebesar 15,5 persen, dan Thailand sebesar 17 
persen. Penerimaan pajak 2018 yang mencapai Rp 1.315,9 triliun tak mencapai 
target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 trilun. Realisasi penerimaan pajak 2018 
hanya 92 persen atau terjadi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 
108,1 triliun tahun lalu. Dia mengatakan, pemerintah akan terus mengelola 
perpajakan dalam negeri dengan kebijakan countercyclical atau mengurangi 
pengeluaran dan meningkatkan pajak di era pertumbuhan tinggi (boom period), 
dan meningkatkan penerimaan dan memangkas pajak ketika menghadapi resesi. 
Sementara dalam situasi seperti saat ini kita merangsang perekonomian 
agar bisa memberikan ruang untuk (pertumbuhan) ekonomi ketika pertumbuhan. 
Hal inilah yang disebut dengan countercyclical policy. Sri Mulyani mengatakan, 
pemerintah akan konsisten mengelola defisit anggaran di bawah 2 persen serta 
lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk menekan kesenjangan dan 
kemiskinan. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan 
penerimaan pajak agar keuangan dalam negeri menjadi lebih mandiri. 
C. RESIKO PEMBANGUNAN DENGAN CARA BERHUTANG DALAM 
MATA UANG ASING 
Dalam praktiknya, utang luar negeri tidak semuanya dibelanjakan untuk 
belanja pembangunan.Sebagian utang malah dipakai untuk menutup cicilan utang 
pokok dan bunganya.Penelitian Hernatasa (2004) menemukan adanya Fisher 
Paradox, situasi dimana semakin banyak cicilan utang luar negeri dilakukan, 
semakin besar akumulasi utang luar negerinya.96 
Adanya utang luar negeri menimbulkan dampak bagi negara 
Indonesia.Dampak ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi positif dan sisi 
negatif.Dampak positif dari utang luar negeri yaitu terhadap pembangunan 
ekonomi dan peningkatan tabungan domestik.Dalam jangka pendek, utang luar 
negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit 
anggaran pendapatan dan belanja negara, yang diakibatkan oleh pembiayaan 
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar.Sedangkan 
untuk dampak negatif dari utang luar negeri yaitu timbulnya krisis ekonomi yang 
makin lama makin meluas dan mendalam. 
Pemerintah akan terbebani dengan pembayaran utang tersebut sehingga 
hanya sedikit dari APBN yang digunakan untuk pembangunan. Cicilan bunga 
yang makin memberatkan perekonomian Indonesia karena utang luar negeri 
negara Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Selain 
itu, dalam jangka panjang utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam 
persoalan ekonomi negara Indonesia, salah satunya dapat menyebabkan nilai 
tukar rupiah jatuh (Inflasi) dan yang pasti akan mengakibatkan ketergantungan 
                                                 
96Hernatasa, Analisis Utang Luar Negeri Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Tesis: IPB, 2004), 
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dari penerima bantuan (dalam negeri) terhadap pemberi bantuan (luar negeri). 
Oleh karena itu Pemerintah diharapkan untuk melakukan pembatasan jumlah 
utang luar negeri, dimana dalam 3 jangka panjang dapat memberikan dampak 
negatif terhadap perkembangan ekonomi dalam negeri.Sehingga fenomena ini 
memberikan gambaran pengaruh besarnya pertumbuhan ekonomi terhadap 
besarnya pertumbuhan utang luar negeri di Indonesia. 
 Indonesia terkena dampak krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 dimana 
saat iu nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam terhadap US 
Dolar dan mata uang dunia lainnya. Keadaan tersebut membuat utang luar negeri 
Indonesia meningkat drastis dan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, 
pemerintah mengambil kebijakan penambahan utang baru.Penambahan utang 
yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pembayaran cicilan pokok dan 
bunga dari utang tersebut makin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 
sehingga kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kinerja APBN yang semakin 
menurun.Pemerintah masih sangat bergantung pada penggunaan utang luar 
negeri untuk membiayai pembangunan nasional, menambah utang baru yang 
sebagian hanya digunakan untuk menutup utang yang sudah jatuh tempo. 
D. PERINGKAT OBLIGASI 
Obligasi berasal dari bahasa latin obligare yang berarti ikatan atau 
kewajiban. Obligasi merupakan istilah yang dipergunakan dalamdunia keuangan 
yang merupakan sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, 
yang menyatakan bahwainvestor atau pemegang obligasi tersebut telah 
meminjamkan uang kepada perusahaan.Perusahaan yang menerbitkan obligasi 
tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler 
sesuaidengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjamansaat jatuh 
tempo.Besarnya persentase pembayaran didasarkan atas nilai nominalnya atau 
disebut pembayaran kupon (coupon).Kuponmerupakan penghasilan bunga 
obligasi yang didasarkan atas nilainominal yang dilakukan berdasarkan perjanjian, 
biasanya setiaptahun atau setiap semester atau triwulanan.Penentuan tingkat 
kuponobligasi biasanya ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga.Setelah 
obligasi memasuki masa jatuhtempo (maturity), pemilikobligasi akan menerima 
pokok pinjaman dan satu kali pembayaran kupon. 
Indonesia memiliki 2 (dua) lembaga pemeringkat obligasi yaitu PT. Kasnic 
Credit Rating Indonesia dan PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). Rating 
obligasi memiliki varians dri satu perusahaan pemberi rating ke perusahaan 
lainnya. Melakukan penilaian dan melakukan evaluasi obligasi perusahaan yang 
akan dijual pada masyarakat umum, entah dengan wujud rate ataupun pergantian 
rating obligasi yang dilanjutkan dengan mengumumkan ke pasar modal 
merupakan tugas dari agen pemeringkat ini. Terdapat dua katgori yaitu 
invesmntgrad (AAA, AA, A dan BBB) merupakan kategori perushaan atau 
negaradianggap mempunyai sumber daya yang memadai untuk membayar 
kewajibannya dan kategori non invesmnt-grde (BB, B CCC dan D) adalah 
kategori obligasi yang dibilang tidak layak untuk diinvestasikan untuk para 
investor bila peringkat obligasi dibagi secara umum. 
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Papaikonomou, menyatakan bahwa tidak diragukan lagilembaga pemerintah 
dapat memberikan layanan yang berharga bagi pasar modaljika mereka 
memberikan penilaian yang kredibel dan independen dari probabilitas standar 
relatif pada instrumen kredit keuangan yang memungkinkan investor untuk 
mengurangi asimetri informasi yang mereka hadapi(peminjam). Investor harus 
dapat membuat keputusan yang lebih baik karena mereka dapat membedakan 
kualitas keamanan mana yang baik dan sebaliknya. Berdasarkan hal ini, salah satu 
mengharapkan lembaga rating untuk berkontribusi pada alokasi sumber daya yang 
lebih efisien dalam perekonomian. Karena evolusi pasar keuangan dan 
peningkatan koresponden dalam peraturan, lembaga pemeringkat menjadi lebih 
penting pada skala global. Terlepas dari penurunan biaya memperoleh informasi, 
karena kemajuan teknologi, sehingga peran lembaga pemeringkat obligasi global 
menjadi lebih mendasar untuk kerja pasar keuangan dunia. 
Umur obligasi (maturity) adalah waktu pemegang surat berharga obligasi 
yang akan memperoleh pembayaran kembali nilai pokok obligasi yang dipegang. 
Investor biasanya tidak senang pada obligasi dengan maturity dengan memanjang 
hal ini dikarenaka risk bisa diperoleh lebih tinggi. Disebabkan oleh jangka waktu 
yang umumnya singkat dan jumlah kewajiban yang umumnya sedikit 
dibandingkan dengan kewajiban jangka panjang, memendeknya maturity surat 
hutang membuat kegelisahan investor dengan timbulnya risiko kewajiban tidak 
dibayar pada organisasi akan menurun. Jadi bisa dibilang maturity obligasi yang 
memendek akan membuat peringkat obligasi yang tinggi untuk perusahaan. 
Keadaan inilah yang nantinya bisa mengubah pikiran pembeli obligasi agar 
menginvestasikan uangnya di surat hutang organisasi itu. Prediksi obligasi akan 
lebih mudah apabila obligasi tersebut jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, karena 
resikonya lebih kecil daripada obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam 
waktu 5 tahun. 
 Salah satu bagian vital pada obligasi adalah jaminan hal ini dikarenakan 
dengan adanya jaminan pada obligasi, berarti perusahaan dapat meminimalisir 
resiko awal kepada investor obligasi. Bila aktiva perusahaan dijaminkan untuk 
obligasi, maka peringkat obligasi juga akan meningkat akibatnya obligasi tersebut 
masuk kategori aman. Rating obligasi yang tinggi merupakan tanda tentang 
rendahnya probabilitas gagalnya pembayaran kewajiban sebuah perusahaan. Akan 
menambah rasa aman yang dirasakan para investor bila obligasi dijamin 
menggunakan aset perusahaan yang bernilai tinggi, karena dengan begitu investor 
akan merasa tambah yakin bahwa perusahaan bisa melaksanakan kewajibannya 
yaitu pelunasan coupon rate juga dasar hutang secara lancar dengan aktiva yg 
sudah dijadikan jaminan itu, akibatnya risk dari non performing loan yang 
mungkin dialami si pembeli bisa diminimalisir. Maka obligasi yang disertai 









E. JENIS – JENIS OBLIGASI 
 
Sebelum transaksi jual beli obligasi terjadi, ada suatu kontrak perjanjian 
obligasi (bond indenture) antara pembeli dan penjual obligasi. Perjanjian tersebut 
menentukan adanya macam-macam obligasi yang terdiri dari beberapa bagian 
diantaranya adalah:  
1. Berdasarkan penerbit obligasi (Issuer) 
Berdasarkan penerbit obligasi dapat dibagi atas tiga jenis yaitu: 
a. Obligasi pemerintah  
b. Obligasi perusahaan milik  
c. Obligasi perusahaan swasta  
2. Berdasarkan sistem pembayaran bunga  
Berdasarkan sistem pembayaran bunga maka obligasi dapat dibagi atas 
dua jenis yaitu:  
a. Obligasi Kupon (Coupon Bond)  
b. Obligasi tanpa Kupon (Zero Coupon Bond)  
3. Berdasarkan tingkat bunganya  
Berdasarkan tingkat bunga ada 3 jenis obligasi, yaitu:  
a. Obligasi dengan Bunga Tetap (Fixed Rate Bond)  
b. Obligasi dengan Bunga Mengambang (Floating Rate Bond)  
c. Obligasi dengan Bunga Campuran (Mixed Rate Bond)  
4. Berdasarkan jaminannya Berdasarkan jaminannya ada 5 jenis obligasi 
yaitu:  
a. Collateral  
b. Debenture 
c. Subording Debenture  
d. Obligasi pendapatan (Income Bonds)  
e. Obligasi Hipotek (Mortgage)  
F. SUKU BUNGA DAN OBLIGASI 
Dalam obligasi dikenal teori hubungan antara harga dan suku bunga 
sebagai berikut “apabila suku bunga naik maka harga obligasi akan turun dan 
sebaliknya apabila suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik.” Seiring 
dengan dinamika pasar, adanya aksi intervensi, dan pengaruh dari asing yang 
tidak hanya melihat faktor domestik akan tetapi juga global, teori di atas sudah 
mulai agak ketinggalan. Untuk menyikapi dinamika pasar seperti yang terjadi 
saat ini, seharusnya teori obligasi diubah menjadi sebagai berikut: 
“Apabila yield obligasi diekspektasikan akan naik, maka harga obligasi akan 
turun, sebaliknya apabila yield obligasi diekspektasikan akan turun, maka harga 
obligasi akan naik” 
Dalam zaman dimana perubahan sangat dinamis dan nyaris terjadi setiap 
hari ini, perubahan suku bunga terkadang sudah dicerminkan jauh-jauh hari dari 
perubahan yield obligasi.Selain itu, sudah beberapa kali dalam sejarah pasar 
modal Indonesia, harga obligasi mengalami perubahan yang signifikan meskipun 
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suku bunga cenderung flat. Ekspektasi akan suku bungalah yang menjadi 
penggerak utama di pasar. 
Apabila pasar meyakini suku bunga akan naik, maka obligasi akan 
ditransaksikan pada yield yang lebih tinggi sehingga harga obligasi menjadi 
turun. Perubahan suku bunga itu sendiri mungkin baru terjadi beberapa bulan 
kemudian, bisa saja ternyata berbeda dengan ekspektasi pasar. Jadi, dalam 
melihat atau memprediksikan kinerja reksa dana berbasis obligasi, sangat penting 
bagi investor atau Manajer Investasi untuk bisa memprediksi perubahan Yield 
Obligasi. 
G. OBLIGASI DAN PEMBANGUNAN 
Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah pusat/ 
pemerintah daerah.Pemerintah dapat mencari sumber pembiayaan lain di luar 
APBN dan APBD, yaitu dengan mencari pinjaman, baik dari dalam maupun luar 
negeri, atau menggandeng pihak swasta untuk membangun 
infrastruktur.Infrastruktur dapat dibedakan menjadi ruang lingkup infrastruktur 
pusat dan infrastruktur daerah.Infrastruktur pusat dibangun oleh pemerintah 
pusat, yang umumnya melayani masyarakat pada skala nasional, seperti jalan 
raya antar provinsi pelabuhan udara dan laut, jaringan energi seperti jaringan 
listrik dan gas, dan sebagainya. Infrastruktur daerah adalah infrastruktur yang 
dibangun oleh pemerintah daerah dibangun untuk memberikan pelayanan kepada 
pada suatu daerah tertentu seperti sarana pariwisata dan sarana umum lainnya 
Obligasi atau surat utang dinilai bisa menjadi salah satu solusi pembiayaan 
pembangunan bagi pemerintahseperti misalnya pada daerah di Provinsi Papua 
Barat. Yang dilakukan pemerintah daerah sekaligus bisa meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Melalui penerbitan obligasi, 
lanjutnya, pemerintah memberi peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi. 
Dalam jangka waktu tertentu, dana masyarakat akan dikembalikan dengan 
tambahan berupa hasil investasi tersebut.  
Hal ini sudah dilakukan pemerintah pusat dan sejumlah daerah di Indonesia 
untuk infrastruktur. Seperti pembangunan jalan tol di Solo, Jawa Tengah. Di sana 
pemerintah daerah menerbitkan obligasi untuk membiayainya dan Papua Barat, 
kata Adevi juga bisa melakukan hal yang sama. 
H. PASAR OBLIGASI DAN PIHAK PENERBITNYA 
Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, dikenal bermacam-macam surat 
yang padaumumnyaorang mengatakan itu sebagai surat berharga. Orang 
mengatakan itu surat berhargaberdasarkankenyataan bahwa surat itu mempunyai 
nilai uang atau dapat ditukar dengansejumlah uang atau apa yang tersebut dalam 
surat itu dapat dinilai atau ditukar dengan uang. Surat-surat itu berupa wesel, 
aksep, cek, saham, obligasi, konosemen, ceel, karcis kereta api,surat penitipan 
barang, dan lain-lain.97 
                                                 
97Muhammad Abdulkadir, Hukum Dagang Tentang surat-Surat Berharga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 




Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
merumuskan pengertian suratberharga dengan cara memerinci yaitu “Surat 
Berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel,saham, obligasi, sekuritas kredit, 
atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatukewajiban dari penerbit, 
dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal danpasar uang”. 
Sedangkan dalam Pasal ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 
8Tahun 1995 tentang Pasar Modal merumuskan pengertian istilah efek sebagai 
surat berhargayaitu “Efek adalah surat pengakuan hutang, surat berharga 
komersial, saham, obligasi, tandabukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi 
kolektif, kontrak berjangka atas efek, dansetiap derivatif dari efek”. 
Para pengusaha dapat menerbitkan instrumen surat berharga untuk 
mendapatkan danadana murah dipasar keuangan (pasar modal dan pasar uang). 
Para pengusaha dapatmenerbitkan surat berharga berbentuk saham dan obligasi 
yang dijual di pasar modal, ataumenerbitkan surat berharga komersial 
(commercial paper) yang dijual di pasar uang. 
Pemerintah pusat dapat menjaring dana murah dengan menerbitkan Surat 
Utang Negara(SUN) dan Obligasi Syariah (Sukuk Negara) yang dijual di pasar 
modal. Pemerintah Daerahjuga dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan Sukuk 
Daerah guna membiayai programpembangunan di daerah masing-masing. 
Penerbitan Obligasi Daerah dapat mengurangi bebanAPBD dan memperbesar 
porsi pendanaan publik bagi pembangunan. 
Instrumen surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal ada yang 
bersifat utang(contoh: obligasi) dan ada pula yang bersifat ekuitas (contoh: 
saham). Surat berharga di pasaruang ada yang bersifat simpanan (contoh: 
sertifikat deposito), bersifat utang (contoh:commercial paper) dan tidak ada yang 
bersifat ekuitas. Surat berharga di pasar komoditisemuanya bersifat utang dan 
tidak ada yang bersifat ekuitas dan simpanan. Surat utang dipasar komoditi ada 
yang berwujud utang uang maupun utang barang. Penerbitan suratberharga 
bersifat utang (contoh: obligasi) memiliki akibat hukum yang berbeda 
denganpenerbitan surat berharga bersifat ekuitas (contoh: saham). Jika penerbit 
obligasi melakukanwanprestasi, maka para investor pembeli obligasi dapat 
mengajukan gugatan perdata viaPengadilan Negeri atau mengajukan permohonan 
pailit via Pengadilan Niaga.Sebaliknya,para investor pembeli saham tidak bisa 
mengajukan permohonan pailit manakalapenerbitmelakukan wanprestasi atau 
gagal-bayar. 
Kondisi pasar uang dapat mempengaruhi pasar modal. Turunnya nilai tukar 
mata uang,turunnya cadangan devisa negara, inflasi yang tinggi dan likuiditas 
yang ketat, dapat berimbaspada turunnya harga-harga saham di pasar modal. 
Pasar uang dan pasar modal sama-samadapat dijadikan lahan berinvestasi bagi 
investor perorangan maupun perusahaan. 
Perbedaannya, instrumen pasar modal berjangka lebih dari satu tahun, 
sedangkan instrumenpasar uang berjangka kurang dari satu tahun. Di pasar uang 
ada instrumen bersifat simpananseperti tabungan dan sertifikat deposito. 
Instrumen ini tidak dijumpai di pasar modal, sebabinstrumen pasar modal hanya 
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bersifat ekuitas dan/atau utang. Instrumen keuangan yangbersifat simpanan, 
ekuitas atau utang, memiliki akibat hukum yang berbedabeda. 
Instrumensimpanan tersebut dijamin LPS, sehingga nasabah tidak akan 
kehilangan uang jika bank-nyabangkrut. 
Pasar keuangan dan pasar komoditi sama-sama mengenal adanya instrumen 
derivatif(turunan). Instrumen derivatif yang diperdagangkan di pasar modal 
merupakan turunan dariefek bersifat ekuitas dan/atau utang. Instrumen derivatif di 
pasar uang berasal dari turunanefek bersifat simpanan dan/ atau utang. Di sisi lain, 
instrumen derivatif yang dijual di pasarkomoditi semuanya merupakan turunan 
efek bersifat ekuitas dan utang. Transaksi di pasarkeuangan dan pasar komoditi 
sudah bisa dilakukan melalui internet (online trading), tanpawarkat (scriptless 
trading) dan dari jarak jauh (remotre trading). Setiap perusahaanmembutuhkan 
modal yang bisa didapatkan dengan berbagai cara seperti mengajukanpermohonan 
kredit bank, meminta pembiayaan barang modal ke perusahaan sewa guna 
usaha,meminta pembiayaan ke perusahaan modal ventura, mencari utang ke 
perorangan atauperusahaan lain, dll. Perusahaan yang sudah besar dapat mencari 
pinjaman dana publikdengan cara menerbitkan obligasi di pasar modal dan/atau 
menerbitkan surat berhargakomersial (commercial paper) di pasar uang.98 
Dalam penerbitan obligasi, tentunya ada pihak-pihak yang terkait dalam 
penerbitanobligasi tersebut. Pihak-pihak itu antara lain: 
 
1. Emiten 
Emiten merupakan pihak yang menjadi penerbit atau yang mengeluarkan 
obligasiuntuk dijual kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Pasar Modal 
pengertian Emitenadalah pihak yang melakukan penawaran umum. Kata “pihak” 
sendiri dalam Undang-Undang Pasar Modaldidefinisikan sebagai orang 
perseorangan, perusahaan, usaha bersama,asosiasi atau kelompok yang 
terorganisasi. Hal ini akan lebih jelas dengan melihat ketentuanlain dalam aturan 
pasar modal mengenai pengertian Emiten. Ketentuan tersebut adalahKeputusan 
Menkeu No. 1548. Dalam Pasal 1 butir 13 pada Keputusan Dari kedua definisi 
diatas, kita dapat melihat bahwa pengertian Emiten dalam undang-undang 
dikaitkan denganpenerbitan obligasi adalah sangat luas. Karena, dari definisi 
tersebut Emiten obligasi berartidapat berupa perseorangan, usaha bersama, 
perusahaan, asosiasi, atau kelompok yangterorganisasi. 
Pendefinisian dalam undang-undang tersebut di atas adalah dalam arti luas, 
karenaundang-undang tersebut dimaksudkan tidak hanya mengatur dan berlaku 
untuk obligasi saja,tetapi juga untuk mengatur dan berlaku bagi semua pihak 
yang terlibat dalam kancah pasarmodal. Dengan demikian, yang dapat bertindak 
sebagai Emiten obligasi adalah tidak semuayang disebutkan dalam pengertian 
“pihak” dalam definisi undang-undang di atas. Hal iniakan lebih jelas dengan 
melihat ketentuan lain dalam aturan pasar modal mengenaipengertian Emiten. 
Ketentuan tersebut adalah Keputusan Menkeu No. 1548. Dalam Pasal 1butir 13 
                                                 
98Cita Yustisia Serfiyani, “Kajian Hukum Penerbitan dan Penyelesaian Sengketa Obligasi Daerah”, Jurnal 
Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 2, Juni 2018, hal. 11.  
109 
 
pada Keputusan Menkeu memberikan definisi Emiten yaitu badan hukum 
yangmelakukan emisi atau bermaksud atau telah melakukan emisi. 
Dari definisi di atas dapat melihat secara lebih sempit lagi bahwa yang 
dapatmenerbitkan obligasi hanyalah badan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan 
kenyataan yangterjadi. Dalam praktek, emisi obligasi pada umumnya dan 
lazimnya adalah dilakukan olehsuatu badan hukum. Akan tetapi tidak semua 
badan hukum dapat dan boleh menerbitkanobligasi. Yang dimaksudkan sebagai 
badan hukum yang dapat menerbitkan obligasi di pasarmodal ialah badan hukum 
yang didirikan menurut hukum Indonesia. Selain itu, ada badanhukum tertentu 
yang karena sifatnya yang ditentukan oleh undang-undang tidakdimungkinkan 
untuk menerbitkan obligasi. Badan hukum tersebut misalnya dana pensiun. 
Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 
tentang DanaPensiun disebutkan bahwa dana pensiun merupakan suatu badan 
hukum (Pasal 1 angka 1).Larangan bagi dana pensiun untuk menerbitkan obligasi 
dapat dilihat dari ketentuan Pasal31 ayat (2) yaitu mengatakan bahwa dana 
pensiun tidak diperkenankan meminjam ataumengagunkan kekayaannya sebagai 
jaminan atas suatu pinjaman. Badan hukum yang dapatmenjadi penerbit obligasi 
ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu badanhukum publik dan 
badan hukum privat. 
 
2. Wali Amanat 
Dalam penerbitan obligasi dikenal lembaga Wali Amanat (trustee). 
Lembaga inimerupakan lembaga khusus yang harus ada dalam setiap penerbitan 
efek yang bersifathutang seperti obligasi. Wali Amanat merupakan pihak yang 
mewakili para pemegangobligasi dalam hubungannya dengan penerbitan obligasi 
yang bersangkutan. Wali Amanatdalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 
tentang Pasar Modal didefinisikan sebagaipihak yang mewakili kepentingan 
pemegang efek yang bersifat hutang. Pembahasanmengenai Wali Amanat akan 
dibahas lebih khusus dalam pembahasan selanjutnya. 
 
3. Penjamin Emisi Efek 
Penjamin emisi efek merupakan pihak yang juga memegang peranan sangat 
pentingdalam penerbitan obligasi. Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal memberikan pengertian penjamin 
emisi adalah pihak yang membuatkontrak dengan Emiten untuk melakukan 
penawaran umum bagi kepentingan Emitendengan atau tanpa kewajiban untuk 
membeli sisa efek yang tidak terjual. Dari ketentuan inidapat dilihat bahwa 
penjamin emisi efek merupakan pihak yang bertindak menjamin ataskeberhasilan 
penjualan obligasi. Jadi tugas utama penjamin emisi dalam penerbitan 
suatuobligasi adalah mengusahakan agar emisi dan penjualan obligasi oleh 
Emiten kepadamasyarakat dapat berjalan dengan lancar, dalam arti semuanya 
dapat terjual kepadamasyarakat. Selain itu dalam rangka penjaminan emisi ini, 
penjamin emisi efek dapat pulamenjamin kepada Emiten bahwa apabila obligasi 
yang ditawarkan tidak terjual habis, makapenjamin emisi menjamin akan 
membelinya sendiri obligasi yang tidak habis terjualtersebut. 
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Penjamin emisi efek merupakan salah satu jenis dari perusahaan efek. Dalam 
Pasal 1angka 21 Undang-Undang Pasar Modal memberi definisi perusahaan efek 
sebagai pihakyang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, 
perantara pedagang efek, danatau manajer investasi. Kemudian ditegaskan dalam 
Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang PasarModal bahwa yang dapat melakukan 
kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalahperseroan yang telah memperoleh 
izin usaha dari BAPEPAM-LK. Selanjutnya Pasal 32 ayat(1) Undang-Undang 
Pasar Modal menentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatansebagai Wakil 
Penjamin Emisi efek hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izindari 
BAPEPAM-LK. Dari kedua ketentuan ini kita mengetahui bahwa Penjamin 
Emisi Efekmerupaka perseroan terbatas yang memiliki izin sebagai suatu 
perusahaan efek di manauntuk melakukan kegiatannya perusahaan efek tersebut 
memiliki wakil penjamin emisi efek. 
Dalam praktek penerbitan obligasi biasanya penjaminan emisi dilakukan oleh 
lebihdari satu penjamin emisi. Dalam hal ini salah satu dari penjamin emisi ini 
akan bertindaksebagai penjamin pelaksana emisi (managing underwriter). 
Penjamin pelaksana emisi(managing underwriter) merupakan penjamin emisi 
yang bertanggung jawab ataumenyelenggarakan suatu penawaran umum. Jadi 
penjamin pelaksana efek ini yangmempersiapkan segala sesuatunya sehubungan 
dengan penerbitan obligasi termasukmempersiapkan prospektus dan sebagainya. 
 
4. Penanggung 
Dalam kerangka Undang-Undang Pasar Modal penanggung diatur secara 
khususseperti lembaga penunjang yang lain. Hal ini disebabkan keberadaan 
penanggung dalamsuatu emisi obligasi adalah bersifat fakultatif (tidak 
diharuskan ada). Namun demikiandalam Pasal 1 angka 36 Keputusan Menteri 
Keuangan No. 1548 yang dimaksud penanggungadalah pihak yang menanggung 
pembayaran kembali jumlah pokok dan/atau bunga emisiobligasi, atau sekuritas 
dalam hal Emiten cidera janji. Pada prinsipnya setiap orang ataulembaga dapat 
menjadi penanggung dalam penerbitan obligasi. Namun demikian, 
padaumumnya masyarakat hanya menerima penanggung yang kredibilitasnya 
memuaskan. 
Dalam praktek penanggung umumnya dilakukan oleh bank.Penanggung dalam 
penerbitanobligasi dapat lebih dari satu penanggung. Penanggungan yang 
demikian merupakan suatusindikasi. Dalam hal ini setiap penanggung 




Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
JabatanNotaris memberikan pengertian notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untukmembuat akta otentik dan kewenang lainnya sebagaimana yang 
dimaksud dalam UndangUndang ini. Notaris yang bermaksud 
melakukankegiatan sebagai profesi penunjang pasarmodal diwajibkan terlebih 
dahulu terdaftar di BAPEPAM-LK. Perlunya notaris dalamproses emisi obligasi 
adalah dalam rangka pembuatan perjanjian-perjanjian yang berkaitandengan 
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emisi obligasi, seperti misalnya perjanjian perwaliamanatan, perjanjian 
penjaminanemisi, perjanjian penanggungan dan sebagainya yang diwajibkan oleh 
UndangUndang PasarModal. 
 
6. Konsultan Hukum 
Konsultan hukum ialah ahli hukum yang membantu dalam aspek hukum 
Emiten yangakan melakukan emisi obligasi. Tugas konsultan hukum dalam 
ruang lingkup pasar modalsebenarnya sangat luas. Namun pada prakteknya, 
tugas konsultas hukum dalam proses emisihanya memberikan pendapat hukum 
(legal opinion) kepada pihak lain sehubungan dengansuatu emisi obligasi. 
Konsultan hukum dalam hal ini diperlukan dalam rangka melaksanakanasas 
keterbukaan. Konsultan hukum berfungsi meneliti dan melakukan pemeriksaan 
(duediligence) terhadap aspek-aspek hukum Emiten dan memberikan pendapat 
hukum (legalopinion) antara lain tentang keabsahan usaha Emiten, kepemilikan 
kekayaan Emiten, sertapenilaian perikatan Emiten dengan pihak ketiga. Pendapat 
hukum yang dibuat konsultanhukum merupakan salah satu dasar yang akan 




Akuntan yang dimaksudkan di sini ialah akuntan yang telah memperoleh 
izin dariMenteri dan terdaftar di BAPEPAM-LK. Akuntan dalam emisi obligasi 
bertugas antara lainmelakukan pemeriksaan secara umum atas laporan keuangan 
Emiten dan memberikanpendapat apakah posisi keuangan (neraca) dan hasil 
usaha (perhitungan laba rugi) sertaperubahan posisi keuangan perusahaan 
(laporan perubahan posisi keuangan) telah disajikansecara wajar sesuai dengan 
prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten.Laporan akuntan 




Penilai yang dimaksud di sini ialah suatu pihak yang memberikan penilaian 
atas asetperusahaan yang melakukan penawaran umum. Penilai di sini juga harus 
terlebih dahuluterdaftar di BAPEPAM-LK sebelum melakukan kegiatan sebagai 
salah satu profesipenunjang pasar modal. 
 
9. Lembaga Kriling 
Lembaga ini berfungsi menyelesaikan semua hak-hak dan kewajiban yang 
timbul daritransaksi di bursa efek. Lembaga Kliring dapat juga bertindak sebagai 
agen pembayaran atastransaksi jual beli obligasi. Umumnya yang ditunjuk 
sebagai lembaga kliring adalah bank. Iabertugas membayar bunga dan pinjaman 
poko atas obligasi, namun keterlibatan hanyasetelah obligasi masuk di bursa efek 
atau di pasar sekunder. 
 
10. Bursa Efek 
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Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 
dan/atausarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain 
dengan tujuanmemperdagangkan efek di antara mereka (Pasal 1 butir 4 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun1995 tentang Pasar Modal). Berdasarkan pembagian 
segmentasi perdagangan dengan BursaEfek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya 
(BES) lebih banyak memperdagangkan obligasi,saham juga diperdagangkan 
namun tidak banyak. 
 
11. Investor (Masyarakat Pemodal) 
Investor merupakan aktor utama yang berperan di dalam kegiatan pasar 
modal. Investor sebagai pihak yang menginvestasikan dananya di pasar modal, 
dengan caramembeli efek yang bersifat utang (obligasi) maupun efek yang 
bersifat ekuitas. Investoryang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah 
investor domestik dan asing, perorangandan institusi yang mempunyai 
karakteristik masing-masing. 
Demikianlah pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan obligasi. Kesemua 
pihak inisaling terkait dalam hal sebelum maupun sesudah diterbitkannya 
obligasi oleh Emiten.Masing-masing pihak memiliki peran yang sama 
pentingnya. Hal ini ditandai dalam setiappenerbitan obligasi ke semua pihak ini 





























INVESTASI DAN PEREKONOMIAN INDONESIA 
 
Tujuan Pembelajaran  
 
Setelah membaca materi ini, diharapkan mampu untuk : 
1. Memahami definisi, tujuan dan bentuk investasi 
2. Memahami lembaga keuangan dan investasi 
3. Memahami teori keynes dan investasi 
4. Memahami perhitungan investasi menjaga kestabilan perekonomian 
5. Memahami investasi dan permasalahannya di negara berkembang  
6. Memahami energi alternatif untuk investasi alternatif 
 
 
A. DEFINISI, TUJUAN DAN BENTUK INVESTASI 
 
Defenisi Investasi 
 Secara umum, pengertian dari investasi adalah penanaman aset atau dana 
yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu 
tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada 
banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah 
jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. investasi adalah salah satu cara 
dalam mengembangkan jumlah uang atau harta yang Anda miliki saat ini. 
Sederhananya, Anda bermaksud untuk memperoleh dana lebih dari keuntungan 
di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebut saja tujuan Anda adalah 
ingin membangun rumah, menyekolahkan anggota keluarga, atau membuka 
usaha. 
 Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi diartikan 
sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan 
memproleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang 
diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. 
Investasi berasal dari bahasa Inggris investment dari kata dasar invest yang 
berarti menanam, atau istathmara dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan 
berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah 
barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang 
dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau 
keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang 
relatif panjang. Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi 
adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan 
produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barangbarang 
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modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-
barang dan jasa di masa depan.99 
Definisi yang sama diungkapkan Kasmir dan Jakfar, dimana investasi dapat 
diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka 
waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang 
membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan.100 
Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini 
untuk konsumsi masa depan. Harapan pada keuntungan di masa datang 
merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan suatu investasi 
yang dilakukan.  
Menurut Sunariyah, Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau 
lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 
mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.101 
Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari 
satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh 
penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang.   
Dengan demikian, konsep dari pada investasi adalah :   
1. Menempatkan dana pada masa sekarang 
2. Jangka waktu tertentu 
3. Guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntugan) dikemudian hari. 
Hal ini  berarti dana yang seharusnya dapat di konsumsi, namun karena 
kegiatan investasi dana tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi 
keuntungan dimasa depan.  
Investasi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu :  
1. Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai 
kelayakaninvestasi digunakan pula konsep uang. 
2. Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk 
menilai kelayakan investasi digunkan konsep waktu (time value of money).  
3. Manfaat investasi, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat 
manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat 
(cost benefit ratio). 
Tujuan Investasi 
Menurut Irham Fahmi dan Yovi LH dalam bidang investasi kita perlu 
menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:  
1. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut. 
2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan.  
3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.  
4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.102 
                                                 
99Mudjiyono, “Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal 
Indonesia”, Jurnal STIE Semarang. Vol. 4 No. 2, 2012. hal. 2-3. 
100Elif Pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris, 
Economica: Jurnal Ekonomi Islam-Volume 8, Nomor 2, 2017, hal. 340. 
101Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2003), hal. 32. 
102Amalia Nuril Hidayati, “ Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam”. Jurnal Ekonomi 
Islam. Vol. 8, No. 2, 2017. hal. 228-230. 
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Dari tulisan para ahli, diperoleh informasi bahwa pada umumnya tujuan investasi 
adalah sebagai berikut:  
1. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain 
seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya.  
2. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan 
ekspansi, kepentingan sosial.  
3. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui pemilikan 
sebagian ekuitas perusahaan tersebut.  
4. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk 
produk yang dihasilkan. 
5. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis.  
6. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.103 
 
Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang 
memberi harapan menghasilkan keutungan yang akan datang. Artinya, 
pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan 
membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari 
pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. 
Harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi.104 
 
Bentuk Investasi 
1. Investasi menurut jenisnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu 
investasi pada aktiva riil atau langsung (direct investment) dan investasi 
pada aktiva finansial atau tidak langsung (indirect investment).  
a. Investasi langsung (aktiva riil)   
Adalah investasi pada asset atau faktor produksi untuk melakukan usaha 
(bisnis). Misalnya emas, intan, perak, perkebunan, rumah, tanah, toko, 
dan lainnya yangmana investasi ini dapat dilihat secara fisik dan dapat 
diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Investasi ini 
melahirkan dampak kebelakang berupa input usaha atau kedepan berupa 
output usaha yang merupakan input bagi usaha lain.  
b. Investasi tidak langsung (aktiva finansial)  
Adalah investasi bukan pada assset atau faktor produksi, tetapi pada 
asset keuangan (finansial assets), seperti deposito, surat berharga 
(sekuritas) seperti saham dan obligasi, commercial papper, reksadana, 
dan lain sebagainya. Investasi pada aktiva finansial ini bertujuan untuk 
mendapatkan manfaat dimasa depan yang disebut dengan istilah balas 
jasa investasi berupa deviden atau capital gain.  
 
Kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kelebihan 
dana tunai (Surplus Saving Unit) yang biasanya melalui lembaga keuangan, 
seperti lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, ataupun pasar uang. Kedua 
jenis investasi diatas (langsung dan tidak langsung) saling melengkapi, namun 
                                                 
103Mudjiyono, Op.Cit, hal. 4. 
104Pardiansyah, Op.Cit., hal. 341. 
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pada hakekatnya investasi tidak langsung, adalah turunan dari investasi langsung, 
sehingga laba atau balas jasa dari investasi finansial ini berasal dari kemampuan 
dan produktivitas investasi langsung. 
 
2. Investasi menurut karakteristik (sifat dan pelaku) dikelompokkan menjadi 
beberapa kelompok sebagai berikut :  
a. Investasi publik (investment public)  
Investasi publik adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau 
pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana (infrastruktur) 
guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi dalam bentuk seperti 
ini bersifat nirlaba atau non profit seperti pembangunan jalan tol dan 
jembatan, sekolah, taman, pasar serta sarana publik lainnya.  
Karena investasi ini dilakukan oleh negara, maka dana dan 
pembiayaannya dilakukan melalui APBN dan APBD. Disamping 
dilakukan oleh negara, investasi ini juga dilakukan oleh kelompok 
masyarakat melalui berbagai yayasan seperti di bidang pendidikan, 
agama, ketrampilan, budaya, pelestarian lingkungan, kesenian dan 
lainnya. 
b. Investasi swasta (private investment)  
Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh swasta dengan 
tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Investasi jenis ini 
dapat dilakukan oleh individu maupun corporate, seperti :  
- Usaha Mikro atau rumah tangga : biasanya belum punya badan 
hukum,serta skala usahanya relatif kecil, bergerak di industry dagang 
atau jasa. 
- Usaha Kecil dan Menengah : ada yang sudah berbadan usaha dan ada 
pula yang belum berbadan usaha, skala usaha mulai dari yang kecil 
hingga menengah baik dari segi omzet modal usaha maupun tenaga 
kerja, dengan bidang usaha industri dagang maupun jasa. 
- Usaha besar : baik berbentuk BUMN, BUMD, Investasi non fasilitas, 
PMDN, PMA. Keterlibatan BUMN dan BUMD dalam kegiatan 
investasi dengan motif. 
c. Kerjasama investasi pemerintah dengan swasta (public – private 
partnership)  
Adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam melakukan 
investasi untuk membangun prasarana dan sarana (infrastruktur) guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Proyek kerjasama ini dapat 
berupa pembangunan jalan tol, pasar, rumah sakit, dan sarana 
prasarana publik lainnya. Hal ini perlu dilakukan pemerintah karena 
beberapa alasan timbul sehingga pemerintah bekerjasama dengan 
swasta dalam hal investasi dan tentunya dengan kriteria tertentu yang 
sudah ditetapkan sehingga dapat memberikan dampak yang optimal 
bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Kerjasama investasi antara negara 
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atau daerah (pemerintah) dengan swasta ini lebih dikenal dengan 
sebutan penyertaan modal negara atau daerah.105 
 
 
B. LEMBAGA KEUANGAN DAN INVESTASI 
 
Definisi sistem keuangan berbeda-beda tergantung pada apa yang hendak 
ditekankan. Dari sudut moneter, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu 
sistem yang terdiri dari sistem moneter dan di luar sistem moneter. Sistem 
moneter terdiri dari otoritas moneter, yang mempunyai kemampuan untuk 
menciptakan uang primer, dan bank-bank pencipta uang giral, sedangkan 
lembaga-lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok di luar sistem 
moneter.106  
Lembaga Keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang 
memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana 
(lack of funds), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat 
(financial intermediary).107 
 
Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua 
badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan 
penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi 
perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan 
untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan 
pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga 
keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan 
kegiatan distribusi barang dan jasa.108 
Menurut Ahmad Rodoni, Lembaga keuangan (financial institution) merupakan 
suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-
asset keuangan (financial assets) maupun non-financial asset atau asset riil. 
Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dalam bidang 
keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat 
terutama guna membiayai investasi perusahaan. Definisi ini menunjukkan bahwa 
penyaluran dana dari lembaga keuangan lain relative lebih bersifat produktif 
karena lebih difokuskan untuk membiayai investasi perusahaan. Dengan kata lain 
penyaluran dana untuk kepentingan masyarakat yang bersifat individu tidak 
dianjurkan. 
 
Jenis-jenis lembaga keuangan lain menurut SK Mentri keuangan nomor 
38/MK/IV/1972 antara lain adalah :  
1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan 
                                                 
105Amalia Nuril Hidayati, Op. Cit. hal. 230-234. 
106Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjakto 1993:1-2, dikutip dalam Rachmadi Usman, Aspek-Aspek 
Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 21. 
107Sinungan, Uang dan Bank, (Jakarta:  Bina Aksara, 1987), hal. 111. 
108Lihat SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990. 
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Lembaga ini dapat memberi kredit kepada masyarakat. Lembaga-lembaga 
jenis ini misalnya: 
a. PT. Private Development Finance Company of Indonesia Ltd  
b. PT. Pembinaan Usaha Indonesia (PT. Bahana)  
2. Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat 
berharga/pembiayaan investasi. Lembaga ini tidak dibenarkan memberikan 
kredit, misalnya:  
a. PT. Indonesia Invesment Internasional (PT. Indovest)  
b. PT. Mwrchan Invesment Corporation (PT. Merincorp)  
c. PT. Inter Pacific Financial Corporation (PT. Inter Pacific) 
d. PT. Financial Corporation of Indonesia (Finconesia)  
e. PT. Multinational Finance Corporation (Multicor)  
3. Lembaga keuangan lainnya, misalnya :  
a. PT. Papan Sejarah, adalah perusahaan yang memberi kredit pembelian 
rumah tidak mewah dalam jangka menengah dan jangka panjang kepada 
masyarakat. Perusahaan ini berdiri sejak 15 Februari 1980.  
b. PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, adalah perusahaan yang 
bertujuan mengarahkan dana dan modal nasional bagi perkembangan 
ekonomi dan sebagai wadah bagi para pemegang saham Asean Finance 
Corporate Limited (AFC) di Indonesia. Saham-saham perusahaan ini 
dimiliki oleh bank-bank pemerintah dan juga oleh bank-bank swasta 
nasional dengan rasio yang sama.109 
 
Di Indonesia, topik investasi sudah diatur dalam Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK No. 13) Investasi adalah suatu aktiva yang 
digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accreation of wealth) 
melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang sewa), 
untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang 
berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. 
Investasi menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk perusahaan-
perusahaan yang dikelola Negara (BUMN). Investasi adalah aset yang 
dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan 
royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.   
Dalam hubungannya dengan pengelolaan, investasi dapat dibagi menjadi 
dua yaitu Investasi langsung (direct investment) dan investasi tidak langsung 
(indirect investment). Investasi Langsung (direct investment) adalah penanaman 
modal secara langsung dalam bentuk pendirian perusahaan yang pada awalnya 
dikelola sendiri oleh sipenanam modal tersebut, keuntungan dan kerugian 
ditanggung sendiri dan biasanya memerlukan waktu jangka  panjang, 
pengembalian modal dalam waktu tidak terbatas. Investasi tidak langsung 
(indirect investment) yaitu penanaman modal pada perusahaan lain yang sudah 
berdiri dengan cara pembelian saham perusahaan lain, dengan harapan untuk 
mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. 
                                                 
109Irsyad Lubis, Institusi Finansial, ( Medan: Usu Press, 2010), hal. 5-7. 
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Dilihat dari segi waktu (lamanya), investasi dapat diklasifikasikan menjadi 
dua golongan, yaitu Investasi jangka pendek dan Investasi jangka panjang. 
Golongan pertama, investasi jangka pendek yaitu investasi yang dapat segera 
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang dengan 
tujuan memberdayakan kas supaya mendapatkan keuntungan dari penjualan surat 
berharga dikumudian hari jika harga surat berharga yang dimiliki kursnya lebih 
tinggi dari pada kurs beli atau untuk mendapatkan capital gain dan juga agar 
tidak terjadi kas menganggur (idle cash). Sedang investasi jangka panjang adalah 
investasi selain investasi lancar yang kepemilikannya lebih dari periode 
akuntansi dan biasanya dimiliki lebih dari 5 tahun. Perusahaan melakukan 
investasi dengan alasan yang berbeda-beda.Bagi beberapa perusahaan, aktivitas 
investasi merupakan unsur penting dari operasi perusahaan, dan penilaian kinerja 
perusahaan mungkin sebagian besar, atau seluruhnya bergantung pada hasil yang 
dilaporkan mengenai aktivitas ini.  
Adapun jenis investasi yang terdapat di pasar modal yaitu sebagai berikut :  
1. Saham 
Investasi dalam bentuk saham, atau biasa disebut investasi saham 
merupakan pembelian atau penyertaan atau kepemilikan saham perusahaan lain 
dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan lainnya. Keuntungan diperoleh 
dari bagian dividen yang dibagikan sesuai dengan penyertaan modal atau bagian 
sahamnya. Keuntungan lainnya bisa berupa control management yaitu hak 
menentukan kebijakan atas perusahaan yang dibeli. Control management 
diperoleh jika kepemilikan saham mencapai jumlah mayoritas. Perusahaan yang 
melakukan investasi saham disebut perusahaan induk (parent company), 
sedangkan perusahaan yang mengeluarkan saham disebut perusahaan anak 
(subsidiary company). Hubungan keduanya biasa disebut perusahaan yang 
berafiliasi (parentsubsidiary affiliation). Perusahaan yang melakukan investasi 
dalam bentuk saham mempunyai maksud atau beberapa alasan, antara lain; untuk 
menebarkan resiko (risk spread), memperkokoh jaringan pasar, memperkuat 
distribusi, menjaga suplai bhan baku jika perusahaan yang dibeli merupakan 
penyuplai (suplier) bahan baku dan memperkuat manajemen, strategi ini berlaku 
untuk jenis saham biasa.   
2. Obligasi   
Obligasi adalah hutang/utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak 
surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar 
hutangnya disertai bunga (penerbit obligasi) dan pihak yang menerima 
pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta bunga (pemegang obligasi) 
yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva. Obligasi ketika pertama 
kali dijual dijual dengan nilai per value. Obligasi atau kalau dalam bahasa Inggris 
disebut bond merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh 
pemerintahpusat maupun daerah, BUMN, perusahaan swasta. Hal yang sangat 
berpengaruh di harga pasar obligasi itu perubahan suku bunga deposito, naik 
turunnya suku bunga akan berpengaruh terhadap harga pasar suatu obligasi. 
Hubungan harga pasar obligasi dengan suku bunga deposito mempunyai 
hubungan berbanding terbalik atau berkorelasi negative. Jadi kalau suku bunga 
deposito naik, harga obligasi akan turun. Sebaliknya, kalau suku bunga deposito 
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turun harga obligasi akan naik. Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan di 
Bursa Efek Indonesia saat ini adalah obligasi kupon (Coupon bond) dengan 
tingkat bunga tetap (fixed) selama masa berlaku obligasi.   
 
3. Reksadana   
Reksadana (mutual fund) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa 
pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana (disebut manajer 
investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar 
modal. 
 
C. TEORI KEYNES DAN INVESTASI  
Teori keynes   
John Maynard Keynes (1883-1946) merupakan seorang ahli ekonomi 
Inggris yang terkenal dengan teori “keynesian”-nya. Teori ini menjadi model 
ekonomi standar di negara-negara maju pada masa Great Depression (1929-
1930), Perang Dunia II (1939-1945), dan ekspansi ekonomi pasca perang (1945-
1973.110 
Keynes pertama kali mengemukkan Teori Keynesian secara resmi pada 
tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul “The General Theory of Employment, 
Interest and Money”. Buku ini mampu menjelaskan penyebab terjadinya depresi 
ekonomi besar-besaran yang tidak berhasil dijawab oleh metode klasik dan neo 
klasik.111 Pada intinya, teori Keynes mengatakan bahwa permintaan agregat-
diukur sebagai jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintah-
merupakan kekuatan pendorong terpenting dalam ekonomi.   
Teori keynes tidak menganalisa masalah-masalah negara terbelakang. 
Sebaliknya, teori ini dengan negara kapitalis maju. Namun dalam rangka 
mengetahui beberapa jauh keynes dapat diterapkan pada perekonomian negara 
terbelakang, pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu 
negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan 
yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada 
permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerja 
dan pendapatan.  Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan 
agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari 
permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung 
pada kecenderungan untuk konsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak mengikat 
secepat kenaikan pendapatan.  
Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat di jembatani oleh investasi. 
Jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan 
agregat akan turun, lebih rendah dari pada harga penawaran agregat. Akibatnya, 
pendapatan jadi perbedaan antara pekerja dan pendapatan ini sebagian besar akan 
tergantung pada investasi.Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal 
dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dan modal merupakan tingkat 
                                                 
110Gordon Fletcher, The Keynesian Revolution and Its Crtics: Issues of Theory and Policy for the Monetary 
Production Economy, (United Kigdom: Palgrave MacMillan,1989),  
111Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: PT  Raja Grafindo,2007), 
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hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bila mana harapan laba tinggi, 
pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku bunga, yang merupakan faktor 
lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat 
dinaikan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku 
bunga.  
Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerja, ini 
bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan untuk 
mengkonsumsi turun. Sebaliknya kecenderungan berkonsumsi dapat 
mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan kenaikan pada investasi. Kenaikan 
investasi menyebabkan naiknya pendapatan. Dan karena pendapatan meningkat, 
muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada 
gilirannya menyebabkan kenaikan berkutnya pada pendapatan dan pekerjaan. 
Prosens ini cenderung menggumpal (komulatif). Akibatnya kenaikan tertentu 
pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui 
kecenderungan berkomunikasi.112 
 
Tabungan, investasi dan tingkat suku bunga 
Menurut teori klasik dalam Nopirin, tabungan adalah fungsi dari tingkat 
bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka makin tinggi pula keinginan masyarakat 
untuk menabung. Artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan 
lebih terdorong untuk mengorbakan atau mengurangi pengeluaran untuk 
konsumsi guna menambah tabungan. Investasi juga tergantung atau merupakan 
fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk 
melakukan investasi juga makin kecil. Alasannya seorang pengusaha akan 
menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari 
investasi juga makin kecil. Keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih 
besar dari tingkat bunga yang harus dia  ayar untuk dana investasi tersebut, yang 
merupakan ongkos untu penggunaan dana (cost of capital). Makin rendah tingkat 
bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab 
biaya penggunaan dana juga makin kecil.113 
Menurut Keynes, menyadari bahwa berbagai faktor berpengaruh terhadap 
keputusan untuk mengkonsumsi dan menabung, Keynes mengatakan bahwa 
pendapatan merupakan faktor utama dalam jangka pendek. Kecenderungan untuk 
menabung marjinal (Marginal Propencity to Save /MPS) mengukur proporsi 
perubahan pendapatan disposabel yang akan digunakan untuk menabung, 
sehingga sebagian pendapatan disposabel yang tidak digunakan untuk konsumsi 
akan ditabung.114 
Menurut pandangan Keynes perbelanjaan agregat akan selalu mengalami 
perubahan dari satu periode ke periode lainnya  karena adanya perubahan dari 
komponen perbelanjaan agregat, terutama perubahan atau fluktuasi investasi. 
                                                 
112Ida Ardila, Teori Dan Konsep Investasi, (Yogyakarta: Investasi Mandiri, 2019), hal. 25-26. 
113Lumadya Adi dan Wiwik Budiarti, Pengaruh Tingkat Bunga dan Pendapatan Nasional Terhadap 
Tabungan di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Journal Ekonomi dan Bisnis, vol.19 No.2, Juni 2015, 
hal.94. 
114Eugene A.Diulio, Uang dan Bank, (Jakarta: Penerbit Erlangga,1993), 
 
Fluktuasi tingkat investasi ini akan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dan 
kesempatan kerja.    
 
 Perilaku masyarakat untuk menabung adalah berbeda dengan perilaku 
perusahaan untuk melakukan investasi. Artinya fung
dengan fungsi investasi, dimana besarnya tabungan ditentukan oleh tingkat 
pendapatan masyarakat atau ditulis sebagai:
 Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat maka semakin besar 
tingkat tabungan masya
mendapatkan keuntungan (return on invesment), dimana hal ini ditentukan oleh 
tingkat bunga sehingga fungsi investasi dapat ditulis sebagai: 
Sifat hubungan antara besarnya investasi yang 
bunga dikenal sebagai konsep ‘efisiensi marginal dari investasi’ atau ‘Marginal 
Efficiency of Investment (MEI)’. Kondisi yang diasumsikan dapat terjadi pada 
perilaku investasi berdasarkan konsep ini adalah:
1. Bila efisiensi MEI 
berlaku secara riil (MEI > R) maka investasi akan dilakukan.
2. Bila MEI yang diharapkan lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku 
secara riil (MEI < R) maka investasi tidak akan dilakukan
3. Bila MEI dihar
(MEI=R) maka keputusan untuk melakukan investasi dipengaruhi oleh 
faktor–faktor lain selain tingkat suku bunga.  
 Dari Gambar 1 dapat diterangkan bahwa terdapat hubungan yang 
berbalikan  (negatif) diantara tingkat bunga dengan dengan tingkat investasi yang 
akan dilakukan pada periode tertentu. Dengan kata lain, tingkat bunga yang 
tinggi akan mengurangi investasi, dan sebaliknya semakin rendah tingkat bunga, 
semakin besar investasi. Teori investasi K
MEI digambarkan sebagai berikut:
Hubungan antara Investasi dan Tingkat Bunga (Keynes)
 Pada kurva MEI0 yang merupakan efisiensi marginal dari investasi pada 
mulanya, dimana apabila ada kenaikan tingkat bunga dari R
menurunkan investasi dari I
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si tabungan adalah berbeda 
 
S = f ( Y ) 
rakat. Sedangkan investasi ditentukan oleh prospek untuk 
 
I = f ( R ) 
akan dilakukan dengan tingkat 
 
yang diharapkan lebih besar dari tingkat bunga yang 
. 
apkan sama dengan tingkat bunga yang berlaku secara riil 
 












 Kurva MEI0 dimungkinkan untuk bergeser ke sebelah kanan menjadi kurva 




D. PERHITUNGAN INVESTASI MENJAGA KESTABILAN 
PEREKONOMIAN 
 
Indonesia merupakan negara berkembang di Asia Tenggara tentunya 
Indonesia masih memiliki banyak masalah seperti yang di alami oleh negara 
berkembang lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut Indonesia harus 
berupaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negaranegara 
maju. Salah satunya adalah memanfaatkan dana yang besar untuk pembangunan 
nasional dan juga pemerintah harus mengundang pembiayaan luar negeri yaitu 
penanaman modal asing.  
Penanaman modal asing merupakan suatu investasi jangka panjang bagi 
negara yang sedang berkembang, kedatangan penanaman modal asing dapat 
membantu pembangunan ekonomi dalam hal pembangunan modal, menciptakan 
lapangan pekerjaan maka akan tergarap sumber-sumber baru. Pemerintah sangat 
memberi perhatian pada FDI karena aliran investasi yang masuk dan keluar dari 
negara mereka menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan 
kesejahteraan investor dalam bentuk finansial. Perencanaaan pembangunan 
ekonomi di suatu negara memerlukan berbagai macam indikator ekonomi. Salah 
satu indikator alat ukur untuk mengtahui kondisi ekonomi suatu negara dan dan 
sangat dibutuhkan dalam ekonomi makro adalah produk domestik bruto.   
Negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional riilnya 
naik setiap periode sebelumya. Tingkat pertumbuhan PDB yang baik akan 
memberikan efek yang positif bagi masuknya investasi di suatu negara karena 
akan menarik para investor untuk berinvestasi di negara tersebut. Semakin tinggi 
pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin besar bagian dari pendapatan yang 
ingin ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. 
Nilai tukar juga dianggap penting dalam menentukan FDI di suatu negara. 
Sebagaimana negara-negara lainnya, tujuan dari kebijakan nilai tukar di 
Indonesia adalah menunjang keefektivitas kebijakan moneter dalam rangka 
memelihara kestabilan harga. Mankiw mengatakan bahwa ada hubungan antara 
investasi asing bersih dan nilai tukar. Dalam perekonomian terbuka, 
dikemukakan bahwa kenaikan dalam permintaan investasi asing bersih 
menyebabkan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing 
mengalami apresiasi. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan dalam 
investasi yang masuk berarti terjadi peningkatan permintaan terhadap mata uang 
domestik.115 
Tingkat investasi di Indonesia mempunyai hubungan yang positif dan 
signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Nilai koefisien inflasi sebesar 0.172131 
yang mempunyai arti bahwa setiap peningkatan investasi sebesar 1% maka akan 
                                                 
115Maya Malisa dan Fakhruddin, “Analisis Investasi Langsung di Indonesia”, Jurnal Imiah Mahasiswa 
(IJM). Vol.2 No. 1 Februari 2017, hal. 117.  
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menaikkan Nilai Tukar Rupiah pada Dollar Amerika sebanyak 0.172131 %. 
Dapat dilihat dari hasil uji t tingkat investasi berpengaruh positif terhadap Nilai 
Tukar Rupiah pada Dollar Amerika. Maka secara teoritis hubungan pergerakan 
tingkat investasi dengan pergerakan Nilai Tukar Rupiah pada Dollar Amerika 
tersebut sejalan. Artinya apabila tingkat investasi mengalami kenaikan maka 
mata uang mengalami kenaikan juga. Temuan ini sejalan dengan penelitian 
Istiqomah yang juga mendapatkan hasil penelitian investasi memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah.116 
 
1. Produk Domestik Bruto  
Produk Domestik Bruto merupakan indikator ekonomi untuk mengukur 
total nilai produk dan barang jasa akhir dalam suatu perekonomian. Selain itu, 
PDB juga mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua 
orang dalam perekonomian dan total dalam pembelanjaan negara untuk membeli 
barang dan jasa hasil dari perekonomian. Alasan PDB melakukan pengukuran 
total pendapatan dan pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara 
keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran. Menurut Mankiw, 
komponen PDB ialahkonsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah 
tangga; investasi adalah pembelian yang nantinya akan digunakan untuk 
memproduksi lebih banyak barang dan jasa; belanja pemerintah mencakup upah 
pekerja pemerintah dan pembelanjaan untuk kepentingan umum; dan ekspor 
netonsama dengan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing (ekspor) 
dikurangi pembelian produk luarnegeri oleh warga negara (impor).  
2. Suku Bunga  
Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaaan dana investasi 
(Loanable funds). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam 
menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. 
3. Nilai Tukar  
Nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negera lain. Jadi 
nilai tukar rupiah merupakan nilai mata uang yang ditransformasikan ke dalam 
mata uang negara lain. Sementara itu Mankiw membedakan antara dua nilai 
tukar yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Menurut Madura ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi keseimbangan nilai tukar yaitu tingkat inflasi, tingkat 
suku bunga, tingkat pendapatan, peraturan pemerintah dan pengharapan atau 
ekspektasi. Kurs inilah sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas 
di pasar saham maupun pasar uang karena investor cenderung akan berhati-hati 
untuk melakukan investasi. Menurunnya kurs mata uang asing khususnya Dolar 
AS memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. 
 
Investasi lazimnya disebut dengan istilah penanaman modal atau 
pembentukan modal. Sukirno mengartikan investasi sebagai pengeluaran atau 
pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-
barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 
                                                 
116Dwi Wulandari dan Praticia Intan Karonesia, “Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap Nilai Tukar 
Rupiah di Indonesia Tahun 2003-2019”. Jurnal Pendidikan Ekonomi, hal.  9. 
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kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam 
perekonomian. Penanaman modal asing sangatlah dibutuhkan bagi sebuah 
wilayah guna menunjang kegiatan-kegiatan dan menumbuhkan sektor-sektor 
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Investor sebagai pelaku yang melakukan 
penanaman modal akan berinvestasi apabila sebuah wilayah memiliki sumber 
daya yang pasti seperti tersedianya jaringan listrik, prasarana infrastruktur dan 
lain-lain.  
Hasil estimasi regresi di atas menunjukkan penanaman modal asing akan 
terjadi akibat faktor produk domestik bruto, suku bunga dan nilai tukar. Ketiga 
faktor ini menjadi kunci penting dalam peningkatan penanaman modal asing 
terutama suku bunga riil. Pengaruh suku bunga riil menunjukkan hasil yang 
signifikan (p-value 0,012 > 0.05) terhadap penanaman modal asing. Apabila suku 
bunga riil naik sebesar 1 persen, maka penanaman modal asing akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,64 persen. Meskipun perubahan suku bunga riil dapat 
mempengaruhi investasi, ada risiko yang harus dibebani yakni pengembalian 
nilai dengan sejumlah bunga yang diberikan (penanaman/investasi uang bukan 
fisik). Kesanggupan pengembalian sejumlah bunga tergantung pada roda 
perekonomian.  
Dalam hal ini perekonomian yang digunakan adalah produk domestik bruto 
sebagai tolak ukur sehat atau tidaknya perekonomian. Bila produk domestik 
bruto meningkat maka pertumbuhan ekonomi meningkat dan penanaman modal 
asing akan bertambah. Hasil menunjukkan koefisien produk domestik bruto 
(positif signifikan) terhadap penanaman modal asing sesuai dengan hipotesis 
pertama. Kenaikan PDB akan menjadi sinyal kuat bagi investor untuk melakukan 
penamaman modal akan tetapi penanaman modal berupa investasi dengan 
maksud tujuan awal ialah pegembalian cepat akibat tingginya pertumbuhan 
ekonomi. 
 
E. INVESTASI DAN PERMASALAHANNYA DI NEGARA 
BERKEMBANG 
 
Menurut Sukirno, penanaman modal mempunyai kedudukan istimewa 
dalam pembangunan, keyakinan ini didasarkan pada kesanggupan modal 
menciptakan faktor-faktor lain yang penting artinya dalam pembangunan seperti 
administrasi pemerintah yang efisien, modernisasi sektor industri, dan 
pengembangan sektor pertanian yang memerlukan tenaga administratif, berbagai 
jenis tenaga ahli, entrepreneur, dan pengembangan berbagai jenis prasarana. 
Dana investasi ini kemudian akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan 
dan untuk mensejahterakan masyarakat. Setiap negara terutama negara 
berkembang seperti Indonesia selalu berusaha menciptakan gairah investasi di 
negaranya, supaya para investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Upaya 
yang diciptakan pemerintah dalam membentuk iklim yang menggairahkan 
investasi salah satunya dengan menerapkan berbagai peraturan mengenai 
investasi, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, tentang 
Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Nomor 6 tahun 1968 tentang 
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 1994 melalui PP Nomor. 
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30, pemerintah mulai memperbolehkan investasi di kuasai oleh 95% Penanaman 
Modal Asing (PMA).  
Secara garis besar ada dua sentimen utama yang menjadi penyebab investor 
global lari dari pasar negara-negara berkembang.Pertama, kenaikan suku bunga 
Amerika Serikat yang tahun ini diperkirakan lebih agresif dibandingkan dengan 
ekspektasi awal, ditopang oleh kondisi ekonomi yang lebih baik dan inflasi yang 
meningkat. Imbal hasil US Treasury yang sempat menembus level psikologis 3% 
dan menguatnya dollar AS karena dipicu oleh policy divergence The Fed dan 
ECB mengurangi selera investor untuk berinvestasi pada aset negara berkembang 
seperti Indonesia. Faktor keduaadalah berlarut-larutnya negosiasi perdagangan 
antara AS dengan mitramitranya, terutama China. Semakin mendekatnya tenggat 
waktu implementasi tarif, investor global semakin  resah. Akhirnya pada awal 
Juli AS benar-benar mengimplementasikan pengenaan tarif atas US$34 miliar 
produk impor China, yang lalu dibalas oleh China dengan tindakan yang sama. 
Permasalahan terbesar untuk investasi di pasar negara berkembang adalah 
ketidakpastian kondisi politik. Namun, banyak di antara negara tersebut segera 
memperbaikinya. Lambat laun risiko investasi di negara berkembang terus 
menurun. Sementara risiko investasi di negara maju kian meningkat seiring krisis 
global. Ada tiga indikator yang memperlihatkan bahwa risiko negara maju lebih 
tinggi dibandingkan negara berkembang yaitu :  
1. Saat ini debt to GDP (Growth Domestic Product) negara-negara maju 
semakin tinggi, bahkan rata-rata telah di atas 50%. Bandingkan dengan debt 
to GDP di negara-negara berkembang yang rata-rata masih di bawah 50%. 
2. Income growth negara-negara berkembang lebih tinggi dibanding negara-
negara maju.  
3. Transaksi antara sesama negara berkembang saat ini lebih tinggi dibanding 
transaksi antara negara berkembang dengan negara maju. 
 
F. ENERGI ALTERNATIF UNTUK INVESTASI ALTERNATIF  
 
Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua energi yang 
dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar internasional 
tanpa akibat yangtidak diharapkan dari hal tersebut. Umumnya, istilah ini 
digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidro karbon yang 
mengakibatkan kerusaan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi, 
yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global berdasarkan 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Selama beberapa tahun, apa yang 
sebenarnya dimaksud sebagai energi alternatif telah berubah akibat banyaknya 
pilihan energi yang bisa dipilih yang tujuan yang berbeda dalam penggunaannya. 
Istilah "Alternatif" merujuk kepada suatu teknologi selain teknologi yang 
digunakan pada bahan bakar fosil untuk  menghasilkan energi. Teknologi 
alternatif yang digunakan untuk menghasilkan energi dengan mengatasi masalah 
dan tidak menghasilkan masalah seperti penggunaan bahan bakar fosil.  
Oxford Dictionary mendefinisikan energi alternatif sebagai energi yang 
digunakan bertujuan untuk menghentikan penggunaan sumber daya alam atau 
pengrusakan lingkungan. Ada banyak kontroversi tentang istilah ini dan bahkan 
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saat ini definisi sumber energi alternatif sering dihubungkan dengan dua 
pendapat yang berbeda. Misalnya energi nuklir dianggap oleh beberapa pihak 
sebagai sumber energi alternatif sementara pihak lainnya mengatakan bahwa 
hanya sumbersumber energi terbarukan yang nyata-nyata merupakan sumber 
energi alternatif. Situasi yang sama terjadi pada tenaga air karena beberapa pihak 
berfikir bahwa tenaga air merupakan sumber energi tradisional yang sama 
dengan bahan bakar fosil. Untuk keluar dari kontroversi, sedapat mungkin ita 
menyebutkan kata energi alternatif untuk sumber energi alternatif yang paling 
umum yaitu energi surya, energi angin energi panas bumi.  
 
Sejarah Energi Alternatif  
Dalam sejarahnya, transisi penggunaan energi alternatif berdasarkan faktor 
ekonomi, hadirnya suatu sumber energi baru bertujuan untuk menggantikan 
sumber energi yang lama yang semakin langka dan mahal, tidak ekonomis lagi, 
atau tidak dapat diakses lagi.  
1. Batu bara sebagai alternatifkayu  
Berdasarkan catatan Norman F. Cantor, Eropa telah hidup di abad 
pertengahan dengan hutan yang sangat lebat. Setelah tahun 1200 an, bangsa 
Eropa menjadi sangat terlatih dalam melakukan deforestasi dan pada tahun 
1500 an mereka kehabisan kayu untuk pemanas ruangan dan memasak. Di 
masa tersebut, Eropa berada di ujung ketersediaan bahan bakar dan bencana 
nutrisi, hingga ditemukannya batu bara lunak dan pertanian kentang dan 
jagung menyelamatkan mereka dari bencana kelaparan.  
2. Bahan bakar minyak sebagai aternatif minyak ikan paus  
Minyak ikan paus adalah bahan bakar dominan di awal abad ke 19, namun 
di pertengahan abad, stok ikan paus berkurang dan harga minyak ikan paus 
meningkat tajam dan tidak dapat bersaing dengan sumber bahan bakar 
minyak yang murah dari Pennsy lvania yang baru saja dikembangkan pada 
tahun 1859.  
3. Alkohol sebagai alternatif bahan bakar fosil  
Pada tahun 1917, Alexander Graham Bell mengusulkan etanol dari jagung 
dan bahan pangan lainnya sebagai bahan bakar pengganti batu bara dan 
minyak dan menyatakan bahwa dunia dekat dengan masa di mana kedua 
jenis bahan bakar tersebut akan segera habis. Sejak tahun 1970, Brazil telah 
memiliki program bahan bakar etanol yang menjadikan negara tersebut 
penghasil etanol kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan 
eksportir terbesar dunia. Program etanol Brazil menggunakan peralatan 
modern dan bahan baku tebuyang murah sebagai bahan baku, dan residu 
yang dihasilkan dari proses tersebut digunakan sebagai sumber energi untuk 
proses berikutnya. Saat ini tidak ada lagi kendaraan pribadi diBrazil yang 
dijalankan dengan bensin murni. Di akhir tahun 2008 Brazil telah 
memilikisedikitnya 35.000 stasiun pengisian bahan bakar dengan sedikitnya 
satu pompa etanol. Etanol selulosit dapat diproduksi dari berbagai macam 
bahan pangan, dan melibatkan penggunaan seluruh bagian hasil pertanian. 
Pendekatan baru ini meningkatkan hasil etanol yang diproduksi dan 
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mengurangi emisi karbon karena jumlah energi pertanian yangdigunakan 
sama untuk sejumlah etanol yang lebih tinggi.  
4. Gasifikasi batu bara sebagai alternatif bahan bakar minyak yang mahal  
Pada tahun 1970, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter 
mengusulkangasifikasi batu bara sebagai alternatif bahan bakar minyak 
yang mahal yang sebagian besardiimpor. Program ini, termasuk Synthetic 
Fuels Corporation, terbengkalai ketika harga bahan bakar minyak turun 
pada tahun 1980an.  
5. Energi terbarukan sebagai alternatif energi tak terbarukan  
Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber alami, seperti 
cahaya matahari, angin, hujan, arus pasang surut, dan panas bumi, yang 
terbarui atau secara alami dapat muncul kembali setelah dipergunakan. 
Ketika dibandingkan dengan proses produksi energinya, terdapat perbedaan 
mendasar antara energi terbarukan dengan bahan bakar fosil. Proses 
produksi bahan bakar fosil sulit dan membutuhkan proses dengan peralatan, 
proses fisik dan kimia yang rumit. Di lain hal, energi alternatif dapat 
diproduksi dengan peralatan dasar dan proses alam yang sangat mendasar. 
Sumber Energi Alternatif 
Sumber-sumber energi yang umum digunakan manusia bisa digolongkan 
berdasarkan bentuk energinya, misalnya bentuk energi angin adalah kinetik, 
bentuk energi air adala h potensial, dan bentuk energi matahari adalah internal. 
Energi angin dan air berpindah melalui kerja, sedangkan energi matahari 
berpindah melalui perpindahan panas. Bahan bakar fosil (minyak, gas, dan batu 
bara) yang saat ini merupakan energi dominan di dunia juga tergolongdalam 
bentuk energi internal.  
Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan merupakan 
sumber energi tradisional (yaitu bahan bakar fosil seperti batubara, minyak dan 
gas alam). Beberapa kamus misalnya kamus Oxford menempatkan sumber energi 
alternatif berkorelasi dengan lingkungan dan menyatakan bahwa istilah sumber 
energi alternatif mengacu pada sumber energi yang tidak merugikan lingkungan. 
Ada banyak kontroversi tentang istilah ini dan bahkan saat ini definisi sumber 
energi alternatif sering dihubungkan dengan dua pendapat yang berbeda. 
Misalnya energi nuklir dianggap oleh beberapa pihak sebagai sumber energi 
alternatif sementara pihak lainnya mengatakan bahwa hanya sumber-sumber 
energi terbarukan yang nyata-nyata merupakan sumber energi alternatif. Energi 
surya yang berasal dari matahari adalah sumber energi paling berlimpah yang 
tersedia di planet kita. Industri tenaga surya masih tergantung pada subsidi dan 
pemanfaatan energi surya masih memiliki masalah intermitten (karena matahari 
tidak bersinar sepanjanghari). Namun mengingat potensi, pendanaan, dan 
banyaknya penelitian mengenai energi surya, cukup realistis untuk mengatakan 







Macam-Macam Sumber Energi  
1. Energi Matahari  
 
Matahari merupakan sumber energi yang tak habis-habisnya. Hidup kita di 
dunia ini hampir sepenuhnya berkat energi matahari, karena apa yang kita makan 
itu sebenarnya energinya berasal dari Matahari yang tersimpan dalam tumbuhan 
maupun hewan. Selain itu, berbagai jenis energi baik yang terbarukan maupun 
tak-terbarukan merupakan bentuk turunan dari energi matahari, baik secara 
langsung maupun tidak langsung.  
 
2. Energi Panas Bumi 
Energi geothermal atau energi panas bumi adalah energi yang berasal dari 
inti bumi. Inti bumi merupakan bahan yang terdiri atas berbagai jenis logam dan 
batu yang berbentuk cair, yang memiliki suhu tinggi. Energi ini dapat digunakan 
untuk menghasilkan listrik sebagai salah satu bentuk dari energi terbaharui, tetapi 
karena panas di suatu lokasi dapat habis. Magma adalah batuan cair/panas bumi 
yang terdapat di dalam/kerak bumi. Karena pengaruh geseran kulit bumi atau 
karena tekanan, magma dapat merembes ke permukaan bumi dan disebut lava. 
Lava inilah yang membentuk gunung-gunung di permukaan bumi. Gunung berapi 
menunjukkan bahwa ada hubungan aktif antara mulut gunung dengan magma, 
demikian jugaadanya sumber-sumber air panas, menunjukkan adanya akuifer 
(kubangan air) yang terkena panas dari magma. Selanjutnya, apabila dilakukan 
pengeboran, maka akan terjadi semburan yang berupa gas atau uap air panas atau 
air panas. Yang paling menguntungkan adalah bilasemburan itu mengeluarkan 
uap air panas, sehingga dapat langsung dimanfaatkan untuk memutar turbin uap 
yang kemudian dikaitkan dengan generator pembangkit listrik dan akan diperoleh 
energi listrik untuk berbagai keperluan.  
3. Energi Angin  
Angin adalah udara yang bergerak dan berpindah tempat. Penggerakan 
udara itu disebabkan oleh perbedaan suhu. Perbedaan suhu disebabkan oleh 
perbedaan daya serap panas di permukaan bumi. Jadi, selama matahari masih 
memancarkan sinarnya ke bumi dan di bumi terdapat daratan dan lautan, maka 
akan terjadi perbedaan suhu dan menyebabkan terjadinya angin. Pemanfaatan 
teknologi energi angin sebagai salah satu sumber energi yang dapatdiperbarui 
juga sudah dilakukan di Indonesia. Tetapi energi listrik yang dihasilkan dari 
angin masih relatif kecil kapsitasnya. Sehingga umumnya teknologi ini hanya 
diterapkan di daerahterpencil atau di pedesaan yang belum terjangkau aliran 
listrik PLN. Prinsipnya sangat sederhana, yaitu angin ditangkap oleh baling-
baling atau katakanlah rotor bersayap. Energi putaran (energi mekanis) 
diteruskan untuk memutar generator pembangkit listrik. Ukurange nerator yang 
dipasang tentu saja harus disesuaikan dengan kapasitas angin dan 
rotornya.Pengubahan energi angin menjadi energi listrik ini sangat 
menguntungkan untuk tempattempat yang memang terdapat angin banyak. 
Memang tidak semua tempat menguntungkanuntuk dibangun PLTA (Pembangkit 
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Listrik Tenaga Angin), tapi sumber energi itu tersediasecara bebas, dan angin 
akan tetap bertiup sepanjang zaman.  
 
4. Energi Air  
Energi air dapat digunakan dalam bentuk gerak atau perbedaan suhu. 
Karena air ribuan kali lebih berat dari udara, maka aliran air yang pelan pun 
dapat menghasilkan sejumlah energi yang besar. Tenaga air yang memanfaatkan 
gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah 
dam tersebut terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang-lubang tersebut 
terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi 
energi mekanik yang dapat menggerakan generator listrik. Energi listrik yang 
berasal dari energi kinetik air disebut " hydroelectric ". Hydroelectric ini 
menyumbang sekitar715.000 MW atau sekitar 19% kebutuhan listrik dunia. 
Selain sebagai PLTA, air juga bermanfaan untuk sarana transportasi, sarana 
wisata atau rekreasi, dan sarana irigasi atau pengairan.  
 
5. Energi Laut  
Laut memiliki potensi yang besar, yaitu ikan, tanaman laut, harta karun, 
dan masih banyak lagi. Prinsip sederhana dari pemanfaatan bentuk energi laut 
adalah memakai energi kinetik untuk memutar turbin yang selanjutnya 
menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik.  
 
6. Energi Biogas  
Biogas merupakan gas campuran metana (CH4), karbon dioksida (CO2) 
dan gas lainnya yang didapat dari hasil penguraian material organik seperti 
kotoran hewan, kotoran manusia, dan tumbuhan oleh bakteri pengurai metanogen 
pada sebuah biodigester. Cara membuat biogas yaitu bahan dasar proses 
pembusukan atau penguraian (sisa-sisa jasad hidup, misalnya sampah pertanian 
seperti batang pohon jagung, jerami, sisa ampas kelapa, enceng gondok,akasia, 
dan sebagainya) dicampur dengan bahan yang mengandung bakteri pengurai ( 
misalnya kotoran kerbau atau sapi ). Proses penguraian berjalan optimal pada 
temperatur 35-37º C. Adonan itu tidak boleh terlalu asam, tetapi harus netral. 
Prosesnya harus dilakukan dalam keadaan tertutup rapat dan tidak boleh 
kemasukan udara. Adonan tadi ditaruh dalam suatu bejana dan diletakkan dalam 
tanah. Untuk menghilangkan bau gas dan untuk menaikkan mutu gas, maka 
biogas dicuci dengan jalan mengalirkannya melalui air yang dibubuhi sedikit 
kapur. Dengan pencucian ini bau gas yang tidak enak menjadi hilang dan gas 
karbondioksida dapat diserap oleh airsehingga biogas yang diperoleh dapat 
dibakar dengan hasil panas yang tinggi. Biogas kemudian ditampung dalam 
tangki penampungan gas dan dapat dialirkan ke rumah untuk memasak, untuk 
pabrik tahu, atau untuk keperluan lain.  
7. Energi Biomassa  
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Biomassa adalah segala jasad makhluk hidup yang digunakan untuk 
menghasilkan energi bila dibakar, yaitu berupa sampah-sampah organik sebagai 
sisa-sisa produksi pertanian. Biomassa yang berupa sampah atau sisa-sisa yang 
tidak berharga dapat digunakan sebagai sumber energi karena ia masih 
menyimpan energi matahari. Biomassa yang dapat dipakai sebagai bahan bakar 
itu tidak selalu berupa sampah, kadang-kadang berupa tanaman yang cepat 
tumbuh seperti angsana, akasia, dan sebagainya dapat digunakan sebagai bahan 
bakar secara ekonomis, atau sebagai sumber energi yang murah. Pengambilan 
energi dari biomassa prinsipnya adalah membakar biomassa itu dalamtungku 
pembakar. Panas yang timbul digunakan untuk mendidihkan air, dan air 
mendidih itu timbul uap yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin uap. 
Selanjutnya turbin uap inidapat menggerakkan generator listrik. Energi listrik 
dapat didistribusikan untuk berbagaimacam keperluan. Hambatan dalam 
pembuatan biomassa adalah seluruh biomass harus melalui beberapa proses, 
yaitu harus dikembangkan, dikumpulkan, dikeringkan, difermentasi,dan dibakar. 
Seluruh langkah ini membutuhkan banyak sumber daya dan infrastruktur.  
 
8. Energi Biodiesel  
Biodiesel merupakan bahan cair yang diformulasikan khusus untuk mesin 
diesel yang terbuat dari minyak nabati (bio-oil). Pemakaiannya tidak 
memerlukan modifikasi mesindieselnya. Dengan komposisi campuran 5-20%, 
berbagai kendaraan mulai dari truk, bus,traktor, hingga mesin-mesin industri 
dapat menggunakan biodiesel ini. Biodiesel dapatdihasilkan dari tanaman yang 
mengandung asam lemak seperti kelapa sawit, jarak pagar, kelapa, sirsak, 
srikaya, dan kapuk. Biodiesel selain ramah lingkungan, harganya juga 
sangatmurah. Biodiesel diprediksi dapat menggantikan posisi minyak bumi yang 
harganya mahal dan semakin langka.  
 
9. Energi Zat Radioaktif   
Zat radioaktif dapat memancarkan sinar α (alpha) yang bermuatan listrik 
positif, sinar β (beta) yang bermuatan listrik negatif, dan sinar γ (gamma)  yang 
tidak bermuatan listrik. Sinar γ (gamma) inilah yang sangat berbahaya karena 
dapat menembus apa saja yang menghalanginya. Molekul-molekul yang netral 
dapat berubah menjadi ion-ion yang bermuatan listrik bila terkena sinar ini. Sinar 
γ inilah yang dapat mengubah susunan gen atau kromosom dalam inti sel 
sehingga kekurangannya dapat bervariasi, yaitu ada yang mati, adayang cacat, 
dan ada yang mempunyai sifat menguntungkan seperti buahnya lebat, umurnya 
singkat, dan sebagainya. Manusia memanfaatkan sinar ini untuk pertanian dan 
peternakan. Disamping itu, zat-zat radioaktif dapat bersifat sebagai tracer 
(penelusur), misalnya tempat sakit, kebocoran waduk, dan sebagainya. 
 
Hasil analisis SWOT terhadap enam sumber energi alternatif, 
menempatkan industri batubara cair dan biomassa berada pada kuadran I (produk 
unggul, baik dari sisi internal maupun eksternal), energi surya dan angin pada 
kuadran II (ada peluang eksternal namun secara internal lemah), panas bumi pada 
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kuadran III (produk unggul karena secara internal kuat), dan energi air pada 
kuadran IV (posisi internal dan eksternal lemah). Strategi yang diperlukan untuk 
batubara cair dan biomassa adalah strategi SO yang agresif yakni: peningkatan 
skala investasi, membangun sentra usaha pendukung dalam suatu sistem klaster, 
mempertahankan penguasaan pasar, dan meningkatkan peranan daerah. Untuk 
sumber energi surya dan angin diperlukan strategi WO yang mengatasi faktor 
internal melalui : peningkatan ketrampilan SDM, kebijakan investasi penanaman 
modal, penguatan dan pembukaan pasar produk baru, dan subsidi harga, 
sementara untuk panas bumi diperlukan strategi ST untuk memperbaiki iklim 
usaha. Hasil analisis pengembangan investasi industri energi terbarukan 
menggunakan AHP merekomendasikan prioritas strategi pengembangan industri 
energi terbarukan berturut-turut adalah: pengembangan kerja sama pasar, 
penyediaan infrastruktur, penguatan litbang bidang energi, subsidi harga jual 



































PASAR MODAL INDONESIA 
 
Tujuan Pembelajaran  
 
Setelah membaca materi ini, diharapkan mampu untuk : 
1. Memahami definisi, sejarah dan produk pasar modal 
2. Memahami indikator pasar modal 
3. Memahami hubungan bej, bes dan bi 
4. Memahami reksa dana 
5. Memahami pasar modal dan kebijakan fiskal 
 
 
A. DEFINISI, SEJARAH DAN PRODUK PASAR MODAL  
 
Definisi Pasar Modal 
Secara teoritis pasar modal (capital market) didefinisikan sebagai 
perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam modal 
sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah 
(public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private sectors).117 
Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha 
perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikan saham, dan obligasi 
atau efek-efek pada umumnya.118 
Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendi M. Fakhrudin menerangkan bahwa 
“Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang 
yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal 
sendiri.Instrument keuangan yang diperjualbelikan dipasar modal seperti saham, 
obligasi, warrant, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan seperti 
opsi (put atau call)”.119 
 
Sejarah Pasar Modal  
Menurut catatan sejarah dari sebuah buku berjudul Effectengids yang 
diterbitkan oleh Vereneging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, pasar 
modal di Indonesia telah hadir sejak kurun 1880 an. Pasar modal waktu itu sudah 
ada dalam bentuk perdagangan efek, namun tidak terbukukan dengan baik. 
Belum adanya organisasi resmi menjadikan tidak adanya catatan yang lengkap.  
Pasar Modal di Indonesia  
Sejarah dan perkembangan pasar modal di Indonesia dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
                                                 
117Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hal. 7. 
118Ana Rokhmatussa’dyah, Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 
166. 
119Djoko Imbawani Atmadjaja, Hukum Dagang Indonesia, (Malang: Setara Press, 2012), hal. 287. 
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1. Di Indonesia resmi diawali dengan didirikannya Vereniging voor de 
effectenhandel di Jakarta tanggal 14 Desember 1912 dan di surabaya 
tanggal 11 Januari 1925. 
2. Tanggal 10 Agustus 1977, Presiden RI resmi membuka kembali Pasar 
Modal di Indonesia, ditandai dengan PT Semen Cibinong sebagai 
perusahaan yang go public pertama kali dan PT Danareksa sebagai 
perusahaan penjamin emisi (underwriter). 
3. Tanggal 13 juli 1992 BEJ (Bursa Efek Jakarta) diswatanisasikan menjadi PT 
BEJ dan beralihnya fungsi Bapepam dari Badan Pelaksana Pasar Modal 
menjadi BadanPengawasa Pasar Modal. 
4. Tahun 1995, disusun Undang-undang No.8 tentang Pasar Modal.   
5. Tanggal 22 Mei 1995, BEJ meluncurkan Jakarta Automated Trading System 
(JATS). 
6. Bulan Juli 2000, BEJ menerapkan perdagangan tanpa warkat (Scripless 
Trading) dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan 
menghindari peristiwa saham hilang dan pemalsuan saham serta untuk 
mempercepat proses penyelesaian transaksi. 
7. Tahun 2003, ada rencana perubahan Undang-undang No.8 antara tentang 
Jasa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
 
Produk Pasar Modal  
Berikut adalah produk-produk pasar modal:  
1. Saham (Stocks)  
Saham pada dasarnya adalah bukti pemilikan atas suatu perusahaan 
berbentuk Perseroan Terbatas (PT).  Saham terbagi atas dua jenis yaitu: 
a. Saham Biasa (Common Stocks) diantara surat-surat berharga yag 
diperdagangkan dipasar modal, saham biasa (common stock) adalah 
yang paling dikenal masyarakat. Diantara emiten (perusahaan yang 
menerbitkan surat berharga), saham biasa juga merupakan yang paling 
banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi saham 
Jadi saham biasa paling menarik, baik bagi pemodal maupun bagi 
emiten.   
b. Saham Preferen (Preferred Stocks)merupakan saham yang memiliki 
karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa 
menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga 
bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor.  
 
2. Surat Utang (Obligasi) 
Surat Utang atau obligasi merupakan instrumen investasi atas dasar janji 
dari penerbit surat utang untuk membayar bunga dan melunasi pokok utang pada 
waktu yang telah ditentukan kepada para pemegang obligasi tersebut. 
Obligasi merupakan instrumen investasi yang sifatnya menengah panjang 
dan dapat diperjualbelikan maupun dipindahtangankan, karena itu harga 
sebuah obligasi bisa naik turun. Sebenarnya bursa menyediakan sistem khusus 
yang dikenal dengan nama FITS (Fixed Income Trading System), namun hingga 
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kini pelaku pasar lebih memilih OTC karena menginginkan harga wajar dibentuk 
antar dealer. 
Adapun acuan transaksi obligasi antar counter umumnya yang digunakan 
adalah yield dibandingkan harga, karena yield mencerminkan kupon, tenor, dan 
risiko dalam satu angka. Meski diperdagangkan, risiko pada obligasi lebih rendah 




Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang 
sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga 
lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham 
yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun setelah obligasi atau 
saham yang disertai waran memasuki pasar baik obligasi, saham maupun waran 
dapat diperdagangkan secara terpisah.  
Instrumen sebuah waran pada perdagangan di pasar reguler ditambahkan 
huruf W pada akhir kode saham emiten: contoh PNLF-W, POOL-W, TELE-W, 
dan WEHA-W. 
 
4. Exchange Traded Fund (ETF) 
ETF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi 
Kolektif/KIK (Kontrak penerbit reksa dana dengan bank kustodian), yang mana 
diterbitkan dalam bentuk unit penyertaan yang diperdagangkan di bursa efek.  
ETF merupakan penggabungan antara unsur reksa dana dalam hal pengelolaan 
dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Dengan 
kata lain, ETF adalah reksa dana yang diperdagangkan layaknya saham yang ada 
di bursa efek. 
 
5. Efek Beragun Aset (EBA) 
EBA adalah Efek yang diterbitkan oleh KIK Efek Beragun Aset yang 
portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat 
berharga komersial, yakni tagihan yang timbul di kemudian hari (future 
receivables), pemberian kredit termasuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah/KPR 
atau apartemen), Efek bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, dll. Saat 
ini underlying dari EBA di Indonesia berupa pemberian kredit termasuk KPR 
(Kredit Pemilikan Rumah/KPR). 
 
6. Dana Investasi Real Estate (DIRE) 
Dana Investasi Real Estat (DIRE) merupakan sarana investasi yang 
memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat yang dikelola untuk 
diinvestasikan pada aset real estat (properti), seperti tanah, bangunan, gedung, 
pusat belanja, dan lain-lain. 
DIRE diwajibkan menginvestasikan setidaknya 80% dari dana yang dikelolanya 
ke sektor properti, dimana minimal 50% harus berbentuk aset properti langsung. 
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Sebagai sarana investasi, DIRE juga memiliki risiko. risiko yang bisa 
ditemui antara lain gagal bayar sewa, turunnya nilai properti, maupun risiko 
likuiditas (karena menjual properti membutuhkan waktu). 
 
7. Right Issue   
Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang 
dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk 
membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham, yang otomatis 
diterima oleh pemegang saham. Right issue dapat diperdagangkan. Pilihan 
terhadap alat investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan yang 
sama dengan membeli saham, tetapi dengan modal yang lebih rendah. Biasanya 
harga saham hasil right issue lebih murah dari saham lama. Karena membeli 
right issue berarti membeli hak untuk membeli saham, maka kalau pemodal 
menggunakan haknya otomatis pemodal telah melakukan pembelian saham. 
Dengan demikian maka imbalan yang akan didapat oleh pembeli right issue 
adalah sama dengan membeli saham, yaitu dividen dan capital gain. 
 
B. INDIKATOR PASAR MODAL 
 
Pasar modal memiliki beberapa indikator, yaitu: 
1. Indikator Pasar Saham 
a. Indeks Harga Saham Gabungan 
Indeks saham adalah harga saham yang dinyatakan dalam angka indeks. 
Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak 
negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Sedangkan Indeks 
harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan hargasaham. 
Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan 
investasi di pasar modal, khususnya saham.120 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pertama kali diperkenalkan pada 
tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham yang 
tercatat di bursa. Hari dasar perhitunganindeks adalah tanggal 10 Agustus 
1982 dengan nilai 100. Sedangkan jumlah emiten yangtercatat pada waktu 
itu adalah sebanyak 13 emiten. 







b. Jumlah Emiten 
Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran 
efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat 
berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-Undang yang 
berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha 
bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 
                                                 




c. Nilai Penerbitan Saham Perdana (IPO) 
IPO (Initial Public Offering) penawaran umum saham perdana, merupakan 
penjualan pertama saham perusahan terhadap masyarakat.Data yang 
menunjukkan total penjualan pertama saham umum kepada investor umum 
pada periode tertentu. 
 
d. Nilai Kapitalisasi Pasar Saham 
Kapitalisasi pasar, sering kali disingkat kap pasar, adalah sebuah istilah 
bisnis yang menunjuk ke harga keseluruhan dari sebuah saham perusahaan 
yaitu sebuah harga yang harus dibayar seseorang untuk membeli seluruh 
perusahaan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan mengalikan jumlah saham 
perusahaan tersebut dengan harga sekarang dari saham tersebut. 
 
e. Transaksi Saham 
Transaksi saham merupakan data yang menunjukkan total nilai transaksi 
saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam periode 
tertentu.Semua perdagangan saham terjadi dalam suatu sistem pasar atau 
bursa. Di Indonesia kita punya Bursa Efek Indonesia (BEI). Semua pelaku 
pasar memperdagangkan saham di pasar bursa ini. Pasar bursa mirip pasar 
biasa, ada penjual dan pembeli. 
Bila ada penjual dan pembeli saham yang sama pada angka yang disetujui, 
maka transaksi terjadi. Bila banyak transaksi yang cocok, maka urutan 
transaksi adalah yang pertama datang dia akan dilayani hingga jumlah 
transaksi tersebut habis. Bila tidak ada harga yang cocok, maka tidak akan 
pernah terjadi transaksi. 
 
f. Investor Domestik 
Investor domestik merupakan investor dalam negeri yang melakukan 
penanaman modal atau investasi, baik dalam jangka pendek atau panjang. 
nvestor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non 
domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal 
sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek 
atau jangka panjang. 
 
g. Investor Asing 
Investor asing merupakan investor luar negeri yang melakukan penanaman 
modal atau investasi, baik dalam jangka pendek atau panjang. 
 
h. Frekuensi Transaksi Saham 
Frekuensi Transaksi Saham merupakan data yang menunjukkan 
banyaknya jumlah transaksi saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia 
dalam kurun waktu tertentu. Meningkatnya jumlah frekuensitransaksi 
perdagangan, yang disebabkanpermintaan yang tinggi maka harga saham 
akanterdorong naik sehingga returnsaham juga akanmeningkat. Dalam 
aktivitas bursa efek ataupunpasar modal, aktivitas frekuensi 
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perdagangansaham merupakan salah satu elemen yangmenjadi salah satu 
bahan untuk melihat reaksipasar terhadap sebuah informasi yang masuk 
pada pasar modal.121 
 
2. Indikator Pasar Obligasi 
 
a. Jumlah Penerbit Obligasi Korporasi 
Jumlah Penerbit Obligasi Korporasi merupakan data yang menunjukkan 
jumlah emiten yang menerbitkan obligasi untuk ditawarkan kepada 
masyarakat umum pada periode tertentu.  
 
b. Total Obligasi yang Diterbitkan 
Total Obligasi yang Diterbitkan adalah jumlah dari nilai obligasi yang 
terdiri dari obligasi pemerintah, obligasi korporasi, sukuk dan Efek 
Beragun Aset (EBA). Total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat 
sepanjang tahun 2020 adalah 19 emisi dari 17 emiten senilai Rp20,15 
triliun. 
 
c. Obligasi Pemerintah 
Obligasi Pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk Surat Utang Negara 
yang diterbitkan oleh Pemerintah RI. Pemerintah menerbitkan obligasi 
dengan kupon tetap (seri FR- Fixed Rate), obligasi dengan kupon variable 
(seri VR –Variable Rate) dan obligasi dengan prinsip syariah atau Sukuk 
Negara. 
 
d. Obligasi Korporasi 
Obligasi Korporasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan 
umum yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu.Obligasi 
Korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Swasta 
Nasional, termasuk BUMN dan BUMD.Sama seperti obligasi pemerintah, 
obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi 
dengan kupon variabel dan obligasi dengan prinsip syariah. 
 
e. Sukuk 
Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah 
yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang 
mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi 
syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana 




                                                 
121Silviyani, dkk. Pengaruh Likuiditas Perdagangan Saham dan Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham 
Perusahaan Yang Berada Pada Indeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2013 (Studi 
Empiris Pada Perusahaan Lq45 di Bursa Efek Indonesia). Dalam e-Journal S1 Ak UniversitasPendidikan 
Ganesha Jurusan Akuntansi SI(Volume: 2 No. 1 Tahun 2014), 
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f. Efek Beragun Aset (EBA) 
Efek Beragun Aset (EBA) adalah efek (surat berharga) yang terdiri 
sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga 
komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit 
pemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin 
pemerintah, dan arus kas. 
 
C. HUBUNGAN BURSA EFEK JAKARTA (BEJ), BURSA EFEK 
SURABAYA (BES) DENGAN BI  
Bursa Efek Jakarta (BEJ) atau Jakarta Stock Exchange (JSX) adalah 
sebuah bursa sahamdi Jakarta,Indonesia. Bursa Efek Jakarta merupakan salah 
satu bursa tempat di mana orang memperjualbelikan efek di Indonesia. Pada 1 
Desember2007Bursa Efek Jakarta dan BursaEfek Surabayamelakukan 
pengabungan usaha yang secara efektif mulai beroperasi pada 1 Desember 2007 
dengan nama baru Bursa Efek Indonesia. 
BEJ berawal dengan dibukanya sebuah bursa saham oleh pemerintah 
Hindia Belandapada 1912di Bataviadengan nama Amsterdamse Effectenbeurs 
sebagai Filiaal. Setelah sempat tutup beberapa kali karena terjadinya perang, BEJ 
kembali dibuka pada 1977di bawah pengawasan Bapepam. Pada 13 Juli1992, 
BEJ diprivatisasi dengan dibentuknya PT. Bursa Efek Jakarta. Kemudian pada 
1999, perdagangan elektronik di BEJ dimulai. Setelah sempat jatuh ke sekitar 
300 poin pada saat-saat krisis, BEJ mencatat rekor tertinggi baru pada awal tahun 
2006setelah mencapai level 1.500 poin berkat adanya sentimen positif dari 
dilantiknya presidenbaru, Susilo Bambang Yudhoyono. Peningkatan pada tahun 
2004 ini sekaligusmembuat BEJ menjadi salah satu bursa saham dengan kinerja 
terbaik di Asiapada tahun tersebut. Pada tahun 2007 BEJ melakukan merger 
dengan Bursa Efek Surabayadan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. 
Penggabungan ini menjadikan Indonesia hanya memilki satu pasar modal. 
Dalam rangka memberikan informasi yang lebih lengkap tentang 
perkembangan bursa kepada publik, BEJ telah menyebarkan data pergerakan 
harga saham melalui media cetak dan elektronik. Satu indikator pergerakan harga 
saham tersebut adalah Indeks harga saham. BEJ mempunyai 6 macam Indeks 
saham:   
1. IHSG, menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi 
Indeks.  
2. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap 
sektor.  
3. Indeks LQ45, menggunakan 45 saham terpilih setelah melalui beberapa 
tahapan seleksi.  
4. Indeks Individual, yang merupakan Indeks untuk masing-masing saham 
didasarkan harga dasar.  
5. Jakarta Islamic Index, merupakan Indeks perdagangan saham syariah.  




BES merupakan bursa efek swasta pertama di Indonesia, yang didirikan 
pada tanggal 16 Juni1989berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 
645/KMK.010/1989, oleh MenteriKeuanganwaktu itu JB Sumarlin. Pendirian 
BES dimaksudkan untuk mendukung perkembangan ekonomi wilayah 
Indonesiabagian timur, dengan mengembangkan industri pasar modal di Kota 
Surabayadi provinsi Jawa Timur. 
Pada tahun 1995, BES merger dengan Indonesian Parallel Stock Exchange 
(IPSX), sehingga sejak itu Indonesiahanya memiliki dua bursa efek yakni BES 
dan BEJ. Pada tahun 2007 BES melakukan merger dengan melebur ke dalam 
Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya berganti nama menjadi Bursa Efek 
Indonesia. Penggabungan ini menjadikan Indonesia hanya memiliki satu pasar 
modal.   
Produk BES meliputi saham, obligasi (baik swasta maupun pemerintah), 
serta reksadana (LQ45 futures, Dow Futures, dan Japan Futures). Sedangkan 
layanan BES antara lain:   
1. FATS (Futures Automated Trading System), yakni sistem perdagangan jarak 
jauh untuk Pasar Reksadana. 
2. OTC-FIS (Over The Counter - Fixed Income Service), yakni instrumen 
perdagangan untuk fixed income. 
3. SSX-Net (Surabaya Stock Exchange Net), adalah sistem informasi berbasis 
Internet BES untuk mendukung transparansi pasar modal.  
4. IGSYC (Indonesian Government Securities Yield Curve), adalah indikator 
berbasis analisis statistikuntuk memprediksi kejadian ekonomi masa depan. 
 
BI (Bank Indonesia) 
Bank Indonesia (BI) adalah bank sentralRepublik Indonesiasesuai Pasal 
23D UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Sebelum dinasionalisasi 
sesuai Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank ini 
bernama De Javasche Bank (DJB) yang didirikan berdasarkan Oktroi pada masa 
pemerintahan Hindia Belanda.  Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan 
tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai 
rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilaimata uangterhadap 
barang dan jasa domestik (inflasi), serta kestabilan terhadap mata uang negara 
lain (kurs). Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang 
merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah:   
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta  
3. Mengatur dan mengawasi perbankan (tugas ini masih berlaku pasca-UU 
OJK namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga 
stabilitas sistem keuangan di Indonesia). 
Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai 
dan memelihara kestabilan nilai rupiahdapat dicapai secara efektif dan efisien. 
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Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara mikroprudensial 
dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur dan 
mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek 
makroprudensialsistem perbankan. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang 
memiliki hak untuk mengedarkan uangdi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernuryang diketuai oleh seorang 
Gubernur Bank Indonesia. 
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu 
tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 
Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata 
uangterhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. 
Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua 
tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. 
Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang 
harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan 
demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat 
diukur dengan mudah. 
Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia 
menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaanatau 
kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan 
mengenakan sanksi terhadap banksesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang 
menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip 
kehati-hatian.  
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan 
mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin 
pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan 
atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank 
untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Di bidang pengawasan, 
Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. 
Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala 
maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan 
melalui penelitian, analisisdan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh 
bank. 
D. REKSADANA  
 
Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, 
khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan 
keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang 
sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, 
mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu 
dan pengetahuan yang terbatas.  
Selain itu reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal 
lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.Umumnya, reksadana diartikan 
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sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat 
pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer 
investasi.  
Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, Pertama, adanya dana 
dari masyarakat pemodal. Kedua,dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio 
efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan 
demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para 
pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk 
mengelola dana tersebut.  
 
Jenis - jenis Reksadana  
Secara umum jenis reksadana terbagi menjadi empat yakni reksadana pasar 
uang, pendapatan tetap, campuran dan saham.  
1. Reksadana Pasar Uang (Money Market Fund) 
Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi 
pada jenis instrumen investasi pasar uang dangan masa jatuh tempo kurang dari 
satu tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa timedeposit (deposito 
berjangka), certificate of deposit (sertifikat deposito), Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan berbagai jenis instrumen investasi 
pasar uang lainnya.  
Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Risikonya 
relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya.  
 
 
2. Reksadana Pendapatan Tetap (Fixed Income Fund) 
Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan 
sekurangkurangnya 80 persen dari aktivanya dalam bentuk efek utang atau 
obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. 
Risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang.  
 
3. Reksadana Campuran (Balance Mutual Fund) 
Reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana 
investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat 
berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi.  
Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana 
campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif 
lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap.  
 
4. Reksadana Saham (Equity Fund) 
Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-
kurangnya 80 persen dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas.  
Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka 
panjang. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana 





Manfaat Dan Risiko Reksadana  
Manfaat Reksadana 
Secara umum, manfaat dalam melakukan investasi pada reksadana antara lain:122 
1. Likuiditas 
Reksadana jauh lebih likuid dibandingkan dengan saham atau obligasi yang 
diperdagangkan di bursa efek karena untuk menjual saham harus 
menemukan pembeli yang berminat sesuai dengan jumlah dan harga yang 
disepakati terlebih dahulu. 
2. Diversifikasi 
Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio efek didiversifikasikan 
ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana 
terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana 
layaknya pemodal besar. 
3. Manajemen Profesional 
Untuk menjadi pengelola (manajer investasi) diwajibkan memiliki izin 
sebagai penasihat investasi sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat 
menjadi manjer atau penasihat investasi. 
4. Biaya yang Rendah 
Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila pemodal 
individu melakukan transaksi sendiri di bursa efek. Rendahnya biaya 
tersebut karena perusahaan reksadana biasanya mengelola dana dalam 
jumlah yang besar. 
5. Pelayanan bagi Pemegang Saham 
Reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya, 
misalnya dengan menjanjikan untuk melakukan reinvestasi terhadap dividen 
dan capital gain secara otomatis yang sebenarnya diterima oleh nasabah. 
6. Transparansi Informasi 
Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio 
investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang 
unit penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya, dan 
tingkat risiko investasi setiap saat. Di sisi lain, reksadana memberikan 
keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi 
yang meningkatkan kesejahteraan material. 
 
Risiko Investasi Reksadana 
 
1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan 
Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi, dan 
surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. 
 
 
2. Risiko Likuiditas 
Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika 
sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas 
                                                 
122Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, 2004), Edisi Keempat, hal. 261. 
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unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi akan mengalami kesulitan dalam 
menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. 
 
3. Risiko Politik dan Ekonomi 
Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat memengaruhi kinerja bursa dan 
perusahaan sekaligus. Dengan demikian, harga sekuritas akan terpengaruh yang 
kemudian memengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana. 
 
4. Risiko Pasar 
Hal ini terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi 
sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Terjadinya fluktuasi di pasar efek 
akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio, terutama jika terjadi 
koreksi atau pergerakan negatif. 
 
5. Risiko Inflasi 
Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total real return 
investasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksadana bisa jadi tidak 
dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (loss of purchasing 
power). 
 
6. Risiko Nilai Tukar 
Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio 
yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan memengaruhi nilai sekuritas yang 
termasuk foreign investment setelah dilakukan konversi dalam mata uang 
domestik. 
 
7. Risiko Spesifik 
Risiko ini adalah risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Di samping 
dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko sendiri-
sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya 
sedang tidak bagus, atau juga adanya kemungkinan mengalami default, tidak 
dapat membayar kewajibannya. 
E. PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN FISKAL  
Pasar Modal   
Pengertian Pasar Modal Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat 
dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek di perdagangkan yang 
disebut bursa efek.  
Pengertian bursa efek (stock exchange) adalah suatu sistem yang terorganisasi 
yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 
tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal “sebagai kegiatan 
yang bersangkutan dengan Penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan 
Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 





Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fiskal berkaitan dengan 
urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal sendiri berasal dari Bahasa 
Latin, fiscus yaitu nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada 
zaman Romawi kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas. Adapun kata fisc 
dalam bahasa Inggris berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar masuknya 
uang dalam kerajaan. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan 
Negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan 
Negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai 
pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap 
pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai 
perangkat keseimbangan dalam perekonomian. 
 
Tujuan Kebijakan Fiskal  
Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan 
arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan 
perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal 
secara rinci adalah sebagai berikut. 
1. Mencapai kestabilan perekonomian nasional 
2. Memacu pertumbuhan ekonomi 
3. Mendorong laju investasi 
4. Membuka kesempatan kerja yang luas 
5. Mewujudkan keadilan sosial 
6. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan 
7. Mengurangi pengangguran 
8. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi 
 
Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komonen yaitu; 
1. Pendapatan negara (pajak) sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal. 
Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena 
sebagai sumber pembangunan, bersifat memaksa dan tercantum dalam 
konstitusi. 
2. Pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai 
pengeluaran negara. instrumen APBN terdiri dari pembangunan 
infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional 
pemerintah. 
 
Macam-Macam Kebijakan Fiskal  
Kebijakan fiskal dibagi menjadi 2 (dua) yaitu menurut segi teori dan 
menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. 
 
Berdasarkan Teori  
Kebijakan fiskal dari segi teori adalah bagaimana kebijakan itu dilihat 
secara non-praktis. Adapun macam-macam kebijakan fiskal dari segi teori 
adalah: 
1. Kebijakan Fungsional  
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Merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan 
penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat 
tidak langsung dari pendapatan nasional. 
2. Kebijakan Disengaja  
Merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-
masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran 
belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan 
pengeluaran pemerintah. Ada tiga bentuk dari macam kebijakan fiskal ini, yaitu: 
a. Membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah 
b. Membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak 
c. Membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah 
maupun sistem pemungutan pajak 
3. Kebijakan Tak Disengaja  
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis 
supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi, kebijakan ini dimaksudkan 
untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi. Sedangkan dalam 
keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil 
otomatis atau kebijakan fiskal tak disengaja yaitu pajak proporsional, pajak 
progresif, kebijakan harga minimum, asuransi pengangguran. 
 
Berdasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran  
1. Kebijakan Fiskal Seimbang  
Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat antara 
penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Salah satu kelebihan dari 
 kebijakan fiskal seimbang yaitu Negara tidak perlu meminjam dana dari pihak 
dalam Negeri atau luar Negeri. Sedangkan kelemahannya, kondisi perekonomian 
akan menjadi terpuruk apabila keadaan perekonomian negara dalam kondisi tidak 
menguntungkan. 
 
2. Kebijakan Fiskal Surplus  
Kebijakan fiskal surplus merupakan  kebijakan yang mana jumlah 
pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. 
Kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. 
 
3. Kebijakan Fiskal Defisit  
Kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan 
surplus. Berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah  pengeluaran. 
Beberapa kelebihan dari kebijakan fiskal ini adalah bisa mengatasi kelesuan dan 
depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan untuk kekurangannya adalah 
anggaran negara selalu dalam keadaan kekurangan. 
 
4. Kebijakan Fiskal Dinamis  
Kebijakan fiskal dinamis merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan 
kebijakan fiskal seimbang namun dengan ditambah improvisasi yaitu sama besar 
jumlahnya tetapi seiringnya waktu kedua-duanya akan bertambah besarnya. 
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Kegunaan dari kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk 
memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. 
Fungsi Kebijakan Fiskal   
Pemerintah terkadang memfokuskan pada tujuan-tujuan yang lebih spesifik 
agar dapat menigkatkan kesejahteraan ekonomi. Tujuan-tujuan spesifik dari 
kebijakan fiskal tersebut antara lain:  
a. Koreksi atas ketidakseimbangan sementara  
b. Stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi  
c. Redistribusi pendapatan.   
Dengan berbagai tujuan spesifik tersebut, maka secara bersamaan terdapat 
kebijakan fiskal jangka pendek atau stabilisasi, dan kebijakan fiskal jangka 
panjang. Hal ini terutama karena di dalam kenyataan, kebanyakan dari 
langkahlangkah kebijakan fiskal jangka pendek juga mempunyai konsekuensi 
jangka panjang, dan dengan cara yang sama berbagai langkah kebijakan fiskal 
jangka panjang juga mempunyai implikasi-implikasi jangka pendek.  
Berdasarkan berbagai tujuan tersebut, terdapat tiga aktivitas utama dari 
otoritas fiskal yang mencerminkan fungsi-fungsi spesifik dari kebijakan fiskal. 
Ketiga fungsi spesifik 18 dari kebijakan fiskal itu adalah fungsi alokasi, 
distribusi, dan stabilisasi. Ketiga cabang ekonomi dari pemerintah (Musgrave) 
adalah sebagai berikut:  
1. Stabilisasi Tanggung jawabnya adalah menjamin perekonomian tetap pada 
kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil. 
Tujuan utama dari fungsi stabilisasi kebijakan fiskal adalah memelihara 
tingkat pendapatan nasional aktual mendekati potensialnya. Dengan tujuan 
seperti itu, maka “kebijakan stabilisasi” seringkali dimaknai sebagai 
manipulasi dari permintaan agregat agar pada saat yang sama mencapai full 
employment dan stabilitas harga (price stability).   
2. Alokasi Pemerintah melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam 
mengalokasikan sumber daya ekonominya. Intervensi pemerintah ini dapat 
dilakukan dengan secara langsung membeli barang-barang seperti 
pertahanan dan pendidikan, dan secara tidak langsung melalui berbagai 
pajak dan subsidi subsidi, yang mendorong berbagai aktivitas atau 
menghambat aktivitas-aktivitas lainnya.   
3. Distribusi Berkaitan dengan bagaimana barang-barang yang diproduksi 
oleh masyarakat didistribusikan diantara anggota-anggotanya, berkaitan 
dengan isu-isu seperti pemerataan, dan trade-offs antara pemerataan dan 
efisiensi.   
 
Namun demikian, fungsi kebijakan fiskal lebih jelas ketika meminimalisir 
volatilitas atau fluktuasi siklus bisnis, dimana fungsi “stabilisasi” sangat 
dibutuhkan perekonomian. Dalam kerangka fungsi stabilisasi tersebut diatas, 
kebijakan fiskal dipandang sebagai alat yang sangat ampuh dalam membantu 
memperkecil siklus bisnis. Mengingat sumber penyebab terjadinya fluktuasi 
ekonomi jangka pendek berasal dari guncangan permintaan agregat dan 
penawaran agregat, maka usaha untuk mengendalikan fluktuasi siklus bisnis 
seharusnya dilakukan dengan mengendalikan permintaan agregat dan penawaran 
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agregat melalui berbagai instrumen kebijakan ekonomi makro, baik kebijakan 














































KEMISKINAN DAN STABILITAS PANGAN 
 
Tujuan Pembelajaran  
 
Setelah membaca materi ini, diharapkan mampu untuk : 
1. Memahami kemiskinan dan ketahanan pangan 
2. Memahami ekonomi politik dan ketahanan pangan 
3. Memahami solusi ketahanan pangan 
4. Memahami diversifikasi pangan 
5. Memahami kemiskinan dan urbanisasi 
 
 
A. KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN 
Pengertian Kemiskinan 
Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan kondisi 
ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan 
maupun nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran.123 Secara umum, 
penyebab kemiskinan dapat dipilah menjadi dua, yaitu penyebab Eksogen dan 
Endogen. Berdasarkan penyebab yang bersifat Endogen,kemiskinan dipilah 
menjadi tiga. Pertama, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diakibatkan 
adanya kebijakan, peraturan, atau kelembagaan yang menghambat produktivitas 
dan mobilitas masyarakat. Kedua, kemiskinan kultural, yakni kemiskinan yang 
diakibatkan pola perilaku dan nilai-nilai yang dianut masyarakat sehingga 
produktivitasnya rendah. Hal ini merupakan reaksi dan adaptasi atas kedudukan 
mereka yang marginal dalam stratifikasi sosial. Ketiga, kemiskinan alamiah yang 
dikarenakan kondisi-kondisi alamiah yang tidak mendukung, seperti miskinnya 
sumber daya alam atau kondisi geografis yang kurang menguntungkan. 
Sementara dilihat dari penyebab yang bersifat endogen, kemiskinan diakibatkan 
oleh kelemahan atau kekurangan fisik (cacat atau jompo), rendahnya kualitas 
sumber daya manusia (rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketrampilan, 
keahlian), dan lemahnya karakter individu (fatalistk, apatis, tergantung, tidak 
berdaya, rendah diri, mudah putus asa, tidak kreatif dan inovatif, dan sebagainya. 




                                                 
123Linda wati dan Subhechanis Suptanto, “Analisis Tingkat Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan 
Berdasarkan Tingkat Pengeluaran Konsumsi Pada Rumah Tangga Pembudidayaan Ikan”, J. Sosek. Vol. 9  
No. 2, 2014, hal. 196. 
124Thriwaty Arsal, “Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan DiKalangan Petani”, Jurnal Forum Sosial. Vol. 41 
No. 1, 2014, hal. 56. 
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Pengertian Ketahanan Pangan 
Ketahanan pangan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1996 adalah 
kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya 
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. 
Ketahanan pangan rumah tangga dicerminkan oleh beberapa indikator, antara lain 
: 
1. Tingkat kerusakan tanaman, ternak dan perikanan 
2. Penurunan produksi pangan 
3. Tingkat ketersediaan pangan dirumah tangga 
4. Proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total 
5. Fluktuasi harga pangan utama yang umum dikonsumsi rumah tangga 
6. Keadaan konsumsi pangan seperti kebiasaan makan, kuantitas dan kualitas 
pangan 
7. Keadaan gizi masyarakat 
 
Kerawanan pangan tidak dilihat lagi secara sederhana sebagai kegagalan 
dari pertanian untuk menghasilkan pangan yang cukup pada tingkat nasional, 
tetapi juga sebagai kegagalan dari mata pencaharian untuk menjamin akses 
pangan yang cukup pada level rumah tangga. Pada tahun 1996 di Roma dalam 
Deklarasi Ketahanan Pangan Dunia, ketahanan pangan didefenisikan sebagai 
Pangan yang tersedia di setiap waktu, dimana semua orang mempunya akses 
yang sama, yang secara nutrisi mencukupi dalam kuantitas, kualitas dan 
keragaman serta dapat diterima di semua kalangan masyarakat. 
Ketahanan pangan pada tingkat Nasional diartikan sebagai kemampuan 
suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang 
cukup, mutu yang layak, aman, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan 
dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Ketahanan pangan disamping 
sebagai prasyarat untuk memenuhi hak asasi pangan masyarakat, juga merupakan 
pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh 
komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat sepakat untuk bersama-sama 
membangun ketahanan pangan nasional.125 
Masalah ketahanan pangan (food security) merupakan permasalahan yang 
mendasar dan perlu penanganan secara serius dan berkelanjutan. Masalah 
ketahanan pangan sering terjadi karena adanya peningkatan penduduk, 
sedangkan kapasitas produksi pangan cenderung pada kondisi levelling off yang 
diakibatkan karena pemanfaatan lahan yang intensif sehingga mengakibatkan 
tingkat kesuburan lahan menurun dan juga adanya alih fungsi  lahan pertanian 
menjadi lahan pemukiman dan industri. Kedua hal tersebut memiliki peran yang 
besar pada ketersediaan pangan bagi masyarakat. Penyelesaian masalah 
ketahanan pangan harus dilakukan dengan segera dan juga didukung oleh 
perencanaan penyelesaian yang baik dan berkelanjutan.  
                                                 
125Reny Oktarika Ermawati, Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin Pada Daerah Rawan Banjir 
di Kecamatan Jebres Kota Surabaya, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2011), hal. 12-13. 
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Tujuan akhir dari ketahanan pangan adalah meningkatnya kesejahteraan 
manusia yang dapat dilihat dari terpenuhinya hak seseorang atas pangan. Namun 
hal tersebut tidak mudah untuk diwujudkan, karena ternyata di wilayah negara 
Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 
pangannya. Hal ini mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum 
terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. 
 
Strategi Kemiskinan dan Ketahanan Pangan 
Karena kemiskinan, sebagian besar pendapatan yang diperoleh oleh 
penduduk miskin dinegara-negara berkembang dialokasikan untuk makanan. 
Konsumen di negara-negara miskin selalu dalam resiko akan kelaparan dan 
kerapuhan terhadap guncanan-guncangan harga yang berujung terhadap 
kelangkaan pangan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, sejumlah negara 
miskin mengambil langkah aksi publik (public action) untuk meningkatkan 
ketahanan pangannya. Umumnya, tipikal pendekatan yang diambil bertujuan 
mengurangi jumlah populasi yang mengalami kelaparan dengan meningkatkan 
pendapatan kaum miskin dan secara simultan mengelola ekonomi pangan dalam 
rangka meminimalkan guncangan-guncangan yang akan memicu kelangkaan 
pangan. 
Hukum Engel menyatakan bahwa keberhasilan dalam mencapai 
pertumbuhan ekonomiyang melibatkankaum miskinadalah 
solusijangkapanjangdalam mencapai ketahananpangan. Sementara itu, stabilisasi 
harga pangan dinegara-negara Asia memperlihatkan bahwa fluktuasi harga 
pangan dalam jangkapendek tidak akan membuatkaum miskinmenjadilebih 
rapuh terhadap ketidakcukupan pangan, akan tetapi fluktuasi harga tersebut lebih 
berpengaruh terhadap pendapatan yang diperlukan dalam memperoleh pangan. 
Hubungan erat yang bersifat historis yang dapat dilihat di negara-negara Asia 
Timur dan Tenggara dalam hal ketahanan pangan dan kemiskinan adalah 
hubungan antara upaya peningkatan ketahanan pangan dan upaya untuk 
mengurangi kemiskinan yang merupakan integrasi dari upaya-upaya pemerintah 
untukmenghubungkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pasar (market-
led economic growth) dengan intervensi-intervensi yang bertujuan meningkatkan 
ketahanan pangan baik pada level rumah tangga(mikro)maupunnasional(makro). 
Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan meliputi 
produsen, pengusaha, konsumen, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan 
lembaga swadaya masyarakat. Mengingat luasnya substansi dan banyaknya 
pelaku yang terlibat dalam pengembangan sistem ketahanan pangan, makakerja 
samayang sinergis dan terarah antar institusidan komponen masyarakat sangat 
diperlukan. Pemantapan ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui 
suatu kerja sama yang kolektif dari seluruh pihak yang terkait khususnya 
masyarakat produsen (petani), pengolah, pemasar dan konsumen pangan dan 
pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 
mengatakan,bahwa Ketahanan pangan diwujudkan bersama oleh masyarakat dan 
pemerintah dan dikembangkan mulai tingkat rumah tangga. Apabila setiap rumah 
tangga Indonesia sudah mencapai tahapan ketahanan pangan, maka secara 
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otomatis ketahanan pangan masyarakat, daerah dan nasional akan tercapai. 
Dengan demikian, arah pengembangan ketahanan pangan berawal dari rumah 
tangga, masyarakat, daerah dan kemandirian nasional bukan mengikuti proses 
sebaliknya. Karena fokusnya pada rumah tangga, maka yang menjadi kegiatan 
prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan adalah pemberdayaan 
masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan 
pangan. Pemberdayaan masyarakat tersebut diupayakan melalui peningkatan 
kapasitas SDM agar dapat secara bersaing memasuki pasar tenaga kerja dan 
kesempatan berusaha yang dapat menciptakan dan meningkatkan pendapatan 
rumah tangga. Proses pemberdayaan tersebut tidak lagi menganut pola serapan, 
tetapi didesentralisasikan sesuai potensi dan keragaman sumber daya wilayah. 
 
B. EKONOMI POLITIK DAN KETAHANAN PANGAN 
 
Pengertian Ekonomi Politik 
Ekonomi Politik terdiri dari kata Ekonomi dan Politik. Kata ekonomi 
(economy-Inggris) berasal dari bahasa latin oikonomia. Oikonomia berasal dari 
kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti mengatur. Jadi, 
secara literal ekonomi artinya mengatur rumah tangga, sedangkan dan literature 
bahasa Arab ekonomi dikenal dengan istilah iqtishadi yang berasal dari kata 
iqtashada-yaktashidu-iqtishadan yang berarti niat, maksud, tujuan, jalan yang 
lurus, penghematan, kesederhanaan. 
Secara terminologi, istilah ekonomi mempunyai konotasi mengurus harta 
kekayaan, baik dengan memperbanyak kuantitasnya maupun menjamin 
pengadaannya. Dalam konteks ini, dibahas dalam ilmu ekonomi. Adakalanya 
mengurus harta kekayaan tersebut bukan memperbanyak kuantitasnya maupun 
menjamin pengadaannya, tetapi terkait dengan mekanisme pendistribusiannya. 
Sedangkan kata politik mulanya berasal dari bahasa Yunani dan Latin 
“politicos” atau politicus yang berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari 
kata polis yang berarti kota. Pandangan penulis, bahwa Politik berasal dari kata 
polite yang berarti sopan, maksudnya bahwa berpolitik harus sopan dan baik 
dalam memperoleh pemerintahan dan memerintahi masyarakat. Hampir sebagian 
orang berpolitik melakukan segala cara memperolehnya, sehingga sangat 
pentinglah berpolitik yang sopan. 
Dalam kamus Littre sebagaimana dikutip Hamid, politik adalah ilmu 
memerintah dan mengatur negara. Sedangkan dalam kamus Robert, Politik 
adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. Sedangkan dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah segala urusan dan tindakan 
(kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap 
negara lain. Juga dalam arti kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau 
menangani suatu masalah). 
Dalam termminologis ekonomi politik lainnya yaitu mempunyai tinjauan 
yang akan dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dipakai untuk berlakunya 
suatu mekanisme pengatur kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
ekonomi politik adalah pengaturan, kebijakan, atau strategi ekonomi berdasarkan 
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hukum tertentu yang digunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan 
urusan manusia.126 
Politik menurut Ariestoteles, meliputi pemerintahan-pemerintahan dalam 
negeri, kota pranja dan internasional, patriasi, kegerejaan, struktur perdagangan 
serta serikat pekerja. Batasan ini akan diterima apabila ilmu politik telah menjadi 
“ilmu tingkat tinggi”. Yakni seperti yang dijelaskan Ariestoteles yaitu sebagai 
ilmu yang menyumbangkan pengetahuan dan pengertian kepada pejabat kota 
sehingga memungkinkan mereka menyerasikan kegiatan-kegiatan masyarakatnya 
guna mencapai kehidupan yang layak bagi mereka yang memahaminya.127 
Membuat suatu pemerintah, harus memahami cara bernegara, cara 
pemerintah, dan cara masyarakat dalam memahami sistem pemerintahan. Dalam 
melaksanakan sistem, hukum atau lainnya maka akan terciptanya sistem 
pemerintahan yang sengaja dibuat untuk menjaga keamanan yang berefek pada 
kesejahteraan. Hal ini dilakukan karena adanya gangguan yang secara sengaja 
ataupun tidak sengaja yang mengakibatkan konflik secara horizontal dan vertikal. 
Adanya unsur politik yang mampu menembusnya. 
 
Ekonomi Politik Dalam Bidang Ketahanan Pangan 
Pangan merupakan komoditas penting dan strategis karena pangan 
merupakan kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi 
setiap rakyat Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam UU No.7 Tahun 1996 
tentang Pangan. Kecukupan pangan menentukan kualitas sumber daya manusia 
dan ketahanan bangsa. Lebih jauh ketahanan pangan akan memberikan gambaran 
terbentuknya stabilitas kesejahteraan rakyat yang didambakan. Kesejahteraan 
masyarakat juga menjadi sangat penting untuk diutamakan. Masyarakat yang 
cenderung memiliki produktivitas yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Negara 
yang memiliki masyarakat yang sejahtera maka tingkat kreativitas yang akan 
dihasilkan bangsa tersebut akan tergolong tinggi. Sehingga sangat wajar jika 
salah satu janji calon dari setiap partai politik termasuk calon presiden adalah 
janji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 
Kemiskinan bisa terjadi jika perhatian pada usaha-usaha untuk 
meningkatkan kesejahteraan tidak diperhatikan dengan serius. Semakin tidak ada 
perhatian terhadap kemiskinan maka semakin besar jurang (gap) antara 
masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Persoalan seperti ini jika terus 
dibiarkan maka akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. 
Pembangunan akan memiliki nilai positif tinggi jika pembangunan tersebut 
berpengaruh terhadap usaha dalam mengurangi angka kemiskinan. Tetapi, jika 
pembangunan hanya membawa pengaruh pada semakin lebarnya jurang 
kemiskinan antara kaya dan miskin, atau dengan kata lain pembangunan tersebut 
hanya akan memberi ruang besar bagi semakin makmurnya si kaya. Sehingga 
pembangunan tersebut diartikan tidak bernilai pembangunan kesejahteraan atau 
dikenal dengan pembangunan kaum borjuis. 
 
                                                 
126Salman Nasution, Politik Ekonomi Islam, (Medan, 2019), hal. 1-2. 
127S.V. Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal. 144. 
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Upaya untuk mendefenisikan kembalipengertian pembangunan mulai 
terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh Dudley Seer ada sasaran penting yang 
terjadi dengan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Apabila ketiganya 
mengalami penurunan, pembangunan tidak diragukan terjadi. Namun apabila 
terjadi sebaliknya, maka sulit mengakui adanya pembangunan. Ada yang 
berpendapat bahwa salah satu faktor kesejateraan masyarakat masih rendah 
karena “kue pembangunan” hanya dinikmati oleh beberapa sekelompok orang 
saja. Sehingga kemerataan, kesejahteraan, serta keadilan masih bersifat tidak 
seimbang. Dimasa orde baru pertumbuhan dan dukungan para konglomerat 
dirasa sangat terlalu. Karena pada masa itu ada anggapan jika mereka mampu 
membuka berbagai jenis usaha akan memungkinkan tersedianya lapangan 
pekerjaan dan kesejahteraan akan meningkat. Namun semua itu berbeda ketika 
para konglomerat tersebut membangun bisnis dengan sumber dana dari utang. 
Pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai wujud pembangunan pusat ekonomi 
rakyat (people centered development) merupakan agenda penting yang perlu 
dikedepankan. Rakyat sudah tidak dapat dikesampingkan lagi dalam 
pembangunan, melainkan menjadikan mereka sebagai bagian dalam 
menyukseskan pembangunan itu sendiri, yakni menjadi bagian dari target 
perencanaan pembangunan atau offirmative policy dalam kerangka mekanisme 
pasar. Pembangunan ekonomi memang tidak bisa mengesampingkan masyarakat, 
dan salah jika pemerintah mengesampingkan rakyat dalam melaksanakan 
pembangunan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mubyarto bahwa “The 
brief analysis above indicates how economicsts have been forgetting the role of 
people’s economy outside the big businesses proved to be strong and reliable as 
the basis of national economy.” 
Jika kembali pada masa krisis di tahun 1997-1998 dapat dilihat bahwa 
ekonomi rakyat memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat. Ini terjadi karena 
produk tersebut memiliki daya jual yang bagus di pasar internasional, seperti para 
petani coklat di Sulawesi menerima untung besar dengan mengekspor coklat ke 
pasar internasional pada masa itu. Indonesia memang telah lama dikenal sebagai 
negara yang menghasilkan oleh para petani Indonesia. Sejarah kesuksesan itu 
juga dapat dilihat pada saat krisis ekonomi terjadi di tahun 1920an dan 1930an 
produk pertanian Indonesia mengalami penjualan yang bagus di pasar 
Internasional. Saat ini para ekonom kita lupa akan sejarah kesuksesan masa lalu, 
ini disebabkan oleh banyaknya ekonom yang belajar bagaimana membangun 
bisnis dengan konsep padat modal dengan harapan akan memberi keuntungan 
tinggi nantinya. Pembangunan dengan fokus yang begitu tinggi pada 
pengembangan teknologi tinggi dan pembangunan infrastruktur yang begitu 










C. SOLUSI KETAHANAN PANGAN 
 
Di Indonesia persoalan pangan telah menjadi isu utama sejak zaman 
kerjaan. Dimana raja-raja Jawa telah menumpuk cadangan bahan pangan. 
Demikian pula dengan pemerintah kolonial Belanda membentuk badan khusus 
untuk menangani pengadaan pangan. 
Pada perkembangan awal, ketahanan pangan diartikan menjamin seluruh 
orang pada setiap waktu terhadap akses pangan dan akses secara ekonomi untuk  
mendapatkan kebutuhan pangan yang mereka perlukan. Kemudian perubahan 
yang membedakan ketersediaan dengan akses, pada akhirnya konsep 
berkembang dengan memperhatikan faktor lain seperti nilai gizi, aspek sosial dan 
latar belakang budaya. 
Ketahanan pangan para ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal 
mengandung dua unsurpokok yaitu ketersediaan pangan dan aksebilitas 
masyarakat terhadap bahan pangan tersebut, jika salah satu dari unsur diatas tidak 
terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan 
pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan 
regional. Tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak 
merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. 
Ada tiga faktor yang dapat meningkatkan ketahanan pangan, yakni : 
1. Ketersediaan pangan sebanyak yang diperlukan oleh masyarakat yang 
mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang 
berasal dari produksi, cadangan maupun impor dan ekspor. 
2. Distribusi yang mencakup aksebilitas pangan antar wilayah dan antar waktu 
serta stabilitas harga pangan strategis. 
3. Konsumsi yang mencakup jumlah mutu gizi/nutrisi keamanan dan 
keanekaragaman konsumsi pangan. 
 
Kebijakan pangan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1996 yang dituangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 
2002 mengenai ketahanan pangan, secara garis besar mengatur faktor-faktor 
untuk meningkatkan ketahanan pangan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah 
sebagai berikut : 
1. Ketersediaan pangan 
2. Cadangan pangan nasional 
3. Penganekaragaman pangan 
4. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan 
5. Peran pemerintah daerah dan masyarakat 
6. Pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional 
 
Badan ketahanan pangan menyusun kebijakan umum mengenai ketahanan 
pangan yang arahnya adalah mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin 
ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman bermutu, bergizi seimbang 
pada tingkat rumah tangga, daerah dan nasional sepanjang waktu dan merata 
melalui pemanfaatan sumber daya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan 
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peluang pasar serta memperkuat ekonomi kerakyatan dan mengentas dari 
kemiskinan. 
Dengan demikian faktor-faktor untuk upaya meningkatkan ketahanan 
pangan dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 
1. Strategi 
Pada dasarnya perkuatan ketahanan pangan nasional tertentu perlu 
ditempuh melalui strategi utama yang sudah menjadi cara baku. Secara baku, 
dituangkan berbagai strategi dari setiap aspek setiap ketahanan pangan pada 
tahun 2011 yang merumuskan beberapa strategi untuk diimplementasikan. 
Adapun rumusan tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Pemantapan dan peningkatan produksi pangan domestik melalui 
intensifikasi dan ekstensifikasi pada lahan yang sesuai dan masih 
potensial. 
b. Pelestarian lahan pangan melalui audit lahan sawah, penerbitan peraturan 
daerah, pencegahan konversi lahan pangan, dan pencadangan lahan untuk 
pangan/beras yang mesti disertai kompensasi yang memadai bagi 
produsen. 
c. Fasilitas dan jaminan kelancaran pasokan sarana produksi, terutama 
benih/bibit dan pupuk. 
d. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur produksi dan transportasi di 
daerah sentra produksi melalui alokasi anggaran pemerintah pusat. 
e. Pengembangan produksi bahan pangan organik dan bahan pangan 
berbasis sumber daya lokal. 
f. Pengembangan cadangan pangan daerah melalui pengembangan 
kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota dan peningkatan/revitalisasi 
fungsi dan peran lumbang desa dan cadangan pangan masyarakat. 
g. Pemantapan kesepakatan alokasi anggaran pertanian provinsi dan 
kabupaten/kota sentra produksi. 
h. Peningkatan ketersediaan dan kefungsian infrastruktur pasar dan 
pengolahan hasil. 
i. Peningkatan fasilitas pengeringan dan pengolahan hasil pangan pada 
daerah pasang surut. 
 
2. Produktivitas lahan 
Untuk mendukung upaya-upaya (strategi) diatas perlu dilakukan secara 
periodik analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan masyarakat dan analisis 
cadangan pangan ditangan masyarakat. Produktivitas lahan-lahan tanaman 
pangan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan. 
Penggunaan tenaga kerja, pupuk nitrogen, pupuk phosfat, dan pupuk organik 
dapat meningkatkan produktivitas lahan. Namun umur petani tidak berpengaruh 
nyata terhadap produktivitas lahan. Produktivitas lahan para petani pemilik 
penggarap lebih tinggi dari produktivitas lahan petani lainnya. Sebaliknya, 
produktivitas lahan para petani peminjam lahan kegutanan lebih rendah dari 
produktivitas lahan lainnya. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stretegi untuk upaya 
meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia adalah sebagai berikut : 
 
Perluasan lahan pertanian 
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang diandalkan oleh negara 
Indonesia karena mampu memberikan pemulihan dalam mengatasi krisis. 
Keadaan inilah yang menampakkan bahwa sektor pertanian sebagai salah satu 
sektor ketahanan pangan nasional. Dengan demikian diharapkan kebijakan untuk 
sektor pertanian lebih diutamakan. Namun setiap tahun untuk lahan pertanian 
selalu mengalami alih fungsi lahan, dari lahan sawah ke lahan nonsawah. 
Ketahanan pangan merupakan salah satu dari 11 prioritas dengan substansi 
inti progam aksinya yang meliputi pengembangan kawasan dan tata ruang 
pertanian, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, adaptasi terhadap 
perubahan iklim, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta peningkatan 
kualitas gizi dan keanekaragaman pangan. Berdasarkan hal tersebut, 
pendayagunaan tanah terlantar dapat diarahkan untuk mendukung program aksi 
ketahanan pangan melalui pengembangan lahan untuk pertanian pangan dan ikut 
serta dalam mendorong peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan 
masyarakat. Jika semakin luas lahan yang digunakan tidak menghasilkan 
produkasi padi yang meningkat, maka diperlukan pupuk untuk produktivitasnya. 
 
Menganekaragaman pangan 
 Penganekaragaman pangan adalah upaya untuk mencapai ketahanan 
pangan dengan cara menyediakan berbagai alternatif pangan seperti beras, ubi-
ubian, jagung, gandum, sagu dan sebagainya. Di Indonesia terdapat makanan 
yang menjadi pangan pokok, tetapi masyarakat Indonesia sebagian besar masih 
menganggap bahwa beras adalah makanan utama yang tidak bisa digantikan oleh 
makanan lain. Hal ini dapat menyebabkan Indonesia harus mengimpor beras. 
Kita tahu bahwa Indonesia terdapat berbagai makanan selain ubi-ubian, jagung, 
gandum, sagu dan lain sebagainya. Tujuan dari menganekaragaman pangan ini 
adalah : 
1. Memantapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan 
aman (B2SA) 
2. Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis 
pangan lokal dan LCM (Lomba Cipta Menu) 
3. Memfasilitasi laboratorium keamanan pangan segar dan peningkatan 
mutu dan keamanan pangan 
 
Ketersediaan Pangan 
Strategi yang dapat ditetapkan untuk ketersediaan pangan adalah sebagai berikut 
: 
1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam 
negeri untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat 




3. Meningkatkan peran serta stake holder dan masyarakat dalam upaya 
mencegah dan penanggulangi kerawanan pangan 
 
Distribusi Pangan 
Strategi untuk distribusi pangan adalah sebagai berikut : 
1. Mendorong dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya distribusi 
pangan yang efektif dan efisien 
2. Menumbuh kembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan distribusi 
pangan 
3. Mendorong peran serta kelembagaan pangan dan masyarakat dalam 
meningkatkan kelancaran distibusi harga dan meningkatkan akses 
pangan 
4. Penanganan daerah rawan pangan melalui SIDI (Sistem Informasi Dini) 




Pengembangan penyulu dan kelembagaan penyuluh yang handal dan 
professional di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Pemberdayaan Balai 
Penyuluhan Pertanian (BPP) ditingkat kecamatan sebagai home base dan basis 
penyebaran informasi ketahanan pangan dan agribisnis, pengembangan sarana 
dan prasarana serta penguatan koordinasi program dan program penyuluhan 
ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Peningkatan kordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi antara pemerintah dalam penyelenggaraan penyuluhan. 
Penyebab orang-orang lebih suka makan nasi dari pada dengan makanan lainnya 
seperti sagu, jagung dan ubi : 
1. Indonesia adalah negara agraris. Lahan pertanian yang luas dan hasil 
panen yang melimpah merupakan bukti bahwa Indonesia adalah negara 
agraris. Di berbagai daerah tanaman padi terhampar. Produksi 
pertaniannya lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi tentu 
makanan pokok orang Indonesia adalah nasi 
2. Ada mindset yang terbentuk mulai dari kecil bahwa kita tidak bakalan 
kenyang kalau belum makan nasi 
3. Sudah menjadi kebiasaan mau makan bakso, makan pecel, batagor, gado-
gado, semua harus tetap ada nasinya 
4. Dari sekitar umur dua atau tiga tahun kamu sudah makan nasi dan sampai 
dengan sekarang kamu masih makan nasi 
5. Meski tahu bahwa karbohidrat nasi itu tidak baik buat tubuh, tetap saja 






                                                 
128Karmila, Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia, (Yogyakarta : Universitas 
Sanata Dharma, 2018), hal.18-25. 
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D. DIVERSIFIKASI PANGAN 
 
Diversifikasi pangan adalah sebuah program yang mendorong masyarakat 
untuk memperhatikan makanan pokok yang dikonsumsinya sehingga tidak 
terfokus pada satu jenis. Di Indonesia, diversifikasi pangan dimaksudkan untuk 
memperluas ikan konsumsi masyarakat Indonesia agar tidak terfokus pada nasi 
Indonesia memiliki beragam hasil pertanian yang sebenarnya bisa difungsikan 
sebagai makanan pokok seperti sukun, ubi, talas dan sebagainya yang dapat 
menjadi faktor pendukung utama diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan cinta 
Indonesia menjadi salah satu cara untuk menuju swasembada minimalisasi 
konsumsi beras sehingga total konsumsi tidak melebihi produksi.  
Definisi diversifikasi pangan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 
68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Diversifikasi pangan diadakan bukan 
untuk mengganti pangan yang ada akan tetapi lebih mengarah pada variasi nutrisi 
sebagai peran dalam pemenuhan diversifikasi pangan diadakan bukan untuk 
mengganti pangan yang ada akan tetapi lebih mengarah pada variasi nutrisi 
sebagai peran dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi 
yang diterima oleh tubuh dapat bervariasi dan seimbang. 
Diverifikasi pangan juga bermanfaat untuk memperoleh nutrisi dari sumber 
gizi yang lebih beragam dan seimbang. Diversifikasi pangan yang dilakukan 
masyarakat kawasan ASEAN umumnya, dan Indonesia khususnya yaitu berupa 
nasi, karena mayoritas wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah penghasil 
beras. Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam melaksanakan program 
tersebut dengan menjelaskan definisi diversifikasi pangan yang tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan demi 
mewujudkan swasembada beras dengan meminimalkan konsumsi beras agar 
tidak melebihi produksinya.129 
Beberapa karakter yang seharusnya dimiliki oleh pangan pengganti beras, 
menurut Irawan et aladalah sebagai berikut:  
1. Memiliki kandungan energi dan protein yang cukup tinggi sehingga apabila 
harga bahan pangan tersebut dihitung dalam kalori atau harga protein 
nabati, maka perbedaannya tidak terlalu jauh dengan harga energi atau 
harga protein nabati yang berasal dari beras. 
2. Memiliki peluang yang besar untuk dikonsumsi dalam kuantitas yang 
relatif tinggi sehingga apabila terjadi penggatian konsumsi beras dengan 
bahan tersebut maka pengurangan kuantitas kalori dan protein nabati yang 
berasal dari beras dapat dipenuhi dari bahan pangan alternatif yang 
dikonsumsi. 
3. Bahan baku untuk pembuatan bahan pangan alternatif cukup tersedia di 
daerah sekitarnya. 
4. Dari segi selera, bahan pangan alternatif memiliki peluang cukup besar 
untuk dikonsumsi secara luas oleh rumah tangga konsumen. 
                                                 
129M. Tohatulus Dharmawan, Pentingnya Diversifikasi Pangan Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan 




Oleh karena itu, antisipasi terhadap pangan baru seperti mi yang bahan 
bakunya tidak diproduksi di dalam negeri harus diperhatikan dalam 
mengembangkan industri dan menerapkan jenis teknologi yang akan dipilih. 
Indonesia memiliki berbagai macam pangan alternatif, seperti jenis umbi-
umbian, yakni talas, gandum dan jagung, yang semuanya bisa dijadikan makanan 
pengganti beras. 
Kedaulatan pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi 
lokal. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang 
berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem 
pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini berarti kedaulatan 
pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan 
budaya lokal yang ada. 
Bagi Indonesia diversifikasi produksi dan konsumsi berbasis pangan lokal 
sangat mendesak. Diversifikasi produksi pangan adalahsalah satu cara adaptasi 
yang efektif untuk mengurangi risiko produksi akibat perubahan iklim dan 
kondusif untuk mendukung perkembangan industri pengolahan berbasis 
sumberdaya lokal. Pada sisi konsumsi, diversifikasi memperluas spektrum 
pilihan dan kondusif untuk mendukung terwujudnya pola pangan harapan. 
Pendek kata, diversifikasi pangan berbasis bahan pangan lokal kondusif untuk 
mendukung stabilitas ketahanan pangan dan meningkatkan kelenturan sistem 
tersebut sehingga dapat dipandang sebagai salah satu pilar pemantapan ketahanan 
pangan. Oleh karena itu, akselerasi diversifikasi pangan sebagaimana 
diamanatkan dalam Perpres No. 22 Tahun 2009 harus dapat diwujudkan. 
 
E. KEMISKINAN DAN URBANISASI 
  
Pengertian Urbanisasi 
Pengertian urbanisasi menurut Ensik lopedi Nasional Indonesia adalah, 
suatu proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah 
perkotaan. Selain itu dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai 
suatu proses pengkotaan suatu wilayah. Proses pengkotaan ini dapat diartikan 
dalam dua pengertian. Pengertian pertama, adalah merupakan suatu perubahan 
secara esensial unsur fisik dan sosial-ekonomi-budaya wilayah karena percepatan 
kemajuan ekonomi. Contohnya adalah daerah Cibinong dan Bontang yang 
berubah dari desa ke kota karena adanya kegiatan industri. Pengertian kedua 
adalah banyaknya penduduk yang pindah dari desa ke kota, karena adanya 
penarik di kota, misal kesempatan kerja.  
Pengertian urbanisasi ini pun berbeda-beda, sesuai dengan interpretasi 
setiap orang yang berbeda-beda yakni: 
1. Menurut Ir. Triatno Yudo Harjoko, pengertian urbanisasi diartikan sebagai 
suatu proses perubahan masyarakat dan kawasan dalam suatu wilayah yang 
non-urban menjadi urban. Secara spasial, hal ini dikatakan sebagai suatu 
proses diferensiasi dan spesialisasi pemanfaatan ruang dimana lokasi tertentu 
menerima bagian pemukim dan fasilitas yang tidak proporsional.  
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2. Shogo Kayono, memberikan pengertian urbanisasi sebagai perpindahan dan 
pemusatan penduduk secara nyata yang memberi dampak dalam 
hubungannya dengan masyarakat baru yang dilatar belakangi oleh faktor 
sosial, ekonomi, politik dan budaya.  
3. Keban berpendapat bahwa, urbanisasi jangan hanya dalam konteks demografi 
saja karena urbanisasi mengandung pengertian yang multidimensional. 
Urbanisasi dari pendekatan demografis berarti sebagai suatu proses 
peningkatan konsentrasi penduduk diperkotaan sehingga proporsi penduduk 
yang tinggal menjadi meningkat yang biasanya secara sederhana konsentrasi 
tersebut diukur dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan, kecepatan 
perubahan proporsi tersebut, dan perubahan jumlah pusat-pusat kota. 
Sedangkan urbanisasi menurut pendekatan ekonomi politik didefenisikan 
sebagai transformasi sosial ekonomi yang timbul sebagai akibat dari 
pengembangan dan ekspansi kapitalisme (capitalist urbanization). Dalam 
konteks modernisasi, urbanisasi mengandung pengertian sebagai perubahan 
nilai dari orientasi tradisional ke orientasi modern sehingga terjadi difusi 
modal, teknologi, nilai-nilai, pengelolaan kelembagaan dan orientasi dari 
masyarakat tradisional ke dunia barat (kota).  
4. Dr. PJM Nas, pengertian pertama diutarakan bahwa urbanisasi merupakan 
suatu proses pembentukan kota, suatu proses yang digerakkan oleh 
perubahan struktural dalam masyarakat sehingga daerah-daerah yang dulu 
merupakan daerah pedesaan dengan struktur mata pencaharian yang agraris 
maupun sifat kehidupan masyarakatnya lambat laun atau melalui proses yang 
mendadak memperoleh sifat kehidupan kota. Pengertian kedua dari 
urbanisasi adalah, bahwa urbanisasi menyangkut adanya gejala perluasan 
pengaruh kota ke pedesaan yang dilihat dari sudut morfologi, ekonomi, sosial 
dan psikologi.  
 
Dari beberapa pengertian mengenai urbanisasi yang diuraikan di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa pengertian urbanisasi adalah merupakan suatu proses 
perubahan dari desa ke kota yang meliputi wilayah/daerah beserta masyarakat di 
dalamnya dan dipengaruhi oleh aspek- aspek fisik atau morfologi, sosial, 
ekonomi, budaya, dan psikologi masyarakatnya.130 
 
Dampak Urbanisasi 
Di Indonesia, persoalan urbanisasi sudah dimulai dengan digulirkannya 
beberapa kebijakan ”gegabah” orde baru. Pertama, adanya kebijakan ekonomi 
makro (1967-1980), di mana kota sebagai pusat ekonomi. Kedua, kombinasi 
antara kebijaksanaan substitusi impor dan investasi asing di sektor perpabrikan 
(manufacturing), yang justru memicu polarisasi pembangunan terpusat pada 
metropolitan Jakarta. Ketiga, penyebaran yang cepat dari proses mekanisasi 
sektor pertanian pada awal dasawarsa 1980-an, yang menyebabkan kaum muda 
dan para sarjana, enggan menggeluti dunia pertanian atau kembali ke daerah asal.  
                                                 
130Fitri Ramdhani Harahap, ”Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia”, Jurnal Society, 
Vol.1 No.1, Juni 2013, hal. 36-40. 
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Arus urbansiasi yang tidak terkendali ini dianggap merusak strategi rencana 
pembangunan kota dan menghisap fasilitas perkotaan di luar kemampuan 
pengendalian pemerintah kota. Beberapa akibat negatif tersebut akan meningkat 
pada masalah kriminalitas yang bertambah dan turunnya tingkat kesejahteraan. 
Dampak negatif lainnnya yang muncul adalah terjadinya “over urbanisasi” yaitu 
dimana prosentase penduduk kota yang sangat besar yang tidak sesuai dengan 
perkembangan ekonomi negara. Selain itu juga dapat terjadi “under ruralisasi” 
yaitu jumlah penduduk di pedesaan terlalu kecil bagi tingkat dan cara produksi 
yang ada.  
Pada saat kota mendominasi fungsi sosial, ekonomi, pendidikan dan hirarki 
urban. Hal ini menimbulkan terjadinya pengangguran dan under employment. 
Kota dipandang sebagai inefisien dan artificial proses “pseudo-urbanisastion”. 
Sehingga urbanisasi merupakan variable dependen terhadap pertumbuhan 
ekonomi.  
Persoalan-persoalan urbanisasi telah menjadi perhatian yang cukup besar, 
beberapa pemikiran yang membahas dampak urbanisasi dari sudut pandang 
ekonomi yaitu Evers dalam Abbas berpendapat bahwa tingkat urbanisasi yang 
terlalu rendah dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan kota dapat memperlambat 
kemajuan ekonomi. Sedangkan menurut Keban, proses urbanisasi yang tidak 
terkendali dan adanya hirarki kota akan menimbulkan berbagai akibat negatif 
yaitu munculnya gejala kemiskinan di perkotaan, ketimpangan income perkapita, 
pengangguran, kriminalitas, polusi udara dan suara, pertumbuhan daerah kumuh, 
dan sebagainya.  
Gmelch dan Zenner, membahas mengenai dampak sosial yang ditimbulkan 
oleh urbanisasi dengan menggunakan pendekatan tiga teori urbanisasi yaitu :  
1. Determinist Theory atau dikenal juga dengan theory of urban anomie.  
Writhsebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam teori ini 
memulai analisasnya dengan mendefinisikan “kota” sebagai sebuah wilayah yang 
relatif besar, padat, dan tempat tinggal permanen dari individu yang secara sosial 
sangat beragam. Writh menganalisis bagaimana urbanisasi menghasilkan 
disorganisasi sosial dan gangguan kepribadian. Argumen yang digunakan Writh 
berdasarkan argument psikologi dan struktur sosial.  
Argumen psikologi Writh didasarkan pada pemikiran George Simmel yang 
juga gurunya dalam tulisan “The Metropolis and Mental Life”. Simmel 
memusatkan perhatiannya pada cara hidup di kota yang mengubah cara berfikir 
dan kepribadian individu. Bagaimana stimulasi yang cepat dan terputus dirubah 
oleh stimulasi yang datang dari dalam dan luar individu. Stimulasi yang paling 
berpengaruh menurut Simmel antara lain adalah pemandangan, suara, bau, 
tindakan orang lain, sehingga individu merespon untuk melindungi diri dan 
beradaptasi dengan fikiran dan hati. Dengan adanya stimulasi dan cara individu 
merespon tersebut menjadikan individu lebih intelek, rasional, dan berjarak 
secara emosional dengan orang lain. Suara klakson, telepon, pantulan cahaya, 
pandangan dan perilaku orang asing, berita surat kabar mempengaruhi perilaku 
individu dengan reaksi yang berbeda-beda. Hal ini sangat memungkinkan bagi 
individu untuk mengalami gangguan kepribadian.  
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Analisa struktur sosial dalam teori ini tidak jauh berbeda dengan argumen 
psikologi, tetapi dalam proses yang berbeda. Dalam kompetisi ekonomi, 
spesialisasi pekerjaan, meraih keunggulan, dan kemajemukan kota menghasilkan 
keberagaman aktivitas kehidupan sosial, seperti di dunia pekerjaan, kehidupan 
bertetangga, rumah tangga, dan sebagainya. Sehingga waktu dan perhatian 
inidividu terpecah dan terputus pada tempat dan orang yang berbeda. Sebagai 
contoh, seorang pengusaha; sarapan pagi dengan keluarga, rapat dengan rekan 
kerja di kantor, makan siang dengan kolega, rapat dengan klien, bermain golf 
dengan teman-teman, dan akhirnya makan malam dengan tetangga. 
Keberagaman aktivitas ini membuat inidividu terisolasi dari kehidupan sosialnya 
dan inilah yang memberi peluang terjadinya anomi karena hilangnya ikatan-
ikatan sosial yang berisi nilai-nilai.  
 
2. Compositional theory.  
 Tidak seperti Determinist Theory, teori ini menganggap bahwa urbanisasi 
tidak berdampak secara langsung terhadapindividu atau masyarakat. Teori ini 
berpendapat bahwa keberagaman kehidupan sosial tidak serta merta 
mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat sebab setiap individu atau 
masyarakat memiliki atribut-atribut yang dapat membantu mereka menangani 
permasalahan urbanisasi. Atribut-atribut yang dimaksud antara lain etnisitas, 
latar belakang keluarga, kehidupan bertetangga, kekerabatan, ikatan pekerjaan, 
dan lain-lain. Jadi tidak semua individu dapat terpengaruh oleh urbanisasi karena 
tergantung pada atribut-atribut yang dimilikinya. Sebagai contoh, seseorang yang 
tidak menikah bukandisebabkan oleh ketidak mampuan secara pribadi tetapi 
lebih dikarenakan oleh perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang tidak 
seimbang.  
 
3. Subculture theory.  
Teori ini sebagai hasil sintesa dari Determinist Theory dan Compositional 
Theory, melihat bahwa urbanisasi berdampak langsung terhadap individu dan 
masyarakat tetapi tidak mengintervensi. Asumsinya didasarkan pada pada dua 
hal yaitu; pertama, banyaknya migran yang datang ke kota dengan membawa 
budaya dan nilai yang beragam sehingga memberikan kontribusi terhadap bentuk 
keberagaman kehidupan sosial. Kedua, tekanan-tekanan struktur yang beragam 
seperti spesialisasi pekerjaan, tuntutan institusi, dan sebagainya yang 
menghasilkan subkultur-subkultur baru. Sebagai contoh subkultur mahasiswa, 
etnis Cina-Amerika, criminal professional, homoseksual, artis, misionaris, dan 
lain-lain.  
Dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh tingginya arus urbanisasi di 
Indonesia adalah sebagai berikut : 131 
1. Semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan.  
Pertambahan penduduk kota yang begitu pesat, sudah sulit diikuti 
kemampuan daya dukung kotanya. Saat ini, lahan kosong di daerah 
perkotaan sangat jarang ditemui. ruang untuk tempat tinggal, ruang untuk 




kelancaran lalu lintas kendaraan, dan tempat parkir sudah sangat minim. 
Bahkan, lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pun sudah tidak ada lagi. 
Lahan kosong yang terdapat di daerah perkotaan telah banyak dimanfaatkan 
oleh para urban sebagai lahan pemukiman, perdagangan, dan perindustrian 
yang legal maupun ilegal. Bangunan-bangunan yang didirikan untuk 
perdagangan maupun perindustrian umumnya dimiliki oleh warga 
pendatang. Selain itu, para urban yang tidak memiliki tempat tinggal 
biasanya menggunakan lahan kosong sebagai pemukiman liar mereka. hal 
ini menyebabkan semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan.  
2. Menambah polusi di daerah perkotaan.  
Masyarakat yang melakukan urbanisasi baik dengan tujuan mencari 
pekerjaan maupun untuk memperoleh pendidikan, umumnya memiliki 
kendaraan. Pertambahan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang 
membanjiri kota yang terus menerus, menimbulkan berbagai polusi atau 
pemcemaran seperti polusi udara dan kebisingan atau polusi suara bagi 
telinga manusia. Ekologi di daerah kota tidak lagi terdapat keseimbangan 
yang dapat menjaga keharmonisan lingkungan perkotaan. Sebagian besar 
kota di Indonesia mengalami persoalan polusi sebagai akibat dari proses 
urbanisasi, baik oleh semakin banyaknya jumlah kendaraan maupun oleh 
industri-industri yang tumbuh.  
3. Penyebab bencana alam.  
Para urban yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal biasanya 
menggunakan lahan kosong di pusat kota maupun di daerah pinggiran 
Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mendirikan bangunan liar baik untuk 
pemukiman maupun lahan berdagang mereka. Hal ini tentunya akan 
membuat lingkungan tersebut yang seharusnya bermanfaat untuk menyerap 
air hujan justru menjadi penyebab terjadinya banjir. daerah aliran sungai 
sudah tidak bisa menampung air hujan lagi. 
4. Pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi.  
Kepergian penduduk desa ke kota untuk mengadu nasib tidaklah menjadi 
masalah apabila masyarakat mempunyai keterampilan tertentu yang 
dibutuhkan di kota. Namun, kenyataanya banyak diantara mereka yang 
datang ke kota tanpa memiliki keterampilan kecuali bertani. Oleh karena itu, 
sulit bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Mereka terpaksa 
bekerja sebagai buruh harian, penjaga malam, pembantu rumah tangga, 
tukang becak, masalah pedagang kaki lima dan pekerjaan lain yang sejenis. 
Hal ini akhitnya akan meningkatkan jumlah pengangguran di kota yang 
menimbulkan kemiskinan dan pada akhirnya untuk dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya, orang-orang akan nekat melakukan tindak kejahatan 
seperti mencuri, merampok bahkan membunuh. Ada juga masyarakat yang 
gagal memperoleh pekerjaan sejenis itu menjadi tunakarya, tunawisma, dan 
tunasusila.  
5. Penyebab kemacetan lalu lintas.  
Padatnya penduduk di kota menyebabkan kemacetan dimana-mana, 
ditambah lagi arus urbanisasi yang makin bertambah. Para urban yang tidak 
memiliki tempat tinggal maupun pekerjaan banyak mendirikan pemukiman 
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liar di sekitar jalan, sehingga kota yang awalnya sudah macet bertambah 
macet. Selain itu tidak sedikit para urban memiliki kendaraan sehingga 
menambah volum kendaraan di setiap ruas jalan di kota.  
6. Merusak tata kota.  
Pada negara berkembang, kota-kotanya tdiak siap dalam menyediakan 
perumahan yang layak bagi seluruh populasinya. Apalagi para migran 
tersebut kebanyakan adalah kaum miskin yang tidak mampu untuk 
membangun atau membeli perumahan yang layak bagi mereka 




Korelasi antara Urbanisasi dan Kemiskinan 
Tidak bisa dipungkiri, dampak dari globalisasi memang menuntut 
masyarakat dunia untuk bisa seragam, bisa hidup tanpa adanya batas-batas jarak 
ataupun wilayah dimana pun manusia itu tinggal. Sehingga memang sebetulnya 
disatu sisi, urbanisasi memang menimbulkan dampak yang positif terutamaa 
untuk kehidupan di perdesaan, diantaranya : 
1. Memodernisasikan warga desa 
2. Menambah pengetahuan warga desa 
3. Menjalin kerjasama yang baik antar warga suatu daerah 
4. Mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa 
 
Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kecenderungan yang terjadi 
terutama bagi masyarakat desa yang berangkat ke kota dengan tujuan ekonomi 
hanya bermodalkan kepada kenekatan semata tanpa adanya keterampilan serta 
tingkat pendidikan yang mumpuni untuk mengikuti persaingan dikota yang 
begitu ketat. 
Mereka berangkat secara berbondong-bondong ke kota dengan sejumlah 
mimpi serta bujuk rayu teman yang telah berhasil sebelumnya. Dalam alam 
bawah sadar mereka, mereka berharap kepada “impian” yang mereka tanam di 
perkotaan. 
Pada kenyataannya mereka harus bersaing dengan ketat di daerah 
perkotaan. Sehingga tanpa keahlian serta pendidikan yang tinggi membuat 
sebahagian dari mereka yang memiliki modal pas-pasan beralih ke sektor 
informal seperti halnya menjadi pedagang asongan, berjualan bakso dan 
sebagainya. 
Akan tetapi sebagian lagi jatuh ke dalam perangkap kemiskinan, menjadi 
masyarakat kota pinggiran tanpa memiliki pekerjaan dan hidup sebagai 
pengangguran sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut mereka 
beralih ke persimpangan-persimpangan perkotaan, ada yang menjadi 
gelandangan, ada yang menjadi pengamen. Bahkan disatu sisi hal tersebut pun 
mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya melalui jalan-jalan yang 
keliru, seperti halnya melakukan tindak kriminalitas. 
Inilah yang pada akhirnya menciptakan golongan masyarakat miskin yang 
tinggal disana pun enggan kembali ke desa karena sudah merasa nyaman dengan 
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keadaan tersebut. Juga semakin hari semakin meningkat akibat semakin banyak 
pula mereka yang datang ke kota dan berakhir di persimpangan jalan-jalan di 
kota pula. 
Selain dari pada membentuk masyarakat miskin tersebut juga, urbanisasi 
nampaknya mengakibatkan pula kompetisi dalam penggunaan lahan. Banyak 
sekali terutama di kota-kota besar seperti halnya di Jakarta dalam penggunaan 
lahan. Banyak pemukiman-pemukiman kumuh milik masyarakat miskin di 
daerah-daerah yang seharusnya tidak dijadikan tempat tinggal seperti halnya 
kolong jembatan, pinggir rel kereta api. Selain memang bukan peruntukannya hal 
tersebut juga merusak lingkungan visual suatu kota, menghambat pembangunan, 

































                                                 
132Marbun. BN, Kota Indonesia Masa Depan Masalah dan Prospek, (Jakarta : Erlangga, 1988), 
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BAB XI  
DEMOKRASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 
 
Tujuan Pembelajaran  
 
Setelah membaca materi ini, diharapkan mampu untuk : 
1. Memahami definisi demokrasi 
2. Memahami demokrasi dan ekonomi 
3. Memahami demokrasi dan politik di era digital 
 
A. DEFINISI DEMOKRASI 
 
Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti 
rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi memiliki arti 
pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan 
penting yang sangat menentukan. Demokrasi adalah sebuah kerja kultural, sosial 
dan politik sekaligus. Ia tidak hanya soal membangun pranata politik semisal 
dewan perwakilan atau pemilu. Demokrasi adalah juga perkara membangun 
sikap mental, spirit, yang merupakan core values dari demokrasi itu sendiri 
semisal toleransi, kesamaan dan kebebasan. Karena itu ia hadir sekaligus sebagai 
kebutuhan budaya, sosial, dan politik.133 
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya 
memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup 
mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara 
langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan 
pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya 
yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. 
Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan 
beserta praktik dan prosedurnya. 
Pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai 
berikut: 
1. Menurut Joseph A. Schemer  
Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai 
keputusan polituk dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk 
memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.  
2. Sidney Hook  
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusankeputusan 
pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan 
pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat 
dewasa.  
3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl  
                                                 
133Denny J.A, Demokrasi Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal. 9. 
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Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai 
tanggung jawab atas tindakan—tindakan mereka diwilayah publik oleh 
warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan 
kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.  
4. Henry B. Mayo  
Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang 
menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritasoleh 
wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- 
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan 
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 
5. Affan Ghaffarmemaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitupemaknaan 
secara normatif(demokrasi normatife) dan empirik ( demokrasiempirik) :  
a. Demokrasi Normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak 
dilakukan oleh sebuah  Negara. 
b. Demokrasi Empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia 
politik praktis.134 
 
Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang 
kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, 
seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi 
Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer 
mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper 
mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran 
atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan 
para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. 
 
B. DEMOKRASI DAN EKONOMI 
 
Demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian kita secara tegas 
dirumuskan dalam UUD 1945 pasal 33. Namun, tidak hanya pada pasal itu, UUD 
menunjukkan watak kerakyatan dalam perekonomian bangsa lndonesia yang 
ingin dibangun. Penjelasan pasal 2 menyatakan bahwa pasal ini mengingatkan 
akan adanya golongan- golongan dalam badan-badan ekonomi, dan yang 
dimaksud dengan golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat 
pekerja, dan lain-lain badan kolektif. Pasal 23 dalam penjelasannya menyatakan 
bahwa dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan 
rakyat, seperti Republik lndonesia, anggaran pendapatan dan belanja negara itu 
ditetapkan dengan undang-undang. 
Selanjutnya pasal 27 ayat (2) yang menyatakan tiap-tiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, juga 
menunjukkan sifat kerakyatan perekonomian Indonesia. Kemudian pasal 28,29 
ayat (1), dan 34, seperti dikataka dalam penjelasan, menunjukkan hasrat bangsa 
Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak 
menye-lenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Pasal 31 ayat (1) juga 
                                                 
134Tri Sulisworo Dwi, Dikdik Wahyuningsih dan Arif Baegaqi, Demokrasi, hal. 12-13. 
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sangat penting karena pendidikan, sangat mendasar bagi pemerintah. Konsep 
demokrasi ekonomi sebagai dasar perekonomian lndonesia dikehendaki oleh 
pendiri bangsa ini untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 
Konsep tersebut diketengahkan setelah mengkaji praktek ekonomi liberal 
maupun sosialis yang dinilai tidak memberi jawaban sepenuhnya terhadap fitrah 
manusia di dunia. Perwujudannya. memerlukan institusi, yakni pranata dan 
pengor-ganisasian formal, yang benar-benar cocok dan dapat berkembang secara 
alamiah dalam masyarakat Indonesia, Jelas kiranya bahwa untuk terwujudnya 
demokrasi ekonomi memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai 
tatanan kemasyarakatan kita. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya 
hambatan institusional, yang menyebabkan tidak berfungsinya ldysfunetionrng 
institusi yang ada, yang pada kondisi yang relatif sama atau dapat 
diperbandingkan ditempat atau di negara lain ternyata dapat berfungsi dengan 
baik. Dalam setiap perekonomian, paling sedikit kita mengenal 3 unsur 
kelembagaan, yaitu pelaku ekonomi, pasar, dan pengatur atau aturannya, pelaku 
ekonomi terdiri dari produsen dan konsumen. Yang membedakan antara 
kelembagaan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi dengan sistem yang lainnya 
adalah normanya. 
Secara ringkas perangkat institusional tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Produsen 
 Berdasarkan pasal 33 UUD 194S kita mengenal tiga bentuk usaha, yaitu 
badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi, yang saling 
berinteraksi dengan konsumen/rumah tangga dalam proses produksi, distribusi, 
dan konsumsi barang dan jasa. Semua bentuk usaha tersebut perlu tumbuh secara 
seimbang, serasi, dan bersama atau bermitra, serta saling mengisi dan saring 
menunjang, sehingga masingmasing ataupun secara bersama dapat berkembang 
menjadi kekuatan yang tangguh. Usaha milik negara dapat berperan sebagai 
perintis usaha, pengelola bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai 
hajat hidup orang banyak, penyoimbang kekuatan di pasar, dan penunjan 
pelaksanaan kebijaksanaan negara. walaupun mempunyai misi tersebut, setiap 
usaha negara haruslah dikelola secara efisien dan produktif. 
 
2. Konsumen  
Disisi lain adalah lembaga ekonomi yang dapat disebut konsumen. 
Konsumen merupakan lembaga ekonomi yang penting pula mengingat bahwa 
pada dasarnya seluruh masyarakat melakukan kegiatan konsumsi di berbagai 
bidang dan meliputi berbagaijenis kebutuhan. Pilihan seseorang dalam 
mengkonsumsi suatu barang yang dipasarkan ditentukan oleh preferensi konsume 
n lconsumer preferencel dan dibatasi oleh penghasilan yang diperolehnya (budget 
canstraintl). Preferensi dan penghasilan tiap individu berbeda-beda, sehingga pola 
konsumsinya berbeda-beda pula. Namun demikian, setiap konsumen atau 
kelompok konsumen akan berupaya mengoptimalkan pola konsumsinya. 
Kepuasan optimal dapat tercapai apabila konsumen mempunyai pilihan yang luas 
dan memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang berbagai produk yang 
dipasarkan sehingga menghasilkan preferensi konsumsi yang betulbetul optimal. 
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Secara makro, gabungan preferensi konsumsi dari tiap individu/ rumah tangga 
akan menentukan pola konsumsi nasional, yang pada gilirannya akan menentukan 
pemanfaatan sumber daya nasional. Pemanfaatan tersebut akan menjadi optimal 
apabila kebutuhan rakyat banyak memperoleh prioritas. Oleh karena itu, 
menggairahkan pola konsumsi dalam negeri agar menunjang kegiatan produktif 
dan tidak semata-mata konsumtif, berperan pula dalam usaha membangun 
perekonomian yang sehat,yang artinya dapat memanfaatkan sumber daya tersedia 
dan mengembangkan potensi yang ada secara efisien. 
 
3. Pasar 
Bahwa pasar merupakan lembaga perekonomian yang penting, saya kira 
tidak ada yang memungkirinya. Negara yang paling sosialis pun pada masa 
puncak jayanya sekali pun, meskipun didalam negerinya tidak menerapkan sistem 
pasar, tetapi memasuki pasar internasional, dalam mengekspor hasil produksinya 
dan mengimpor yang dibutuhkannya, mengikuti aturan pasar. Mekanisme pasar 
ini (yang oleh Adam Smith disebut tangan yang tidak tampak - invisible handsl 
mempengaruhi intervensi para pelaku ekonomi dan menentukan volume dan arus 
produksi barang dan jasa menurut hukum permintaan dan penawaran. Pandangan 
mengenai pasar yang ideal adalah yang dapat menjadi peralatan yang efisien dan 
berkeadilan dalam pengalokasian sumber daya, dalam distribusi barang dan jasa. 
 
4. Pemerintah 
Tanggung jawab pengendalian pasar itu sepenuhnya berada pada negara. 
UUD '45 jelas mengamanatkan tanggung jawab negara untuk mencapai tujuan 
nasional. Dalam bidang eksekutif aparatur negara adalah pemerintah.  Untuk 
mencapai Demokrasi Ekonomi, kemampuan negara untuk melaksanakan 
redistribusi hasil-hasil kegiatan ekonomi harus makin diperkuat. Pelaksanaan 
sistem perpajakan yang adil, kebijaksanaan pengeluaran pemerintah yang 
mendukung tujuan-tujuan pemerataan serta kegiatan yang menyangkut 
kepentingan rakyat secara langsung adalah upayaupaya yang perlu diperkuat. 
Melalui fungsi ini negara mengarahkan aliran sumber daya untuk mengatasi 
kesenjangan, baik antardaerah, antarsektor, atau antargolongan pendapatan, dan 
mendemokratiskan kehidupan ekonomi, Peranan strategis yang keempat dalam 
rangka menunjang tercapainya demokrasi ekonomi adalah di bidang pemenuhan 
kebutuhan dasar rakyat.135 
 
C. DEMOKRASI DAN POLITIK DI ERA DIGITAL 
 
Demokrasi Digital 
Teknologi dan Demokrasi: Demokrasi Digital Hubungan antara Demokrasi 
dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT merupakan hubungan 
yang tak terhindarkan, mengingat penggunan ICT adalah kebutuhan bagi setiap 
orang. Dengan sendirinya kemudahan yangdiberikan oleh teknologi akan 
berguna dalam perilaku politik sekalipun. Penggunaan komputer, telepon, media 
                                                 




elektronik, maupun media massa tradisional, tidak bisa dipungkiri butuh ICT 
agar dapat menolong proses produksi yang dilakukan. Misalnya saja pemilu, 
yang kian tak terhindarkan menggunakan ICT dalam implementasinya. Tidak 
saja memudahkan teknis pelaksanaan tetapi juga menghemat waktu dan biaya 
yang cukup signifikan. Oleh karena interaksi teknologi dan demokrasi adalah 
sesuatu yang lumrah maka banyak penelitian yang dilakukan untuk mencermati 
fenomena ini lantas menelorkan sebuah istilah-istilah populer yang dikenal 
banyak orang, semisal electronic democracy, teledemocracy, dan 
cyberdemocracy. 
Istilah demokrasi digital merujuk pada keberadaan teknologi eletronik yang 
merupakan pengembangan dari transfer data digital yang tidak lain adalah 
implementasi potensi ICT itu sendiri, yang digunakan dalam proses demokrasi 
semisal sajian TV tentang 'parlemen rakyat, akses surat elektronik (e-mail), 
kelompok diskusi maya (via Internet) dan kios-kios informasi publik.  
Pentingnya penerapan ICT dalam demokrasi menunjukkan adanya upaya 
meningkatkan demokrasi atau malah sebaliknya sehingga Castells menyebutnya 
sebagai interaksi dialektis antara teknologi dengan masyarakat, yang 
pengaruhnya cukup meluas ke berbagai sektor kehidupan, dan bahkan mampu 
membangkitkan aktivitas agen-agen kemanusiaan yang di dalamnya berisikan 
keberadaan hubungan kekuasaan.Secara umum kajian tentang interaksi antara 
ICT dengan demokrasi dilandasi oleh upaya-upaya untuk merevitalisasi 
demokrasi yang mengalami banyak persoalan. Ada dua hal yang menjadi 
landasannya. Pertama, munculnya persepsi bahwa institusi-institusi politik, 
aktor-aktor dan proses politik demokratis di negaranegara demokrasi yang sudah 
tergolong maju mengalami kondisi pelemahan dan peningkatan apatisme 
warganya. Kedua, dipercaya bahwa periode masa kini adalah periode di mana 
percepatan pertumbuhan dan perubahan di bidang sosial, ekonomi dan politik, 
yang barangkali telah diindikasikan dengan istilah Era Informasi yang serba 
cepat, seolah-olah tidak sempat dipikirkan kembali, malah acap kali berlangsung 




D. DEFENISI PERTUMBUHAN EKONOMI  
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian 
suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama 
periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses 
kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk 
kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan 
indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan 
masyarakat.Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang 
dandan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. 
Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses 
pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin 
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baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat 
ditentukan sektor prioritas pembangunan.Menurut Todaro dan Smithterdapat tiga 
faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu 
akumulasi modal (capital accumulation), pertumbuhan penduduk (growth in 
population), dan kemajuan teknologi (technological progress).137 
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan 
pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian 
ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output 
nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis 
ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan 
kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur 
menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah 
proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga 
aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 
adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita 
melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu 
perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.Tekanannya ada 
pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.138 
 
Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam 
 Beberapa  pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang 
dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan 
ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, 
dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan 
minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu 
sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi 
kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kahidupan 
manusia pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam (QS. Nuh ayat 10-12) 
Artinya: “Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada 
Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan 
mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, Dan membanyakkan harta dan anak-
anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di 
dalamnya) untukmu sungai-sungai”. Dijelaskan pula dalam firman Allah (Q.S 
Al-Ar’raaf  ayat 96) Artinya:“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman 
dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkata dari 
langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami 
siksa mereka disebabkan perbuatannya”.  
Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup 
akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun). Allah 
menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau 
untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan 
                                                 
137Lutfi Muta'ali, Teknik Analisis Ragional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, Dan Lingkungan, 
(Yograkarta: Badan perbit Fakultas Gegrafi (BPFG) Universitas Gajah Mada), hal. 20-22. 
138Ahmad Ma’aruf dan Latri Wihastuti, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya, 
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, April 2008, hal. 44-45. 
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dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat 
tidak taat kepada tuhannya, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas 
kehidupan.139 
 
Teori Pertumbuhan Ekonomi  
Dalam kerangka menemukan teori pembangunan yang cocok diterapkan di 
negara berkembang, 4 pendekatan teori pembangunan yang dominan 
dipergunakan di negara-negara berkembang layak untuk dikaji ulang yakni : 
 
1. Teori Pertumbuhan Linier  
Model pertumbuhan linier mendominasi teori pembangunan ekonomi. 
Model pertumbuhan linier mengasumsikan bahwa proses pembangunan 
harus melalui tahapan-tahapan tertentu secara berurutan menuju tingkat 
yang semakin tinggi. Beberapa tokoh aliran pertumbuhan linear 
diantaranya adalah Adam Smith, Karl Mark, dan Rostow. 
 
2. Teori Perubahan Struktural  
Teori perubahan struktural mengonsumsi bahwa transformasi ekonomi di 
negara sedang berkembang awalnya bersifat subsisten dengan pertanian 
sebagai sektor utamanya menuju ke struktur perekonomian yang lebih 
modern yang mendominasi oleh sektor industri dan jasa. 
 
3. Teori Ketergantungan Internasional (Dependensia)  
Teori ketergantungan atau teori depedensi adalah teori yang melihat 
permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga.Teori ini 
menjelaskan bahwa penyebab keterbelakangan ekonomi di negara 
berkembang adalah perkembangan dan ekspansi negara-negara maju, 
sedangkan negara-negara berkembang hanya sebagai penerima akibat saja. 
 
4. Neo Klasik Penentang Revolusi  
Neo klasik adalah istilah yang digunakan untuk aliran pemikiran ilmu 
ekonomi yang mencoba mendefinisikan ulang teori pembentukan harga, 
produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan 
penawaran di pasar. Teori pertumbuhan neo klasik pertama kali ditemukan 
oleh Robert Solow yang memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1987 
melalui tulisannya yang berjudul A Contribution of The Theory od 
Economies Growth yang dimuat dalam Quarterly Journals of Economies 
pada bulan Februari 1956. 
 
Faktor Pertumbuhan Ekonomi  
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:  
1. Faktor Sumber Daya Manusia  
Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga 
dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting 
                                                 




dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan 
tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek 
pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan 
proses pembangunan. 
 
2. Faktor Sumber Daya Alam 
Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam 
dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber 
daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, 
apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam 
mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang 
dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, 
kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.  
 
3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 
mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja 
yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin 
canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas 
serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada 
akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.  
 
4. Faktor Budaya  
Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan 
ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau 
pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat 
pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya 
sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun 
budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap 
anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.  
 
5. Sumber Daya Modal  
Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan 
meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang 
modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan 
ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan 
produktivitas. 
 
Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah :  
1. Korupsi  
Korupsi akan mempersulit pembangunan karena akan membuat kekacauan 







2. Laju inflasi  
Inflasi akan berdampak pada menurunnya indeks kepercayaan konsumen 
karena masyarakat cenderung mengurangi belanja karena berhati-hati 
terhadap resiko kenaikkan harga tinggi. 
 
3. Tingkat suku bunga  
Tingkat suku bungan akan mempengaruhi investasi.  
 
4. Kenaikkan harga bahan bakar minyak  
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi nasional karena dampak kebijakan tersebut menimbulkan 
"multiplayer effect" menyeluruh terhadap perekonomian.  
 
5. Situasi keamanan yang tidak kondusif  
Ada beberapa pandangan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kokoh 
dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Investor yang pada saat ini 
dianggap sebagai salah satu yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi 
suatu negara tidak akan mau menanamkan modalnya (investasi jangka 
pendek maupun jangka panjang) jika keamanan tidak stabil. 
 
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi tetapi efek 
masyarakatnya yang terlalu rendah mengakibatkan diperlukannya analisa 
pengaruh karakteristik regional terhadap pertumbuhan ekonomi. Berangkat dari 
penelitian Sodik, yang menyatakan bahwa keseluruhan pola kemampuan regional 
sebagai hasil pembawaan dari lingkungan sosial dan ekonomi sehingga 
menentukan pola aktivitas dalam meraih tujuan tercermin dalam karakteristik 
regional yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu berupa aspek-aspek 
atau kualitas regional yang terdiri dari angkatan kerja, penduduk, modal manusia 
(pendidikan), inflasi dan ekspor netto. 
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat penting untuk dikaji. 
Negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar serta penyediaan kesempatan 
kerja yang terbatas akan menghadapi masalah yang serius dengan tingkat 
pengangguran. Perkembangan yang terjadi dalam jumlah angkatan kerja (AK) 
tidak bisa dilepaskan dari laju pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah. 
Tjiptoherijanto, menyatakan bahwa selama periode 1997 – 1999 jumlah angkatan 
kerja di Indonesia cenderung meningkat, baik yang bekerja maupun yang 
mencari pekerjaan. Bila dilihat antara jumlah penduduk yang bekerja dan yang 
sedang mencari pekerjaan, ternyata banyaknya penduduk yang bekerja relatif 
lebih besar dibandingkan dengan yang mencari pekerjaan, namun 
peningkatannya jauh lebih tinggi peningkatan penduduk yang mencari pekerjaan. 
Dalam pembangunan, penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja maka akan 
timbul masalah dalam penyediaan lapangan kerja. Dengan demikian 
bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun. Sedangkan 
jumlah lapangan kerja yang tersedia terbatas dapat menimbulkan persaingan di 
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antara pencari kerja dan terancam kurangnya kesempatan pemenuhan 
kesejahteraan sehingga dikhawatirkan meningkatkan kemiskinan.  
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ngangi, bahwa mengatasi 
kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah tapi berhubungan erat dengan 
masalah kehidupan seperti keadaan suatu tempat, aktivitas sosial, tingkat 
pendidikan dan status kesehatan. Kualitas tenaga kerja dicerminkan salah satunya 
oleh adanya perbaikan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan formal yang 
diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal 
tersebut sesuai dengan teori   human capital (modal manusia). 
 
Dampak Sistem Demokrasi Bagi Ekonomi Indonesia 
Demokrasi pada awalnya diperkenalkan sebagai sebuah pemahaman 
negaranegara barat. Banyak para pemikir barat yang memulai untuk menekankan 
nilai-nilai demokrasi, akan tetapi sayangnya metodologi yang digunakan adalah 
berasal dari faham metodologi barat. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat 
yang diperintah, dapat dikategorikan dalam dua bentuk relasi:  
1. Sistem diktator, dimana: (a) publik secara relatif mampu memberikan 
pengaruh kepada pemerintah, dan(b) terjadinya tindakan represif terhadap 
kaum minoritas 
2. Sistem demokratis, dimana: (a) publik yang telah dewasa memiliki hak 
untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, (b) terdapatnya pengakuan atas 
hak-hak kaum minoritas.  
 
Beberapa negara akan menerapkan sistem sesuai dengan sejarah dan 
kebudayaan masing-masing bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara yang 
mencoba menerapkan demokrasi sesungguhnya dapat ditinjau dari faktor sejarah 
ketika Indonesia mengalami proses penjajahan dimana kita bersinggungan 
dengan nilai-nilai kultural bangsa barat yang memperkenalkan nilai-nilai 
demokrasi dan kebebasan individual. 
Dampak pembangunan ekonomi pada transformasi sistem politik telah 
lama dianggap langsung dan positif, secara umum diasumsikan bahwa 
pembangunan ekonomi berkelanjutan mengarah munculnya lembaga-lembaga 
demokratis dan akhirnya dari demokrasi itu sendiri, seperti berikut:  
1. Pembangunan ekonomi mengubah struktur sosial dan menciptakan kelas 
menengah yang menyediakan basis sosial bagi demokrasi. Ini adalah 
“proses” yang paling penting.  
2. Pembangunan ekonomi, sebagai produk yang menyebabkan munculnya 
nilai-nilai politik baru (seperti meningkatkan rasa individualitas, otonomi 
pribadi, dan keyakinan dalam kebebasan hak pribadi dan pilihan) yang 
mendukung lembaga-lembaga dan praktek demokrasi.  
3. Efek langsung dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan tingkat 
pendidikan. Demokrasi dan Pembangunan Sebuah warga berpendidikan 
cenderung untuk menjadi lebih berpengetahuan tentang proses politik dan 
lebih sadar akan hak-nya. Itu juga lebih waspada dalam membela hak-hak, 
dan memiliki lebih efektif berarti melakukannya.  
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4. Keberhasilan pembangunan menghasilkan kekayaan ekonomi, 
memungkinkan aktor-aktor untuk mengumpulkan sumber daya yang 
meningkatkan kemandirian mereka dari negara, sehingga memperkuat 
masyarakat sipil sebagai penyeimbang untuk negara. Efek lain dari 
pengumpulan kekayaan adalah kemampuannya untuk menyelesaikan 
konflik redistribusi (semakin besar kue, semakin besar kemungkinan setiap 
orang akan mendapatkan potongankue tersebut).  
5. Karena keberhasilan pembangunan lebih mungkin terjadi secara ekonomi 
terbuka, juga dapat mempromosikan hubungan sosial, budaya, dan politik 
dengan masyarakat internasional. Hubungan ini bertindak untuk 
memfasilitasi aliran informasi, dan untuk melemahkan kemungkinan 
terjadinya pemerintahan otoriter dan dengan membuka peluang ekonomi 































                                                 








Tujuan Pembelajaran  
 
Setelah membaca materi ini, diharapkan mampu untuk : 
1. Memahami definisi ilmu ekonomi 
2. Memahami permaslahan ilmu ekonomi 
3. Memahami definisi ilmu politik 
4. Memahami permaslahan ilmu politik 
5. Memahami definisi ekonomi politik 
6. Memahami perkembangan ekonomi politik 
 
 
A. DEFENISI ILMU EKONOMI   
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Ilmu diartikan sebagai 
pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut 
metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di 
bidang (pengetahuan) itu; atau pengetahuan atau kepandaian tentang soal 
duniawi, akhirat, lahir, batin, dan seterusnya.   
Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) 
yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti 
"peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai 
"aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang 
dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep 
ekonomi dan data dalam bekerja. Ekonomi adalah ilmu sosial yang melibatkan 
study untuk menentukan pikihan pilihan dan mempertimbnagkan hal-hal apa saja 
yang diperlukan dalam pemilihan tersebut.141 
Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai cara atau metode yang tepat 
untuk mengalokasikan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan 
tujuan tercapai nya optimalisasi dan mencapai tujuan yang paling baik. Dan para 
ahli ekonomi mendefinisikan ilmu ekonomi tersebut  sebagai berikut:142 
1. Paul A. Samuelson : Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi mengenai 
individu-individu dan  masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa 
penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang 
terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan 
berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan 
                                                 
141Ida Nuraini, Pengantar Ekonomi Mikro, Jurnal (Universitas Muhammadiyah Malang: 2016), hal. 10. 
142 Bachrudin Sjaroni dkk,Ekonomi Mikro, (Deepublish  D.I Yogyakarta: 2019),  
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konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai individu dan 
golongan masyarakat.  
2. Adam Smith: adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia. Teori 
ekonomi yang diartikannya adalah  laissez faire, yaitu teori ekonomi pasar 
bebas. Dan didalam bukunya Pengertian Ekonomui adalah penyelidikan 
tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara.  
3. Hermawan Kartajaya: seorang Ahli Pemasaran yang dikenal masyarakat 
dunia. Ia mengemukakan pengertian ekonomi yaitu platform dimana sektor 
industri melekat diatasnya. 
4. John Stuart Mill: ekonom, filsuf dan penjabat senior di sebuah perusahaan 
East-India berkebangsaaan Inggris. John Stuart Mill mengartikan 
pengertian ekonomi adalah praktek ilmiah tentang pengeluaran dan 
penagihan keuangan.    
 
Batasan-batasan ilmu ekonomi begitu banyak jumlah dan ragamnya, 
sebanyak dengan lamanya manusia memperhatikan terhadap masalah masalah 
ekonomi itu sendiri. Ada dua versi yang menyatakan awal kelahiran ilmu 
ekonomi yaitu: Pertama menyatakan bahwa kelahiran ilmu ekonomi terjadi sejak 
lahirnya kaum phsyocrat yakni pada saat tulisan Francois Quesnay (Perancis) 
yang berjudul Tableau Economique diterbitkan kira-kira pada tahun 1750. 
Alasan mereka karena Tableau Economique merupakan karya pertama yang 
memandang kehidupan perekonomian sebagai suatu sistem yang sudah 
ditentukan dan suatu sistem yang diatur oleh hukum-hukum sendiri.Atas dasar 
tersebut, kaum phsyiocrat dipandang sebagai peletak dasar ilmu ekonomi yang 
pertama.  
Kedua, menyatakan bahwa titik awal kelahiran ekonomi sebagai ilmu 
setelah terbitnya buku Adam Smith yang berjudul An Inquiry Into the Nature and 
Causes of the Wealth of Nations yang sering disingkat The Wealth of Nations. 
Mereka beranggapan bahwa Adam Smith dengan karyanya itu berhasil 
menjelaskan bahwa ekonomi telah memenuhi kriteria dasar keilmuan, yakni 
memiliki objek baik formal maupun material, mempunyai metodologi atau 
pendekatan, dan tersusun sangat sistematis. Di samping itu, ekonomi memenuhi 
tiga aspek persyaratan ilmiah, yaitu aspek ontologi, epistimologi maupun aspek 
aksiologi.  
Dari dua pandangan di atas, pandangan kedua lebih kuat argumentasinya. 
Oleh karena itu, sampai sekarang Adam Smith dianggap merupakan tokoh utama 
yang melahirkan ilmu ekonomi. Bahkan karena jasanya yang begitu besar dalam 
melahirkan ilmu ekonomi, Adam Smith dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi. 
Untuk lebih mempermudah memahami ilmu ekonomi biasa orang akan melihat 
apa dan bagaimana definisi itu dikemukakan. Untuk itu marilah kita urutkan 
mengenai batasan- batasan ilmu ekonomi sejak pertama ekonomi menjadi ilmu. 
Batasan yang pertama tentang ilmu ekonomi adalah Adam Smith, yaitu  
“Political economy as an inquiry into the nature of the wealth of nation… wealth 
is a annual produce of land and labor of the society”.  
Kemudian batasan lain yang dikemukakan seorang ekonom Inggris Alfred 
Marshalldalam bukunya Priciples of Economic memberikan batasan yaitu: 
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"Political economy or economic is a study of mankind in the ordinary business 
life it examines that part of individual and social action which ia most closly 
conected with the attainment and with the use of the nationalrequisites of well 
being.” 
Dari dua batasan di atas bahwa politik ekonomi dan ilmu ekonomi masih 
mempunyai arti yang sama karena itu pendapat di atas biasa digolongkan kepada 
kaum Klasik. Pada saat ini politik ekonomi sudah berdiri sendiri dan tidak lagi 
disamakan dengan ilmu ekonomi. Sekarang saya kemukakan batasan-batasan 
ilmu ekonomi lain yang akan memberikan gambaran agar para mahasiswa dapat 
menganalisis dan membandingkan dari setiap batasan tersebut. Fred Rogers 
Fairchild dalam bukunya Principles of Economic menyatakan: "Economic is  the 
study of man's activities  devoted  to obtaining the material means for the 
satisfaction  of His wants that the material means which serve  satisfy human 
wants include human beings as well as external object”. 
George Leland Bach dalam bukunya Economic An Introduction to Analysis 
and Policy. Menjelaskan bahwa; "Economic is the study of how the goods and 
services we want get produced and how they are distributed among us‖”. Batasan 
yang dianggap paling modern dikemukakan oleh Leonel Robbin dalam bukunya 
yang berjudul An Essay on the Nature and Significance of Economic Sciece: 
―Economics as the science which studies human behavior as a relationship 
between ends and scarce means which have alternative use‖.  
Dari batasan di atas nampak jelas mengandung konsep ends, scarce means 
dan alternative uses dari masalah itu jelas bahwa permasalahan ekonomi timbul 
karena adanya kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas, sedangkan alat-alat 
pemuas kebutuhan adanya terbatas (scarce means).  
 
B. PERMASALAHAN ILMU EKONOMI 
 
Permasalahan Dasar Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang  
Ada tiga permasalahan dasar/pokok yang dihadapi oleh negara 
berkembang.143Tiga permasalahan dasar yang dihadapi negara berkembang 
sebagai berikut:  
1. Kerkembangnya ketidakmerataan pendapatan  
2. Kemiskinan  
3. Gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dan 
negara berkembang.  
 
Titik perhatian utama permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara 
berkembang adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Beberapa faktor 
yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara 
berkembang, menurut Irma Adelman Cynthia Taft Morris, sebagai berikut:  
 
 
                                                 
143Endang Mulyani, Konsep Dasar dalam Pembangunan Ekonomi dan Permasalahan Dasar Pembangunan 
Ekonomi di Negara Berkembang, (PKOP4207/MODUL 1 : Ekonomi Pembangunan), hal. 1.31. 
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1. Menurunnya pendapatan per kapita  
2. Inflasi, yaitu pendapatan uang bertambah, tetapi tidak diikuti secara 
proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.  
3. Ketidakmerataan pembangunan antardaerah 
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal 
(capital intensive) sehingga persentase pendapatan dari modal lebih besar 
dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja 
sehingga pengangguran bertambah.  
5. Rendahnya mobilitas sosial  
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan 
kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha 
golongan kapitalis.                                                             
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) negara berkembang dalam 
perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelastisan 
permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara 
berkembang.  
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan, industri 
rumah tangga, dan lain-lain. 
 
Hambatan yang dihadapi Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi 
sebagai berikut:144 
1. Tingginya Jumlah Pengangguran 
Ini merupakan masalah klasik yang belum juga terselesaikan secara tuntas. 
Dari tahun ke tahun, masalah jumlah pengangguran di Indonesia kian 
bertambah. Belum ada solusi yang jitu untuk mengatasi tingginya angka 
pengangguran sampai saat ini. Pengadaan lapangan kerja saja dirasa tidak 
cukup untuk menekan angka pengangguran di negara kita.  
2. Tingginya Biaya Produksi 
Sudah menjadi rahasia umum di dunia industri negara kita bahwa selain 
biaya produksi cukup tinggi, belum lagi ditambah dengan biaya-biaya yang 
seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Namun, karena faktor keamanan di 
negara kita masih sangat minim dan ketidakmampuan pemerintah untuk 
mendukung dan melindungi sektor industri, terdapat pungutan-pungutan 
liar yang bahkan akhir-akhir ini dilakukan dengan terang-terangan.Hal ini 
yang juga akhirnya menjadikan biaya produksi semakin meningkat. 
Parahnya lagi, belum ada solusi pasti untuk masalah ini. Bahkan,beberapa 
industri yang dinilai cukup bagus akhirnya bangkrut dan lebih memilih 
untuk beralih menjadi pengimpor yang hanya cukup menyediakan gudang 
dan beberapa pekerja dibandingkan dengan mendirikan sebuah industri 
baru. Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk mengatasi 




                                                 
144Ibid, hal. 1.46. 
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3. Pemerintah yang Kurang Tepat 
Kita semua tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini sangat marak 
peredaran barang-barang dari Cina di negara kita, bukan? Nah, 
penyebabnya adalah keputusan pemerintah dalam hal regulasi ekonomi 
yang dirasa kurang tepat jika dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia. 
Saat itu, pemerintah memutuskan bergabung dalam ASEAN–China Free 
Trade Area (ACFTA). Akhirnya, terjadilah seperti yang kita rasakan 
sekarang ini. Produk lokal nyaris kalah dengan produk yang berasal dari 
Cina.  
 
4. Bahan Kebutuhan Pokok Masih Langka 
Langkanya bahan kebutuhan pokok adalah salah satu masalah serius yang 
menimpa kondisi ekonomi Indonesia. Masalah ini akan sangat terasa saat 
menjelang perayaan hari-hari besar, seperti Idul Fitri, Natal, dan harihari 
besar lainnya. Meskipun pemerintah terkadang melakukan razia pasar 
untuk terjun langsung melihat penyebab langkanya bahan kebutuhan 
pokok, tindakan ini dirasa masih jauh dari penyelesaian masalah langkanya 
kebutuhan pokok itu sendiri.  
 
5. Suku Bunga Perbankan Terlalu Tinggi 
Perlu kita ketahui bahwa salah satu indikator untuk menentukan baik atau 
tidaknya kondisi perekonomian di suatu negara adalah suku bunga. Suku 
bunga merupakan salah satu indikator sehat/tidaknya kondisi perekonomian 
Indonesia. Suku bunga yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah akan 
sangat memengaruhi perekonomian. Nah, suku bunga perbankan di 
Indonesia masih dinilai terlalu tinggi sehingga perlu perhatian lebih dari 
pemerintah untuk mengatasi masalah ini. 
 
6. Nilai Inflasi Semakin Tinggi  
Nilai inflasi akan sangat berpengaruh bagi kondisi perekonomian suatu 
negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, nilai inflasi tergolong tinggi 
sehingga banyak masalah ekonomi susulan yang terjadi karena inflasi ini. 
Selain itu, inflasi di Indonesia sangat sensitif‘ dan mudah sekali naik. 
Misalnya, walaupun hanya dipengaruhi oleh tingginya harga cabai rawit 
beberapa waktu yang lalu atau bahkan hanya gara-gara harga sembako 
dipasaran tinggi, nilai inflasi juga terpengaruh. Akibat dari tingginya nilai 
inflasi di negara kita ini, akan bermunculan masalah-masalah ekonomi 
Indonesia yang lain.  
 
7. Korupsi dan Inefisiensi Ekonomi 
Masalah korupsi dan inefisiensi ekonomi meliputi berbagai macam 
kebocoran dalam ekonomi dan pembangunan. Selain korupsi yang murni, 
ada korupsi tidak langsung yang dilakukan melalui praktik-praktik mark 
updalam pelaksanaan pembangunan proyek. Berbagai kebocoran ini 
menunjukkan pemakaian dana yang tidak produktif, termasuk pemilihan 




8. Penyempitan Infrastruktur 
Tidak ada pembangunan yang tidak dimulai dengan pembangunan 
infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air bersih, telepon, 
dan lain-lain. Selain ketidakmampuan SDM dan penguasaan iptek, juga 
ketidakmampuan dalam menyediakan dana dan alokasinya yang tak sesuai 
memengaruhi pula perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. 
Secara umum, penyempitan infrastruktur (infrastructure bottleneck) telah 
terjadi di Indonesia. Dibanding dengan permintaan yang begitu besar 
terhadap investasi, jalan-jalan di Indonesia terasa sempit. Tenaga listrik dan 
air bersih terasa sangat kurang. Pada gilirannya, penyempitan infrastruktur 
ini akan mengakibatkan menyusutnya penanaman modal di Indonesia, 
khususnya di sektor industri. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa 
penyempitan infrastruktur bisa menjadi sumber inflasi yang sangat tinggi 
(hyperinflation).  
 
9. Ketidakmampuan Pengembangan SDM dan Penguasaan Iptek 
Ketidakmampuan pengembangan SDM serta penguasaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek) adalah inti dari semua persoalan ekonomi di 
Indonesia.  
 
Permasalahan Ekonomi dalan Konsep Islam dan Konvensional   
Inti dari masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan 
manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli 
ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan. Kelangkaan 
atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan 
masyarakat dengan faktor-faktor yang tersedia dalam masyarakat.145 Disuatu 
pihak dalam masyarakat selalu terdapat keinginan yang relatif tidak terbatas 
untuk menikmati berbagai jenis barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan 
mereka. Oleh sebab itu masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati 
semua barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Mereka harus membuat 
membuat pilihan.  
1. Kebutuhan Masyarakat   
Yang dimaksudkan dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan 
masyarakat untuk memperolehbarang dan jasa. Keinginan untuk memperoleh 
barang dan jasa dapat dibedakan kepada dua bentuk :   
- Keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli  
- Keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli.   
 
Barang yang dibutuhkan manusia terdiri dari benda yang dapat dilihat dan 
diraba secara fisik seperti baju, sepatu, makanan dan minuman. Jasa bukanlah 
berbentuk benda sebab ia merupakan layanan seorang atau suatu barang yang 
akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak pemikir ekonom muslim yang 
                                                 
145Fadilla, Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya Dalam Islam, Volume 3 Nomor 1 Edisi Agustus 2017, 
hal. 5.  
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membahas tentang permasalahan ekonomi dalam Islam diantaranya adalahBaqr 
As-sadr dan Al-ghazali.                                                             
 
2. Pemikiran Ekonomi Baqr As-Sad  
Imam al-Sayid al-Stahid Muhamad Baqir bin Al-Sayyid Hairar IbnIsmail 
al-Sadr lahir di Kazhimiyyah, pinggiran Kora Baghdad, Irak pada tanggal 01 
Maret 1935. Muhamad Baqir al-Sadr merupakan pemikir muslimyang produktif 
dalammenghasilkan karya diberbagai bidang disiplin ilmu. Walaupun tidak 
memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, akan tetapi Baqir al-sadr piawai 
dalammenjelaskan pemikiran teori-teori ekonomi konvensional. Kitab Iqtishduna 
telah terbukti sebagai salah satu studi komparatif yang lain tajam dalam sistem 
konomi Islam, kapitalis dan sosialis Marxisme,dan dikutip oleh hampir semua 
ekonomi modern.  
Menurut ulama ini masalah ekonomi muncul karna adanya distribusi yang 
tidak merata dan adil sebagai akibat sistem konomi yang membolehkan 
eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki 
akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya sementara yang lemah 
menjadi sangat miskin karena tidak memiliki sumber daya. Menurut Al-Sadr 
sitribusi sumber-sumber produksiyang menjadi dasar, mendahulu proses 
produksi itu sendiri. Jadi, dalam perspektifnya yang pertama adalah sumber 
produksi kemudian produksi. Dari sini dapat dipahami bahwa yang menjadi titik 
awal atau tingkatan pertama sistem ekonomi, bukan produksi sebagaimana dalam 
ekonomi politik tradisional. Dalam sistem ekonomi Islamdistribusi sumber 
produksi mendahului proses produksi otomatis berada pada tingkatan kedua. 
Teori distribusi secara Islami menurut ulama ini terbagi menjadi 2 (dua) bentuk 
yaitu :  
- Pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik hasil 
kerjanya, yakni peluang.  
- Usaha untuk memanfatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan dari 
kekayaan alam apa pun membuat si pelaku usaha memperoleh hal dari 
kekayaan alam tersebut.146 
Teori danTanggung jawab Negara Menurut Baqr Al-Sadr: Pemikiran Baqr 
al- Sadr tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi tidak bisa dipisahkan 
dengan pemikiran beliau tentang negara Islam. Teori tanggug jawab negara yang 
dikembangkan olehal-Sadr dalam buku Iqtishaduna, berisi doktrin ekonomi 
Islam.Dalam teori tanggung jawab negara al-Sadr menyatakan bahwa hukum 
Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini 
membahas tiga konsep dasar : Konsep jaminan social, Keseimbangan social dan 
Teori intervensi Negara. 
 
3. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali   
Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muahad Al-Tusi Al-Ghazali 
lahit di Tus, sebuah kota kecildi khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058). Sejak 
                                                 
146Ibid, hal. 5. 
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muda, Alghazali hidup dalam dunia Tasawuf Al-ghazali juga sangat antusias 
dengan ilmu pengetahuan. Seperti halnya paracendikiawan muslimterdahulu 
perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu 
bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Pemikiran 
sosial ekonomi Al-Ghazali berfokus pada perilaku individu berakar dari sebuah 
konsep yang disebut dengan ―Fungsi kesejahteraan sosial Islami. Menurut Al-
ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung pada 
pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama(al-dien), hidup atau 
jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl) harta atau kekayaan (mal) intelek atau 
akal (Aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama 
kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan kehidupan dunia dan 
akhirat.  
 
C. DEFINISI ILMU POLITIK   
Secara harfiah ilmu politik dari kata “Ilmu” dan “Politik”. Ilmu adalah 
pengetahuan yang tersusun sistematis, berdasarkan fakta, dapat dibuktikan 
kebenarannya, serta bersifat universal. Sedangkan politik berasal dari bahasa 
Yunani, yaitu polis yang berarti negara dan taia yang berarti urusan. Jadi politik 
berarti “urusan negara”.147 Pada masa Yunani kuno, politik mencakup semua soal 
yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk pendidikan dan agama.148 Karena 
itu, politik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Dapat disimpulkan bahwa 
ruang lingkup politik adalah tentang eksistensi negara, kekuasaan, pengambilan 
keputusan, kebijaksanaan, dan distribution of power dalam suatu pemerintahan 
atau negara. Sedangkan menurut Munawwir Syadzali, sistem politik adalah suatu 
konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber 
kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana 
cara untuk menentukan kepada siapakewenangan melaksanakan kekuasaan itu 
diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan 
bagaimana bentuk tanggung jawab.149 
Secara umum, yang dimaksud dengan ilmu politik adalah ilmu yang 
mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga 
negara dan negara, maupun hubungan sesama negara. Bidang kajian ilmu politik 
meliputi:   
1. Ilmu Politik, meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide 
politik.   
2. Lembaga-lembaga politik, meliputi Undang-Undang Dasar, Pemerintahan 
Nasional, Pemda dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial pemerintah dan 
perbandingan lembaga-lembaga politik. 
3. Partai politik, meliputi organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, 
partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi.  
                                                 
147A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2007), hal. 6. 
148Delias Noer, Islam dan Politik (Jakarta: Yayasan Ar-Risalah, Cet. I, 2003), hal. 330.   
149Munawwir Syadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 2003), hal. 2.  
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4. Hubungan internasional, meliputi politik internasional, organisasi-
organisasi internasional, administrasi internasional, dan hukum 
internasional.150 
 
Politik secara umum dapat dipahami sebagai ilmu kemasyarakatan yang 
mempelajari aktivitas manusia dalam kehidupan bernegara dari segala aspek 
seperti kekuasaan, pengaruh, kekuatan, wewenang, kebijakan, pengaturan, 
pengambilan keputusan, alokasi, pemerintahan dan kepentingan. Jadi ilmu politik 
itu mencakup telaah atau studi yang luas Fokus telaah ilmu politik adalah negara, 
kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian atau alokasi.151 
Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh ilmuwan politik yang menyebut 
kekuasaan sebagai fokus telaah ilmu politik, yakni Delia Noor (dalam dasar-
dasar ilmu politik) yang merumuskan definisi, ilmu politik memusatkan 
perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. 
Secara prinsip, politik mengacu pada masalah pengelolaan dan kepemimpinan 
yang meniscayakan pengaturan dan implementasi kehendak dan kekuasaan 
dalam penataan urusan-urusan masyarakat (umat). Pada konteks ini 
kepemimpinan dalam setiap urusan tentu menjalani tiga tahap:   
1. Pertama, tahap penetapan prinsip-prinsip yang harus diberlakukan dan 
tidak boleh dilangggar 
2. Kedua, tahap perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah 
ditetapkan 
3. Ketiga, tahap implementasi rencana-rencana yang sudah dicanangkan.  
 
Pada tahap pertama, semua garis besar gerakan pemerintahan akan 
tersketsa pada ideologi yang dianut dan terjelaskan oleh perwakilan dan para 
eksponennya, dan                                                              tahap inilah yang 
menentukan hubungan mental dan kecenderungan masyarakat, sedangkan tahap 
kedua dan ketiga membangun kepemimpinan secara teori dan praktek. Politik 
dalam pengertian yang spesifik adalah pengelolaan dan kepemiminan secara 
konseptual dan aktual pada serangkaian urusan komunikasi guna meraih 
tujuantujuan yang dapat mewujudkan kemajuan sosial.152 Politik dalam 
pengertian ini umumnya digunakan ketika politik dipandang sebagai unsur 
substansial dalam pengertiannya yang global serta diposisikan sejajar dengan dua 
unsur substansial lainnya, yaitu kebudayaan dan ekonomi.  
Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan menerangkan bahwa pada 
mulanya manusia itu hidup dalam suasana takut. Manusia satu dengan yang 
lainnya beranggapan sebagai seekor serigala yang buas, yang tiada hentinya 
berperang. Hobbes menyebut suasana masyarakat itu sebagai homo homini lupus 
yang artinya manusia merupakan serigala terhadap manusia lain. Untuk itu maka 
anggota masyarakat mulai mengadakan semacam perjanjian masyarakat yang 
                                                 
150A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2007), hal. 8. 
151Miriam Budiano, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 15. 
152Ali Asgar Nusrati, Sistem Politik Islam, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014), hal. 23.  
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didasarkan pada tujuan pengamanan hubungan manusia agar tidak menganggap 
yang lainnya sebagai musuh dan objek kepentingan semata.153 
 
D. PERMASALAHAN ILMU POLITIK 
Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. 
Layaknya gula yang sedang di kelilingi semut, seperti itulah media yang 
memberitakan kondisi politik di Indonesia. hampir disetiap stasiun Televisi 
maupun surat kabar pasti dipenuhi dengan berita-berita politik terkini yang 
begitu hot. Namun kondisi politik yang terjadi justru saling mempertontonkan 
perebutan kekuasaan secara tidak sehat. Para penjabat yang memiliki kekuasaan 
telah melupakan masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat justru dilupakan 
seiring dengan kursi kekuasaan yang telah diperoleh seolah tidak menerima 
dengan kemenangan dan popularitas sang rival, maka berusaha mencari 
kesalahan untuk dapat menggulingkan.  
Saat ini bagi bangsa Indonesia politik merupakan entitas yang kurang 
disukai, bahkan dibenci. Hal ini dikarenakan prilaku para politikus yang tidak 
konsisten antara ucapan dan tindakan dilapangan. Politik kita terlalu banyak 
mempertontonkan konflik bahkan banyak mencampuradukan kepentingan politik 
dengan isu SARA, sehingga menimbulkan kekerasan  yang menyebabkan banyak 
rakyat yang menjadi korban, baik secara fisik maupun jiwa. Selain itu banyak 
politikus yang terjerumus kedalam prilakuprilaku yang tidak terpuji menyangkut 
harta negara (korupsi), baik ditataran eksekutif, legislatif bahkan yudikatif. Hal 
ini menyebabkan timbulnya sikap apatisme di masyarakat, sehingga mereka 
terjatuh kedalam jurang kehidupan yang pragmatis, hedonis, malas, bahkan 
banyak pula yang dijadikan sebagai masa bayaran untuk menjatuhkan salah satu 
kubu lawan politik. Padahal sejatinya dalam kehidupan politik memerlukan 
pemikiran yang cerdas serta kerja keras, bukan hanya asal gilas.  
Pandangan masyarakat terhadap politik sedemikian negatif. Padahal, politik 
tidak lah seburuk yang dibayangkan dan dirasakan bangsa Indonesia. Politik 
hanyalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. 
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional 
maupun nonkonstitusional. sejatinya politik adalah usaha yang ditempuh oleh 
warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Di Eropa setiap guru 
dan dosen dibekali ilmu politik, sehingga mereka bisa mengajarkan bagaimana 
mereka bisa membuat keputusan terbaik. Dengan pendidikan politik, maka 
politik tidak menjadi tumpang tindih. Kesalahan di Indonesia politik masih 
tumpang tindih dan politik dipegang bukan oleh orang yang bukan bidangnya, 
sehingga hanya memikirkan keuntungan bukan kesejahteraan.  
Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, maka politik dan pendidikan 
politik bagi negara dan bangsa Indonesia saat ini sangat strategis dan urgent, 
karena eksistensi sebuah Negara sangat ditentukan oleh sikap serta kedewasaan 
politik masyarakatnya. Saat ini diakui atau tidak orientasi politik bangsa 
Indonesia masih berorientasi ke arah barat khususnya Amerika ataupun negara 
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maju lainya seperti Cina, bangsa kita belum berani dan percaya diri untuk 
menerapkan budaya politik sendiri. 
Dalam kaitan pendidikan politik ini, A. Kosasih Djahiri menyatakan bahwa 
“Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga negara 
suatu negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri 
(sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat 
sistem maupun kelembagaan yang ada”.154 Sedangkan dalam Inpres No:12 tahun 
1982 tentang pendidikan politik generasi muda dijelaskan bahwa: Pada 
prinsipnya pendidikan politik bagi generasi muda merupakan rangkaian usaha 
untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna 
menunjang kelestarian pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. 
Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan 
politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha 
menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, 
efektif dan efesien. 
Sejumlah peristiwa politik, perilaku elite politik, dan partai politik yang 
buruk adalah kenyataan politik Indonesia. Ketiga hal tersebut sesungguhnya, 
baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah mendidik watak politik 
warga negara menjadi sebuah budaya. Misalnya, partai politik seharusnya 
membangun sistem politik yang mapan. Namun kenyataannya, partai politik 
selalu dikaitkan dengan seseorang.  
Pendidikan politik harus segera digalakan kembali disetiap lini kehidupan, 
baik lewat intitusi pemerintah maupun non pemerintah; baik secara formal 
maupun nonpormal, sehingga permasalahan sosial yang begitu berbahaya seperti 
berita hoax, manuver politik saling tikam, dan perpecahan akibat issue SARA 
bisa segera diatasi. Karena ketika pendidikan politik sudah berjalan dan dapat 
dipahami, maka setiap warganegara Indonesia akan turut membangun 
masyarakat dan negaranya, yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. 
Selain itu, mereka akan aktif dalam usaha mendinamisir dan merenovasi lembaga 
masyarakat beserta system politiknya maka terciptalah warga negara yang baik 
dan pintar (good and smart cityzenship).  
Dan yang terpenting adalah setiap sarana pendidikan politik yang ada, 
haruslah melaksanakan tuganya dengan baik yaitu mencerdaskan dan 
memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan rakyat secara baik, bukan malah 
“menyesatkan atau membodohi” rakyat. Selain itu di dalam pelaksanaan 
pendidikan politik sebaiknya tidak dilakukan secara indoktrinatif. Sebab, dengan 
sosialisasi secara indoktrinatif akan menghasilkan pribadi yang kaku, fanatik, 
pandangannya sempit, mentalnya “dungu dan kacau”, sehingga kedepannya nanti 
perilakunya akan cenderung menentang hati nuraninya sendiri dan realita yang 
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E. DEFENISI EKONOMI POLITIK 
Ekonomi dan politik berasal dari bahasa Yunani. Ekonomi berasal dari kata 
"oikos" yang berarti aturan dan "nomos" yang berarti rumah tangga. Sedangkan 
politik berasal dari kata "polis” yang berarti  negara atau kota. Berdasarkan 
maknanya yang secara empiris tidaklah sama, namun dalam perkembangan dunia 
kedua kata tersebut menjadi hal yang berkaitan dan saling mempengaruhi. 
Tindakan politik tidak terbebas dari kepentingan ekonomi dan sebuah kebijakan 
ekonomi tidak terlepas pula dari kepentingan politik. Dengan demikian ekonomi 
politik dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi di mana produksi atau 
konsumsi diselenggarakan negaranegara.   
Definisi Ekonomi Politik menurut Balaam merupakan disiplin intelektual 
yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik. Menurut P. Todaro, 
Ekonomi Politik membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada 
peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pakar lainnya 
menggunakan istilah ekonomi politik untuk merujuk pada masalah yang 
dihasilkan oleh interaksi kegiatan ekonomi dan politik. Dengan demikian 
ekonomi politik menjelaskan dan mengungkapkan hukumhukum produksi 
kekayaan di tingkat negara dunia.  
Ekonomi Politik menunjukkan dua hal cara pandangnya. Pertama, 
ekonomi politik (klasik) berdasar pada sebuah teori yang meletakkan 
buruh/pekerja sebagai sumber dari nilai ekonomi. Teori ini (kritik ekonomi yang 
didasarkan pada profit motive dari Robertson hingga Marx) telah dibalik dan 
menyatakan bahwa keuntungan yag diperoleh berasal dari eksploitasi pekerja. 
Kesimpulan ini tentu saja tidak diharapkan oleh pencetus teori ini, terutama 
Adam Smith dan David Ricardo, sebagai pembela laissez faire (mekanisme pasar 
bebas) dan keuntungan pribadi. Untuk menunjukkan bahwa di dalam basis nilai-
nilai ekonomi yang diproduksi oleh dunia modern terdapat ekspoloitasi pekerja, 
merupakan tantangan utama pada legitimasi system sosio-ekonomi yang 
didasarkan pada profit motive saat ini. Apa yang telah dicetuskan Adam Smith 
dan David Ricardo (teori ekonomi politik klasik) telah diubah menjadi ilmu 
ekonomi Alfred Marshall, yang menjadi dasar ekonomi modern.  
Kedua, ekonomi politik saat ini mengacu pada studi relasi kuasa dan 
institusi-institusi dalam masyarakat, dimana mampu mempengaruhi cara 
mendapatkan dan menetapkan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Hematnya, 
studi tentang ekonomi yang didasarkan pada asumsi: apa yang sedang 
berlangsung dalam perekonomian dan pengaruh relasi kuasa sosial. Pada tradisi 
teoritis, relasi kuasa ini terjadi di antara Negara-negara atau di antara bagian-
bagian masyarakat itu sendiri. Semenjak kepemilikan menjadi sebuah institusi 
yang menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan sosial, pasar dan institusi lain 
menjadi mutlak politis karena mereka didasarkan pada ketidakseimbangan 
kekuasaan sosial. 
Saat ini, ekonomi politik merupakan pendekatan yang berbeda dan tidak 
digunakan sebagai sinonim untuk ekonomi, serta dapat merujuk pada hal-hal 
yang sangat berbeda. Dari sudut pandang akademis, istilah itu bisa merujuk pada 
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ekonomi Marxian, yang menerapkan pendekatan kepada keadaan masyarakat 
umum. Literatur ekonomi politik lebih berkembang pesat sejak 1970-an sehingga 
mengarah kepada model kebijakan ekonomi yang memaksimalkan ekonomi 
politik.   
Kini, studi Ekonomi Politik merupakan suatu disiplin ilmu yang 
didalamnya terkait dengan:  
1. Ilmu Politik yang mempelajari hubungan kekuasaan dan hubungannya 
mencapai tujuan yang diinginkan. 
2. Ilmu Filsafat yang secara ketat menilai dan mempelajari serangkaian 
keyakinan dan penerapannya pada realitas. 
3. Ilmu Ekonomi mempelajari distribusi sumber daya sehingga keinginan 
material masyarakat terpuaskan dalam hubungannya dalam meningkatkan 
kesejahteraan social. 
4. Ilmu Sosiologi yang mempelajari dampak keterlibatan orang dalam 
masyarakat sebagai anggota kelompok masyarakat dan bagaimana kondisi 
itu dapat mengubah kemampuan mereka untuk berfungsi dalam 
masyarakat. 
5. Ilmu Antropologi yang mempelajari ekonomi politik dengan 
menginvestigasi rezim-rezim nilai politik dan ekonomi yang 
mengkondisikan aspek-aspek praktik sosiokultural. 
6. Ilmu Arkeologi yang berupaya merekonstruksi ekonomi politik masa lalu 
dengan memeriksa bukti material untuk strategi administratif untuk 
mengendalikan dan memobilisasi sumber daya. Bukti ini mungkin 
termasuk arsitektur, sisa-sisa hewan, bukti untuk lokakarya kerajinan, bukti 
adanya pesta dan ritual, bukti impor atau ekspor barang berharga, atau 
bukti penyimpanan makanan.  
7. Ilmu Psikologi, sebagai titik tumpuan dari ekonomi politik dalam 
mengerahkan kekuatannya mempelajari pengambilan keputusan (tidak 
hanya dalam harga), tetapi sebagai bidang studi yang mempunyai asumsi 
model ekonomi politik.  
8. Ilmu Sejarah yang digunakan untuk berdebat dalam ilmu Ekonomi Politik. 
9. Ilmu Ekologi yang berhubungan dengan ekonomi politik karena aktivitas 
manusia memiliki pengaruh terbesar terhadap lingkungan, sehingga 
perhatian utamanya adalah kesesuaian lingkungan untuk aktivitas manusia. 
Efek ekologi dari kegiatan ekonomi memacu penelitian pada perubahan 
insentif ekonomi pasar. Selain itu dan baru-baru ini, teori ekologi telah 
digunakan untuk menganalisa sistem ekonomi. 
10. Ilmu Budaya untuk menganalisa kelas sosial, produksi, tenaga kerja, ras, 
jenis kelamin dan seterusnya.  
11. Ilmu Komunikasi yang berhubungan dengan aspek kelembagaan, media 
dan sistem telekomunikasi. Sebagai bidang studi yang berfokus pada aspek 
komunikasi manusia, ilmu ini juga memberi perhatian khusus pada 
hubungan antara pemilik, pekerja, konsumen, pengiklan, struktur produksi 






F. PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI POLITIK 
 
Ilmu ekonomi politik sendiri mungkin masih baru terdengar di telinga kita, 
tetapi ilmu ini telah ada sejak lama. Di Indonesia sendiri ilmu ekonomi politik 
baru diajarkan dalam dua dekade terakhir ini. Tetapi jika diperhatikan dari 
sejarahnya, ilmu ekonomi politik ini sebenarnya sudah sangat tua. Sebenarnya 
ilmu ekonomi politik ini sudah dibahas dari jaman Aristoteles, seorang filsuf 
Yunani kuno. Melihat hal ini, perkembangan ilmu ekonomi politik terus 
berlanjut. Dari jaman ekonomi klasik, neoklasik, sosialis dan sampai pada jaman 
sekarang ini.155 
Pada jaman klasik, antara ilmu ekonomi dan ilmu politik masih menyatu. 
Tetapi pada perkembangannya di masa neoklasik, ilmu ekonomi dan ilmu politik 
dipisahkan dan bukan merupakan suatu kesatuan. Perkembangan ilmu ekonomi 
yang didukung dengan ilmu-ilmu lain seperti kalkulus dam statistik yang 
menyebabkan terpecahnya antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Di jaman 
klasik, kita melihat bahwa ekonomi yang baik ialah ekonomi yang terjadi secara 
natural. Adam Smith selaku bapak ekonomi klasik terkenal sangat anti dengan 
adanya campur tangan pemerintah. Perekonomian benar-benar diserahkan pada 
mekanisme pasar, dan kita mengenal pula istilah “invisible hand” pada jaman 
klasik ini.   
Saat masa neoklasik, ilmu ekonomi dan politik dipisahkan. Tetapi dalam 
faktanya beberapa peristiwa ditahun 60 dan 70an memaksa ilmu ekonomi dan 
ilmu politik bersatu kembali. Hal ini timbul karena adanya fakta perilaku “kalap 
rente” atau sering disebut dengan rent-seeker yang dilakukan oleh penyelenggara 
negara. Di tahun 70an terjadi peristiwa penghapusan standar emas oleh Amerika, 
dan juga ekonomi jepang yang meroket yang memaksa negara-negara harus 
memahami interaksi ekonomi dan politik untuk menata ekonomi internasional. 
Perkembangan ilmu ekonomi politik terus berkembang. Pakar-pakar seperti 
Kenneth Arrow, Oslon, William Riker, Buchanan, Tullock mengembangkan 
Ilmu ekonomi politik baru (New Political Economics) dengan dua variasi, yaitu 
Rational Choices Theory dan Public Choice Theory156 penggunaan metode 
analisis Ekonomi Politik dikembangkan oleh pakar ekonomi yang tergabung 
dalam aliran institusional, atau nanti yang sering disebut dengan ekonomi 
kelembagaan. Perkembangan ilmu ekonomi politik juga tidak dapat dipisahkan 
dari aliranaliran yang mempengaruhinya, seperti mazab ekonomi liberal klasik, 
neoklasik, sosialisme, radikal, dan kelembagaan.157 
Dari abad pencerahaan inilah sebenarnya yang menjadi dasar ekonomi 
politik. Tetapi istilah ekonomi politik sendiri pertama kali sudah muncul pada 
abad ke-16 oleh penulis Perancis bernamaAntoyne de Montcheitien dalam 
bukunya yang berjudul Treatise on Political Economy. Pada abad 16 para ahli 
ekonomi politik mengembangkan ide tentang perlunya peran negara untuk 
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menstimulasi kegiatan ekonomi, dimana pasar belum berkembang pada saat itu. 
Sehingga peran negara untuk dapat membuka wilayah baru perdagangan, 
memberikan perlindungan, dan menyediakan pengawasan untukproduk yang 
bermutu. Tetapi pada akhir abad ke 18, pandanganitu mulai berubah dan 
ditentang, dimana pemerintah dianggapbukan sebagai agen yang baik untuk 
mengatur kegiatan ekonomi,tetapi malah merintangi upaya untuk memeroleh 
kesejahteraan. Dengan adanya perubahan pandangan yang terjadi pada abad ke-
18, muncullah banyak sekali aliran dalam tradisi pemikiran ekonomi politik yang 
dipecah menjadi 3 kategori, yaitu: (i)Aliran ekonomi politik konservatif oleh 
Edmund Burke; (ii) aliran ekonomi politik klasik yang dipelopori olehAdam 
Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau, dan lain-lain; (iii) aliran 
ekonomi politik radikal yang di propagandakan oleh William Godwin, Thomas 
Paine, Condorcet, dan Karl Marx.   
Ekonomi politik adalah sebuah studi tentang teori sosial dan 
keterbelakangan. Pengertian tentang ekonomi politik mengacu pada masalah 
dasar dalam teori sosil, hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini 
memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling 
berkaitan dan bagaimana seharusnya mereka terkait.  
Pemaknaan terhadap ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori 
sosial dan keterbelakangan. Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk 
memberi saran mengenai pengelolaan masalah ekonomi kepada penyelenggara 
negara. Ekonomi politik oleh pakar Ekonomi Politik Baru lebih diartikan 
sebagaianalisis ekonomi terhadap proses politik. Dalam hal ini mereka 
mempelajari institusi politik sebagai keberadaan yang bersinggungan dengan 
keputusan ekonomi politik yang berusaha memengaruhi pengambilan keputusan 
dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya atau masyarakat.158 
Ekonomi politik lahir dari berbagai upaya yang dilakukan utuk menemukan 
sinergi, mengisi kekosongan yang tidak dijumpai dalam satu displin atau disiplin 
politik saja. Penggabungan antara ekonomi dan politik sangat diperlukan, jika 
kita berbicara mengenai ilmu ekonomi atau ilmu politik saja secara terpisah, 
maka kita akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan gejala dan masalah yang 
dihadapi secara nyata dalam interaksinya. Studi ekonomi politik sendiri 
sebenarnya diawali dengan riset- riset mengenai hubungan antara sistem politik 
dan kinerja ekonomi. Banyak dari hasil riset tersebut yang tidak terlalu menyatu 
atau berhubungan. Dengan demikian maka selanjutnya studi digeser untuk 
melihat hubungan antara stablitas politik dengan pencapaian ekonomi.159 
 
Perkembangan Ekonomi Politik Islam di Indonesia   
Dalam konteks ekonomi-politik, Indonesia lebih cenderung mengunakan 
pola sistem politik yang mengarahkan pemerintah terlibat dan ikut campur 
tangan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini terlihat dari produk hukum dan 
kebijakankebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditujukan untuk menunjang 
perekonomian nasional. Sebagaimana yang disampaikan pada penjelasan 
                                                 
158Ibid, hal. 8. 
159Ibid hal. 9. 
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sebelumnya bahwa produk hukum dan kebijakankebijakan pemerintah Indonesia 
secara implisit dipengaruhi oleh nilai-nilai dan normanorma Islam. Berikut 
penjelasan kaitan ekonomi politik Islam di Indonesia, secara periodik.160 
1. Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Lama (1945-1966)  
Pada masa awal kemerdekaan benih adanya ekonomi politik Islam 
sebenarnya sudah bisa kita telusuri dari pemikiran-pemikiran sang founding father 
bangsa ini, yaitu M. Hatta. Dalam konsep Sosialisme Indonesia atau Sosialisme 
Religius, M. Hatta setidaknya meletakkan tiga nilai dasar sebagai fondasi dalam 
melakukan aktivitas ekonomi yang hendak dibangunnya, yakni nilai dasar 
kepemilikan, keadilan serta kebersamaan dan persaudaraan. Adapun penjelasan 
ketiga nilai sebagai berikut: Pertama, Nilai Dasar Kepemilikian. Menurut Hatta: 
“Setiap orang boleh mempuyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 
orang lain. Miliknya itu terjamin, tidak boleh dirampas dengan semena-mena. 
Tetapi jika hak miliknya tidak dipergunakan untuk kepentingan umum sedangkan 
masyarkat menghendakinya, pemerintah berhak mempergunakannya untuk itu.". 
Kedua, Nilai Dasar Keadilan. Pandangan Hatta tentang keadilan tidak sama 
dengan keadilan prespektif ekonomi liberalisme-kapitalisme dan sosialisme yang 
sekuler, di mana kedua paham ini keadilan hanya berdimensi dunia dan atau 
kekinian, sementara bagi Hatta keadilan bersifat ketuhanan sehingga tidak hanya 
berdimensi keduniaan, tetapi juga berdimensi keakhiratan. Konsep keadilan 
Hatta menuntut kesamaan di depan hukum, negara tidak boleh membedabedakan 
antara orang seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan mereka 
secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun 
konsumsi. Konsep keadilan versi Hatta juga dikenal dengan keadilan ilahi yakni 
keadilan yang dibawa oleh Islam.   
Ketiga, Nilai Dasar Kebersamaan dan Kekeluargaan. Menurut Hatta 
Manusia selain makhluk individual juga makhluk sosial, artinya kehadiran 
seseorang dalam kehidupannya terkait dengan keberadaan dan kepentingan orang 
lain. Sehingga bagi Hatta masalah kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan 
merupakan salah satu prasyarat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Disini tampak dengan jelas, Hatta memberikan perhatian yang sangat besar bagi 
tumbuh dan berkembangnya semangat kebersamaan di tengah tengah 
masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi yang berasaskan 
kebersamaan dan kekeluargaan. 
 
2. Masa Orde Baru     
Sistem ekonomi yang dikembangkan pada masa Orde Baru adalah ekonomi 
kapitalis yang sangat bergantung pada bantuan Barat. Dalam pembangunan yang 
bercorak kapitalis inilah terselip westernisasi. Unsur westernisasi adalah suatu 
resiko yang sulit dihindari oleh Orde Baru dalam rangka modernisasi, sebagai 
langkah untuk menjauhkan Indonesia dari komunisme. Hal ini memang sejalan 
                                                 
160Aan Nasrullah,” Ekonomi Politik Islam: Pemikiran, Pergerakan Dan Perkembangan Nya Di Indonesia", 
Volume 6, Nomor 1, Juli 2018, 125-148. 
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dengan kebijakan tujuan pembangunan pada fase awal Orde Baru yaitu: 
pendidikan di negara-negara Barat, bantuan pemberian saham dan teknik, 
penanaman modal asing dan pemberian saham, pengaruh media massa, dan 
pemindahan struktur lembaga dan ekonomi.161 
Kebijakan ekonomi Indonesia pada masa tersebut lebih berkiblat pada 
Amerika, karena memang Presiden Suharto menunjuk beberapa ekonom lulusan 
Barat untuk “mengarsitekturi” pembangunan perekonomian Nasional. Kebijakan 
dan keadaan politik demikian, mempersempit atau bahkan tidak memberikan 
ruang gerak bagi umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam 
dalam aktivitas ekonomi. Umat Islam juga mengalami kesulitan dalam 
mendapatkan akses dan berhubungan lebih intensif dengan negara-negara 
muslim. Hal ini lebih disebabkan pada peta politik pemerintahan Orde Baru yang 
memandang Islam beserta ajaranajarannya sebagai ancaman. Pada masa 
pemerintahan Orde Baru, politik ekonomi Islam berdasarkan payung hukum, 
dapat kita lihat pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.162 UU tersebut 
memberikan peluang untuk membuka bank yang beroperasi dengan prinsip bagi 
hasil. Pada tahun itu juga Indonesia memasuki era dual system banking, di mana 
bank dengan prinsip bagi hasil dan bank konvensional secara bersama-sama 
mendukung pembangunan perekonomian Nasional. UU No. 7 Tahun 1992 
tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992, menjadi 
satu-satunya UU dan PP yang menjadi dasar hukum lembaga keuangan syariah 
dalam hal ini adalah bank Islam. Selain UU dan PP tersebut pada masa ini 
tepatnya pada Pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan UU No. 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian. UU ini menjadikan eksistensi koperasi lebih tertata secara 
sistematis dan memilki peran dalam pembangunan ekonomi Nasional. Sehingga 
koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, dapat 
dijadikan sebagai alat dalam mewujudkan cita-cita luhur dari bangsa ini. Dan 
yang lebih penting adalah koperasi mendapat pengakuan secara legal formal dari 
pemerintah. 
 
3. Masa Reformasi (1998-2017)    
Gelombang perubahan politik nasional yang terjadi pada tahun 1998 yang 
ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto (pemerintahan Orde Baru) 
mempunyai implikasi yang luas, salah satu diantaranya adalah kembalinya 
demokrasi dalam kehidupan politik nasional. Pemilu yang benar-benar LUBER 
berlangsung pada tahun 1999 dan diikuti oleh 48 parpol. Demokratisasi memiliki 
dampak ke beberapa aspek diantaranya pola relasi antara Presiden dan DPR 
mengalami perubahan cukup mendasar. Jika pada masa lalu DPR hanya menjadi 
tukang stempel, masa kini mereka bertindak mengawasi presiden, sebagaimana 
pemerintahan presidentil.  
                                                 
161M. Dawam Rahardjo, dan Nur Kholis. “Pengaruh Politik Dalam Perkembangan Praktik Ekonomi Islam 
di Indonesia”, Jurnal Millah Vol. XIII, No.1, Agustus 2013, hal. 187. 
162UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
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Masa reformasi format politik yang digunakan yang tidak lagi executive 
heavy (atau bahkan dominan) seperti pada masa Orde Baru, tetapi juga tidak 
terlalu legislative heavy seperti pada masa orde lama atau masa Demokrasi 
Parlementer yang sudah menjadi stigma negatif. Format politik pada masa 
reformasi tersebut memberikan efek positif terhadap perkembangan politik 
ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya mendapat perhatian dalam bentuk 
kajian-kajian atau penelitianpenelitian semata, namun juga mendapat perhatian 
khusus dari pemerintahan dalam bentuk pengeluaran payung hukum, seperti UU, 
PP maupun pembentukan devisi dalam badan pemerintahan tertentu, seperti OJK 
(Otoritas Jasa Keuangan) yang memiliki Departemen Perbankan Syariah.  
Ekonomi politik Islam dalam perkembangannya di Indonesia pada masa 
reformasi dapat kita lihat dari berbagai aspek. Pertama, ekonomi Islam mendapat 
perhatian dari para akademisi dalam bentuk kajian. Meskipun kajian ekonomi 
Islam sudah dimulai sejak 1923, Haji Oemar Said Tjokroaminoto misalnya telah 
menulis buku Sosialisme Islam, dan beberapa akademisi lain. Namun kajian-
kajian tentang ekonomi Islam tidak terpublikasikan dengan baik, dan tidak ditulis 
dalam artikel-artikel pendek sehingga terkesan diskursus ekonomi Islam 































INDONESIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
 
 
Tujuan Pembelajaran  
 
Setelah membaca materi ini, diharapkan mampu untuk : 
1. Memahami negara, pemerintah dan kesejahteraan rakyat 
2. Memahami negara dan aktivitas bisnis 
3. Memahami elemen yang menyebabkan tumbuhnya pasar modal 
4. Memahami investasi pada kawasan prioritas 
5. Memahami negara dan komandirian ekonomi 
6. Memahami pembangunan nonekonomi yang berdampak pada ekonomi 
7. Memahami membangun sikap entreprenuer pada rakyat indonesia 
 
 
A. NEGARA, PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   
Di Indonesia, istilah pembangunan berkelanjutan secara resmi dimuat 
dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Walaupun masih menggunakan istilah “pembangunan berkesinambungan”, Pasal 
3 menentukan “Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian 
kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang 
pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia”. 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara 
menyebut istilah pembangunan berkelanjutan (Pasal 1 angka 3), yakni 
“pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya 
sadar dan terencana, memadukan lingkungan hidup ke dalam proses 
pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 
generasi masa kini dan generasi masa depan”. Terakhir Pasal 1 angka 3 UU-
PPLH: Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi 
pembangunan untuk menjaminkeutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi 
masa depan.   
Pembangunan berkelanjutan yang dianut Indonesia adalah pembangunan 
yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa 
mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi 
mendatang.Pemerintah berupaya mewujudkan konsep-konsep pembangunan 
berkelanjutan dalam berbagai pembentukan dan pelaksanaan hukum 
lingkungan.UU-PPLH yangdisahkan pada tahun 2009 memuat prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup di Indonesia.Prinsip-prinsip dimaksud yakni:  
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1. Prinsip Keadilan Antar Generasi (Intergenerational Equity)  
Prinsip keadilan antargenerasi ini didasari sumber daya alam yang ada di 
bumi ini adalah sebagai titipan (in trust) untuk dipergunakan generasi yang 
akan datang. Setiap generasi merupakan penjaga dari planet bumi ini untuk 
kemanfaatan generasi berikutnya dan sekaligus sebagai penerima manfaat 
dari generasi sebelumnya.   
 
2. Prinsip Keadilan  
Dalam Satu Generasi Prinsip ini disebut pula keadilan intragenerasi. 
Prinsip ini menurut Prof. Ben Boer, menunjuk kepada gagasan bahwa 
masyarakat dan tuntutan kehidupan dalam satu generasi, memiliki hak 
dalam kemanfaatan sumber-sumber alam dan kenikmatan atas lingkungan 
yang bersih dan sehat.  
 
3. Prinsip Pencegahan Dini (Precautionary Principle)  
Prinsip pencegahan dini (precautionary principle) secara teoretis atau 
praktis mengandung makna bahwa apabila terdapat ancaman atau adanya 
ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan 
pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan 
menunda upayaupaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan 
tersebut.163 
 
4. Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati (Biodiversity Conservation).  
Prinsip perlindungan keragaman hayati (biodiversity conservation) 
merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan 
antargenerasi (intergenerational equity principle). Perlindungan keragaman 
hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab mencegah 
kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan pencegahan dini.164 
Upaya perlindungan keragaman hayati dilakukan untuk membuktikan 
komitmen dan kesadaran pentingnya mencegah secara dini kepunahan 
keragaman hayati sekaligus melaksanakan prinsip keadilan baik 
antargenerasi maupun dalam satu generasi untuk mewujudkan karakteristik 
pembangunan berkelanjutan.   
 
5. Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan  
Prinsip ini berangkat dari suatu keadaan, penggunaan sumber-- sumber 
lingkungan hidup, merupakan kecenderungan dari dorongan pasar. 
Akibatnya, kepentingan yang selama ini tidak terwakili dalam komponen 
                                                 
163Syamsuhardi Bethan, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam 
Aktivitas Industri Nasional: Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar 
Generasi, Alumni, Bandung, 2008, hal. 95.  
164F.X. Aji Samekto, Keterkaitan Kapitalisme dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan 
Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati Dalam Studi Hukum Kritis, Disertasi, (Semarang : PPS 
Undip, 2004), hal. 117. 
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pengambilan keputusan dalam menentukan harga pasar tersebut diabaikan 
dan menimbulkan kerugian bagi mereka. Masyarakat yang menjadi korban 
dari kerusakan lingkungan, tidak memiliki suatu mekanisme untuk 
memaksa kelompok untuk membayar kerugian bagi kerusakan tersebut 
kecuali pengadilan.165 
 
Pemerintah tidak hanya memasukkan aspek lingkungan hidup dalam 
GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tetapi juga membentuk institusi atau 
lembaga yang membidangi lingkungan hidup, sejak tahun 1973), aspek 
lingkungan hidup masuk dalam GBHN. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup 
dimasukkan ke Repelita II dan berlangsung terus dalam GBHN 1978 dengan 
penjabarannya dalam Repelita III. Pada tahun 1998 dibentuk Menteri Negara 
Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) yang kemudian pada 
tahun 2002 di ubah menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan 
Hidup (KLH) yang kemudian pada 2003 dirubah menjadi Menteri Negara 
Lingkungan Hidup (LH). Kelembagaan ini mempunyai peranan penting dalam 
memberi landasan lingkungan bagi pelaksanaan pembangunan di negara kita.   
Kesejahteraan rakyat ditingkatkan melalui pembangunan perumahan dan 
permukiman. Untuk memenuhi kebutuhan permukiman dan perumahan yang 
layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, 
pembangunan perumahan dan permukiman pada tahun 2005 diprioritaskan pada 
upaya untuk melanjutkan Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah yang 
meliputi: pembangunan rumah sederhana sehat; pengembangan rumah swadaya; 
peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan nelayan; dukungan 
prasarana dan sarana untuk pembangunan rumah sederhana sehat; serta 
pembangunan rumah susun sederhana sewa dan milik.  
Prioritas berikutnya adalah peningkatan penyediaan dan pengelolaan air 
minum serta akses pelayanannya untuk menjamin kualitas dan kuantitas 
ketersediaan air minum bagi masyarakat miskin dan rawan air minum di 
perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan sanitasi lingkungan; peningkatan 
pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan; serta pengembangan prasarana 
dan sarana kawasan yang akan direvitalisasi, kawasan agropolitan, dan desa 
pusat pertumbuhan.  Pesatnya pembangunan yang selama ini dilakukan 
mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang 
cenderung tidak terkendali, tanpa memperhatikan aspek pelestarian dan 
keberlanjutannya. Sementara itu, kualitas lingkungan hidup terus terdegradasi 
yang antara lain ditandai dengan turunnya daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup. Usaha untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan 
pelestarian lingkungan hidup melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan 





                                                 
165Sums T. Djajadiningrat. Pengantar Ekonomi Lingkungan, (Jakarta: LP3ES, 1997), hal. 5. 
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B. NEGARA DAN AKTIVITAS BISNIS 
 
Negara   
Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki 
kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan 
masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.166 
 
Jenis-jenis negara  
Negara dapat dikelompokkan oleh filsuf politik sebagai berdaulat jika 
mereka tidak bergantung atau tunduk pada kekuatan atau negara lain. Negara-
negara lain tunduk pada kedaulatan luar atau hegemoni di mana kedaulatan 
tertinggi berada di negara lain.  Banyak negara adalah negara bagian yang 
menjadi anggota dalam persatuan serikat.Negara bagian adalah komunitas 
kewilayahan dan konstitusional yang membentuk bagian dari federasi.Negara-
negara semacam itu berbeda dari negara berdaulat karena mereka telah 
menyerahkan sebagian dari kekuasaan kedaulatan mereka ke pemerintah federal.  
 
Negara dan pemerintah  
Suatu negara dapat dibedakan dari pemerintah.Pemerintah adalah 
kelompok orang tertentu; birokrasi administratif yang mengendalikan aparatur 
negara pada waktu tertentu.Artinya, pemerintah adalah sarana yang melaluinya 
kekuasaan negara digunakan.Negara dilayani oleh penerus berkelanjutan dari 
berbagai pemerintahan.Negara adalah objek sosial yang takmaterial dan 
takjasmani, sedangkan pemerintah adalah kelompok orang dengan kekuatan 
paksaan tertentu.Setiap pemerintahan yang berurutan terdiri dari badan khusus 
dan istimewa yang memonopoli pengambilan keputusan politik dan dipisahkan 
oleh kedudukan dan organisasi dari penduduk secara keseluruhan. 
 
Negara dan negara kebangsaan  
Negara juga dapat dibedakan dari pengertian bangsa di mana bangsa 
mengacu pada komunitas orang dalam bidang budaya-politik. Negara 
kebangsaan mengacu pada keadaan di mana suku tunggal dikaitkan dengan 
negara tertentu.  
 
Negara dan masyarakat madani  
Dalam pemikiran klasik, negara dapat dikenali dengan masyarakat politik 
dan masyarakat madani sebagai bentuk komunitas politik, sedangkan pemikiran 
modern membedakan negara kebangsaan sebagai masyarakat politik dari 
masyarakat madani sebagai bentuk masyarakat ekonomi.  Jadi dalam pemikiran 
modern, negara dikontraskan dengan masyarakat Madani. 
 
                                                 
166Andrew Reeve, "Civil society". Dalam Jones, R.J. Barry. Routledge Encyclopedia of International 
Political Economy: Entries P–Z. Taylor & Francis, 2001, hal. 158–160. ISBN 978-0415243520. Diarsipkan 
dari versi asli tanggal 23 June 2016. 
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Aktivitas Bisnis  
Mengacu pada aktivitas apapun yang melibatkan memproduksi barang atau 
menyediakan layanan. Bisnis menjual produk dan layanan untuk menghasilkan 
keuntungan.Sementara itu, konsumen membeli untuk memenuhi kebutuhan 
mereka.Setelah selesai, mereka kemudian menjual ke konsumen. Aktivitas bisnis 
adalah suatu jenis kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang 
berhubungan dengan transaksi penjualan barang maupun jasa yang bertujuan 
untuk mendapatkan keuntungan berupa penghasilan.Agar lebih memahami apa 
arti bisnis, maka kita dapat merujuk pada pendapat  beberapa ahli. Berikut ini 
adalah pengertian bisnis menurut para ahli:  
1. Hughes dan Kapoor  
Menurut Hughes dan Kapoor, definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu 
yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna 
mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.  
 
2. Brown dan Pretello  
Menurut Brown dan Pretello, pengertian bisnis adalah lembaga yang 
menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal 
yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta tidak 
peduli mengejar laba ataupun tidak.  
 
Fungsi Bisnis  
Semua kegiatan bisnis berfungsi untuk membuat sesuatu yang awalnya 
kurang bernilai menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat setelah diolah. Adapun beberapa fungsi bisnis adalah 
sebagai berikut:  
1. Form Utility, yaitu fungsi produksi dimana sebuah bisnis menghasilkan 
suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, perusahaan 
furniture, perusahaan jasa keuangan.  
2. Place Utility, yaitu fungsi distribusi dimana sebuah bisnis menyalurkan 
suatu barang/ jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen.  
3. Possessive Utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis.  
4. Time Utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, 
dimana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan 
pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. 
 
Macam-Macam Bisnis  
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pengertian bisnis ini pada akhirnya 
akan merujuk pada skup atau sektor tertentu yang dicakup. Adapun macam-
macam bisnis adalah sebagai berikut:  
1. Bisnis Pertanian, yaitu usaha di bidang pertanian atau agro bisnis yang 
meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain.  
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2. Bisnis Produksi Bahan Mentah, yaitu bidang usaha yang bergerak di sektor 
pertambangan, kehutanan, dan lain-lain, dimana produk yang dihasilkan 
adalah bahan mentah untuk diolah kembali.  
3. Bisnis Manufaktur, yaitu usaha di bidang pengolahan bahan baku atau 
bahan mentah menjadi bahan jadi.  
4. Bisnis Konstruksi, yaitu usaha di bidang pembangunan konstruksi atau 
infrastruktur, misalnya jalan raya, gedung bertingkat, bandara udara, dan 
lain-lain. 
5. Bisnis Transportasi, yaitu usaha di bidang tranportasi yang membantu 
mobilitas masyarakat dalam menyalurkan barang.  
6. Bisnis Komunikasi, yaitu usaha di bidang komunikasi yang membantu 
masyarakat dalam hal komunikasi dan informasi. Misalnya televisi, radioa, 
telepon, dan lainnya.  
7. Bisnis Perdaganan Besar/ Kecil, yaitu usaha di bidang niaga yang berperan 
sebagai perantara antara produsen dengan konsumen.  
8. Bisnis Finansial, Asuransi, dan Real Estate, yaitu usaha di bidang keuangan 
yang membantu masyarakat dalam hal kredit permodalan, asuransi, dan 
juga perencanaan dan kredit kepemilikan properti.  
9. Bisnis Jasa, yaitu usaha yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk 
tak berwujud, yaitu jasa, untuk menghasilkan keuntungan. 
 
C. ELEMEN YANG MENYEBABKAN TUMBUHNYA PASAR MODAL 
 
Pasar modal di suatu negara dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran 
untuk melihat maju mundurnya dinamika bisnis yang terjadi di negara 
tersebut.Pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk serta mendorong 
suatu pasar modal yang menjadi pengharapan bagi berbagai pihak. Michael P. 
Mc Lindon dalam Fahmi, mengemukakan adanya elemen yang menciptakan 
tumbuhnya pasar modal:  
1. Adanya kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan peluang yang 
terdapat di pasar modal serta manfaat lain dari kepemilikan saham. 
2. Perkembangan prasarana pasar modal seperti majunya teknologi informasi 
yang mendorong tumbuhnya sistem perdagangan elektronik, kliring, 
pendaftaran saham, dan lain-lain.  
3. Perkembangan peraturan perundangan guna terciptanya kepercayaan 
masyarakat, perlindungan pemodal dan kemandiriannya.  
4. Adanya program pravitisasi yang mendorong penawaran dan permintaan 
saham.167 
 
Pasar modal dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan yang 
tidak kalah menarik bagi dunia usaha dibandingkan dengan perbankan atau 
lembaga keuangan lain. Hal ini dikarenakan pasar modal memberikan 
                                                 
167Endah Budiarti, Ratnaningsih, dan Parikesit Penangsang, “Analisis Return Saham Blue Chip dan Non 
Blue Chip Terhadap Saham Yang Tergabung Dalam Indeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2015”.Jurnal Ekonomi Manajemen, Volume 2 Nomor 1,2017, hal. 318. 
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pembiayaan dalam jumlah yang relatif besar dibandingkan dengan lembaga 
keuangan lainnya.Sumber pembiayaan yang diperoleh melalui pasar modal 
umumnya mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah.Hal ini tentu 
menjadikan pasar modal sebagai pilihan yang tepat bagi pembiayaan proyek-
proyek investasi perusahaan. Pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk 
menjembatani aliran dana dari pihak yang memiliki dana investor, dengan pihak 
perusahaan yang memerlukan dana. Sedangkan untuk kasus pasar modal 
Indonesia, cakupan tujuan dan misi yang diemban pasar modal Indonesia bersifat 
lebih luas, sesuai dengan idealisme bangsa Indonesia yang berusaha untuk 
menjalankan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan.Pasar modal (capital 
market) merupakan pasar untuk  berbagai instrumen keuangan jangka panjang 
yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, 
instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.  
Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun 
institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan 
berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan 
prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.Pasar modal merupakan 
kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal menyediakan 
berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti: 
menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan 
sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubungPelaku Pasar Modal. 
Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang 
terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut:  
1. Emiten, perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham 
ataupun obligasi.  
2. Investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di 
perusahaan yang melakukan emisi.  
3. Penjamin Emisi (underwriter), lembaga yang menjamin terjualnya 
saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh 
dana yang diinginkan emiten.  
4. Agen Penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan 
"Go Public" tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. 
5. Pialang (broker), perantara antara si penjual (emiten) dengan si pembeli 
(investor) dalam jual beli efek.  
 
Lembaga dan Struktur Pasar Modal di Indonesia  
Ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Berikut 
lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia:  
1. Otoritas Jasa Keuangan, yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar 
Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal.  
2. Bursa Efek, saat ini ada dua: Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 
namun sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek 
Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia.  
3. Perusahaan Efek 
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4. Lembaga Kliring dan Penjaminan, saat ini dilakukan oleh PT. Kliring 
Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI)  
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saat ini dilakukan oleh PT. 
Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) 
 
D. INVESTASI PADA KAWASAN PRIORITAS 
 
Investasi berasal dari bahasa invest yang berarti menanam, 
menginvestasikan atau menanam uang.168 Istilah investasi atau penanaman modal 
merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari 
maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah 
yang lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih 
banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada daasrnya 
kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang 
digunakan secara interchangeable.169 
Kawasan Prioritas Rencana invetasi merupakan rujukan bagi para 
pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan 
suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga 
tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. Rencana ini, 
akan menjadi alat mobilisasi dana investasi masing-masing pemangku 
kepentingan dalam pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan 
perannya di kawasan prioritas, sehingga dapat tercapai kerja sama untuk 
mengurangi berbagai konflik kepentingan dalam investasi atau pembiayaan. 
Selain itu rencana investasi ini juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan 
peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana kawasan 
prioritas.Mencermati kondisi perekonomian yang sekarang berkembang di 
kawasan ini, serta arah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perkotaan (PNPM-MP) Kec.Tanjungbalai Utara-Kota Tanjungbalai pergerakan 
ekonomi perkotaan, maka pengembangan investasi swasta di kawasan ini dapat 
diarahkan pada pengembangan entitas bisnis perdagangan dan jasa (wisata 
belanja). 
Karakteristik perdagangannya adalah ritel skala kecil dan menengah, 
termasuk didalamnya pengembangan usaha restoran/rumah makan dan home 
industri.Disamping itu, sektor jasa masih sangat potensial untuk dikembangkan. 
Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di kawasan ini memiliki 
konsekuensi pada kebutuhan untuk penyesuaian kapasitas fasilitas publik. Jenis 
fasilitas publik yang sangat mendukung antara lain adalah sistem penataan 
koridor jalan (sistem pedestrian, penerangan jalan umum, gerbang kawasan 
prioritas), kawasan gedung pertemuan dan media promosi (GSG), penataan 
bantaran sungai, penataan RTH dan Kawasan Olah raga dan jaringan prasarana 
dan sarana yang lainnya. 
                                                 
168Andreas Halim, Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia, (Surabaya; Sulita Jaya, 2003), hal. 166. 
169Ida Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, (Bogor; 
Ghalia Indonesia, 2006), hal. 1. 
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Daftar Prioritas Investasi (DPI) sebagai pengganti Peraturan Presiden 
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang 
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau 
disebut dengan Daftar Negatif Investasi (DNI), terdiri dari lima lampiran. 
Pertama, lampiran tentang investasi yang diberikan fasilitas fiskal. Lampiran ini 
memuat tentang beberapa bidang usaha yang menjadi prioritas kpemerintah 
sehingga akan dibuka sepenuhnya untuk investasi asing dan diberikan insentif 
fiskal berupa Tax Holiday, Tax Allowance, pembebasan PPh impor, atau fasilitas 
fiskal lainnya. Kedua, lampiran tentang investasi yang diberikan fasilitas non 
fiskal atau kemudahan dari sisi perizinan dan proses bisnis. Ketiga, lampiran 
tentang investasi yang diprioritaskan untuk investor domestik (PMDN) dan 
UMKM, termasuk mengatur wajib kemitraan antara PMA dengan sektor 
UMKM. Keempat, lampiran tentang investasi yang terbuka dengan persyaratan 
yang tertentu. Pada lampiran ini fokusnya adalah mengatur proporsi PMA pada 
sejumlah bidang usaha yang tentang penanaman modalnya telah diatur dalam 
Undang-Undangnya sendiri. Kelima, tentang investasi yang ditutup mutlak pada 
enam bidang usaha seperti yang tertuang juga dalam salah satu pasal rancangan 
Omnibus Law Cipta Kerja. 
 
E. NEGARA DAN KEMANDIRIAN EKONOMI 
 
Ekonomi nasional harus mewujudkan good governance yang prinsip-
prinsipnya adalah aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam semua 
aspek, termasuk (renegoisasi) kontrak karya. Kita harus kembali pada ajaran 
kemandirian (Trisakti Bung Karno), untuk mencapai peri kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara yang bebas (liberty), adil (equality, justice), dan 
sejahtera (prosperity). 
Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri 
sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa 
menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling 
menguntungkan. Pembangunan nasional akan lebih merupakan pembangunan 
Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia. Permintaan efektif atau 
daya-beli rakyat di dalam negeri harus menjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Ini 
bermakna bahwa strategi pembangunan pertumbuhan melalui pemerataan atau 
pertumbuhan dengan pemerataan yang berorientasi ke dalam negeri. Kerakyatan 
dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan 
rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat 
atau demokrasi. Reformasi dalam konteks kenegaraan tidak saja berarti 
pembaharuan menuju Indonesia maju dan terbentuknya civil society tetapi juga 
mengandung arti back to basics, kembali ke rel sesuai dengan cita-cita 
Kemerdekaan Indonesia. 
Maksud dari kemandirian ini adalah masyarakat umum dapat bereproduksi 
untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan (diri), dan 
tidak membutuhkan dan bergantung pada orang lain dalam menjalankan 
persoalan ekonomi.  meskipun sebagian dari kebutuhan-kebutuhan ekonomi 
untuk biaya yang lebih minim atau dengan tujuan lain lebih memilih impor dari 
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luarnegeri.Mereka dalam mendefenisikan kemandirian mengatakan  kemandirian 
berarti memiliki kemampuan memilih dan berkegiatan politik, bersama dengan 
implementasi tiap pilihan dan kebijaksanaan dalam jangkauan hukum 
pemerintahan. Jika kita menganalisa defenisi ini, terdapat tiga unsur di dalamnya, 
kewenangan dalam memilih, kewenangan dalam menjalankan pilihan, wilayah 
(teritorial) hukum pemerintahan yang dapat (dipakai) kembali. Atas dasar ini 
sebagaimana suatu bangsa tanpa terpengaruh lingkungan luar umumnya dari satu 
daerah (wilayah) dan kekuatan, dapat memberi pengaruh internasional, 
menyusun kegiatan-kegiatan politik besar-besaran, perekonomian, sosial dan 
budaya bangsa, (maka) hal tersebut dinamakan bangsa mandiri. 
Kemandirian dalam  keadaan  perekonomian  yang terbuka  yang 
terintegrasi pada perekonomian dunia menuntut kemampuan daya saing yang 
tinggi. Untuk menjadi bangsa yang mandiri di era globalisasi, diperlukan dua 
syarat utama. Pertama bangsa itu harus memiliki daya saing yang tinggi dan 
syarat   kedua   bangsa   itu   harus   sanggup   untuk   terus   menumbuhkan 
kembangkan akses ke globalisasi. Daya saing sangat bergantung pada daya 
kreativitas dan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.  
Keduanya, merupakan variable utama pada proses transformasi sosial yang 
menentukan semangat, corak, sifat, struktur dan perubahan tatanan ekonomi, 
social budaya dan politik masyarakat. Kreativitas dan inovasi telah menjadi 
esensi fundamental dalam meningkatkan daya saing bangsa. Sebuah konsep yang 
lazim dikenal dengan fourt wave of civilization atau peradaban gelombang ke 4  
yang  dicirkan  oleh  tiga  pilar  yaitu  (1)  pilar  budaya  (2)  teknologi  (3) 
inovasi. Gagasan dan realiasi kemandirian ekonomi nasional sampai kini 
memang masih jauh panggang dari api. Karena untuk membangkitkan 
kemandirian itu kerap terhalang tembok tebal kekuasaan. Baik itu kekuasaan 
yang berasal dari dalam  negeri  (internal),  kekuasaan  ekonomi-politik  
neoliberalisme (eksternal), ataupun penggabungan dari keduanya. Kekuasaan 
ekonomi- politik kolaboratif ini menjadi sangat dahsyat karena dukungan 
jaringan, kapital, serta lembaga-lembaga penopang baik dari dalam maupun luar 
negeri (MNC/TNC). Membangun kemandirian juga terkait dengan upaya untuk 
mengurangi ketimpangan daerah.  
Kemandirian juga terkait dengan upaya mengurangi ketimpangan dalam 
kepemilikan aset, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, 
maka kemandirian menjadi bersifat totalitas. Untuk membangun daya saing 
nasional diperlukan strategi secara terencana, terukur, dan dilakukan bertahap. 
Dengan begitu, kita bisa melakukan transformasi perekonomian dari yang saat 
ini bersifat resource based menuju investment based dan akhirnya mencapai 
inovation based. Untuk tahapan jangka panjang dan menengah, langkah-langkah 
penting yang dapat dilakukan,  yaitu: 
1. Melakukan tindakan nyata untuk memperkokoh ekonomi rakyat sebagai 
kekuatan utama ekonomi Nasional. 
2. Mewujudkan reformasi birokras, pembertasan korupsi, penegakan hukum 
demi terciptanya lingkungan ekonomi makro dan stabilitas sosial politik.  




Dari pemikir sistem ekonomi Indonesia, Soekarno (Ekonomi Berdikari), 
Mohammad Hatta (Demokrasi Ekonomi), Sutan Sjahrir (Sosialisme Kerakyatan) 
hingga Mubyarto (Ekonomi Pancasila), semuanya menyimpulkan perekonomian 
negara ini perlu disusun dengan karakteristik khas yang bertumpu pada konsep 
kerakyatandengan berorientasi memberdayakan kekuatan ekonomi rakyat. 
Adapun kebijakan untuk mencapai kemandirian ekonomi tersusun dalam 
langkah-langkah stategis sebagai berikut: pemenuhan kebutuhan pokok rakyat 
dalam rangka pemberantasan kemiskinan, penegasan orientasi kepada pasar 
domestik, pemerataan dan penyebaran pembangunan ke daerah-daerah, dan 
kegiatan ekonomi dengan bertumpu pada pengembangan sumber daya alam dan 
sumber daya manusia. Sampai sekarang, industri kretek satu-satunya kegiatan 
ekonomi yang mengakomodir langkah-langkah mencapai kemandirian ekonomi. 
1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Rakyat Dalam Rangka Pemberantasan 
Kemiskinan 
Aktivitas ekonomi industri kretek, dari hulu hingga hilir, telah menciptakan 
lapangan pekerjaan yang luas dan memberikan pendapatan bagi masyarakat 
sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok serta terhindar dari jerat kemiskinan. 
Di hulu, petani tembakau dan cengkeh dapat memenuhi kebutuhan hidup dan 
membiayai pendidikan anak-anak.  
Di hilir industri kretek banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan 
sebagai pelinting yang memberikan kontribusi besar bagi ketahanan ekonomi 
keluarga. 
Pendapatan mereka memang tidak secara langsung masuk hitungan 
pendapatan nasional. Tetapi keberadaan industri kretek membantu pemenuhan 
kebutuhan pokok rakyat yang dihasilkan dari upaya budidaya tembakau, cengkeh 
dan pekerjaan yang dihadirkan dari sektor pengolahan dan pemasaran. 
Nilai ekonomi yang digerakkan dari sektor industri kretek nasional 
besarannya tak main-main, sebanyak 200 triliun rupiah disumbangkan industri 
ini untuk pendapatan negara hanya dari sektor pajak. Belum dihitung perputaran 
roda ekonomi yang bergerak dari hulu hingga hilir, sehingga roda perekonomian 
rakyat terus bergerak bagi pemenuhan kesejahteraan. 
 
2. Penegasan Orientasi Pasar Domestik 
Dari sekian banyak industri pertanian di Indonesia, sebagian besarnya 
berorientasi untuk memenuhi kebutuhan ekspor semata. Hal ini terlihat dari 
industri kelapa sawit (CPO), kakao, karet yang diekspor dalam bentuk bahan 
mentah. Tentu nilai tambah yang dihasilkan dari komoditi-komoditi ini malah 
menguntungkan negara pengolah. Di samping itu aktivitas ekonomi yang 
diakibatkan darinya rentan ambruk tertimpa krisis ekonomi. 
Kenyataan yang berbeda terlihat dari industri kretek. Komoditi-komoditi 
yang dibutuhkan hampir keseluruhannya berasal dari dalam negeri, 
pengelolaannya di dalam negeri, dan konsumen terbesarnya di dalam negeri. 
Itulah yang membuat industri kretek lebih tahan dari krisis ekonomi yang datang 
dari luar dan memberikan dampak yang berlipat karena nilai tambahnya 






3. Pemerataan Dan Penyebaran Pembangunan Ke Daerah 
Integrasi industri kretek dari hulu hingga hilir tersebar hampir di semua 
provinsi di Indonesia. Terutatama untuk budidaya komoditi cengkeh yang 
tersebar dari Aceh hingga Papua. Hasil produksi cengkeh secara keseluruhan 
terdapat di 29 provinsi di Indonesia, 96 persen di antaranya untuk menunjang 
kebutuhan industri kretek.  
Dan masih terdapat budidaya perkebunan tembakau yang terdapat di 15 
provinsi dan terdapat 6 provinsi sebagai tempat pengelolaan industri kretek. 
Industri kretek mempunyai efek luas bagi perekonomian bangsa sebab 
menyatukan hampir semua kawasan Kepulauan Nusantara. Tidak ada industri 
lain yang sanggup menandingi peran industri kretek dalam mendistribusikan 
pendapatan rakyat di hampir seluruh kawasan Indonesia. 
Sumbangsih lainnya yang diberikan industri kretek bagi pemerataan dan 
penyebaran pembangunan ke daerah adalah melalui DBHCHT (Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau). Jumlah DBHCHT yang dialokasikan kepada daerah-
daerah sebesar 2% dari total penerimaan cukai hasil tembakau. 
DBH-CHT adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, DBH-
CHT diatur terpisah dan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang 
Cukai. 
 
4. Bertumpu Pada Pengembangan SDA dan SDM 
Industri kretek merupakan perpaduan antara industri pengembangan 
sumber daya alam (SDA) unggulan serta diolah dengan kerja sumber daya 
manusia (SDM) yang bercirikan industri padat karya. Perpaduan ini yang 
membuat posisi industri kretek di satu sisi menghasilkan produk yang tidak dapat 
dihasilkan oleh negara lain. Juga dalam pengelolaan yang bertumpu pada SDM 
menjadikan industri ini tidak memiliki ketergantungan teknologi yang besar dari 
negara maju. 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kepentingan 
berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang diakibatkan oleh 
keberadaan industri kretek. Serapan tenaga kerja dalam produksi indu`stri kretek 
diperkirakan sejumlah 30,5 juta jiwa baik langsung maupun yang tak langsung. 
Tenaga kerja yang berhubungan langsung, yaitu petani dan buruh tani tembakau 
sekitar 6 juta jiwa. Petani dan buruh tani cengkeh sekitar 5 juta jiwa. Buruh 
linting kretek sekitar 600.000 jiwa. Secara keseluruhannya adalah 11.6 juta jiwa. 
Sisanya, sebesar 18.9 juta jiwa tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung 
dengan industri kretek. Sifat dari industri rokok kretek mempunyai multiplier 
effect bagi sektor-sektor lain. Temasuk di antaranya tenaga kerja untuk 





F. PEMBANGUNAN NON EKONOMI YANG BERDAMPAK PADA 
EKONOMI 
 
Salah  satu  indikator  kemajuan  pembangunan adalah  pembangunan  
ekonomi,  indikator  ini pada  dasarnya  mengukur  kemampuan  suatu negara  
untuk  memperbesar  outputnya  dalam laju  yang  lebih  cepat  dari  pada  tingkat 
pertumbuhan   penduduknya.170 Pembangunan  ekonomi  memiliki keterkaitan  
yang  erat  dengan  pertumbuhan ekonomi (economic growth). Dalam 
pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan 
faktor non ekonomi  faktor ekonomi  tersebut  adalah  tersedianya  sumber alam  
atau  tanah  secara  melimpah merupakan hal  yang  sangat  penting,  suatu  
negara  atau daerah  yang  kekurangan  sumber  alam  tidak akan  dapat  
membangun  dengan  cepat.171 
Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang terkait dengan produksi, 
pertukaran, distribusi, dan konsumsi barang dagangan, di setiap tingkat 
masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan uang dan 
menghasilkan kekayaan, untuk memuaskan keinginan manusia, dengan sumber 
daya yang terbatas. Kegiatan ini merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi 
negara karena hal tersebut menambah nilai produk domestik bruto. Kegiatan 
ekonomi diklasifikasikan sebagai bisnis, profesi dan pekerjaan. Bisnis adalah 
kegiatan yang melibatkan produksi dan distribusi barang dan jasa, untuk 
keuntungan. Profesi ini terkait dengan layanan yang diberikan oleh profesi untuk 
kompensasi moneter yang disebut fee. Pekerjaan mengacu pada pekerjaan 
dimana seseorang bekerja untuk orang lain untuk gaji atau upah seperti tujuan 
ekonomi pembangunan.  
Kegiatan non ekonomi mengacu pada aktivitas manusia yang dilakukan 
karena cinta, kasih sayang, simpati atau patriotisme. Kegiatan ini dilakukan 
secara sukarela dengan tujuan memberikan layanan kepada orang lain secara 
gratis, yaitu tidak dapat diukur dari segi uang. Ini mencakup semua aktivitas 
yang dilakukan untuk kepuasan sentimen manusia yang bisa bersifat sosial, 
religius, budaya, pribadi, rekreasi, amal, patriotik.172 Faktor non ekonomi 
tersebut  antara lain ;  perubahan pandangan,  nilai-nilai  sosial,  pendidikan 
membawa  kearah  penalaran  (reasoning)  dan adanya semangat yang 
menghasilkan berbagai penemuan baru. Untuk memahami lebih jelas, kita harus 
mengetahui bagaimana factor non ekonomi memiliki dampak pada ekonomi.  
Faktor non-ekonomi sama pentingnya dalam pengembangan sebagai faktor 
ekonomi yang merupakan hukum ekonomi pembangunan. Bagaimana pengaruh 




                                                 
170Michael P Todaro dan Stephen C Smith, Pembangunan  Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta: Penerbit 
Erlangga, 2003), hal. 98. 
171ML.Jhingan,  Ekonomi  Pembangunan dan  Perencanaan,  (Jakarta: Rajawali  Pers, 2010), hal. 67.  
172Irawan dan Suparmoko. Ekonomika Pembangunan. (Yogyakarta: BPFE UGM, 1992), 
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1. Kondisi sosial dan budaya masyarakat  
Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat meliputi sikap,tingkah 
laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, kelembagaanmasyarakat, dan hal-
hal lainnya yang berkaitan dengan itu.Sebagai ilustrasi,pendidikan dan 
kebudayaan Barat membawa pemikiran dan pandangan kearah penalaran, sikap 
dan skeptisme, serta semangat untuk menghasilkanpenemuan baru yang 
semuanya dapat menunjang pembangunan ekonomi.  
 
2. Kondisi politik  
Stabilisasi perekonomian dari suatu negara sangat jelas dipengaruhi oleh 
faktor politik. Tanpa stabilitas politik yang kondusif dari suatu negara, ekonomi 
tidak akan bisa berbuat banyak, terutama dalam hubungannya dengan posisi dari 
suatu negara dalam memperbaiki variabel-variabel ekonomi. Contohnya, 
Indonesia yang pada tahun 1998 mengalami instabilitas politik dan keamanan 
dalam negeri yang kemudian membuat berbagai harga barang kebutuhan pokok 
naik dan banyak investor yang mulai menarikinvestasinya dari Indonesia 
sehingga menyebabkan krisis. Padahal,sebelumnya Indonesia tergolong sebagai 
macan Asia yang berarti termasukdalam negara Asia yang memiliki faktor 
pertumbuhan ekonomi yang sangatmeningkat.Faktor politik tentu saja berada di 
balik semua itu. 
 
3. Kondisi Pengangguran  
Dampak nonekonomi banyak terjadi kejahatan, karena pengaruh perut 
lapar, seorang pengangguran bisa menghalakan segala cara, kekerasan, 
masyarakat hidup dalam ketidaknyamanan dan tdk adanya kemananan.  
 
4. Sumber Daya Manusia  
Manusia menjadi salah satu faktor penting yang harus ada dalam 
perekonomian, karena pada dasarnya manusia menjadi pelaksana dalam segala 
bentuk aktivitas perekonomian. Produksi tidak akan berjalan tanpa peran dari 
manusia, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pun tidak akan ada gunanya 
ketika tidak ada manusia yang mampu memanfaatkannya dengan baik. perlu 
diingat bahwasannya yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi ini adalah 
bukan jumlah atau kuantitas dari manusianya namun yang paling penting yakni 
kualitas yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kualitas yang baik dari segi 
pemikiran atau pekerjaan akan menciptakan sebuah produktifitas dalam kinerja 
atau produksi yang terjadi. Selain itu dengan kualitas yang mereka miliki mampu 










G. MEMBANGUN SIKAP ENTERPRENUER PADA RAKYAT 
INDONESIA 
 
Pada dasarnya pembentukan jiwa kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor 
internal dan eksternal.Faktor internal yang berasal dari dalam diri wirausahawan 
dapat berupa sifat-sifat personal, sikap, kemauan dan kemampuan individu yang 
dapat memberi kekuatan individu untuk berwirausaha.Sedangkan faktor eksternal 
berasal dari luar diri pelaku entrepreneur yang dapat berupa unsur dari 
lingkungan sekitar seperti lingkungan keluarga, lingkungan dunia usaha, 
lingkungan fisik, lingkungan sosial ekonomi dan lain-lain. Meredith secara 
spesifik melihat entrepreneur sebagai orang yang berhasil menikmati pekerjaan, 
dan berdedikasi penuh terhadap apa yang dilakukannya, mengubah pekerjaan 
berat menjadi pekerjaan menggairahkan, menarik dan memberi kekuasaan.  
Lebih lanjut Meredithmenambahkan bahwa wirausahawan adalah orang 
yang memiliki kemampuan melihat dan mengevaluasi peluang-peluang bisnis, 
mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil 
keuntungan darinya dan mengambil tindakan secara tepat untukmeraih 
kesuksesan. Berdasarkan beberapa definisitentang kewirausahaan yang telah 
diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan akan melibatkan 
pembentukan sikap (attitude), pengembangan keterampilan (skill), dan 
pembekalan pengetahuan (knowledge). Dengan kata lain, kewirausahaan 
merupakan potensi yang dimiliki seseorang untuk dikembangkan melalui 
pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pengalaman, tantangan, dan keberanian 
untuk mengambil resiko dalam bekerja dan/atau menciptakan pekerjaan. 
Kata entrepreneurship secara sederhana berarti kewirausahaan, yaitu 
pembelian dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa 
harga barang itu dijual, atau keberanian mengambil resiko untuk membuka usaha 
dalam berbagai kesempatan tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam 
kondisi tidak pasti. Wirausaha sering disebut juga dengan wiraswasta yang 
artinya sifat-sifat keberanian, keutamaan, keteladanan, dalam mengambil resiko 
yang bersumber pada kemampuan sendiri. Wirausaha mengandung secara 
harfiah, wira artinya berani dan usaha berarti daya upaya, atau dengan kata lain 
kemampuan atau keberanian yang dimiliki seseorang untuk melihat dan menilai 
kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk 
mengambil tindakan yang tepat, dan mengambil keuntungan dalam rangka 
meraih kesuksesan. Banyak orang yang memberi pengertian wirausaha dan 
kewirausahaan, diantaranya sebagai berikut:  
1. Menurut Drucker (MPU Manajemen) kewirausahaan adalah orang yang 
mampu membaca dan menciptakan peluang di setiap perubahan.  
2. Menurut Zimmerer, Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan 
kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan 
peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha). 
3. Jean Babtista, seorang wirausahaan adalah agen yang menyatukan berbagai 
alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. 
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4. Menurut S. Wijandikewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, 
keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber 
pada kemampuan diri sendiri. 
5. Richard Cantillon,Kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri 
(self-employement). Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada 
harga tertentu dan menjualnya padamasa  yang akan datang dengan harga 
yang tidak menentu, jadi definisi ini lebih menekankan bagaimana 
seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian.  
6. Menurut Penrose,Kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-
peluang didalam system ekonomi. 
 
Tantangan Entrepreneur di Era Global  
Seorang entrepreneur adalah pengambil resiko, baik resiko finansial 
maupun resiko yang bersifat mental. Arus globalisasi dan modernisasi dalam 
segala aspek kehidupan juga turut mempengaruhi dunia entrepreneur, baik dari 
manajemen pengolahan sumber daya sampai infrastruktur yang digunakan. Jika 
dulu, metode yang digunakan sangat sederhana, kini metode tradisional tersebut 
telah tergantikan oleh berbagai macam metode baru dan mutakhir, seperti bisnis 
online yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Globalisasi dalam dunia 
entrepreneur juga mendorong tumbuhnya generasigenerasi muda yang kreatif 
dan inovatif, ulet, berdikasi tinggi serta mempunyai kepribadian yang baik 
sebagai salah satu modal untuk bermitra bisnis dengan orang lain. Para pelajar 
tak lagi terpaku pada impian-impian untuk menjadi pegawai negeri nantinya, 
namun mereka telah mampu bermimpi untuk menjadi seorang pengusaha sukses 
dengan cara mereka sendiri. Era global juga menuntut tumbuhnya entrepreneur 
muda yang tak hanya berorientasi pada pemupukan modal dan profit maksimal 
semata, melainkan juga penjagaan atas norma, nilai-nilai sosial, dan 
keikutsertaan dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat.  
 
Tinjauan Entrepreneurship Muhammad Sallllaahu ‘Alaihi Wasallam, Karakter 
dan Prinsip  
Sejak Muhammad Saw berusia 17 tahun, beliau telah mempunyai aktifitas usaha 
sehingga mendorongnya memiliki karakter wirausaha (entrepreneurship). Sosok 
beliau sangat bersahaja, tetapi di dalam dirinya terdapat semangat sekuat baja. 
Jika kita sempat melawat ke Mekkah, akan kita lihat medan bisnis yang dilalui 
oleh Muhammad Sallllaahu ‘Alaihi Wasallam yang luar biasa berat untuk ukuran 
kita saat ini. Sangat berbeda dengan umumnya eksekutif bisnis sekarang yang 
bisa menumpang pesawat terbang dengan duduk di kelas bisnis yang nyaman. 
Muhammad saw melakukan lawatan dagang berkali-kali dengan medan 
perjalanan yang sangat berbahaya dan berat. Dalam hal ini kita bisa menganalisa 
seberapa hebat tekad seorang bisnis seperti Muhammad Sallllaahu ‘Alaihi 
Wasallam. Seorang entrepreneur sejati memang harus memiliki karakter 
unggulan. Paulus Winarto dalam bukunya First Step to An Entrepreneurs 
menuliskan lima ciri entrepreneur unggulan sebagai berikut:    
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1. Berani mengambil resiko. Artinya, berani memulai sesuatu yang serba 
tidak pasti dan penuh resiko. Namun, resiko telah diperhitungkan dengan 
cermat. 
2. Menyukai tantangan. Artinya, segala sesuatu dilihat sebagai sebuah 
tantangan, bukan masalah. Perubahan yang terjadi justru mencuatkan 
semangat menaklukkan.  
3. Punya daya tahan yang tinggi. Artinya, seorang entrepreneur harus banyak 
akal (bukan akal-akalan) dan tidak mudah putus asa.  
4. Punya visi jauh ke depan. Artinya, segala yang dilakukan punya tujuan 
jangka panjang meski dimulai dengan langkah amat kecil.  
5. Selalu berusaha memberikan yang terbaik. Artinya, seorang entrepreneur 
akan mengarahkan semua potensi yang dimilikinya, termasuk merekrut 
orang-orang yang berkompeten untuk bermitra. 
 
Berikut ini adalah cara menumbuhkan sikap enterprenuershipyaitu :  
1. Membangun bisnis dengan niat dan keyakinan  
Ini termasuk kunci dasar yang harus dimiliki oleh 
wirausahawan.Bagaimana tidak? Bila kita membuka bisnis tanpa adanya niat dan 
keyakinan, pasti bisnis tersebut tidak akan berjalan maksimal. Jadikan niat dan 
keyakinan untuk berwirausaha sebagai pondasi membangun sebuah bisnis.Jika 
sudah berniat untuk berbisnis, langkah selanjutnya adalah menumbuhkan 
keyakinan untuk membangun bisnis menjadi nyata dan meraih sukses.  
 
2. Memiliki kecepatan melihat peluang  
Banyak orang memulai bisnis mandiri karena memanfaatkan peluang yang 
mereka peroleh di lingkungannya. Peluang harus dicari. Bila perlu, pergi untuk 
melakukan perjalanan sekadar mencari peluang-peluang bisnis. Karena setiap 
orang yang berwirausaha harus pandai mencari peluang. Dari peluang itulah bisa 
tercipta produk atau jasa yang dibutuhkan banyak orang.  
 
3. Pelajari kisah sukses orang lain  
Ada banyak kisah pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnisnya 
dari nol dengan perjuangan yang berat, jatuh bangun, dan akhirnya mencapai 
kesuksesan yang besar. Kisah sukses seseorang dalam berbisnis ini dapat 
menumbuhkan motivasi untuk melakukan hal serupa dan menghindarkan diri 
dari ketakutan dan risiko yang akan dihadapi. Motivasi yang tinggi untuk 
berbisnis secara bertahap akan menumbuhkan jiwa entrepreneurship. 
 
4. Modal  
Kebanyakan orang ragu untuk memulai bisnis karena tidak ada modal 
(uang).Untuk mengatasi hal ini, mencari modal menjadi suatu keharusan. Salah 
satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan bekerja terlebih dahulu. Kerja pun 
harus serius. Kerjakan beberapa hal lain dalam pekerjaan. Selain menambah 
pemasukan, juga menambah pengalaman dalam dunia kerja. Modal juga bisa 




5. Fokus dalam berwirausaha  
Banyak halangan dan rintangan yang akan dihadapi dalam memulai sebuah 
bisnis. Oleh sebab itu, sikap fokus yang dibarengi keyakinan dan optimis wajib 
dimiliki oleh seorang entrepreneur agar tidak mudah menyerah dan berhenti di 
tengah jalan.  
 
6. Memiliki kemapuan marketing  
Hal ini sangat penting dimiliki oleh calon entrepreneur.Bila tidak, semua 
hanya tinggal anganangan. Kemampuan menjual adalah satu-satunya cara untuk 
menarik minat orang agar mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. 
Dengan terus melatih dan mencoba, kemampuan menjual dapat berkembang dari 
waktu ke waktu.  
 
7. Lakukan sekarang juga dan jangan menunda-nunda.  
Banyak orang menunda dan beralasan untuk tidak memulai bisnisnya 
sehingga impiannya untuk memiliki bisnis hanya jalan di tempat tanpa tindakan 
untuk mewujudkannya. Seorang calon entrepreneur sukses harus memiliki 
keberanian untuk take action dan menghilangkan ketakutanketakutannya serta 
langsung terjun ke dalam bisnis yang direncanakannya. Jika telah memulai dan 
menjalankan bisnis dengan konsisten, dengan sendirinya mental dan jiwa 
entrepreneurship akan terbentuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
